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BUKU 1
BANGSA, NEGARA, DEMOKRASI, DAN
KEDAULATAN RAKYAT






BAB | PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Buku ajar ini akan membahas tentang konsep kedaulatan rakyat,
demokrasi, hak azasi manusia, dan kemerdekaan berpendapat serta
penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pembahasan konsep ditekankan pada aspek politik dan yuridis terkait dengan
peran warganegara, pemerintah, dan penyelenggara negara lainnya dalam
kerangka pelaksanaan dasar negara dan UUD 1945.

Sesuai ruang lingkup materi yang tercakup dalam buku ajar ini, maka
penyajiannya dibagi ke dalam dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1
membahas konsep dan penerapan sistem kedaulatan rakyat dalam sistem
pemerintahan Indonesia; dan kegiatan belajar 2 membahas prinsip-prinsip
demokrasi menuju masyarakat kewargaan (civil society).

B. Prasyarat
Peserta PLPG dipersyaratkan telah memahami materi mata latih pokok
Makna Proklamasi dan Konstitusi di Indonesia.

C. Petunjuk belajar

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan agar Anda mengetahui
kemampuan yang diharapkan dapat dicapai dan kegiatan belajar yang
akan disajikan

2. Bacalah sekilas uraian dalam setiap kegiatan belajar dan carilah istilah-
istilah yang Anda anggap baru. Carilah makna istilah-istilah itu dalam atau
glosarium

3. Pelajari secara secara rinci pengertian-pengertian dalam setiap kegiatan
belajar, diskusikan sesama peserta

4. Jawablah semua pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan belajar
sebagai latihan, diskusikan dengan sesama peserta, teman sejawat guru
atau instruktur Anda.

5. Kerjakan soal-soal Tes Formatif pada setiap akhir kegiatan belajar,
diskusikan dengan sesama peserta PPG, teman sejawat guru atau
instruktur Anda. Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes
Formatif pada akhir modul ini.

6. Buatlah rencana kegiatan belajar yang berkaitan dengan isi modul ini



berdasarkan RPP di sekolah Anda.

D. Kompetensi dan Indikator

Kompetensi umum yang diharapkan setelah Anda mempelajari buku ajar ini

adalah dapat menguasai konsep bangsa, negara, kedaulatan rakyat,
demokrasi, dan kemerdekaan berpendapat serta penerapannya di dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah mempelajari buku ajar ini diharapkan Anda dapat:

1.

ok w

10.
11.

12.

Mendeskripsikani hakikat Manusia, Rakyat, Penduduk, Bangsa, dan
negara.

Menganalisis hakikat negara, fungsi dan tujuan negara, dan bentuk-bentuk
negara.

Mendeskripsikan pengertian demokrasi.

Menunjukkan macam-macam sistem demokrasi yang ada.

Menjelaskan pilar-pilar yang menegakkan sistem demokrasi dalam
kehidupan.

Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila.

Menjelaskan penerapan demokrasi dalam pemerintahan sejak proklamasi
hingga sekarang.

Menjelaskan proses demokratisasi menuju masyarakat madani.
Mendeskripsikan pengertian pemerintahan dan kedaulatan rakyat.
Menjelaskan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Menjelaskan lembaga-lembaga Negara yang berperan sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat di Indonesia.

Menjelaskan peran masing-masing lembaga Negara dalam melaksanakan
kedaulatan rakyat.



BAB Il KEGIATAN BELAJAR 1
RAKYAT, MASYARAKAT, DAN BANGSA

A. Kompetensi dan Indikator

Manusia adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat (zoon
politicon), yang selalu ingin hidup bersama-sama dengan manusia lain.
Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin hidup sendiri. Untuk
mengembangkan potensi kemanusiaannya memang manusi memerlukan
manusia lain. Pada awalnya manusia hidup dalam keluarga, yang
kemudian berkembang menjadi masyarakat. Setiap manusia hidup dalam
kesatuan-kesatuan sosial yang disebut masyarakat (community) dan
bangsa.
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anda memiliki kompetensi:
1. Menjelaskan kehidupan dan kebutuhan manusia

2. Menjelaskan manusia sebagai mahkluk sosial

3. Menjelaskan hakekat masyarakat dan rakyat

4. Menguraikan faktor-faktor pembentukan identitas bangsa

5. Menjelaskan hakekat bangsa

Adapun sebagai indikator nya adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi kehidupan manusia dalam hubungannya

dengan manusia lain.
2. Menjelaskan berbagai macam kebutuhan manusia.

3. Menguraikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhlik
sosial.

4. Mendeskripsikanhakekat masyarakat, rakyat/penduduk,dan
warganegara..

5. Menjelaskan hakekat bangsa

6. Menjelaskan defenisi bangsa menurut para akhli.

7. Menjelaskan faktor-faktor pembentuk identitas bangsa



B. Uraian Materi
1. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluka sosial

Secara sosiologis (empiris) kehidupan manusia senantiasa
berada dalam proses hubungan dengan manusia lainnya dan
lingkungan sekitarnya, berkehidupan bersama dalam suatu
masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia
lain, sebab manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya
sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya.

Manusia yang saling ketergantungan satu sama lain di
dalam masyarakat, melahirkan nilai sosial dasar yang hidup dan
berkembang menjadi dasar kaidah-kaidah yang membentuk
budaya masyarakat.

Secara kodrati manusia adalah makhlik individu dan
makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia terdiri dari jiwa
(rohani) dan raga (jasmani). Sebagai makhluk jasmani dan rohani
manusia dilngkapi dengan akal budi dan kehendak merdeka.
Dengan akal dan budi inilah manusia memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya.

Sebagai individu manusia memerlukan sandang, papan,
pangan, kasih sayang, harga diri dan lain sebagainya. Hanya
sebagian saja dari kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhinya
sendiri, sedangkan yang lainnya perlu berhubungan dengan
sesama untuk memenuhinya.

Sudah menjadi kodrat manusia memiliki berbagai kebutuhan.
Kebutuhan manusia ada dua macam yaitu kebutuhan jasmani dan
rikhani. Menurut Soerjono Soekamto, kebutuhan dasar manusia
terdiri atas:

1. Sandang, papan, dan pangan

2. perlindungan akan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

3. harga diri
4. kesempatan untuk mengembangkan potensi
5. kasih sayang (Soerjono Soekamto, 1984:2).

Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima macam, yaitu:
1. Kelangsungan hidup (survival).

2. Keamanan (safety).

3. Hak dan kewajiban mencintai dan dicintai (loving and love)

4. Diakui lingkunan (status)



5. Perwujudan cita-cita (self actuakization).

Untuk memenuhi kebutuhan—kebutuhan di atas manusia senantiasa berada
dalam proses hubungan dengan manusia lainnya. Manusia perlu bekerjasama

denganmanusialainnyasebab kemampuan manusia sangat terbatas.
Status menusia sebagai makhluk sosial melekat pada setiap individu.
Aristoteles (384-322 SM) menyebut manusia sebagai Zoon Politicon tau
makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan
manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin hidup sendiri.
Sejak manusiadilahirkan sudah membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa
adanya bantuan orang lain msutahil anak manusia dapat hidup tumbuh dan
berkembang menjadi manusia dewasa.

Setiap individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas,
seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan
lingkungan negara. Pada mulanya manusia hidup di lingkungan keluarga.
Beberapa keluarga menempati suatu wilayah (lingkungan) hudupbersama-sama
membentuksuatu komunitas sosial yang disebut masyarakat dan bangsa. Dalam
hidup bermasyarakat inilah manusia secara bersama-sama, bergotong- royong
untuk memenuhi kebutuhan bersama baik material maupun yang bersifat
rokhamiah.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas- luasnya
dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Kamus Besar
Bahasa Indonesia). Masyarakat dapat pula diartikan sebagai semua kegiatan
manusia dalam kehidupan bersama.

Dalam masyarakat ada pola ikatan yang mengatur antara individu dengan
masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Jawa dan Sunda dikenal dengan
sebutan lima-ur, yaitu badan sekujur, batur sekasur, batur sedapur, batur sedulur,
dan batur selmbur. Dalam masyarakat Batak dijumpai pola ikatan genealogis
hubungandarah dan kekerabatan,seperti hubungan kakak-adik(Haha
anggi),teman senenek (Dongan saompu),temansekampung(Dongan
sahuta),teman seibu (Dongan sabutuha), teman sepesta(Dongan sahorja), dan
teman semarga (Dongan samarga).

Ada tiga hal yang menjadi unsur perekat dalam masyarakat yang
disebutperasaan komunitas (community sentiment), yaitu seperasaan,
sepenanggungan, dan saling memerlukan (Soerjono Soekamto, 1999, 164). Dari
uarian di atas dapat disimpulkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang
terikat oleh suatu jebudayaan, hubungan darah (genealogisO atau adanya
kesamaan kampung, nagari, atau desa. Tiga hal yang menjadi unsur perekat



dalam masyarakat, yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan
perlu terus dilestarikan sebagao unsur pemersatu bangsa.

3. Bangsa dan Warga negara

Bangsa adalah kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan,

adatistiadat, bahasa,dan sejarahnya,serta berpemerintahan sendiri. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah kumpulan manusia yang
biasanya terikat karena kesatuan kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka

bumi.

Definisi Bangsa menurut para ahli:

Ernest Renan: Bangsa atau nation adalah kesatuan solidaritas, kesatuan
yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan satu sama
lain.Ben Anderson memberikan batasan bangsa sebagai komunitas politik
yang dibayangkan (imagined political community) dalam wilayah yang
jelas batasnya dan berdaulat.

Otto Bauer: bangsa sebagai kelompok manusia yang mempunyai
kesamaan karakter yang timbul karena persatuan nasib.

Soekarno memberikan batasan bangsa berkat analisis geopolitiknya,
menekankan pada persatuan orang dengan tanah air sebagai sebagai
syarat bangsa.

Mohammad Hatta: Bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu
persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya
atas persamaan nasib dan tujuan.

Bangsa Indonesia adalah sekelompok orang yang mempunyai
kepentinmgan yang sama dan menyetakan dirinya sebagai bangsa serta
berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia.

Bangsa bukanlah paham ras, suku bangsa, kebudayaan atau
agama tertentu serta geografi atau batas-batas alamiah tertentu, melainkan
karenaadanyakehendakinginbersatu(kesatuan solidaritas) Kesatuan
solidaritas ini timbul disebabkan karena adanya kehendak ingin bersatu.
Negara Indonesia didirikan adalah negara kebangsaan Indonesia (national
staat).

Kebangsaan Indonesia adalah persatuan antara manusia Indonesia
dengantanahairnya,mempunyaipersamaannasib, persatuan watak serta
mempunyai cita-cita untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Menurut DR.
Anhar Gonggong, bangsa Indonesia adalah bangsa baru dengan tujuan
baru. Tujuannya adalah untuk mencapai hidup yang baik (Kompas, 12 Juni
2000).

Siapakah yang dinamakan dengan Rakyat? Rakyat adalah
segenap penduduk suatu negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989



722) dapat diartikan sebagai sekelompok menusia yang hidup bersama-
sama dan menetap disuatu tempat tertentu.Tidak semua rakyat atau
penduduk menjadi warga negara dari suatu negara.

Bersarkan pasal 26 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 2 UU No. 12
Tahun2006, yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara. Sedangkan Warga Negara adalah waga dari suatu
negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait masalah warga negara, yang perlu diperhatikan adalah
antara orang Indonesia asli dengan orang-orang bangsa lain yang menjadi
warga negara Indonesia. Misalnya, peranakan Belanda, peranakan
Tionghoa, peranakan Arab, peranakan India, dan lain sebagainya yang
bertempat tinggal dan berkedudukan di Indonesia, mengaku Indonesia
sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara republik
Indonesia.

Warga negara merupakan salah satu unsur pokok dan hakiki dari
suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi dan
dijamin pelaksanaannya. UUD 1945 tidak membeda-bedakan hak dan
kewajiban antara warga negara Indonesia asli dengan warga negara
Indonesia keturunan asing. Semua warga negara mempunyai hak dan
kewajiban yang sama yang jamin dan dilindungi undang- undang.

4. Faktor-faktor pembentukan identitas Bangsa Indonesia.

Ildentitas berasal dari bahasa Inggris identity yang berarti ciri-
ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau
sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas tidak
terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada
sekelompok manusia, seperti identitas bangsa atau identitas nasional

Identitas Bangsa Indonesia berarti ciri-ciri yang melekat pada
bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa
lain. ldentitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang
majemuk. Kemajukan bangsa Indonesia merupakan gabungan dari
unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yaitu suku bangsa,
agama, kebudayaan dan bahasa (Tim ICCE UIN Jakarta. 2000: 29).

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat

askriptif (ada sejak lahii), yang sama coraknya dengan golongan umur
dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa
atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa.
Kesemuanya itu merupakan kekuatan dan kekayaan bangsa



Indonesia yang patut untuk disukuri.

Bangsa Indonesia di kenal sebagai masyarakat agamis. Agama-
agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Hindu,
Budha, Islam, Katholik, Keristen Protestan, dan Khong Hu Cu. Pada
masa era orde baru Khong Hu Cu tyidak diakui sebagai agama resmi
negara. Baru setelah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid,
istilah agama resmi negara dihapuskan (Tim ICCE UIN Jakarta, 2000:
30). Karena Indonesia sebagai negara yang menganut multi agama,
sudah selayaknya perlu dikembangkan sikap saling hormat-
menghormati di antara  sesamaumatberagama, intern umat
beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah. Menghormati
berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang
lain juga mampu belajar satu sama lain. Sikap saling menghormati dan
menghargai perbedaan, memungkinkan umat beragama yang berbeda
bersama-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai mahkluk Tuhan.

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk
sosial yang isinya perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan
yang secara kolektif digunakan sebagai pedoman untuk bertindak
(dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan
lingkungan yang dihadapi. Indonesia memiliki kebidayaan yang tinggi
yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia.

Bahasa merupakan unsur pendukung indentitas nasional yang
tidak kalah pentingnya dengan unsur-unsur lainnya. Bahasa Indonesia
dulu dikenal dengan sebutan bahasa Melayu yang merupakan bahasa
penghubung (linguafranca) berbagai itnis yang mendiami nusantara.
Setelah kemerdekaan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa
nasional, bahasa persatuan bangsa Indonesia.
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BAB Ill HAKEKAT NEGARA DAN BENTUK-BENTUK
KENEGARAAN

A. Kompetensi dan Indikator

Negara adalah suatu organisasi manusia yang dipersatukan oleh
suatu rasa persamaan, ayng bertempat tinggal dalam wilayah negara itu,
serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Materi ini akan
membahas tentang hakekat negara, unsur-unsur negara, fungsi dan
tujuan negara, bentuk-bentuk negara dan kenegaraan, proses bangsa
Indonesia menegara, dan tujuan dan fungsi negara Indonesia.

Setelah mempelajari uraian materi ini kompetensi yang diharapkan
anda capai adalah: memahami hakekat negara, unsur- unsur negara,
tujuan dan fungsi negara, bentuk-bentuk negara dan kenegaraan, serta
memahami alasan bangsa Indonesia menegara. Adapun indikator bahwa
anda telah mencapai kompetensi di atas adalah:

. Mendeskripsikan hakekat negara.

. Mendeskripsikan unsur-unsur begara.

. Memerinci fungsi dan tujuan negara

. Menguraikan bentuk-bentuk negara

. Menguraikan bentuk-bentuk kenegaraan

. Menjelaskan alasan bangsa Indonesia menegara.
. Menjelaskan tujuan dan fungsi negara Indonesia.

~NOoO O WDN -

B. Uraian Materi
1. Hakekat Negara

Di antara para ahli belum ada kesepakatan tentang definisi/hakekat
negara. Negara adalah suatu organisasi kerja sama dimana dalam
negara ada pengurus yang disebut pemerintah, dan ada yang diurus
(diperintah) yang disebut warga negara. Ada pula yang berpendapat
bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, yang membedakannya
dengan organisai-organisasi lainnya. Kekuasaan adalah kemampuan
untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau kemampuan
untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain.

11



Definisi Negara menurut para ahli:

Plato

Aristoteles

Jean Bodin

Hans Kelsen

Harold J. Laski

Blumtschli

Volknier

Logemann

Diponolo

Soenarko

Negara adalah manusia dalam ukuran besar
(manusia- anggotanya-kerjasama).

Negara ialah keluarga rumah tangga yang
menjadi dasar pembinaan negara. (Keluarga-
Kampung-Kota-Propinsi-Negara)

Negara adalah jumlah keluarga dengan segala
harta bendanya yang dipimpin oleh akal dari
suatu kekuasaan yang berdaulat.

Negara adalah suatu pergaulan hidup bersama,
suatu tata paksa (zwang ordenung).

Tiap pergaulan hidup memerlukan organisasi
paksaan (coesive instrument). Organisasi
paksaan ini adalah negara.

Negara adalah diri rakyat yang disusun dalam
suatu organisasi politik dalam suatu daerah
tertentu (politisch organisierte volks personeines
bestiten landes).

Negara adalah rakyat sebagai kekuasaan yang
merdeka, hidup dalam persatuan hukum yang
berlaku lama disuatu daerah tertentu.

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakat
yang bertujuan, dengan kekuasaannya
mengatur serta menyelenggarakan suatu
masyarakat.

Negara adalah organisasi kekuasaan dengan
susunan tata tertip suatu pemerintahan yang
meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di
suatu daerah tertentu.

Negara adalah organisasi masyarakat yang
mempunyai daerah atau territoir tertentu,
dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya
sebagai souverein.
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Negara sebagai suatu organisasi memiliki ciri-ciri  khusus yang
membedakannya dengan organisasi sosial lainnya. Ciri-ciri negara ada lima. Yaitu
sebagai berikut: Coorsive instrument (alat yang memaksa) artinya tidak boleh ada
organisasi atau manusia yang bertentangan dengan peraturan atau undang-
undang negara. Siapapun baik organisasi atau manusia yang bertentang dengan
peraturan atau undang-undang adapat djatuhi sanksi. Zwang Ordenung (alat-
alat/tatatertipmemaksa), yang meliputi peraturan perudang-undangan yang
mengikat dan memaksa. Top organisasi, artinya dibandingkan dengan organisasi
lainnya, negara dipandangpalingtinggidan lebih baik bentuk atau
kekuasaannya, tujuan organisasinya, UUD nya, maupun jumlah anggotanya.
Psyekegeweld (paksaan bersifat fisik), artinya negara dapat memaksakan suatu
tindakan lahir yang tampak oleh mata terhadap warganya. Exorbitante rechten
(hak-hak luar biasa), artinya negara mempunyai hak yang lebih banyak dan luar
biasa.

2. Unsur-unsur Negara

Meskipun di antara para ahli tidak ada kesepakatan mengenai definisi
negara, namun ada tiga hal yang menjadi kesepakatan mengenai unsur suatu
negara, yaitu:

a. Harusadadaerah/wilayahyang tertentu yang disebut daerah/wilayah
negara.

b. Dalam daerah itu harus ada rakyatnya atau masyarakat yang mempunyai
cita-cita untuk bersatu yang disebut rakyat negara.

c. Harus ada kekuasaan atau pemerintahnya yang berdaulat yang disebut
pemerintah negara.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan syarat mutlak yang harus ada agar
dapat disebut negara, yang oleh Mahfud MD disebut sebagai unsur konstitutif.
Ketiga unsur negara itu perlu ditunjang dengan unsur lainnya sperti konstitusi dan
pengakuan dunia internasional yang oleh Machfud MD disebut sebagai unsur
deklaratif. Mengenai pengakuan sebagai unsur negera ada dua pandangan yang
berbeda. Yang pertama memandang pengakuan sebagai unsur konstitutif, artinya
dengan adanya pengakuan dari negara lain, maka negara itu menjadi ada.
Pandanga yang kedua memandang pengakuan sebagai unsur deklarif, artinya
adanya pengakuan hanya menerangka adanya negara, bukan sebagai unsur
pembentuk. Misalnya, Amerika Serikat merdeka pada tanggal 4 Juli 1776,
Inggris baru memberi pengakuan atas kemerdekaan Amerika pada tahun 1783.
Demikian pula dengan Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,
sedangkan Belanda baru memberikan pengakuannya pada tahu 1949.
Bagaimanakah caranya suatu negara dapat memenuhi ketiga unsur negara ?
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Untuk memenuhi unsur-unsur negara atau membentuk suatu negara ada empat
cara, yaitu:

a. Perpindahan suatu bangsa ke suatu daerah yang belum ada rakyatnya atau
pemerintahannya untuk mewujudkan organisasi negara. Cara ini disebut
accupatie atau pendudukan.Contoh: Liberia tahun 1847, Kongo 1876, dan
Transfal 1837.

b. Melepaskan diri atau memisahkan diri dari kekuasaan negara yang
menguasainya (Proclamation). Contoh: Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945.

c. Beberapa negara mengadaklan perjanjian untuk meleburkan diri menjadi
satu negara baru yang disebut fusi atau peleburan. Contoh: peleburan
Federasi Kerajaan Jerman pada tahun 1871.

d. Negara lama pecah dan lenyap kemudian lahir negara baru. Cara ini
disebut innovation atau pembentukan baru. Contoh: Negara Columbia
pecah dan lenyap. Selanjutnya di wilayah negara tersebut berdiri negara
baru Venezuela, Equador, dan Columbia Baru pada tahun 1832.

Bagaimanakah proses bangsa Indonesia menjadi Negara? Proses
bangsa yang menegara memberikan gambaran bagaimana
terbentuknya negarabangsa.Negara merupakan organisasi yang
mewadahi bangsa. Bangsa tersebut menyadari betapa pentingnya
keberadaan negara sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan
tetap tegaknya negara melalui upaya bela negara. Upaya bela negara
akan terlaksana dengan baik, jika terbentuk pola pikir, sikap, dan perilaku
bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela
negara. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang melaksanakan
hubungan dengan penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa) yang disebut
Agama, yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhannya yang disebut
Ekonomi, bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan dan

alam sekitarnya yang disebut Sosial, bangsa yang mau
berhubungan dengan kekuasaan yang disebut Politik, serta bangsa yang
mau hidup amam, tenteram dan sejahtera yang disebut Pertahanan
Keamanan.

Alasan yang paling mendasar bagi bangsa landonesia untuk
menjadi bangsa yang menegara ditegaskan dalam Pembukaan UUD

1945, yaitu karena:

1) kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan. Proses terbentuknya negara
Indonesia secara ringkas adalah sebagai berikut:

14



2) KemerdekaanIndonesia dicapai melalui  suatu  pergerakan
Kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional untuk mencapai
kemerdekaan yang dicita-citakan ditandai dengan berdirinya
Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908.

3) Pergerakan kemerdekaan Indonesia tersebut telah berhasil
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Indonesia. Momentum tersebut harus
dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17Agustus 1945.

4) Bagi bangsa Indonesia kemerdekaan bukanlah merupakan
tujuan akhir, tetapi merupakan jembatan emas yang harus
dumanfaatkan untuk mencapai cita-cita merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur.

5) Terjadinya negara adalah cita-cita seluruh rakyat Indonesia
bukan kehendak golongan tertentu.

Terbentuknya negara Indonesia yang menegara adalah berkat
adanya rakhmad dari Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh
keinginan luhur agar berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan kemerdekaannya

3. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas dari negara
diadakan. Fungsi negara secara umum adalah untuk mengatur
kehidupan dalam negara sehungga tujuan negara dapat tercapai.
Menurut Muhammad Kusnardi, SH, fungsi negara dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:

a. Menjamin ketertiban (Law and OrderUntuk mencapai tujuan
negara dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat,
negara harus menjamin terciptanya ketertiban. Jadi negara
berfungsi sebagai stabilisator dalam masyarakat.

b. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dianggap
sebagai fungsi negara yang utama. Negara yang berhasil
adalah negara yang mampumeningkatkankesejahteraan
dan kemakmuran rakyatnya. Untuk itu negara
harus melaksanakan program pembangunan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
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Menurut para ahli ilmu negara , tujuan negara bermacam-
macam. Lord Shang beranggapan tujuan negara tidak ada. Tujuan
negara adalah negara itu sendiri, mencari mengumpulkan kekuasaan
buat dirinya, tanpa memperdulikan nasib rakyat atau warga negara.
Pndangan Lord Shang hampir sama dengan pandangan Noccolo
Machiavelli dan Friedrich Nietzche.

MenurutAlFarabytujuannegara adalahuntuk mencapai
kebahagiaan lengkap (complete happyness) materiil spiritual, dunia
dan akhirat. Sedangkan Spinoza, John Locke, JJ. Rousseau,
Immanuel Kant, dan Friedrich Hegel berpandangan sama, bahwa
tujuan egara adalah agar manusia memperoleh kemerdekaan. Dante
Allighiere berpandangan yang berbeda, tujuan negara adalah untuk
menciptakan perdamaian dunia. Pandangan ini sama dengan
pandangan Epicurus, Thomas Hobbes, dan W. Van Humbold yang
berpandangan hukum harus dijunjung tinggi untuk menjamin
ketertiban umum hukum harus dijunjung tinggi.

Plato, Aristoteles, dan frichte berpandangan tujuan negara
adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan hanya dapat dicapai
dengan undang-undang yang mengatur hubungan manusia, dan
menjdai dasar penyelenggaraan negara.

Apakah fungsi dan tujuan negara Indonesia ?

Fungsi negara Republik Indonesia ada empat,
yaitu:

a. Memberi perlindungan kepada segenap warga negara dan
Tanah Air. Negara harus dapat mencipatakan rasa
aman bagi setiap warga negara, seta menjaga dan
mempertahankan kedaulatan negara dari segala
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik
yang datang dari dalam maupun dari luas, baik yang
langsung maupun yang tidak langsung.

b. Memajukan kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk
itu pemerintah harus dapat menyediakan lapangan
pekerjaan bagi warga negara, serta menglola bumu dan
air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus
mampu menyelenggarakan suatu sistem pendidikan
nasional yang diatur dengan undang-undang. Menyediakan
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sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung
jawab negara untuk memenuhi fungsinya sebagaimana
yang diamatankan oleh UUD 1945.

d. Menegakkan keadilan, yang dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung dan lain-lain badan kehakiman yang diatur dengan
undang-undang.

Tujuan negara Republik sebagaimana yang ditegaskan dalam
Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-empat adalah:
a. Melindungi segenapbangsadanseluruhtumpahdarah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Menecerdaskan kehidupan bangsa
d. lkutmelaksanakan perdamaian dunia berdesarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. Bentuk-bentuk negara dan Kenegaraan

Bentuk negara yang dianut oleh negara-negara dunia ada
dua macam,yaitu negara Kesatuan (Unitaris), dan negara Serikat
(Federal). Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka
dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa, serta
mengatur seluruh daerh. Di dalam negara kesatuan tidak ada daerah
yang bersifat negara. Misalnya: negara Republik Indonesia. Pasal 1
ayat 1 UUD 1945 menegaskan “Negara Indonesia ialah negara
Kesatuan berbentuk Republik”.

Dalam prakteknya negara kesatuan dapat dibedakan
menjadi dua macam, yairu:

a. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi

Negarakesatuandengan sistemsentralisasi adalah sistem
pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara
langsung diatur dan diurus oleh oleh  pemerintah  pusat, sedangkan
daerah hanya tinggal melaksanakan saja.

b. Negara kesatuan dengan sistem desentraliasi

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah
sistem pemerintahan yang memberikan sebagi kekuasaan
pemerintahan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya
sendiri. Hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri disebut otonomi daerah, Contoh: Negara
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Republik Indonesia.
c. Negara Serikat atau negara Federal

Merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara
bagian. Pada awalnya negara-negara bagian tersebut merupakan
negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah
menggabungkan diri dengan Negara Serikat, maka dengan
sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari
kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat.

Penyerahan kekuasaan dari Negara bagian kepada
Negara serikat disebut limitatif (sebuah demi sebuah), dan hanya
kekuasaan yang disebut oleh Negara bagian saja (delegated
powers) yang menjadi kekuasaan Negara serikat. Kekuasaan asli
negra Serikat merupakan tugas Negara Bagian sebab ia
berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sedangkan Negara
Serikat (Federal) bertugas untuk menjalankan Hubungan Luar
Negeri, Pertahanan Negara, Keuangan, dan Urusan Pos. Contoh
Negara serikat (Federal): Malaysia, Australia, Amerika, India, dan
Indonesia semasa berlakunya Konstitusi RIS Tahun 1949.. Bentuk
negara dapat pula dibedakan berdasarkan pada jumlah orang
yang memegang pimpinannegara.Adatigabentuk negara
berdasarkan jumlah orang yang memimpin negara, yaitu negara
Monarchie, Oligarchie, dan negara Demokrasi.

Monarchie berasal dari bahasa Yunani mono yang artinya satu,
tunggal, dan archein yang artinya memerintah. Monarchie adalah
pemerintahan dimana kekuasaan negara dipegang oleh satu
orang, yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua
orang. Oligarchie berasal dati kata oligoi yang artinya beberapa,
dan archein yang artinya memerintah. Jadi Oligarchie adalah
pemerintahan dimana kekuasaan negara dimana kekuasaan
negara dipegang oleh sejumlah orang yang biasanya berasal dari
golongan feodal.

Demokrasi adalah pemerinatahan dimana kekuasaan negara
terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan
kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang (Solly Lubis,
1975: 67). Pembagian bentuk negara seperti di atas berasal dari
Herodotus yang kemudiuan dilanjutkan oleh Aristoteles.

Dewasa inihampir semua negara modern menganut
pemerintahandemokrasi. Berdsarkan hubunganantara alat-
alat perlengkapan negara (staatsorganen), bentuk-bentuk
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demokrasi modern (demokrasi yang representatief) dapat dibagi
menjadi tiga macam, sebagai berikut (Solly Lubis, 1975: 78):
a. Demokrasi yang representatief dengan sistem

parlementer

Menurut sistem ini terdapat hubungan yang erat antara
eksekutif dengan badan perwakilan rakyat. Kabinet (dewan Menteri)
bertanggung jawab atas segala tindakannya kepada badan
perwakilan rakyat. Sedangkan Raja (Presiden) tidak dapat
diganggu gugat (asas the King can do no wrong).Selama badan
perwakilan rakyat masih menaruh kepercayaan bahwa badan
eksekutif melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis besar
haluan politik negara, maka badan eksekutif ini masih mendapat
dukungan. Jika tidak, maka badan perwakilan rakyat akan
menjatuhkan kabinet dengan suatu votum (suara) tidak percaya.
Contoh: Negara Australia, Kerajaan Inggris, Indonesia semasa RIS
dan semasa menggunakan UUDS 1950.

b. Demokrasi yang representatief dengan sistem
pemisahan kekuasaan
Menurut sistem ini bada eksekutif pada prinsipnya terpisah
dari badan perwakilan rakyat. Selain adanya pembagian
kekuasaan (devision of power), sekaligus terdapat pemisahan
kekuasaan (separation of power). Kekuasaan eksekutif, Presiden
mengangkat  kepala-kepala  departemen  (menteri)  yang
bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada badan
perwakilan rakyat. Presiden bertanggung jawab atas seluruh
tindakan eksekutif kepada rakyat, dan badanperwakilan rakyat
tidak dapat menggulingkan (menjatuhkan) orang-orang eksekutif.
Kekuasaan Yudikatif terpisah darikekuasaan-kekuasaan lainnya,
dan dalam menjalankan tugasnya yidak dapat dipengaruhi oleh
kekuasaan-kekuasaan lain tersebut. Demokrasi dengan sistem
pemisahan kekuasaan , dianut oleh Amerika, dan Indonesia.

c. Demokrasi yang representatief dengan sistem
referendum

Referendum berasal dari kata re yang artinya kembali, dan

ferre artinya rakyat. Referendum berati kembalikan kepada

pendapat rakyat. Menurut sistem Referendum, proses pembuatan
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undang- undang langsung diawasi oleh rakyat.
Pengawasan dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu:

1). Referendum Obligatoire

Menurut referendum obligatoire rencana undang-undang
(RUU) berlaku dan mengikat tergantung pada persetujuan rakyat
terbanyak terlebih dahulu. Umumnya referendum jenis ini berlaku
terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan konstitusi
negara.
2). Referndum Fakultatif

Menurut referendum fakultatif suatu peraturan diumumkan
terlebih dahulu oleh badan legislatif. Bila dalam jangka waktu
tertentu rakyat menyatakan tidak setuju dengan jumlah menimum
tertentu, barulah peraturan tersebut dinyatakan batal. Contoh
negara yang menganut sistem Referndum adalah negara Swiss.

5. Bentuk-bentuk Kenegaraan

Di dalam Iimu Negara dikenal beberapa bentuk kenegaraan,
antara lain :
a. Negara Uni

Negara Uni merupakan gabungan dua negara atau lebih
yang merdeka dan berdaulat dengan satu pimpinan negara.
Negara Uni dapat dua macam, yaitu:

1) Uni Riil

Uni rill adalah gabungan negara dengan Kepala
Negara dan alat perlengkapan negaranya ditetapkan
berdasarkan pemilihan. Contoh: Negara Uni Indonesia
Belanda pada tahun 1949.

2) Uni Personil

Uni Personil adalah gabungan negara yang kepala
negarannya ditetapkan secara turun temurun. Contog:
Swedia dan Norwegia (tahun 1814 — 1905)

b. Negara Protektorat

Negara Protektorat adalah negara yang berada di bawah
perlindungan negara lain. Dalam urusan-urusan
internasional yang terkait dengan kebijaksanaan tingkat
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tinggi dan masalah pertahanan, negara protektorat meminta
bantuan kepada negara pelindungnya.

c. Negara Persemakmuran (The British

Commonweatth of Nation)

Negara persemakmuran (dominion) bukanlah bentuk
negara seperti negara federal tetapi merupakan
penggabungan secara bebas dimana setiap anggotanya
tetap memiliki kedaulatan masing-masing. Negara
persemakmuran tidak memiliki landasan vyuridis seperti
konstitusi atau UUD yang mengatur masing-masing
anggota.

Negara persemakmuran sebelumnya adalah negara-
negara bekas jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan
berdaulat penuh. Negara-negara yang tergabung ke dalam
negara persemakmuran adalah Australia, Malaysia,
Selandia Baru, India, Afrika Selatan, dan Kanada.

d. Negara Koloni (Jajahan)

Negara koloni atau negara jajahan adalah daerah yang
sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain (negara
yang menjajah). Oleh karena itu negara koloni dapat
dikatakan sebagai negara yang tidak memiliki kedaulatan
dan kemerdekaan. Di dunia saat ini hampir sudah tidak ada
lagi koloni> Indonesia dulu merupakan daerah koloni
Belanda, sampai sebelum diduduki oleh bala tentara Jepang
tanggal 8 Maret 1942.

e. Negara Mandat

Negara Mandat adalah negara bekas jajahan dari
negara lain yang kalah dalam perang dunia |, kemudian
ditempatkan di bawah perlindungan negara yang menang
perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga
Bangsa-bangsa. Contoh, negara Kamerun sebagai bekas
jajahan Jerman, berada di bawah mandat negara Perancis.

f. Negara Perwalian

Negara Perwalian adalah negara yang pengurusannya
berada di bawah Dewan Perwalian PBB. Wilayah yang menjadi
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daerah perwalian ditentukan secara bersama-sama dalam
perjanjian antara PBB dengan negara yang bersangkutan.
Perwakilan dapat diberlakukan pada :
a. Wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah suatu
negara yang mengatur urusan pemerintahannya.
b. Wilayah mandat Liga Bangsa Bangsa sebelum Perang
Dunia | yang merdeka.
c. Wilayah yang dipisahkan dari negara yang kalah pada
Perang Dunia Il.
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BAB IV KEGIATAN BELAJAR 2
DEMOKRASI

A. Kompetensi dan Indikator

1. Kompetensi
a. Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip demokrasi.
b. Memahami penerapan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
2. Indikator
a. Mendeskripsikan pengertian demokrasi.
b. Menunjukkan macam-macam sistem demokrasi yang ada.
c. Menjelaskan pilar-pilar yang menegakkan sistem demokrasi dalam
kehidupan.
. Menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila.
Menjelaskan penerapan demokrasi dalam pemerintahan sejak
proklamasi hingga sekarang.
f. Menjelaskan proses demokratisasi menuju masyarakat madani.

oo

B. Uraian Materi

1.

Pengertian

Secara etimologis “demokrasi” berasal dari kata “demos” yang berarti
rakyat, dan “kratein” yang berarti pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi
berarti pemerintahan rakyat. Kemudian oleh Abraham Lincoln demokrasi diberi
pengertian -yang kemudian menjadi sangat populer - yaitu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Democracy is government of the people
by the people and for the people. Dalam demokrasi dipahami bahwa rakyat
adalah pemilik kekuasaan, sedangkan pemerintah berkuasa karena
mendapatkan delegasi kekuasaan dari rakyat. Oleh karena itu, dalam
menjalankan pemerintahan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan
keinginan rakyat dan berusaha melayani kepentingan rakyat. Jadi dalam
sistem demokrasi rakyat menempati posisi yang sangat penting.

Walaupun sulit dibayangkan bahwa rakyat yang sedemikian
banyaknya ikut menjalankan kekuasaan, akan tetapi dengan faham demokrasi
rakyat merasa berhak untuk ikut mempengaruhi jalannya pemerintahan,
sedangkan di pihak lain pemerintah tidak dapat menjalankan pemerintahan
menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan keinginan rakyat. Dalam
kerangka pemahaman dan kesadaran tentang kekuasaan rakyat, maka
terdapat pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah sehingga pemerintah
tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Pembatasan terhadap kekuasaan
pemerintah tersebut tercermin dalam undang-undang dasar atau konstitusi.
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Oleh karena itu di negara yang berdemokrasi memiliki undang-undang dasar
atau konstitusi. Suatu pendapat menyatakan bahwa di dalam negara-negara
yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang
dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung.
Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme. (Budiardjo, 1993: 96).

Henry B. Mayo (Mahfud MD, 2000:19) dalam tulisannya menyatakan
bahwa “A democratic political system is one in which public policies are made
on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at
periodic elections which are conducted on the principle of political equality and
under conditions of political freedom.” (Sistem politik demokratis adalah sistem
yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Demokrasi menjadi asas pemerintahan yang sangat populer sejak
selesainya Perang Dunia IlI, di mana negara-negara yang muncul setelah
selesainya Perang Dunia |l menyatakan bahwa pemerintahan negaranya
adalah pemerintahan yang demokratis. Walaupun dalam kenyataan tampilan
sistem pemerintahan mereka berbeda antara satu dengan yang lain.
Demokrasi Konseptual dan Demokrasi Praksis

Kendati dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan
pada posisi sentral “rakyat berkuasa” (government or role by the people) tetapi
dalam prakteknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu
dianggap ambiguity atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-
cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural
serta historik yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktek demokrasi . Hal ini
bisa dilihat betapa negara-negara yang sama-sama menganut asas demokrasi
ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Ketidaksamaan
tersebut bahkan bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau
aparatur demokrasi tetapi juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka
bagi peranan negara maupun bagi peranan rakyat.

Oleh karena itu maka perlu dibedakan pengertian demokrasi, antara
demokrasi sebagai ide atau konsep dan demokrasi sebagai mekanisme
pemerintahan yang aktual. Dalam pengungkapan Afan Gaffar, ada dua macam
pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan
pemahaman secara empirik (Gaffar, 2002:3). Apa yang normatif belum tentu
dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara.
Oleh karena itu sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi
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secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik
praktis.

Demokrasi sebagai ide atau konsep adalah adalah demokrasi
sebagaimana ada dalam kerangka berpikir atau kerangka konseptual kita.
Sedangkan demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan aktual adalah
demokrasi sebagaimana tampak dalam praktek pemerintahan, atau demokrasi
sebagaimana diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara konseptual, hampir semua orang sepakat mengatakan bahwa
demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk melayani kepentingan rakyat. Di samping itu secara konseptual juga
dapat disusun suatu daftar mengenai arti, makna dan sikap serta perilaku yang
tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat; adanya kebebasan
berbicara, berkumpul dan berserikat; adanya kebebasan memilih dalam
pemilihan umum adalah beberapa contoh ide yang terdapat dalam demokrasi.

Sebagai praksis, demokrasi sudah menjelma menjadi sistem
pemerintahan yang aktual. Ketika telah menjadi sistem pemerintahan,
pelaksanaan demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu dan
dipengaruhi oleh ideologi yang dianut serta sistem nilai budaya masyarakat di
mana demokrasi itu diterapkan. Apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang
atau kelompok yang dalam menjalankan aktivitas berdemokrasinya tidak
mentaati aturan main yang berlaku, maka aktivitas ini, walaupun secara ide
atau konsep dapat dianggap demokratis, akan merusak demokrasi yang ada.
Dengan kata lain, aktivitas ini menjadi aktivitas yang tidak demokratis. Dalam
konteks perbedaan ideologi dan sistem nilai budaya, walaupun negara-negara
yang ada sama-sama menyatakan berdemokrasi, akan tetapi dalam kenyataan
tampilan pemerintahannya sangat berbeda antara satu dengan yang lain.
Karena itulah ada beberapa predikat atau sebutan yang biasa disertakan pada
demokrasi, seperti demokrasi liberal (liberal democracy), demokrasi rakyat
(people democracy), demokrasi terpimpin (guided democracy). Di Indonesia
sendiri sejak memasuki masa Orde Baru diintrodusir sebuah sistem demokrasi
yang disebut Demokrasi Pancasila.

Indikator Sistem Demokrasi

Walaupun demokrasi bisa tampil dengan “wajah” yang berbeda,
namun bukan berarti tidak ada parameter untuk menentukan apakah suatu
negara itu menerapkan sistem demokrasi atau tidak. Para ilmuwan politik,
setelah mengamati praktik demokrasi di berbagai negara, merumuskan
demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu,
misalnya Juan Linz, G. Bingham Powell Jr, dan Robert Dahl. Dari semua
indikator yang diajukan oleh ilmuwan politik tersebut, kemudian dapat
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disimpulkan ada lima indikator untuk melihat apakah suatu negara itu betul-
betul demokratis apa tidak (Gaffar, 2002:7).
Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh
rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak
dan telah ditempuhnya, ucapannya dan yang tidak kalah pentingnya adalah
perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya.

b. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi
kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak
hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang
orang lain tertutup sama sekali.

c. Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi
kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekruitmen politk yang terbuka.
Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan
politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam
melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

d. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan secara
teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk
memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai
dengan kehendak nuraninya.

e. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap
warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas,
termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk
berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers bebas.

4. Macam-macam Sistem Demokrasi

Pada dasarnya asas pokok negara demokrasi adalah sebagai berikut.

a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia.

Dalam pertumbuhannya asas pokok demokrasi tersebut mengalami
banyak perubahan, terutama faktor politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Setiap negara dapat memberikan isi dan sifat kepada demokrasi yang
berbeda dengan negara lainnya. Sehingga bentuk demokrasi negara yang
satu akan berbeda dengan negara lain.

Bentuk demokrasi pada suatu masa akan berbeda dengan bentuk
demokrasi pada suatu masa yang lain. Oleh karena itu, timbul bermacam-
macam sistem demokrasi sebagai berikut.

1) Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan
menjadi:
a) Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan
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b)

dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau
menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Semua orang
dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Demokrasi formal
ini disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi barat.

Demokrasi materiil, yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya
menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan
persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan dihilangkan.
Untuk mengurangi perbedaan bidang ekonomi, partai politik yang
berkuasa dengan mengatasnamakan negara menjadikan segala
sesuatu sebagai milik negara, dan hak milik pribadi tidak diakui.
Kebebasan dan hak manusia di bidang politik dihilangkan, demi
persamaan di bidang ekonomi.

Demokrasi Gabungan, vyaitu demokrasi yang menggabungkan
kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan
demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui,
tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat perlu dibatasi. Upaya
pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai melanggar
apalagi menghilangkan derajat dan hak asasi manusia.

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan
menjadi:
a) Demokrasi langsung, yaitu demokrasi dimana rakyat secara langsung

menyalurkan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh
rakyat. Demokrasi langsung dapat dijalankan apabila negara
berpenduduk sedikit dan wilayahnya tidak luas serta masalah yang
dihadapi negara pada waktu itu masih sangat sederhana. Contohnya
adalah negara kota Athena pada jaman Yunani kuno.

b) Demokrasi tidak langsung atau Demokrasi Perwakilan, yaitu demokrasi

dimana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-
wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Demokrasi
perwakilan dilaksanakan oleh negara modern karena hal-hal berikut:
+ jumlah penduduk yang bertambah banyak,
 masalah negara yang semakin kompleks,
« Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dalam
mengurus kehidupannya.

Demokrasi perwakilan dengan sistem referandum merupakan
gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan
rakyat, tetapi dewan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan
sistem referandum dan inisiatif rakyat.

Dalam Andas, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana
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kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh
mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan
bebas. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yang berarti bahwa
warga suatu masyarakat demokratis sama-sama menerima manfaatnya dan
memikul bebannya. Pemerintahan yang dimaksud, dibentuk melalui pemilu
yang diselenggarakan secara periodik. Dalam ucapan Abraham Lincoln,
demokrasi adalah suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat”.

Oleh karenanya, filosof Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai
sebuah kesempatan guna menyudahi sebuah pemerintahan tanpa
pertumpahan darah. Metode pemilu yang diselenggarakan secara umum,
langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap paling tepat untuk
membentuk pemerintahan. Meskipun demikian, maka tetap terjadi
kemungkinan bahwa para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang terpilih
ternyata adalah para antidemokrat. Argumentasi yang mendasarinya bahwa
partai politik yang memiliki kekuatan dana besar dapat menggiring atau
“‘membeli” suara calon pemilih.

Mengingat adanya kemungkinan terburuk itu terjadi, agar suatu bangsa
mendapatkan pemerintahan yang sesuai dengan yang diinginkannya, maka
harus ada keinginan mayoritas untuk memperjuangkan dan mempertahankan
demokrasi melalui keterlibatan aktif dalam setiap aksi dan kegiatan politik. Jadi
harus ada paritisipasi aktif dan riil dalam kegiatan politik di dalam masyarakat
dan pemerintahan.

Menjelang pelaksanaan pemilu di Indonesia, ratusan bahkan ribuan
orang di berbagai daerah melakukan demonstrasi menentang pemilu yang
mengikutsertakan politikus bermasalah (politikus busuk).

Mereka mendeklarasikan kriteria politikus busuk bagi calon peserta
pemilu (calon legislatif) yang terlibat KKN, terlibat narkoba, melanggar HAM,
merusak lingkungan, dan melakukan kekerasan rumah tangga. Mereka
dianggap tidak pantas menjadi pemimpin dan mewakili kepentingan
rakyat. Kedua kegiatan terkait dengan para calon pemimpin itu memiliki
tujuan yang sama, yaitu artikulasi (penyempaian) kepentingan rakyat yang
berdaulat.

Jadi, ujung atau hasil dari proses berdemokrasi adalah kedaulatan
rakyat. Maknanya, bahwa seluruh keputusan yang menyangkut publik (rakyat
banyak) harus dimintakan persetujuannya terlebih dahulu kepada orang yang
akan terkena oleh keputusan itu. Demi terwujudnya kondisi tersebut,
disamping peran parpol harus optimal, satu hal yang tak boleh dilupakan
adalah kontrol rakyat secara langsung (civil liberties). Konsep civil liberties
atau “demokrasi langsung” ini setiap warga negara memainkan peran aktif
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dan langsung terhadap bagaimana kekuasaan dalam negara dijalankan oleh
pemerintah dan oleh wakil-wakil rakyat mereka. Seluruh organisasi
kemasyarakatan, kelompok kepentingan, media massa, dan lembaga
keagamaan merupakan bagian penting diantaranya.

Gerakan demokrasi langsung yang berupa kontrol sipil ini
memungkinkan rakyat dari waktu ke waktu, setiap saat, tanpa menunggu lima
tahun lewat pemilu, dapat ikut mewarnai proses kebijakan publik. Rakyat
melalui media massa, kelompok kepentingan, dan organisasi kemasyarakatan
senantiasa dapat meneropong, mengkritik, dan menekan agar kebijakan
publik dapat dirumuskan dan dijalankan sesuai dengan kepentingan mereka
dalam bagian yang terbesar (umum).

Alexander Hamilton menyatakan bahwa untuk mengefektifkan
pelaksanaan pemerintahan yang dibentuk melalui pemilu yang bebas dan
mekanisme kontrol dari rakyat sebagaimana diuraikan di atas, maka
diperlukan sebuah lembaga peradilan yang bebas (indepen-dence). Peradilan
yang bebas merdeka dapat menjadi instrumen yang kuat dalam demokrasi.
Peradilan yang merdeka dapat memberikan penafsiran dan memberikan
kekuatan berlakunya aturan- aturan yang ada di dalam konstitusi (UUD).

Di Indonesia kekuasaan kehakiman yang memegang fungsi peradilan,
berdasarkan UUD 1945, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga: Mahkamah
Agung (MA), Makkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudikatif (KY). Katiga
lembaga ini memiliki fungsi dan kewenangan di bidang hukum yang berbeda
satu dengan yang lainnya. Operasionalisasi pengaturan dari ketiga lembaga
peradilan tersebut masing-masing diatur dengan undang-undang.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-undang
dasar 1945 berarti menegakkan kembali azas-azas Negara hukum dimana
kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak
asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan
dijamin dan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan paham
kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat.

Kiranya dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila ini, dijunjung tinggi
prinsip-prinsip:

a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu
kekuasaan atau kekuatan lain apapun.

c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan
kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat
dipahami, dapat dilaksanakan dan aman alam melaksanakannya.
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Dalam demokrasi Pancasila, terkandung aspek-aspek sebagai berikut.

a. Aspek formal, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat
dalam menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat
dan pemerintahan serta cara mengatur permusyawaratan wakil-wakil
rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai konsensus
bersama.

b. Aspek materiil, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia
dan mengakui harkat dan martabatnya dan menjamin terwujudnya
manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat
manusia.

c. Aspek normatif, yaitu aspek yang mengungkap kaidah-kaidah yang
mengatur langkah untuk mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang
surutnya. Selama Indonesia merdeka sampai saat ini masalah pokoknya
adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya
ini dapat ditingkatkan kehidupan ekonomi, disamping membina suatu
kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Dipandang dari
perkembangannya, perkembangan demokrasi Indonesia dapat dilihat dalam
tiga periode, yakni periode orde lama, orde baru dan reformasi.

a. Demokrasi di Orde Lama

Tahun 1945 sampai dengan tahun 1959, merupakan masa demokrasi
konstitusional. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang ada,
dengan menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Masa ini sering
disebut sebagai masa pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. UUD
Sementara 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan
eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta
menteri-menterinya yang mempunyai tanggungjawab politik. Artinya setiap
menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Pada saat itu telah dilaksanakan pemilihan umum untuk pertama
kalinya. Pemilu dilaksanakan pada tahun 1955 secara demokratis, dan
diikuti oleh banyak partai politik secara bebas. Demikian setelah pemilu,
pemerintahan juga berjalan-berjalan secara transparan. Pergantian kabinet
secara terus menerus dan ketidakmampuan anggota-anggota partai untuk
mencapai consensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar
baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli
yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian masa
demokrasi berdasarkan sistim parlementer berakhir.

Periode 1959 sampai dengan tahun 1965, merupakan periode dimana
dominasi presiden sangat kuat. Sebaliknya peranan partai politik menjadi
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sangat terbatas. Partai polittk dan pers dianggap menyimpang dari “rel
revolusi” sehingga tidak dibenarkan dan dibredel keberadaannya. UUD 1945
membuka kesempatan seluas-luasnya bagi presiden untuk bertahan
sekurang-kurangnya lima tahun. Namun Tap MPRS No. Ill/ 1963 yang
mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, telah membatalkan
pembatasan waktu lima tahun ini. Hal tersebut yang mengakibatkan beberapa
penyelewengan dalam negara oleh beberapa ketentuan presiden. Masa ini
disebut sebagai masa demokrasi terpimpin.

Pada tahun 1965 diselenggarakan peninjauan kembali produk-produk
legislatif pada masa demokrasi terpimpin yang berakhir karena keadaan
ekonomi yang semakin suram dengan Tap MPRS No. XIX/1966. Sampai
terselenggaranya pemilu 1971, dilakukan usaha-usaha untuk kembali pada
negara yang berdasarkan konstitusi, dengan demokrasi Pancasila yang mulai
diterapkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

b. Demokrasi di Orde Baru

Awal masa orde baru, pemerintah yang terbentuk selalu
menekankan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam
segala aspek kehidupan. Tercatat ada enam kali pemilu yang dilaksanakan
dalam masa ini. Secara berturut-turut, pemilu tersebut dimenangkan oleh
Golongan Karya. Setelah pemilu 1971, hanya terdapat tiga kontestan peserta
pemilu yakni Golongan Karya, PPP dan PDI. Pemilu yang dilaksanakan jauh
dari aspek transparansi, bebas dan menguntungkan salah satu partai.

Secara umum pelaksanaan pemerintahan orde baru berjalan dengan
lancar apalagi dengan dukungan militer yang mempunyai dwi fungsi yang
disebut sebagai dwi fungsi ABRI. Pada akhir kekuasaan rejim, jelas terlihat
penyelewengan-penyelewengan dalam pemerintahan. Korupsi kolusi dan
nepotisme marak mewarnai wajah birokrasi. Akuntabilitas sangat lemah,
bahkan tekanan-tekanan terhadap pers, partai polittk dan masyarakat
dilakukan dari pusat sampai tingkat desa. Demikian dengan lembaga hukum
dan peradilan yang tidak independen dalam menjalankan fungsinya.

c. Demokrasi Masa reformasi

Era ini muncul ditandai dengan tumbangnya rejim orde baru.
Pembaharuan-pembaharuan dilakukan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Pembenahan pemerintahan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, pengurangan fungsi ABRI dalam bidang sosial politik, penegakan
peradilan yang bebas, dan sebagainya. Pemilu 1999 merupakan pemilu yang
pertama dilaksanakan dengan diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu yang
dilaksanakan tersebut, cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan
pemilu sebelumnya.
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7. Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani

Wacana

Tentunya masih jelas dalam ingatan kita peristiwva tumbangnya Orde
Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi presiden.
Reformasi, demikian sebutan untuk aksi-aksi yang mendukung peristiwa
tersebut. Demonstrasi banyak digelar, mahasiswa angkat bicara, tuntutan-
tuntutan yang tersumbat pada era orde baru mengalir deras seolah tak mau
terbendung lagi.

Banyak orasi-orasi yang mengumandangkan kata demokrasi yang harus
dijalankan pada pemerintah mendatang. Seiring dengan itu, tuntutan anti KKN
juga gencar dilontarkan. Kejenuhan terhadap pemerintahan yang totaliter,
semi diktator militer, penuh dengan korupsi kolusi dan nepotisme selama ini
seolah menjadi alasan untuk mendesak proses demokratisasi segera
dilaksanakan di negeri tercinta ini. Cita-cita dan harapan masyarakat hanya
tertuju pada kehidupan yang demokratis untuk terciptanya masyarakat madani
atau masyarakat yang dicita-citakan.

Wacana di atas ingin menggambarkan bahwa saat ini proses
demokratisasi adalah cita-cita sekaligus kebutuhan yang mendesak bagi
negara Indonesia agar tercipta masyarakat madani atau civil society.

Tentunya bukan demokrasi yang hanya sebagai label saja atau
demokrasi yang tetap disalahgunakan suatu rejim totaliter dan diktator militer
untuk memperoleh dukungan rakyat.

Rakyat negara atau warga masyarakat adalah gambaran kenyataan
yang pluralis atau jamak. Masyarakat kita terdiri dari bermacam-macam suku,
agama, dan asal kedaerahan dengan segala adat dan budayanya. Oleh sebab
itu, untuk menjamin persatuan dan kesatuan, maka demokrasi harus
ditegakkan. Dalam penegakan prinsip demokrasi di Indonesia yang terpenting
adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan
adalah kenyataan kodrati manusia yang tidak mungkin dihindari dan
dihilangkan. Perbedaan adalah berkah apabila bangsa ini, jika kita semua
mampu menyatukan perbedaan-perbedaan itu sebagai modal dan kekayaan
bersama.

Kita disatukan oleh hak, kewajiban, tugas, peran, dan tanggung jawab
yang sama, yaitu sebagai rakyat atau warga negara. Sebagai warga negara
Indonesia kita adalah satu kesatuan dalam membangun dan mewujudkan
kejayaan bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila yang kita anut tidak
membedakan diantara kita menjadi rakyat yang berasal dari mana dan berada
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di mana. Demokrasi sebagai pemerintahan rakyat mengakui persamaan hak
dan kewajiban. Jadi dengan demikian, kita sebagai warga negara adalah
sama dalam perbedaan, dan berbeda dalam persamaan.

Marilah kita kembali pada pengertian semula, bahwa demokrasi adalah
pemerintahan rakyat. Sebuah pemerintahan rakyat mengharuskan
dipenuhinya tiga hal, yaitu:

a. Sumber kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat.

b. Penentuan kebijakan dasar dilakukan oleh rakyat.

c. Hasil akhir pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan
rakyat.

Oleh karena itu, maka demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan rakyat artinya kekuasaan negara atau
pemerintah berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan
tertinggi dan bukan kepala negara atau pejabat negara lainnya. Negara
demokrasi menempatkan rakyat pada posisi yang paling menentukan. Rakyat
adalah subjek bukan objek kekuasaan. Rakyat sebagai subjek merupakan
pelaku dan penentu atas nasibnya sendiri. Pemerintah boleh berbuat apa saja
asal apa yang diperbuat itu sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat,
selain daripada itu tidak diperbolehkan.

Bagaimana posisi pemerintah dalam Negara demokrasi? Pemerintah
adalah mereka yang bertugas menjalankan kekuasaan Negara atas nama
rakyat. Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan, maka tidak
memiliki kekuasaan tersendiri. Kekuasaan yang dipegang dan dijalankan
adalah pemberian rakyat sebagai amanat atau kepercayaan yang harus
ditunaikan dengan baik sesuai kehendak rakyat. Jadi, pemerintah sebagai
pemegang amanat dalam bertindak harus sesuai dengan keinginan dan
kepentingan rakyat. Dengan kata lain, bahwa pemerintan sekedar mewakili
kepentingan rakyat dan dengan begitu tidak bolen memiliki kepentingannya
sendiri di luar yang dikehendaki rakyatnya.

Dalam lingkungan yang lebih sempit, seperti di daerah, baik daerah
provinsi maupun kabupaten atau kota, demokrasi harus dijalankan.
Kehidupan demokrasi selama ini juga kita temui di desa-desa. Dalam hal ini,
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan dari, oleh, dan
untuk rakyat di daerah yang bersangkutan. Adapun pengertian
pemerintah daerah adalah pejabat pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala
Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain, yang bertugas
menjalankan kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat daerah dan bertujuan
untuk menyejahterakan seluruh rakyat daerah itu.

"Kaum neoliberal ingin memperkecil peran negara; kaun sosial demokrat,

secara historis sangat ingin memperluasnya. Jalan ketiga menyatakan bahwa “yang
penting adalah merekonstruksikannya (membangun kembali demokrasi), yaitu
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melampaui mereka yang berada di kiri "yang mangatakan bahwa negara adalah
musuh,” dan kelompok kanan “yang mengatakan bahwa pemerintah adalah
Jjawabannya.” (Anthony Gidden, The Third Way The Renewal of Social Democracy)

Bagaimana caranya rakyat menyerahkan kekuasaan kepada
pemerintah? Demokrasi yang berlaku di negara mana pun pada umumnya
dijalankan di atas landasan hukum. Sebaliknya, hukum itu pun dibuat dengan
cara-cara demokrasi. Dengan pernyataan lain, bahwa tidak ada hukum tanpa
demokrasi dan tidak ada demokrasi tanpa hukum. Dalam konstitusi kita, yaitu
UUD 1945 dinyatakan pula bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan
hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Artinya, semua prosedur
atau cara-cara pembagian, penyerahan, dan pencabutan kekuasaan pejabat
Negara atau daerah diatur berdasarkan hukum atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sebagai gambaran sederhana, marilah kita simak tentang kekuasaan
yang dipegang dan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Karena desa
merupakan masyarakat hukum yang otonom (berwenang mengatur dan
mengurus kepentingannya menurut prakarsa sendiri), maka desa
menjalankan pemerintahan berdasarkan demokrasi. Demokrasi desa
menentukan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat
desa lain yang diberi mandat atau wewenang oleh warga desa untuk
menjalankan tugas-tugas pemerintahan di desanya.

Penugasan

Saat ini jumlah provinsi dilndonesia sebanyak 33 dan jumlah
kabupaten/kota sebanyak 497 buah. Apabila masing-masing daerah
melaksanakan Pemilukada, maka setiap hari di Indonesia ada 1,5 pemilihan
umum untuk menentukan kepala daerah. Anehnya, hampir setiap
pemilukada tersebut terdapat dugaan pelanggaran. Pada umumnya, dugaan
pelanggaran pidana tersebut dianggap telah menyalahi pasal 115 dan pasal
120 UU No. 32 Tahun 2004. Beberapa dugaan pelanggaran dimaksud,
antara lain kampanye negatif (black campaign) dan politik uang.

Berdasarkan informasi di atas, jelaskan:
e mengapa hal itu terjadi?
e Apa saja yang dapat Anda tawarkan sebagai solusi terhadap masalah

tersebut?

e Instrumen hukum mana saja yang terkait?

C. Rangkuman
1. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Demokrasi dibagi menjadi dua, yakni demokrasi lansung dan tidak

langsung.
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2. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan demokratis akan terselenggara jika
terlaksana juga kondisi pemerintahan yang berdasarkan hukum, konstitusi
yang berlaku atau rule of law. Adapun syarat-syarat dasar untuk
terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah rule of law
ialah:

a. perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari
menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural
untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
pemilihan umum yang bebas,
kebebasan untuk menyatakan pendapat,
kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi,
pendidikan kewarganegaraan.

3. Soko guru demokrasi adalah: kedaulatan rakyat, pemerintahan yang
berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-
hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan
jujur, persamaan di depan hukum, proses hokum yang wajar, pembatasan
pemerintah secara konstitusional, pluralism sosial, ekonomi dan politik,
nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

4. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan paham
kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan
rakyat. Dalam demokrasi Pancasila terkandung prinsip-prinsip:

a. pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya
dan pendidikan;

b. peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh
sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun;

c. jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang
dimaksudkan kepastian hukum vyaitu jaminan bahwa ketentuan
hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman alam
melaksanakannya;

5. Dalam demokrasi Pancasila, terkandung aspek-aspek berikut.

a. Aspek formal, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan cara
rakyat dalam menunjuk wakil-wakilnya dalam badan- badanperwakilan
rakyat dan pemerintahan serta cara mengatur permusyawaratan
wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai
konsensus bersama.

b. Aspek materiil, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia
dan mengakui harkat dan martabatnya dan menjamin terwujudnya
manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat

"0 ao0oT
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manusia.
Aspek normatif, yaitu aspek yang mengungkap kaidah-kaidah yang
mengatur langkah untuk mencapai tujuan negara.

D. Tes Formatif

1.

Objektif Tes

Pilinlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang (X) pada
pilihan jawaban yang tersedia!

1.

Di bawah ini merupakan harapan-harapan dalam terciptanya kehidupan
yang demokratis, kecuali....
a. Pemerintahan yang bebas.
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c. Pelaksanaan pemilu yang bebas.
d. Kebebasan untuk beroposisi.
Demokrasi langsung dapat terselenggara secara efektif karena
beberapa faktor di bawah ini, kecuali......
a. Wilayah negara yang terbatas.
b. Permasalahan tidak terlalu kompleks.
c. Majelis yang hanya terdiri dari 5000 sampai 6000 orang saja. d. Tidak
adanya penduduk yang berjumlah besar
Demokrasi Pancasila adalah.....
a. Demokrasi yang berketuhanan b. Demokrasi yang tidak langsung
c. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
d. Demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang
ditujukan pada kesejahteraan rakyat.
Dalam demokrasi Pancasila terkandung aspek yang mengemukakan
gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya serta
menjamin terwujudnya manusia Indonesia sesuai dengan gambaran
harkat dan martabat manusia. Ini adalah aspek......
a. Aspek materiil
b. Aspek normatif
c. Aspek kodrati
d. Aspek hukum
Pemilu pertama di Indonesia, terselenggara dengan sistem......
a. Dwi partai
b. Multipartai
c. Partai tunggal
d. Semi multi partai
Di bawah ini merupakan kondisi yang lahir dari penerapan demokrasi
terpimpin.
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a. Dominasi parlemen yang kuat
b. Peranan partai politik dan pers yang sangat terbatas c. Pertikaian
antar partai politik
d. Tidak adanya kepastian hukum.
7. Di bawah ini termasuk soko guru demokrasi, kecuali ....
a. Kedaulatan rakyat
b. Jaminan hak asasi manusia
c. Hak-hak mayoritas
d. Kekuasaan mayoritas
8. Pada akhir masa Orde Baru, terdapat penyelewengan- penyelewengan
terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yakni.....
a. Diakuinya hak-hak mayoritas
b. Tidak adanya pembatasan pemerintah secara konstitusional c.
Terdapat pluralisme sosial, ekonomi dan politik
d. Hanya ada tiga patai politik
9. Dalam pemilu akan dipilih......
a. DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
b. DPR, MPR, presiden dan wakil presiden
c. Presiden dan wakilnya, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
kota/kabupaten
d. DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, presiden dan
wakil presiden.
10. Perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap tegaknya prinsip- prinsip
demokrasi adalah....
a. Musyawarah untuk mufakat
b. Menggunakan hak pilih dalam pemilu
c. Mengunakan haknya dengan seluas mungkin
d. Menghormati kekuasaan mayoritas

2. Tes Uraian

1. Siapakah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan
demokrasi?

2. Sebutkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang
demokratis di bawah rule of law!

3. Sebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi Pancasila!

4. Sebut dan jelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi
Pancasila!

5. Jelaskan perbandingan pelaksanaan demokrasi antara era Orde lama,
orde baru, dan orde reformasi.
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BAB V KEGIATAN BELAJAR 3
KEDAULATAN RAKYAT

A. Kompetensi dan Indikator
1. Kompetensi
a. Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat
dalam pemerintahan.
b. Memahami penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem
pemerintahan di Indonesia.
2. Indikator
a. Mendeskripsikan pengertian pemerintahan dan kedaulatan rakyat.
b. Menjelaskan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia.
c. Menjelaskan lembaga-lembaga negara yang berperan sebagai
pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia.
d. Menjelaskan peran masing-masing lembaga negara dalam
melaksanakan kedaulatan rakyat.

B. Uraian Materi
1. Pemerintahan dan Kedaulatan Rakyat
a. Makna Pemerintahan

Konsep kedaulatan rakyat memiliki kaitan mendasar dengan
konsep demokrasi. Sistem pemerin-tahan yang mendasarkan pada
kedaulatan rakyat disebut pemerintahan demokrasi. Demokrasi dalam
pemerintahan merupakan aspek material (isi, substansi), sedangkan
kedaulatan rakyat merupakan aspek formal (prosedur, bentuk).
Kedaulatan rakyat adalah demokrasi dalam pengertian formal. Secara
material  (substansi), pemerintahan demokrasi berbeda dengan
pemeriontahan otoriter. Sistem demokrasi dalam pemerintahan berproses
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sistem otoriter dalam pemerintahan kontradiksi dengan sistem
demokrasi. Pemerintahan yang otoriter kedudukan rakyat sekedar
sebagai objek kekuasaan. Otoritas atau kewenangan sepenuhnya ada di
tangan penguasa (pemerintah). Karena rakyat tak punya kuasa, maka
pemerintah berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Pemerintah
yang otoriter biasanya tidak memberi peluang peran rakyat dalam
pemerintahan. Semua sendi kehidupan rakyat telah dikuasai oleh
pemerintah, sehingga disebut totaliter. Pemerintahan yang otoriter
cenderung totaliter, demikian pula sebaliknya.

Sebelum mengkaji lebih lanjut sistem kedaulatan dalam
pemerintahan, ada baiknya dikupas terlebih dulu tentang pengertian
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pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan menyangkut sistem
pengelolaan tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan
aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan dalam negara.
Misalnya, Anda mendengar istilah pemerintahan sipil atau militer, berarti
yang mengemban tugas dan kewenangan untuk memerintah adalah
kelompok sipil atau kelompok militer.

Tugas dan kewenangan berkaitan dengan fungsi tertentu.
Tugas dan kewenangan negara disebut fungsi negara. Namun, di luar
tugas dan kewenangan, atau fungsi negara, masih ada istilah lainnya yang
terkait dengan pemerintahan, vyaitu kegiatan. Kegiatan dalam
pemerintahan menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan
politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat-negara.

Adapun keputusan politik adalah keputusan yang bertujuan
untuk mencapai kemanfaatan umum, yaitu kemanfaatan rakyat atau
warganegara keseluruhan. Misalnya, pemerintah membuat keputusan
untuk menarik investasi (modal) asing ke Indonesia, yakni dengan
mempermudah perizinan usaha menjami keamanan berusaha di
Indonesia.

Ditinjau dari dimensi (sudut pandang) kegiatan, pemerintahan
berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasi, bersumber
pada kedaulatan, berlandaskan pada dasar negara, serta mengenai
rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Jadi ada
empat hal atau unsur dalam pengertian kegiatan pemerintahan.

Kegiatan pemerintahan harus terorganiasi. Terorganisasi berarti
kegaiatan-kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Organisasi
ialah kelompok manusia yang memiliki tujuan bersama, yang dapat
dilakukan/dicapai dengan bekerja sama. Supaya kerja sama itu berjalan
dengan baik, maka diadakan pembagian kerja di bawah satu pimpinan.
Artinya, bahwa kegiatan pemerintahan tidak mungkin tidak memiliki
tujuan, dan pasti ada pembagian kerja serta ada yang memimpinnya.
Sekolah Anda sebagai organisasi pasti memenuhi syarat-syarat yang
sedemikian itu.

Apakah kegiatan pemerintahan di Indonesia terorganisasi dengan
baik? Jawabannya pasti ya, sebab tak mungkin pemerintahan itu tidak
bertujuan dan tidak memiliki lembaga-lembaga yang bertugas mencapai
tujuan, serta di dalam lembaga-lembaga itu ada pimpinan dan aparatnya.
Di dalam UUD 1945 Anda bisa menemukan tujuan dan organisasi negara
yang dimaksud. Sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat
mempunyai ciri-ciri yang tetap sebagai berikut.

1. Lembaga perwakilan rakyat.
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2. Adanya pemilihan umum.

3. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang
bertugas mengawasi pemerintah.

4. Susunan kekuasaan badan atau maijelis itu ditetapkan dalam undang-
undang dan undang undang dasar negara.

Kegiatan pemerintahan bersumber pada kedaulatan (kekuasaan
yang tertinggi). Bersumber pada kedaulatan berarti bersumber pada
pemegang kedaulatan negara. Pemegang kedaulatan negara itu
misalnya rakyat, di dalam negara demokrasi. Karena Indonesia
merupakan negara demokrasi, maka pemegang kedaulatan negara
adalah rakyat. Rakyat itu pengertian jamak atau keseluruhan
warganegara. Keseluruhan warganegara Indonesia ialah rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, kedaulatan itu dipegang oleh rakyat, bukan oleh
warganegara secara pribadi-pribadi, melainkan warganegara
keseluruhan dalam totalitas.

Kegiatan pemerintahan berlandaskan pada dasar negara. Hal ini
berarti semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah
negara. Untuk negara Republik Indonesia sudah jelas, bahwa segala
kegiatan pemerintahan berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai
norma dasar dijabarkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu landasan
umum pemerintahan Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan pemerintahan ialah mengenai rakyat dan wilayah
negara. Mengenai rakyat sudah jelas, yakni seluruh warganegara.
Sedangkan, mengenai wilayah, berarti seluruh wilayah negara yang
mencakup wilayah darat, laut, dan udara sesuai batas-batas yang
diakui dunia internasional. Wilayah negara Indonesia meliputi kawasan
yang yang sangat luas yang membentang dari Sabang di Sumatera Utara
sampai Merauke di Papua.

Akhirnya, mengenai tujuan negara, berarti kegiatan pemerintahan
diarahkan untuk mencapai tujuan masyarakat negara yang disepakati
bersama. Tujuan negara Indonesia ada empat, sebagaimana yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Coba Anda
cari sendiri tujuan negara kita tersebut!

Ditinjau dari dimensi fungsinya, pemerintahan berarti seperangkat
fungsi negara, yang satu fungsi dengan fungsi yang lainnya saling
berhubungan secara fungsional. Pemerintahan melaksanakan fungsi
Negara atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

Fungsi negara, menurut ajaran Trias Politika, dapat dirinci
menjadi fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Fungsi
eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden atau
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perdana menteri. Fungsi legislatif dipegang oleh dewan perwakilan
rakyat atau disebut juga parlemen. Adapun fungsi yudikatif dipegang oleh
mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi lembaga
pengadilan.

Berdasarkan tinjauan di atas, maka pemerintahan dapat dimaknai
sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan
(fungsi) negara. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh pemerintah.
Pemerintahan Negara bersumber pada kedaulatan. Adapun pengertian
pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan dalam
arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam
pengertian luas mencakup tiga fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif,
legislatif, dan vyudikatif. Sedangkan, dalam pengertian sempit,
pemerintahan hanya mencakup fungsi eksekutif saja.

b. Makna Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat memandang bahwa kekuasaan tertinggi
dalam negara berada di tangan rakyat. Menurut teori kedaulatan
rakyat,penguasanegara adalah rakyat  dan rakyatlah yang
bertanggungjawab atas kesejahteraan dan ketertiban negara. Seluruh
rakyat wajib mewujudkan kesejahteraan dengan bekerja demi ekonomi
nasional. Rakyat juga bertanggungjawab atas ketertiban nasional
dengan berdisiplin dalam masyarakat.

Kedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepada tiap- tiap
warga negara untuk bertanggungjawab dalam memelihara dan
membina negara, membela negara, serta mengayomi rakyat. Jadi
kedaulatan rakyat bermakna kekuasaan rakyat untuk mengatur dan
memelihara dirinya sendiri.

Kedaulatan rakyat mengandung gagasan bahwa yang terbaik
dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang
merupakan rakyat. Kedaulatan rakyat itu sendiri adalah kekuasaan
yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannnya
dengan semua cara yang tersedia. Dengan demikian kedaulatan
rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kedaulatan rakyat bermakna bahwa kekuasaan negara berasal dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di negara kita, kedaulatan rakyat bersumberkan Pancasila,
terutama sila keempat yang mencakup:

(1) Asas kerakyatan, yaitu kesadaran akan cinta kepada rakyat,
merasa menyatu (manunggal) dengan nasib dan cita-cita rakyat,
bersikap merakyat, berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran
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senasip dan secita-cita dengan rakyat serta memperhatikan
aspirasi dan kehendak rakyat.

(2) Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu suatu tata cara pengambilan
keputusan dengan memperhatikan dan menampung berbagai aspirasi
dan kehendak seluruh rakyat dalam musyawarah untuk mencapai
kebulatan pendapat.

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui
demokrasi langsung dan atau demokrasi perwakilan. Di dalam negara
yang menganut demokrasi langsung, rakyat mengambil bagian secara
pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas
dan mengesahkan undang-undang.

Sedangkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam
demokrasi perwakilan, diadakan pemilihan umum untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih
Presiden dan Wakil Presiden. Jadi pemilihan umum merupakan sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan.

Pelaksanaan Kedaulatan dalam Pemerintahan RI
Pasal 1ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Konsekuensi logisnya adalah bahwa konstitusi negara (UUD1945)
menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan
rakyat. Undang-Undang Dasar 1945-lah (bukan lagi MPR), yang membagi
kedaulatan rakyat kepada rakyat dan lembaga-lembaga negara.
Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar 1945 berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat
dijalankan sendiri oleh rakyat (melalui pemilu), dan oleh berbagai
lembaga Negara vyang keberadaan, tugas, dan wewenangnya
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga
negara yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang
mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan
memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah sesuai
dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 adalah:
» Rakyat secara langsung,

- MPR,
« DPR,
- DPD,

e Presiden,
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« BPK,

« MA,

« MK,

* Pemerintah Daerah,
e DPRD, dan

- KPU.

a. Rakyat sebagai Pemegang dan Pelaksana Langsung Kedaulatan
UUD 1945 hasil amandemen menentukan, bahwa rakyat secara

langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Apa
kegiatan dan keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan?
Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 hasil
amandemen ditentukan dalam 4 hal.

1) Mengisi keanggotaan MPR melalui pemilihan umum.

2) Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum.

3) Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum.

4) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara

langsung melalui pemilihan umum.

b. Majelis Pemusyawaratan Rakyat

Susunan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
merupakan suatu lembaga perwakilan baru dalam  struktur
ketatanegaraan Republik indonesia.

Menurut pasal 2 ayat 1Undang-Undang Dasar 1945, Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian anggota MPR
akan memiliki legitimasi sangat kuat karena semua anggotanya dipilih
oleh rakyat. Sebagai konsekuensi logisnya adalah MPR sebagai lembaga
negara juga akan meningkat legitimasinya di mata rakyat karena seluruh
anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Tugas dan kewenangan MPR yang telah mengalami perubahan
menurut pasal 3 UUD 1945, tidak lagi menjadi lembaga Tertinggi
Negara yang memiliki kekuasaan sangat besar. Kedudukan MPR
sebagai lembaga negara setara dengan lembaga negara lain.

Berdasarkan pasal 11 UU No. 22 Tahun 2003, maka MPR pada
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan
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6)

7)

umum, dalam Sidang Paripurna MPR.

Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
untuk memberhentikan Preiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi
kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang
Paripurna MPR.

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya.

Memilih Wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya secara
bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden
dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya
selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.

Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

c. Presiden

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD,

yang dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu
orang Wakil Presiden. Bagaimana kekuasaan presiden sebagai salah satu
pemegang kedaulatan? Menurut UUD 1945 hasil amandemen, kekuasaan
Presiden meliputi sebagai berikut.

membuat undang-undang bersama DPR;

menetapkan Peraturan Pemerintah;

memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara;

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan DPR’

menyatakan keadaan bahaya;

mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan
pertimbangan DPR;

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
MA;

memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR;

memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan;

44



10) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan perimbangan kepada Presiden;

11) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara;

12) mengajukan rancangan undang-undang APBN.

d. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan
sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan
pengawasan.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, DPR terdiri atas
anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan
hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh (550)
orang.

DPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.

2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah
pengganti undang- undang.

3) Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang
diajukan DPD vyang berkaitan dengan bidang tertentu dan
mengikutsertakannya dalam pembahasan.

4) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang- undang
APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan agama.

5) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan  memperhatikan
pertimbangan DPD.

6) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
APBN, serta kebijakan pemerintah.

7) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh
DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

8) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.

9) Membahas dan menindaklanjuti  hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

10) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

11) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi
Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
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12) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan
mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

13) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat
duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan
pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.

14) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan
perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain,
serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akobat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-
undang.

15) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.

16) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam
undang-undang.
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e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam

BPK merupakan lembaga
negara yang bebas dan
mandiri dengan tugas khusus
untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK
diserahkankepada DPR,
DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya.

. melaksanakan tugasnya terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan pemerintah.
Mengapa demikian? Karena jika BPK
tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin
dapat melakukan kewajibannya dengan baik.
Akan tetapi BPK bukanlah suatu lembaga
negara yang berdiri di atas pemerintah.
Kedudukan BPK dan pemerintah adalah
sederajat. Bagaimanakah peranan BPK
sebagai salah satu pemegang kedaulatan?
Dalam  melaksanakan tugasnya, BPK

. berwenang meminta keterangan yang wajib
diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah, atau badan
swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pembentukan BPK pada hakikatnya memperkuat pelaksanaan
pemerintahan yang demokratis, sebab pengaturan kebijaksanaan dan
arah keuangan negara yang dilakukan DPR belum cukup. Dalam hal ini
BPK mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah keuangan Negara
yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula
dan apakah sudah dilakukan dengan tertib.

f. Mahkamah Agung (MA)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA
merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di
samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi bebarapa macam
lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya MA terlepas dari pengaruh
pemerintah dan pengaruh-pengaruh lembaga lainnya. Sebagai lembaga
yudikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan
kasasi, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan
mengadili, an peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu MA juga berwenang untuk
menguji secara materiil peraturan perundang- undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang serta mempunyai kewenangan
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

g. Mahkamah Konstitusi.
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Bagaimanakah kewenangan
Mahkamah  Konstitusi  sebagai
salah satu pemegang kedaulatan di
Negara kita? Untuk lebih jelasnya,
simaklah ketentuan UUD 1945,
terutama pasal 24

Menurut UUD 1945 hasil
amandemen, Mahkama Konstitusi
memiliki kewenangan untuk
melakukan hal-hal berikut.

1) Mengadili pada tingkat pertama
dan  terakhir untuk menguiji
undang-undang terhadap
uuD.

2) Memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang
wewenangannya diberikan oleh
uuD.

3) Memutus pembubaran partai
politik.

4) Memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum.

5) Wajib memberikan putusan atas
pendapat DPR  mengenai

MK beranggotakan 9 hakim

konsitusi, yaitu:

e 3 anggota diajukan oleh MA,;

e 3 anggota diajukan oleh DPR;
dan

e 3 anggota diajukan oleh Presiden.

Syarat calon hakim konstitusi

menurut pasal 16 UU No. 24 Tahun

2003 ialah:

e WNI,

e berpendidikan sarjana hukum,

e berusia sekurang-kurangnya 40
tahun saat pengangkatan,

e tidak pernah dijatuhi pidana
penjara dengan hukuman 5 tahun
atau lebih,

¢ tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan keputusan
pengadilan,

e mempunyai pengalaman kerja di
bidang hukum sekurang-
kurangnya 10 tahun,

¢ membuat surat penyataan

tentang kesediaannya menjadi
hakim kanstitiisi

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut
UUD. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
Selain itu, calon hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan
tertentu yang diatur dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

h. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan
sebagai lembaga negara, yang mempunyai fungsi sebagai berikut.
1) Pengajuan wusul, ikut dalam pembahasan dan memberikan

pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.

2) Pengawasan atas pelaksanaan undang-unang tertentu.

Menurut Undang-Unang No. 22 Tahun 2003, DPD mempunyai
tugas dan wewenang sebagai berikut.
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Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Membahas rancangan undang-undang tersebut di atas, yang
diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.

Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang APBN dan ranangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan dan agama.

Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
Badan Pemeriksa Keuangan.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk
dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai polittk peserta

pemilihan umum vyang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan
sebanyak-banyaknya 100 orang.

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi.

DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai

berikut.

1)

2)
3)

Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk
mendapat persetujuan bersama.

Menetapkan APBD bersama dengan gubernur.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil
gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
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daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang
menyangkut kepentingan daerah.

6) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam
pelaksanaan tugas desentralisasi.

j- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum vyang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: legislasi;

anggaran; dan pengawasan.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut.

1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota
untuk mendapat persetujuan bersama.

2) Menetapkan APBD bersama dengan bupati/ walikota.

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan
bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama
internasional di daerah.

4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati
atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui
gubernur.

5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional
yang menyangkut kepentingan daerah.

6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota
dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

k. Pemerintah Daerah

Di tingkat daerah, selain rakyat daerah yang bersangkutan dan
DPRD juga ada pemerintah daerah yang melaksanakan kedaulatan.
Bagaimana kewenangan pemerintah daerah sebagai pemegang
kedaulatan? Untuk lebih jelasnya, simaklah UU No. 32 Tahun 2004!

Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat
daerah lainnya. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur, yang karena
jabatannya sebagai wakil pemerintah pusat. Sebagai wakil pemerintah
pusat, Gubernur berada dan harus bertanggung jawab kepada
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Presiden. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD
Provinsi.

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Kepala Daerah Kota
disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bupati
dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan komisi yang bertanggung
jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Tugas dan
kewenangan KPU bukan saja untuk menyelenggarakan pemilu anggota
DPR, DPD. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota saja, tetapi KPU
juga penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana
kewenangan KPU sebagai salah satu pemegang kedaulatan di negara
kita? Baca dan cermati wacana berikut ini dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan yang menyertainya.

Penugasan

Berdasarkan UUD NRI 1945 anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan
anggota DPD. Pelajari secara seksama UUD NRI 1945, kemudian bandingkan
dan petakan kewenangan kedua lembaga perwakilan dalam melaksanakan
kedaulatan rakyat!

C. Rangkuman

1.

Secara kodrati manusia adalah makhluk individu dan makhluk
sosial. Sudah menjadi kodrt manusia memiliki berbasgai macam
kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena kemampuan
manusia terbatas, maka untuk memenuhi kebutuhannya manusia
perlu membangun kerja sama dengan manusia lainnya.

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa selalu ingin bergaul dan
berkumpul dengan manusia lain. Manusia tidak mungkin hidup
sendiri. Setiap individu adalah merupakan bagian dari lingkungan
sosial yang lebih luas, seperti lingkungan keluarga, lingkungan
masyarakat, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara.

Bangsa Indonesia adalah sekelompok orang yang mempunyai
kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa
serta berproses dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia.

. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang

majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-
unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama,

51



kebudayaan, dan bahasa.

Negara adalah suatu organisasi manusia yang dioersatukan oleh
suatu rasa persamaan, yang bertempat tinggal dalam wilayah negara
itu, serta tunduk pada kekuasaan negara itu. Ciri-ciri negara
yang membedakkan dengan organisasi sosial lainnya adalah (1)
memiliki alat yang memaksa (coorsive instrument), (2) memiliki alat
atatu tata tertip yang memaksa (zwang ordenung), (3) Top
Organisasi, (4) dapat memberikan paksaan bersifat fisik (psyeke
geweld), dan (5)mempunyai hak-hak luar biasa (Exorbitante rechten)
Unsur-unsur negara terdiri atas (1) harus ada daerah/wilayahnya,
(2) Dalam daerah itu harus ada rakyat, dan (3) harus ada
kekuasaan atau pemerintahnya.. Sedangkan pengakuan sebagai
unsur negara ada dua pandangan vyaitu sebagai unsur
constitutive dan sebagai unsur declaratif.

. Menurut teori, tujuan negara bermacam-macam, antara lain: (1)

kekuasaan, (2) keadilan), (3) Kemerdekaan, (4) kesejahteraan
atau kebahagiaan. Menurut Mohammad Kusnardi, tujuan negara
ada dua, yaitu (1)menjamin ketertiban dan (2) mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran.

Bentuk negara yang dianut negera-negara didunia, ada dua yanitu
(1) negara Kesatuan (unitaris) dan (2) negara Serikat (federal).
Adapun bentuk-bentuk kenegaraan meliputi (1) negara Uni,
(2) Negara Persemakmuran (3) Negara Perwalian, (4) Negara
Mandat, (5) Protektorat, dan (6) Negara Jajahan (koloni)

Kedaulatan yang dianut negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat,
yang maknanya bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada
di tangan rakyat.

10.Kedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepada tiap-tiap

11.

warga negara untuk bertanggungjawab dalam memelihara dan
membina negara, membela negara, serta mengayomi rakyat.
Jadi kedaulatan rakyat bermakna kekuasaan rakyat untuk mengatur
dan memelihara dirinya sendiri.

Pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia menurut UUD 1945 hasil
amandemen diantaranya: rakyat secara langsung dalam Pemilu,
MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, DPD, Pemerintah, DPRD, KPU,
Komisi Yudisial.
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D. Tes Formatif
1. Tes Objektif
Faktor apakah yang mendorong manusia selalu ingin
berhubungan dengan manusia lain ?
A. Manusia selalu ingin berteman

B. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya
C. Manusia adalah makhluk sosial

D. Manusia ingin memiliki keturunan

2. Apakah yang menjadi dasar lahirnya kaidah-kaidah dan
lembaga- lembaga sosial yang membentuk budaya
masyarakat?

A. Kesepakatan-kesepakatan bersama yang di masyarakat

B. Kepentingan-kepentingan semua golongan yang ada dimasyarakat
C. Nilai sosial dasar yang berkembang di masyarakat
D. Pandangan tokoh-tokoh masyarakat.

3. Berikut ini menurut Abraham Maslowadalah menjadi
kebutuhan manusia, KECUALI ....
A. Kelangsungan hidup

B. Diakui lingkungan
C. Keamanan
D. Dihormati

4. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan
bahasa, dam wilayah tertentu di muka bumi disebut ....
A. Bangsa

B. Penduduk
C. masyarakat
D. Suku
5. Siapakah yang menyatakan Bangsa lahir karena adanya
kehendak ingin bersatu (kesatuan solidaritas) ?
A. Ir. Soekarno

B. Ben Anderson
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C. Moh. Hatta
D. Otto Bauer

6. Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh
suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, disebut ....
A. Suku

B. Penduduk
C. Bangsa
D. Masyarakat

7. Apakah yang menjadi unsur-unsur pembentuk identitas suatu bangsa ?

A. Agama, Suku Bangsa, Bahasa, dan
Kebudayaan
B. Tujuan bersama, suku bangsa, bahasa,
dam kebudayaan
C. Suku Bangsa, Tujuan bersama, Agama,
dan kebudayaan
D. Kebudayaan, Suku Bangsa, Tujuan
Bersama dan Bahasa
8. Apakah yang alasan yang paling mendasar bagi bangsa
Indonesia untuk menjadi bangsa yang menegara ?
A. Karena ingin membeskan diri dari penjajahan
B. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa
C. Karena penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan
D. Karena ingin setara dengan bangsa-bangsa lain

9. Apakah yang menjadi cita-cita Indonesia setelah
mencapai kemerdekaan ?
A. Mendirikan negara Indonesia yang sederajat dengan
bangsa- bangsa lain
B. Mengejar ketertinggalan bangsa indonesia dari bangsa lain

C. Menyelenggarakan pembangunan nasional.
D. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur

10. Kelompok manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan,
hubungan darah, atau adanya kesamaan tempat tinggal, disebut

A. Penduduk
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B. Suku
C. Masyarakat
D. Rakyat

11. Salah satu yang membedakan negara dengan organisasi
sosial lainnya adalah....
Ada pengurusnya

Memiliki alat/tata tertip yang memaksa

Memiliki tujuan

o o w >

Memiliki alat kelengkapan organisasi.

12. Yang disebut dengan pengurus dalam organisasi negara adalah ....

A. Alat-alat kelembagaan negara

B. Semua lembaga-lembaga negara
C. Pemerintah

D. Pamong Praja

13. Pengakuan bukanlah sebagai unsur negara hanya
sebagai menerangkan saja.
A. Pengakuan sebagai unusr Constitutive
B. Pengakuan sebagai unsur convensional
C. Pengakuan sebagai unsur Definitif
D. Pengakuan sebagai unsur Declaratif

14. Terbentuknya negara dengan cara negara lama terpecah dan
lenyap, kemudia lahir negara baru, disebut terbentuknya
negara dengan cara....?

A. Innovation

B. Peleburan (Fusi)
C. Accopatie
D. Proklamasi

15. Negara yang pemerintahannya diterletak ditangan sejumlah
orang dari golongan feodal disebut negara .....
A. Monarchie
B. Autocratie
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C. Oligarchie
D. Aristocratie

16. Negara yang berada di bawah perlindungan negara lain disebut negara

A. Mandat

B. Perwalian
C. Dominion
D. Protektorat

17. Negara Perwalian dapat diberlakukan pada ....

A. Wilayah yang dipisahkan dari negara yang kalah pada perang dunia
Il

B. Wilayah yang dipisahkan dari negara yang kalah pada perang dunia |
C. Negara yang masih dijajah negara lain

D. Negara-negara yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri.

18. Gabungan negara yang kepala negara dan perlengkapan negaranya

ditetapkan secara pemilihan disebut negara ....
A. Serikat Negara
B. Uni Riil
C. Uni Personil
D. Negara Serikat
19. Apakah fungsi negara yang paling utama?
A. Menjaga keutuhan bangsa dan negara
B. Melaksanakan pembangunan nasional
C. Menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
D. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

20. Bagaimanakah caranya Indonesia membentuk

negara Rl

A. Melaui meja perundingan (KMB)

B. Melalui kerjasama dengan PBB

C. Melepaskan diri dari kekuasaan Belanda

D. Melalui cara Innovatien (pembentukan baru)

21. Demokrasi dimana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih
wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat,
dinamakan. . . .

A. Demokrasi langsung
B. Demokrasi perwakilan
C. Demokrasi gabungan
D. Demokrasi sosialis
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22. Salah satu asas demokrasi Pancasila adalah asas kerakyatan,
yang artinya . . . .
a. kesadaran akan cinta kepada rakyat, bersikap merakyat,
berjiwa kerakyatan .
b. pemerintah harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi
rakyat.
c. keputusan dengan menampung berbagai aspirasi dan kehendak
seluruh rakyat.
d. suatu tata cara pengambilan keputusan melalui musyawarah
untuk mufakat.
23. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan menurut UUD 1945
adalah dalam hal sebagai berikut, kecuali . . . .
a. Mengisi keanggotaan DPRD melalui pemilihan umum.
b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum.
c. Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum.
d. Mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.
24. Lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum adalah . ...
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
25. Menurut UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
untuk . . ..
a. melantik Presiden dan Wakil Presidenberdasarkan hasil
pemilihan umum.
b. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
d. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang.

o

26. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan
sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi . . . .
a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
b. legislatif, eksekutif, dan anggaran
c. eksekutif, legislatif , dan pengawasan
d. legislatif, anggaran, dan pengawasan
27. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang disebut . . ..
a. legislatif
b. eksekutif
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c. yudikatif
d. federatif

28. Anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak empat

orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari . . . .
a. 1/2 anggota DPR
b. 1/3 anggota DPR
c. 1/4 anggota DPR
d. 1/5 anggota DPR

29. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada . . . .

a. Presiden dan DPR sesuai dengan kewenangannya

b. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
c. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

d. MPR, DPR, DPD sesuai dengan kewenangannya.

30. Komisi  Pemilihan Umum  (KPU) bertanggungjawab atas

penyelenggaraan pemilu dan menyampaikan laporan secara
bertahap atas pelaksanaan tugasnya kepada ....

a. DPR dan Presiden

b. Presiden dan MPR

c. MA dan Mahkamah Konstitusi

d. Presiden dan MA

2. Tes Uraian

1.
2.
3.

Jelaskan makna kedaulatan rakyat!

Jelaskan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945!
Bagaimanakah wujud keterlibatan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan rakyat?

Jelaskan perbedaan tugas antara DPR dan DPD.

Bagaimana mekanismenya jika ada kemungkinan pemberhentian
presiden pada masa jabatannya?
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BUKU 2
HAM, KEMERDEKAAN BERPENDAPAT, DAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BAIK
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BAB | PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Buku ajar ini akan membahas tentang konsep kedaulatan rakyat,
demokrasi, hak azasi manusia, dan kemerdekaan berpendapat serta
penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pembahasan konsep ditekankan pada aspek politik dan yuridis terkait dengan
peran warganegara, pemerintah, dan penyelenggara negara lainnya dalam
kerangka pelaksanaan dasar negara dan UUD 1945.

Sesuai ruang lingkup materi yang tercakup dalam buku ajar ini, maka
penyajiannya dibagi ke dalam tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1
membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dan implementasi yuridis pengakuan
penghormatan, penegakan hak azasi manusia (HAM) di Indonesia; kegiatan
belajar 2 membahas konsep dan penerapan kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum; dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bebas dari KKN (good and clean governace).

Semenjak reformasi digulirkan, selogan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bebas (good and clean governace) terus menerus didengung-
dengungkan.Dalam bahasa populer pemerintahan yang demikian
disebut Pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Pemerintahan yang bebas
dari KKN diselenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan publik (transparansi
public) dan pertanggungjawaban publik  (akuntabilitas Publik). Keterbukaan
dimaksudkan sebagai keterbukaan dalam kehidupan bernegara.

Dalam kehidupan bernegara, selain prinsip keterbukaan
(transparasi), masyarakat sangat mendambakan terwujudnya keadilan. Keadilan
dapat diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang dalam
pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang seharusnya dia
terima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti tidak berat
sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang- wenang.

Buku ajar ini merupakan buku ajar Materi Latih Pokok PKn sebagai kelanjutan materi
latih yang terdapat pada buku ajar Makna Proklamasi dan Konstitusi di Indonesia.

B. Prasyarat

Peserta PLPG dipersyaratkan telah memahami materi mata latih pokok
Makna Proklamasi dan Konstitusi di Indonesia.

C. Petunjuk belajar

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan agar Anda
mengetahui kemampuan yang diharapkan dapat dicapai dan kegiatan
belajar yang akan disajikan
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2. Bacalah sekilas uraian dalam setiap kegiatan belajar dan carilah istilah-
istilah yang Anda anggap baru. Carilah makna istilah-istilah itu dalam atau
glosarium

3. Pelajari secara secara rinci pengertian-pengertian dalam setiap kegiatan
belajar, diskusikan sesama peserta

4. Jawablah semua pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan belajar sebagai
latihan, diskusikan dengan sesama peserta, teman sejawat guru atau
instruktur Anda.

5. Kerjakan soal-soal Tes Formatif pada setiap akhir kegiatan belajar,
diskusikan dengan sesama peserta PLPG, teman sejawat guru atau
instruktur Anda. Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes
Formatif pada akhir modul ini.

6. Buatlah rencana kegiatan belajar yang berkaitan dengan isi modul ini
berdasarkan RPP di sekolah Anda.

D. Kompetensi dan Indikator

Kompetensi umum yang diharapkan setelah Anda mempelajari buku
ajar ini adalah dapat menguasai konsep kedaulatan rakyat, demokrasi, hak
azasi manusia, dan kemerdekaan berpendapat serta penerapannya di dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah mempelajari buku ajar ini diharapkan Anda dapat:

1.  Menjelaskan pengertian HAM.

2. Menjelaskan bermacam-macam HAM.

3. Menjelaskan tonggak sejarah perjuangan HAM di dunia.

4. Menjelaskan hambatan dan tatangan penegakan HAM di
Indonesia.

5. Menjelaskan peran lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia.

6. Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat.

7. Menjelaskan bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka
umum.

8. Menjelaskan asas-asas umum dalam menerapkan kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum.

. Menjelaskan konsekuensi logis kebebasan mengemukakan pendapat.

10. Menjelaskan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara
bertanggung jawab.

11. Menjelaskan pentingnya keterbukaan dalam bernegara.

12. Mendeskripsikan persyaratan-persyaratan suatu negara sebagai negara yang
transparan.

13. Menguraikan mekanisme pengelolaan negara yang transparan.

14. Mendeskripsikan hakekat keadilan

15. Menguraikan pengelolaan negara yang berkeadilan.
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BAB |1 KEGIATAN BELAJAR 1
HAK ASASI MANUSIA

A. Kompetensi dan Indikator

1. Kompetensi

Memahami konsep, sejarah, dan perjuangan bagi pengakuan,
penghormatan, dan penegakan HAM, khususnya di Indonesia.
2. Indikator

a. Menjelaskan pengertian HAM.

b. Menjelaskan bermacam-macam HAM.

c. Menjelaskan tonggak sejarah perjuangan HAM di dunia.

d. Menjelaskan  hambatan dan tatangan penegakan HAM dilIndonesia.

e. Menjelaskan  peran lembaga-lembaga penegakan HAM di
Indonesia.

B. Uraian Materi

Manusia dilahirkan dengan
hak atas kebebasan
sempurna, yakni hak
menikmati secara tak terbatas
semua hak-
hak dan previlese hukum kodrat. Sebagai makhluk sosial, manusia
bersama-sama dengan setiap manusia lain, atau kelompok manusia yang
mana saja di dunia ini, pada hakekatnya mempunyai berbagai wewenang.
Wawenang itu bukan hanya untuk menyelematkan harta bendanya,
melainkan nyawanya, kebebasan menguasai dan memanfaatkan harta
miliknya, bebas dari kerugian dan perilaku yang tidak disukainya dari
orang-orang lain. Setiap manusia  juga mempunyai wewenang untuk
menentukan dan menghukum pelanggaran-pelanggaran dalam diri orang-
orang lain sebagaimana layaknya diterapkan menurut pendapatnya
terhadap pelanggar tersebut. Bahkan kalau perlu dengan hukuman mati,
untuk kejahatan-kejahatan yang kekejiannya menuntut hal itu.

Setiap manusia mempunyai hak kodrati dari Tuhan sebagai
bekal menuju hidup yang wajar. Usaha atau kondisi yang mencoba untuk
menghalangi atau bahkan menghilangkan hak tersebut dari manusia lain
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merupakan pelanggaran kemasuiaan. Oleh sebab itu hak asasi manusia
harus ditegakkan oleh semua pihak menuju tatanan hidup yang harmonis
dalam bermsayarkat, berbangsa, dan bernegara, bahkan mendunia.

Hak asasi manusia sebagai suatu prinsip memang bersifat
universal (dimana saja dan kapan saja tetap sama), dalam penerapannya
akan dipengaruhi oleh keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan,
sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, dan faktor-faktor
lain yang dimiliki suatu komunitas atau negara. Implementasi (penerapan)
nilai-nilai tersebut menjadi sangat mungkin bervariasi antara negara satu
dengan negara lainnya.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia terkait dengan martabat manusia. Tentang manusia
bermartabat, baik dan mulia pada umumnya ditanggapi dari dua pendekata
dan orientasi (pandangan). Pertama, pendekatan dan orientasi status, yang
menempatkan martabat manusia sebagai hadiah atau pemberian atau takdir
Tuhan. Prinsipnya, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik
makhluk. Manusia dengan akan dan pikirannya telah menjadi makhuk yang
paling sempurna diantara makhluk-mkhluk lainnya. Dengan begitu, manusia
mau tidak mau (given) menyandang martabat yang tinggi.

Kedua, pendekatan dan orientasi prestasi. Pandekatan dan pandangan
prestasi (achievement oriented), menyatakan bahwa martabat
manusia tidak given tetapi harus dicapai setelah manusia berjuang dan
berusaha meperoleh martabat mulai dengan jerih payah dan kegigihan. Dalam
pandangan prestasi, martabat manusia tidak dapat dipertahankan apabila
manusia berkinerja (mencapai prestasi) yang rendah atau buruk. Memang
ada pengakuan bahwa ketika lahir manusia memiliki derajat yang mulia, tetapi
sepanjang hidupnya martabat itu akan dipertaruhkan menurut amal
perbuatannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bagaimanakah
kaitannya dengan persoalan hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu

given atau prestasi, atau kedua-duanya? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, perhatikan definisi hak asasi manusia menurut
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ada di
bawah ini.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerahnyayang waijib dihoramati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia (UU No. 39 Tahun 1999, pasal 1 angka 1). Menurut definisi
tersebut, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidaklah bersumber dari
penguasa, negara, atau hukum, melainkan semata-mata bersumber dari Tuhan.
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Dengan demikian, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (non derogable
right). Tindakan yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu
pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Berdasarkan uraian sekilas info dan definisi hak asasi manusia menurut
undang-undang hak asasi manusia tersebut di atas, maka buatlah kesimpulan
sendiri tentang makna hak asasi manusia. Intinya apakah hak asasi itu melekat
(given) pada diri manusia atau prestasi hasil perjuangan manusia, atau
kombinasi keduanya? Bagaimanakah seharusnya manusia bersikap atas
kesimpulan Anda itu?

2. Tonggak Perjuangan Hak Asasi Manusia

Erich From dalam teori Syndrome of Decay, menyatakan bahwa

perikehidupan bermasyarakat akan dihantui oleh munculnya gejala pembusukan.
Sekurang-kurangnya ada dua sindrom pembusukan yang dapat diidentifikasi.
Pertama, masyarakat mengalami kondisi mental-spiritual yang sangat rapuh,
baik ditingkat elit maupun rakyat bawah yangsering disebut sebagai
masyarakat akar rumput (grassroots). Perilaku amoral, asusila, dan gejala-
gejala buruk lainnya sudah menjadi hal yang dianggap biasa. Pada titik tertentu
bahkan telah dipersepsi sebagai budaya dan kebiasaan yang melekat pada
masyarakat. Misalnya, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme telah dilakukan
secara terbuka oleh aparatur pemerintah dari pusat sampai tingkat paling
bawah. Akibatnya tidak ada lagi sikap percaya kepada pemimpin, dan lama-
kelamaan berkembang menjadi saling curiga diantara sesama warga dan
kelompok.
Kedua, hilangnya perasaan akan nilai-nilai kemanusiaan, seperti memudarnya
sikap ramah, toleran, rukun, dan suka menolong, dan tiba-tiba berubah
menjadi sikap beringas, ganas, dan barbarian (suka bertikai). Misalnya,
karena persoalan sepele, semisal perkelaian antarpemuda biasa
didramatisir sebagai pertikaian atarras, antaretnis, dan antaragama. Akibatnya,
masyarakatbegitumudahtersulut perilaku merusak, menghancurkan, bahkan
mengalirkan darah sesamanya. Alternatif penyembuhan dari sindrom
pembusukan tersebut tidak ada lain, kecuali melalui pembalikan dari itu semua,
yakni sindrom pertumbuhan (syndrome of growth). Fromm mendefinisikan
sindrom pertumbuhan sebagai cinta kehidupan, cinta antarsesama, dan cinta
akan kemerdekaan.

Gejala-gejala seperti yang dideskripsikan di atas merupakan fakta
kehidupan yang sarat dengan isu-isu hak asasi manusia. Gejala- gejala
tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan dapat terjadi di mana saja
di seluruh masyarakat manusia di dunia ini. Pengalaman kehidupan
menunjukkan hal itu dengan berbagai tonggak sejarah perjuangan dan
pengakuan hak asasi manusia.

Adapun tonggak-tonggak sejarah hak asasi manusia dimaksud adalah:

a. Piagam Magna Charta (1215)
Piagam Magna Charta lahir pada tanggal 15 Juni 1215. Piagam ini
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dicetuskan oleh para bangsawan Inggris. Piagam ini memuat pernyataan
bahwa: 1) kekuasaan raja harus dibatasi; dan 2) hak azasi manusia lebih
penting daripada kedaulatan atau kekuasaan Raja.

b. Habeas Corpus Act (1679)

HabeasCorpusAct adalahsuatu dokumen yang memuat pernyataan
tentang perlindungan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga
negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa: “Sebuah undang-undang
harus melindungi kebebasan warga negara.” Undang-undang yang dibuat di
Inggris ini bertujuan untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang.
Setiap orang yang ditahan dalam waktu tiga hari, maka harus segera
dihadapkan kepada seorang hakim serta diberitahukan kepadanya atas
tuduhan apa ia ditahan.

c. Bill of Rights (1689)

Bill of Right adalah suatu piagam yang berisi pernyataan bahwa Raja
William di Inggris harus mengakui hak-hak parlemen, serta kebebasan
berbicara atau mengeluarkan pendapat.

d. Declaration of Independence (1776)

Declaration of Independence merupakan Piagam Hak-hak Azasi Manusia
karena memuat pernyataan: “bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan
sama sederajat oleh Maha Penciptannya. Bahwa semua  manusia
dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk
menikmati kebahagiaan”.

e. Declaration des droit de ’hommes et du citoyen (1789)

Majelis Konstituante di Perancis mengeluarkan Pernyataan Hak-hak Manusia
dan WargaNegara. Di dalamnya disebutkan bahwa’manusia lahir
bebas dengan hak-hak yang sama”, dan sesungguhnya  tujuan dari segala
persekutuan politikialah memelihara hak-hak bawaan kodrat manusia yang tidak
dapat dialihkan.

f. The Four Freedoms
The Four Freedoms adalah empat macam kebebasan yang diajukan
Presiden AS Franklin D. Rosevelt pada tahun 1941. Empat Kebebasan tersebut
yaitu:
1) Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech and
expression)
2) Kebebasan beragama (freedom of religion)

3) Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear)

4) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want)
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g. Universal Declaration Of Human Rights/UDHR (PBB 1948) Pernyataan
(deklarasi) Sejagad tentang Hak Azsasi Manusia terjadi pada tanggal 10
Desember 1948. Alinea pertama Mukadimah

Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Azasi Manusia tersebut menyatakan:
"Batwa sesungguatnya lak-thak bodrati yang diperoleli setiafy manusia berkal pembenian
Tatian Serw Sebalian Ham, tidak dapat dipisatban dari hakibatnya, dan barnena ifu

kebatagiaan pmibadinga.” Hak asasi manusia berkembang menurut tingkat
kemajuan kebudayaan. Dewasa ini hak asasi manusia meliputi berbagai

bidang sebagai berikut.
. Hak asasi pribadi (personal rights) meliputi hak kemerdekaan memeluk
agama, beribadah menurut agama masing-masing, mengemukaan
pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai.
. Hak asasi ekonomi (property rights) meliputi hak memiliki sesuatu, hak
membeli dan menjual sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau
kontrak, dan hak memilih pekerjaan
. Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakukan yang sama dalam
keadilan dan pemerintahan, atau dapat disebut sebagai hak persamaan
hukum (rihts of legalequality).
. Hak asasi politik (political rihts) meliputi hak untuk diakui sebagai warga
negara yang sederajat, oleh karena itu setiap warga negara
wajar mendapat hak itu serta dalam mengolah dan menata serta
menentukan warna politik dan kemajuan negara
. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights) meliputi hak
kebebasan mendapatkan pengajaran atau hak pendidikan serta hak
pengembangan kebudayaan.
f.Hak asasi perlakuan yang sama dalam tata peradilan dan perlindungan
hukum (procedural rights) meliputi hak perlakukan yang wajar dan adil
dalam penggeledahan (rasia, penangkapan, peradilan dan pembelaan
hukum).

Semua manusia tanpa terkecuali mempunyai hak-hak tersebut di atas,
oleh sebab itu di mana pun dan kapan pun pengakuan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia harus ada.

Hambatan dan Tantangan Penegakan HAM di Indonesia

Semenjak berakhirnya perang dingin, maka isu global beralih dari
komunisme dan pertentangan antara blok barat dan blok timur ke masalah baru
yaitu masalah hak asasi manusia, masalah lingkungan, dan masalah
liberalisme perdagangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat dunia tidak terlepas dari isu hak asasi manusia yang melanda
hampir semua negara di dunia.

Isu-isu mengenai hak asasi manusia dewasa ini bukan lagi berkisar
seputar masalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi
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manusia, karena hampir di semua negara, baik dalam konstitusinya maupun
dalam peraturan peundang-undangan, telah diberikan pengakuan dan jaminan
terhadap ahak asasi manusia, disamping telah adanya bebrapa konvensi
PBB tentang HAM. Masalahnya sekarang tertuju pada isu-isu penegakan
dan pemajuan hak asasi manusia itu.

Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Inodonesia
telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, serta peraturan perundang-undagan lainnya. Untuk jelasnya dapat kita
rinci sebagai berikut.

a. Pancasila.
Pengakuan dan jaminan perlindungan HAM tercermin dalam nilai- nilai
Pancasila, misalkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan sosial.

b. Undang-Undang Dasar 1945.
Selainsebagai landasan konstitusionalUUD 1945 setelah amandemen pada
Bab XA memuat secara khusus dalam satu bab tersendiri tentang HAM yang
diuraikan dalam 10 pasal mulai pasal
28A samapai dengan pasal 28J.

c. KetetapanMPR Nomor XVII/MPR/1998tentangHakAsasi Manusia.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.

f. Peraturan perundang-undangan lainnya (KUH Pidana, UU Pemilu, UU
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, UU tentang Partai Politik, UU
tentang Pers, UU Perlindungan Anak, UU Perburuhan, dan lain- lain).
Disamping itu, negara kita telah meratifikasi beberapa konvensi PBB tentang

HAM kurang lebih 17 konvensi, diantaranya yaitu:

a. International Convention on The Elimation of All Form Racial Discrimination
(1965). konvensi Penghapusan Segala bentuk
Diskriminasi Rasial

b. Interational Convention on The Suppression and Punishment of
The Crime of Aprtheid (1973). Konvensi tentang apartheid.

c. ILO Convention Concering Equal Renumeration for Men and Women
Workers for work of Equal Value (1951). Konvensi tentang persamaan
upah pekerja perempuan dan laki-laki.

d. Convention on The Political Right of Women (1952). Konvensi mengenai Hak
Politik perempuan

Kita juga telah mendeklarasikan Rencana Aksi Nasional Hak-
hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang diantara programnya
secara bertahap akan diratifikasi beberapa konvensi PBB tentang HAM.
Dengan rencana aksi tersebut sampai sekarang telah diratifikasi beberapa
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konvensi, yaitu:
a. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman

Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan.

b. Konvensi tentang Hak-hak Ekonomi, Politik, dan Budaya.
Kita juga telah mempunyai Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
yaitu suatu badan independen yang bertugas memantau pelaksanaan hak asasi
manusia di Indonesia. Semua itu bertujuan untuk pemajuan dan perlindungan

hak-hak asasi manusia Indonesia.
Tokoh Bicara

S.#. Ta adalat ealat ceorany

Walaupun demikian dimana-mana sekarang bakin di Tndonesia yang berani. Ta
masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak asasi fagai hakbin tingei Qakant bt

: . , _ patwsannya dibatalkan olet WMakkamat
manusia, seperti di Aceh, Maluku, Sampit, Poso, kasus g, Ta a
kasus perburuhan, kemiskinan, kebodohan, tak berguna di lembaga fengadilan tempat

ca mengabdc 23 tahun. " Saya tak bangga
meningkatnya angka korban kriminalitas, dan lain lain. lage sebagai bakim, " batanya. Mengapa 7

Sehingga permasalahan utamanya adalah penegakan wmemany sering menjadi sonotan, sebal
hak asasi manusia itu sendiri. Penegakan hak asasi memenil nasa boaddlan masyarakat.

manusia merupakan upaya secara sadar untuk

melindungi dan mewujudkan hak-hak asasi manusia dan memberikan tindakan atau sanksi yang
tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia tanpa
terkecuali.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak selalu merupakan
dominasi negara terhadap rakyatnya, tetapi pelanggaran hak asasi manusia juga dapat
dilakukan oleh orang per orang atau individu terhadap orang atau individu yang lain atau
bahkan negara kepada negara yang lain. Demikian pula sebaliknya penegakan hak asasi
manusia sebenarnya bukan hanya merupakan kewajiban negara akan tetapi merupakan
kewajiban setiap individu manusia dan semua negara di dunia.

Pelanggaran danpemerkosaanterhadap hak-hak asasi manusia merupakan kenyataan
negatif yang akan selalu diiringi dengan upaya untuk mengatasinya secara positif. Upaya
penegakan hak asasi manusia di Indonesia bukan tidak pernah dilakukan bahkan sudah terlihat
upaya-upaya serius untuk tegaknya hak asasi manusia di Indonesia, dengan atau tanpa tekanan
dari dunia internasional. Akan tetapi masih banyak hambatan dan dan tantangan menuju tegaknya
HAM di Indonesia. Hambatan yang sekaligus merupakan tantangan dalam penegakan hak
asasi manusiadi Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Hak asasi adalah sebuah idealisme yang sudah bersifat mondial dan
universal. Akan tetapi, HAM juga setidak-tidaknya di Indonesia masih
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barang yang dapat dikatakan relatif baru, yang masih terasa asing dalam
kebudayaan kita. Kenyataan masih membuktikan pengetahuan tentang
HAM hanya dimiiliki dan mungkin diamalkan oleh sebagian kecil dari
kalangan kita. Sebagian besar masyarakat hanya tahu sedikit atau tidak
tahu sama sekali tentang hak-hak fundamental yang dimilikinya itu.
Sementara pertentangan kehidupan sosial-agama dan etnis, permusuhan
antar suku, perbedaan kehidupan sosial, ekonomi, politis dan
ketidakpuasan lainnya yang bersifat umum tidak jarang mengundang
meletupnya amarah sosial di kalangan masyarakat. Tragisnya, di tengah
situasi seperti itu justru hukum dan HAM menjadi terinjak-injak kembali.
Tantangan ke depan adalah bagaimana mensosialisikan HAM dan segala
hal yang tekait ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia dimanapun
mereka berada. Pendidikan tentang HAM harus dilakukan sejak dini dalam
masyarakat.

b. Kondisi ketimpangan dan ketidakadilan dalam berbagai bidang.

C.

Sampai kapanpun HAM tidak akan dapat ditegakkan dalam kondisi masyarakat
yang timpang dan tidak adil. Kondisi ekonomi yang sangat timpang, ada yang
miskin sekali dan ada yang sangat kaya apalagi ketimpangan tersebut
tercipta karena ketidakadilan, maka penegakan hak asasi manusia hanya
akanmenjadi slogan saja. Kondisi dimana ada ketimpangan sosial ada yang
sangat maju sekali ada yang masih sangat tertinggal. Sehingga
tantangannya adalah bagaimana membuat situasi masyarakat yang sangat
kondusifuntuk penegakan HAM dengan menghilangkan ketimpangan dan
ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Kondisi negara kita yang secara umum masih termasuk negara- negara
miskin yang terlilit utang yang besar dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
yang masih dominan. Kondisi seperti ini akan menghambat upaya penegakan
hak asasi manusia

d. Masihkurangnya kesadaranaparat penegak hukum dalam melaksanakan

tugasnya dengan tetap berpegang pada prinsip- prinsip penegakan HAM. Hal
ini terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena kurangnya
pengetahuanaparat penegak hukum itu sendiritentang HAM atau HAM
dipandang memperlambat atau mempersulit aparat penegak hukum dalam
menjalankan tugas. Sehingga tantanganke  depan adalah bagaimana
menciptakan aparat-aparat penegak hukum yang tetap mau menghormati
HAM dalam menjalankan tugasnya dengan memperbaiki sistem rekruitmen dan
sistem pendidikannya.

e. Masih terlihatnya dominasi kekuasaan terhadap hukum. Tegaknya
hukum dapat dikatakan juga tegaknya pula HAM. Kalau kekuasaan masih
mempengaruhi hukum, maka yang terjadi adalah tidak berdayanya hukum
pada saat berhadapan dengan orang atau kelompok-kelompok yang punya
kekuasaan, sehingga hukum akan sulit ditegakkan untuk kalangan
mereka. Demikia pula pada saat kekuasaan melakukan pelanggaran-
pelanggaran terhadap HAM maka akan sangat sulit untuk mengambil
tindakan yang tegas dan adil. Tantangan ke depan adalah bagaimana
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membuat lembaga hukum yang independen (bebas) dari pengaruh
kekuasaan dengan tatanan masyarakat yang demokratis.

f. Masih lemahnya posisi lembaga-lembaga yang khusus dibentuk dalam
penegakan HAM di Indonesia, seperti Komisi Nasional Hak Asai Manusia,
dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Sehingga lembaga-lembaga
ini harus lebih diberdayakan dengan memberikan dukungan dan
kewenangan yang lebih baik dalam penegakan HAM

g. Masih lemah dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan
terhadap penegakan HAM baik secara perorangan, kelompok atau
organisasi.

h. Besarnya jumlah penduduk dan kondisi geografis Indonesia juga masih
merupakan hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM. Jumlah
penduduk yang besar menuntut pula investasi dan modal yang sangat
besar dalam pengakan hak asasi manusia dalam paradigma pemerataan.
Luasnya wilayah dan kondisi kepulauan yang ada menuntut pula investasi
dan energi yang sangat besar untuk penegakan HAM. Contoh Hak akan
rasa aman untuk kondisi kependudukan dan wilayah Indonesia menuntut
Kepolisian yang seimbang dengan jumlah penduduk dan merata di seluruh
wilayah. Pemberantasan Kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi
pekerjaan yang tidak kunjung selesai karena kondisi kependudukan dan
geografis.

Melihat kondisi di atas cobalah kalian tuliskan pemecahan- pemecahan
masalahnya. Kemudian diskusikan dengan teman-teman yang lain.

Penegakan HAM di Indonesia sebagai upaya sadar untuk melindungi dan
mewujudkan HAM dan memberikan tindakan serta sanksi yang tegas kepada
siapapun yang melakukan pelanggaran HAM adalah sebuah proses yang
dilakukan tiada henti. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah dan
melengkapi instrumen hukum yang mengatur tentang HAM dan instrumen
lembaga tentang HAM. Diikuti dengan keinginan baik dari pemerintah yang
berkuasa.

Dengan dibentuknya Komnas HAM, keluarnya Ketetapan MPR Nomor
XVI/MPR/1998 tentang HAM, kemudian UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UUD 1945
setelah di Amandemen, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dan ratifikasi konvensi PBB tentang HAM menunjukkan bahwa Indonesia serius
dalam upaya penegakan HAM.

4. Lembaga-lembaga Penegakan HAM di Indonesia

Lembaga-lembaga yang dipersiapkan untuk penegakan HAM di

Indonesia.
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a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993,
kemudian dikukuhkan lagi melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
hal ini dilakukan untuk mengukuhkan independensi Komnas HAM. Tujuan
dibentuknya Komnas HAM adalah untuk:

1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai
dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal
HAM, dan

2) meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya bepartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. (Pasal 75
UU No. 39 Tahun 1999)

Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi
Pengkajian, Penelitian, penyuluhan, pemantauan dan fungsi mediasi tentang
HAM. Komnas HAM dibentuk di Jakarta dan dapat mendirikan perwakilan di

daerah, yang diprioritaskan di daerah-daerah yang rawan pelanggaran HAM.
Menurut ketentuan pasal 90 UU no. 39 Tahun 1999 setiap orang atau
kelompok orang berhak mengajukan laporan dan pengaduan baik secara lisan
maupun tertulis kepada Komnas HAM, apabila mempunyai alasan yang kuat
bahwa Hak asasinya telah dilanggar. Apabila pengaduan dilakukan
oleh pihak lain maka pengaduan harus disertai dengan
persetujuan dari pihak yang dilanggar hak asasinya, kecuali untuk
pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
Selanjutnya menurut ketentuan pasal 94 UU No. 39 Tahun

1999, pihak pengadu, korban, saksi atau pihak lainnya yang terkait dengan
pelanggaran HAM wajib memenuhi permintaan Komnas HAM. Apabila pihak-
pihak tersebut tidak memenuhi pemanggilan atau menolak memberi
keterangan, maka Komnas HAM dapat meminta ketua poengadilan yang
bersangkutan melakukan pemanggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Menurut ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi
Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di
lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau
kota. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
perkara “pelanggaran HAM vyang berat’. Pelanggaran HAM yang berat

meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap  perbuatan yang dilakukan
dengan maksud menghancurkan atau memusnhakan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
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1) membunuh anggota kelompok,

2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap

anggota-anggota kelompok,

3) menciptakankondisi kehidupankelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahansecara fisik baikseluruh atau sebagiannya,
4) memaksakan tindakan-tindkan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok
5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain. (pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000)

Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah
salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal sebagai berikut.

1) Pembunuhan.

2) Pemusnahan.
3) Perbudakan.
4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional.

6) Penyiksaan.

7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk
kekerasan seksual lain yang setara.

8) Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,
jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

9) Penghilangan orang secara paksa.

10)Kejahatan apartheid. (pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000).

Penenutuan kompetensi Pengadilan HAM ini sangat penting guna

mencegahterjadinyatumpang tindih kewenangan antara Pengadilan HAM dan
Pengadilan Pidana. Pengadilan HAM Indinesia mulai di gelar pertama kalinya
pada tanggal 14 Maret 2002 yang mengadili pelanggaran HAM berat yang
terjadi di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat.

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

Berhubung Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan

memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No. 26
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Tahun 2000 diundangkan (tidak menganut asas retroaktif), maka dapat
dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. DPR
mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan pada
dugaan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi oleh locus
dan tempus delicti (tempat dan waktu kejadian) tertentu, yang terjadi sebelum
diundangkan UU No. 16

Tahun 2000.

Dimulainya peradilan HAM ad hoc merupakan salah satu lembar sejarah
baru dalam dunia peradilan di Indonesia, yang tidak saja mendapat
perhatian di tanah air bahkan mendapat perhatian dunia internasional. Dengan
Pengadilan HAM ad hoc dimungkinkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang
berat dimasa orde baru, seperti tragedi Tanjung Priuk, Tragedi Talangsari s di
Lampung, tragedi Timika di Irian, tragedi Jajak Pendapat di Timor Timur,
dan lain-lain dapat diproses.

d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

UU No. 26 Tahun 2000 memberikan alternatif penyelesaian
pelanggaran HAM yang berat, di luar Pengadilan HAM, yaitu melalui Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dibentuk dengan undang- undang.
Melalui komisi ini diharapkan perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat
yang terjadi di masa lalu dapat segera dituntaskan, dengan penyelesaian
yang dpat diterima oleh semua pihak.

Dengan adanya pengadilan HAM dan Komisi kebenaran dan
Rekonsiliasi tersebut diharpakan upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia
dapat berjalan dengan baik.

Rangkaian acara pemeiksaan dan pemutusan perkara
pelanggaran HAM yang berat, menurut UU No. 26 Tahun 2000 terdiri atas
beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap Penyelidikan, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah
Komnas HAM. Setelah melakukan penyelidikan, apabila Komnas HAM
berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup, telah terjadi
peristiwa pelanggaran HAM vyang berat, maka kesimpulan hasil
penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

2) Tahap Penyidikan, kewenangan penyidikan pelanggaran HAM berat berada
di tanagan jaksa agung. Jaksa Agung dapat mengangkat “penyidik ad
hoc” yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Penyidik
berwenang melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan
penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran
HAM yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup

3) Tahap Penuntutan, Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam
pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat “penuntut umum
ad hoc”. Penuntutan wajib dilakukan oleh penuntut umum paling lambat
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70 hari terhitung sejak hasil penyidikan diterima.

4) Tahap pemeriksaan di muka sidang, perkara pelanggaran HAM yang
berat, diperiksa dan diputuskan oelh Pengadilan HAM dalam waktu paling
lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan. Apabila perkara
pelanggaran HAM yang berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi
HAM, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling
lama 90 hari. Apabila dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung, pekara
tersebut harus sudah diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90
hari.

Apabila terjadi suatu pelanggaran HAM yang berat yang berwenang
menerima laporan dan pengaduan adalah Komnas HAM.

Hak-hak asasi manusia dibataskan sebagai nilai-nilai dan prinsip-
prinsip etis memberikan makna untuk hubungan-hubungan antara orang
seorang, demikian pula untuk kehidupan individual dan sosial mereka.
Seorang manusia bukanlah individu yang terisolasi, demikian pula dengan
martabat manusia tidaklah secara ekslusif (khusus) bersifat individual.
Martabat manusia meliputi semua matra (aspek) sosial dan kolektif, serta
penyisipannya ke dalam lingkungan alam dan budaya. Adalah berdasarkan
penghormatan seseorang kepada orang lain, maka kewajiban untuk
membuat tindakan sendiri serasi dengan keseluruhan HAM sehingga
hubungan-hubungan sosial dapat adil, sopan, dan bersifat kewarganegaraan
serta mempunyai dasar hukum dan etik.

HAM memampukan kita untuk “HIDUP BERSAMA” secara damai
mengatasi  konflik-konflik ~ perseorangan  dan  sosial,
mengharmoniskan moralitas individual dengan hukum-hukum dan hak- hak

yang mengatur hubungan-hubungan sosial itu.

C. Rangkuman

1. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak
lahir yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihoramati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia. Dengan demikian, maka Hak Asasi Manusia itu
merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non derogable right).

2. Munculnya kesadaran tentang Hak Asasi Manusia dipicu dari munculnya
kesewenang-wenangan dan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan oleh
penguasa terhadap rakyatnya dan tidak seimbangnya kedudukan antarmanusia.
Kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki
manusia tercermin dalam Piagam Magna Charta (1215), Habeas Corpus Act
(1679), Bill of Right (1689), Declaration of Independence (1776), Declaration des
droit de Lhomme et du citoyen (1789), dan juga konsep four freedom dari
Roselvelt. Melalui Universal Declaration of Human Right (PBB 1948)
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pengakuan dan jaminan tentang Hak Asasi Manusia lebih dimantapakan
secara internasional dan menjadi tonggak HAM yang terus dikembangkan di
kemudian hari.

3. Hakasasimanusiaberkembangmenurut tingkat kemajuan  kebudayaan.

Dewasa ini hak asasi manusia meliputi berbagai bidang sebagai berikut: Hak
asasi pribadi (personal rights), Hak asasi ekonomi (property rights), Hak asasi
mendapatkan pengayoman dan perlakukan yang sama dalam keadilan dan
pemerintahan, atau dapat disebut sebagai hak persamaan hukum (rihts of
legalequality). Hak asasi politik (political rihts), Hak asasi sosial dan
kebudayaan (social and culture rights), dan Hak asasi perlakuan yang sama
dalam tata peradilan dan perlindungan hukum (procedural rights).

4. Penegakan HAM di Indonesia sebagai upaya sadar untuk melindungi dan
melalui lembaga-lembaga yang dipersiapkan untuk penegakan HAM di
Indonesia, antara lain: (1)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM), (2) Pengadilan Hak Asasi Manusia; (3) Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ad Hoc; dan (4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

5. HAM memampukan kita untuk “HIDUP BERSAMA” secara damai mengatasi
konflik-konflik perseorangan dan sosial, mengharmoniskan moralitas individual
dengan hukum-hukum dan hak-hak yang mengatur hubungan-hubungan
sosial itu.

D. Tes Formatif

Tes Objektif

1.

Hak Asasi Manusia itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi (non

derogable righ,) karena....
a. Setiap manusia memilikinya

b. Setiap orang boleh menggunakan secara bebas
c. Negara harus melindungi
d. Bersumber dari Tuhan

Franklin D. Roselvelt (1941) mengemukakan empat konsep tentang
kebebasan/kemerdekaan (Four Freedom), yaitu, kecuali....
a. Kebebasan (kemerdekaan) berbicara
b. Kebebasan beragama
c. Kebebasan Berpolitik

d. Kebebasan dari Kemiskinan

. Setiap orang berhak untuk memiliki sesuatu, serta untuk menjual atau

menyewakan sesuatu yang dimilikinya itu kepada orang lain. Hal tersebut
adalah salah satu perwujudan dari....
a. Hak Asasi Pribadi c. Hak Asasi Ekonomi

b. Hak Asasi Politik d. Hak Asasi Sosial Budaya
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4.

o 0O T O

Hak asasi dimana seseorang bebas berekspresi dan mendapatkan
pendidikan atau pengajaran merupakan perwujudan....
a. Hak Asasi Pribadi c. Hak Asasi Ekonomi

b. Hak Asasi Politik d. Hak Asasi Sosial Budaya

. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah

cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai maupun
dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya berupa Ketetapan MPR
RI, yaitu:
a. Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
c. Ketetapan MPR Nomor XX/MPR/1998
d. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998
. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diberikan
secara khusus dalam UUD 1945 setelah diamandemen, yaitu:
a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
b. Pasal 34 UUD 1945

c. Pasal 18 A sampai dengan 18 J
d. Pasal 28 A sampai dengan 28 J

. Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan HAM secara universal melalui beberapa
instrumennya memberi kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung
dalam suatu negara yang berdaulat, dengan alasan melindungi HAM. Hal tersebut
dilakukan apabila:

. PBB menganggap negara bersangkutan terlalu banyak terjadi praktek KKN

. Negara yang bersangkutan tidak serius menegakkan HAM

. Negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi HAM warga negaranya

. Negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi HAM warga negaranya
dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat

Badan Internasional baru yang dibentuk PBB dalam penegakan HAM
internasional, dengan Statuta Roma pada akhirnya bulan Juli 1998, yaitu:
a. Komisi HAM PBB

b. Mahkamah Internasional
c. International Criminal Court ( ICC)
d. Pengadilan HAM

. Lembaga yang dibentuk melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993, kemudian
dikukuhkan lagi melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 dalam upaya pengakan
HAM di Indonesia adalah:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
b. Pengadilan Hak Asasi Mansia
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c. Pengadilan Hak Asasi Mansia Ad Hoc.
d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
10. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 dalam
penegakan HAM di Indonesia adalah:
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
b. Pengadilan Hak Asasi Mansia
c. Pengadilan Hak Asasi Mansia Ad Hoc.
d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Tes Uraian

1. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (Human Right), dan
mengapa hak asasi manusia merupakan hak yang tak bisa dikurangi?
Jelaskan!

2. Dalam perkembangan sekarang hak asasi manusia dapat dibedakan
menjadi beberapa macam, sebutkan minimal tiga macam dan berikan kondisi
sebagai contoh perwujudan hak asasi tersebut?

3. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia adalah penting tetapi lebih
penting lagi adalah peegakan hak asasi manusia itu sendiri. Apa maksud dari
pernyataan tersebut? Jelaskan!

4. Upaya penegakan HAM di Indonesia masih memperlihatkan potret buram, apa
saja kendaladantantanganpenegakan HAMdi Indonesia? Jelaskan!

5. Bagaimana konsekuensi bila sebuah negara tidak menegakkan HAM atau
bahkan terbukti melakukan pelanggaran HAM? Jelaskan dan berikan contoh.
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BAB Il KEGIATAN BELAJAR 2

KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM

A. Kompetensi dan Indikator

1. Kompetensi

Memahami konsep, asas, dan bentuk-bentuk kebebasan berpendapat serta
penerapannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

2. Indikator

a. Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat.

b. Menjelaskan bentuk-bentuk  kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum.

c. Menjelaskan asas-asas umum dalam menerapkan kemerdekaan
mengemukakan pendapat di muka umum.

d. Menjelaskan konsekuensi logis kebebasan mengemukakan
pendapat.

e. Menjelaskan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara
bertanggung jawab.

B. Uraian Materi
1. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

“‘PKL Butuh Makan dan Pekerjaan” pernyataan itulah yang ditulis oleh
warga masyarakat yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa dalam
gambar. Mereka menyuarakan keinginan dan pendapatnya melalui unjukrasa di
jalan raya agar di dengar dan mendapat perhatian dari Pemerintah yang
berwenang membuat peraturan tentang PKL (Pedagang Kaki Lima) di
daerahnya.

Pendapat dan kepentingan para demonstran tentu tidak selalu sama
dengan pendapat dan kepentingan Pemerintah di daerahnya. Pemerintah
bermaksud mewujudkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas bagi
masyarakat umum, sedangkan para pedagang kaki lima (PKL) berpendapat
bahwa mereka berhak mencari nafkah dengan berdagang di manapun, termasuk
di pinggir-pinggir jalan raya atau jalan umum di daerahnya.

Perbedaan pendapat dan kepentingan adalah hal yang wajar terjadi
dalam masyarakat. Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan
maupun secara tertulis. Penyampaian pendapat secara lisan misalnya
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melalui pidato, wawancara, dialog dan diskusi dalam pertemuan, rapat-
rapat atau sidang.Sedangkan penyampaian pendapat secara tertulis
artinya dilakukan melalui tulisan seperti surat, artikel (tulisan di media massa),
selebaran atau pamflet, poster, spanduk, buku, dan lain-lain.

Pemberian suara dalam pemilihan umum baik pemilu untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota —anggota DPR, DPD maupun
Pilkada untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota serta Pilkades untuk memilih
Kepala Desa semuanya juga merupakan bentuk penyampaian pendapat.

Kemerdekaan mengemukakan atau menyampaikan pendapat
merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-
Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
(DUHAM).

Apakah hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat itu? Menurut
Andas bahasa Indonesia pendapat adalah; pikiran, anggapan, buah pemikiran,
buah gagasan atau perkiraan tentang sesuatu hal. Sedangkan kemerdekaan
berarti kebebasan tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun. Dengan
demikian kemerdekaan mengemukakan pendapat pada hakikatnya adalah
hak asasi manusia yang menyangkut kebebasan untuk menyampaikan
pendapat atau buah pemikirannya baik secara lisan maupun tulisan.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti setiap orang dapat
mengeluarkan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak atau perasaannya
secara bebas, tanpa tekanan baik fisik maupun psikis dari pihak manapun
dan hal itu di lindungi oleh undang-undang.

Penyampaian pendapat, ide  atau gagasan dapat dilakukan secara
pribadi maupun di muka umum. Penyampaian pendapat secara pribadi dapat
dilakukan antara orang per-orang dalam kelompok atau dalam suatu rapat
yang sifatnya terbatas (tertutup untuk umum). Penyampaian pendapat di muka
umum berarti  mengemukakan pendapat dihadapan orang banyak (umum)
atau di tempat-tempat tertentu yang dapat didatangi dan/atau dilihat oleh setiap

orang.

Menurut undang-undang yang mengatur tentang kemerdekaan
mengemukakan pendapatdi muka umum, vyang dimaksud dengan
penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pendapat secara
lisan, tulisan dan sebagainya. Lisan antara lain pidato, dialog dan diskusi;
tulisan antara lain gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk;

bentuk yang lain contohnya adalah sikap membisu dan mogok makan.

2. Bentuk-bentuk Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap warga negara baik secara
perorangan maupun kelompok dijamin kebebasannya untuk menyampaikan
pendapat. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian pendapat di
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muka umum harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut.
a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan
memperhatikan keseimbanganantarahak dankewajiban. Menyampaikan
pendapat di muka umum adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-
undang, namun pelaksanaannya juga harus diimbangi dengan kewajiban
untuk menjunjung tinggi hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Dalam
penyampian pendapat di muka umum seseorang tidak boleh hanya
mendahulukan haknya, melainkan juga harus memenuhi kewajiban yang
menyertai hak tersebut. Karena setiap hak selalu disertai dengan
kewajiban dan tanggungjawab tertentu.
b. Asas musyawarah dan mufakat

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya yang terkandung dalam sila
ke-empat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan” demokrasi yang diterapkan di
Indonesia adalah demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berasaskan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka segala persoalan yang
menyangkut kepentingan orang banyak harus diselesaikan dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi oleh akal sehat dan
semangat kekeluargaan.
c. Asas kepastian hukum dan keadilan

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan
perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum dan terwujudnya
keadilan. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dalam
penyampaian pendapat di muka umum dapat diadili sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

d. Asas proporsionalitas

Artinya penyampaian pendapat di muka umum harus memperhatikan
kesesuaian antara kegiatan dengan tujuan.
e. Asas manfaat

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus memperhatikan asas
manfaat.

Adapun bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum,
sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.9 Th.1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, antara lain:
unjukrasa atau demonstrasi, pawai atau arak- arakan, rapat umum, dan mimbar
bebas.
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a). Unjukrasa atau Demonstrasi

Gambsr 5.1 Buruh PT
o Spotec berunjukrasa di
I
sk halaman pabrik di
i halaman
poik - kawasan Tangerang,
im“;.';‘% Senin (6 Nov '06).
Senin (6/11), . o
e Pabrik sepatu milik
pengusaha a
Kot tovah pengusaha asal Korea
Eﬁ”;ﬁl"‘“’“ itu berhenti berproduksi
esulibin
iy akibat kesulitan
asokan bah .
bl keuangan dan kesulitan
pasokan bahan baku
(Kompas, 2 Des '06)

Unjukrasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang

atau lebih untuk megeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya
secara demonstratif di muka umum.Unjukrasa dilakukan untuk menyampaikan
aspirasi, kehendak atau tuntutan sesuatu kepada pihak tertentu.

b). Pawai

Pawai adalah cara penyampaian pendapat di muka umum dengan
arak-arakan atau konvoi di jalan umum. Contohnya, arak-arakan di jalan raya
untuk menyampaikan aspirasi atau kehendak tentang
"ajakan bersatu” dalam membentuk pemerintahan demokratis dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh lainnya, konvoi pengendara sepeda
motor yang menolak rencana suatu kebijakan tertentu yang melarang sepeda
motor di jalan protokol.

Melalui pawai dan konvoi tersebut mereka (peserta) berharap mendapatkan
perhatian dari pihak-pihak tertentu yang dituju serta simpati atau dukungan terhadap
aspirasi mereka dari berbagai pihak.

. Rapat Umum

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk
menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Contoh rapat umum
adalah kampanye pemilu. Misalnya pemilu untuk memilih Presiden, Wakil
Presiden atau anggota DPR dan DPD. Rapat umum juga dilakukan dalam
kampanye pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan lain-lain.

Tema rapat umum berupa program-program yang ditawarkan atau di
kampanyekandenganmaksudagar mendapatkan dukungan secara luas
dari warga masyarakat.
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d). Mimbar Bebas

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang
dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat- tempat
terbuka untuk umum. Namun demikian ada tempat yang terlarang untuk
penyampaian pendapat di muka umum yaitu di lingkungan:

1) istana kepresidenan,

2) tempat ibadah,

3) instalasi militer,

4) rumah sakit,

5) pelabuhan udara atau laut,
6) stasiun kereta api,

7) terminal angkutan darat, dan

8) obyek-obyek vital nasional lainnya.

Penyampaian pendapat di muka umum juga tidak boleh
dilaksanakan pada hari besar nasional seperti:
1) Tahun Baru

2) Hari Raya nyepi
3) Hari Wafat Isa Al-Masih

4) Isra Mi'raj

5) Kenaikan Isa Al-Masih
6) Hari Raya Waisak

7) Hari Raya Idul Fitri

8) Hari Raya Idul Adha
9) Hari Maulid Nabi

10)1 Muharam

11)Hari Natal

12)17 Agustus
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Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum juga
dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan
umum.

3.Konsekuensi Logis Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Pasal 6 Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum mengatur kewajiban
warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum agar berjalan dengan
tertib, aman dan damai. Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan
tanpa batas akan mengakibatkan timbulnya kerusuhan dan merugikan semua pihak.
Kewajiban warganegara untuk menjaga tertib umum dalam mengemukakan
pendapat merupakan konsekuensi logis atas kebebasannya itu.

Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 5.2. Pendudukan
Kantor Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias
di Lueng Bata, Kota Banda
Aceh, berakhir rusuh (Rabu,
20/9/'06) Massa melempari
mobil polisi, kemudian polisi
membalasnya dengan
tembakan air di depan Kantor
BRR (Sumber: Kompas, 21
Sept.

Supaya pcllydlllpd;dll pUllddet dl Illukd Urriartt bclidllgbullg tcl_ﬁb, altiarll, ddll Uldllld; SCTTTUd
pihak harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kewajiban dan tanggungjawab  warga negara Yyang
menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut.
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

Artinya warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum
wajib ikut memelihara dan menjaga hak serta kebebasan orang lain
untuk hidup aman, tertib dan damai. Maka setiap warga negara yang
menyampaikan pendapat di muka umum wajib menjaga keamanan,
ketertiban dan kedamaian.

b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum Menhormati
aturan-aturan moral yang diakui umum artinya warga negara yang
menyampaikan pendapat di muka umum wajib menjunjung tinggi
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norma-norma moral seperti norma agama, kesusilaan dan kesopanan
dalam masyarakat.
c. Menaati hukum dan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum wajib  untuk
mematuhi peraturan yang berlaku. Jika melakukan pelanggaran dapat diancam
hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum Artinya
warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum wajib
mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum,
baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan.

e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,

Setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum wajib menghindari
dan menceagah perbuatan—perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan,
kebencian, atau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan
dalam masyarakat (menghindari perbuatan yang mengarah pada perpecahan
SARA).

Warga negara dapat menyampaikan pendapat di muka umum secara
bebas namun bukan tanpa batas. Artinya kebebasan dalam menyampaikan
pendapat di muka umum dibatasi oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan serta hak-hak dan kebebasan orang
lain

Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa batas
akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, rasa
ketidakadilan, mengganggu keamanan dan ketertiban serta dapat menciptakan
adanya perpecahan dalam masyarakat atau yang sering disebut disintegrasi
sosial.

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka
umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan
sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sanksi hukum tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi
perdata atau sanksi administrasi.

Kebebasan mengemukakan pendapat yang tanpa batas
mengandung konsekuensi hukum dan dapat mengancam keamanan,
ketertiban, kedamaian dan bahkan dapat menimbulkan perpecahan atau
disintegrasi bangsa.

4. Pentingnya Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan
Bertanggungjawab

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas merupakan
hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Demikian juga menyampaikan pendapat di
muka umum adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Namun hak
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warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum harus disertai
dengan tanggungjawab agar pelaksanaan penyampaian hak tersebut dapat
berlangsung aman, tertib dan damai serta tidak melanggar hak-hak asasi
warga negara yang lain maupun kepentingan masyarakat yang harus
dilindungi.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dilaksanakan secara bebas
berarti setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, pikiran,
pandangan atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik maupun psikis.

Penyampaian pendapat  juga harus  dilaksanakan  secara
bertanggungjawab artinya pelaksanaannya harus tunduk pada batasan-
batasan yang ditentukan undang-undang. Maksud pembatasan oleh undang-
undang tersebut adalah untuk menjamin penghargaan terhadap hak dan
kebebasn orang lain, serta untuk memenuhi syarat-syarat keadilan, ketertiban
dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab sangat penting karena kebebasan yang tidak diikuti dengan
tanggungjawab dapat mengakibatkan anarki yaitu suatu keadaan yang
kacau atau tidak tertib seolah-olah tidak ada pemerintahan dan peraturan
perundang-undangan.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab pada hakikatnya adalah penyampaian pendapat, pikiran,
pandangan, kehendak atau aspirasi secara bebas tanpa ada tekanan dari
pihak manapun baik secara fisik maupun secara psikis atau mental. Tetapi
kebebasan dalam menyampaikan pendapat tersebut juga harus disertai
dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang
lain serta kepentingan orang lain dalam masyarakat.

Setiap orang dalam negara demokrasi berhak mengeluarkan
pendapat dengan bebas baik secara lisan maupun tulisan, serta tetap
menjaga dan menghormati hak-hak maupun kepentingan orang lain atau
kepentingan umum. Jadi kebebasan yang dimiliki bukanlah kebebasan
yang tak terbatas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hak dan
kepentingan orang lain yang dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan.

5. Dasar Hukum dan Tatacara Mengemukakan Pendapat di Muka

Umum

Di depan sudah di uraikan bahwa kemerdekaan mengemukakan
pendapat secara bebas bukan berarti kebebasan yang tak terbatas namun

kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya

kebebasan dalam mengemukakan pendapat dibatasi oleh hak-hak dan
kepentingan orang lain serta kepentingan umum. Kebebasan mengemukakan

pendapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
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b)

Dasar hukum kebebasan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945
pasal 28 dan Undang-undang No.9 Th.1998 tentang Kemerdekaan
Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

a) UUD 1945 Pasal 28

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28 E ayat (3) menyatakan; "Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

UUD 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar yang tertulis yang
memuat ketentuan-ketentuan pokok. Maka untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan pokok dalam UUD 1945 tersebut diperlukan peraturan perundang-
undangan di bawahnya.

Undang-Undang No. 9 Th.1998 tentang Kemerdekaan

Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Undang-undang No.9 th. 1998 tentang Kemerdekaan

Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditetapkan pada tanggal 26

Oktober 1998. Undang-undang ini ditetapkan untuk melaksanakan amanat
Pasal 28 UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan

pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut.

1),

2).

Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu
pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Mewujudkan perlindungan hokum dalam menjamin kemerdekaan
menyampaikan pendapat.

3). Mewujudkan iklim kondusif (mendukung) bagi berkembangnya partisipasi

dan kreativitas warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

4). Menempatkan tanggung jawab sosial tanpa mengabaikan kepentingan

perorangan atau kelompok.
Dalam undang-undang tersebut diatur tentang kewajiban dan tanggung

jawab warga negara maupun pemerintah dalam penyampaian pendapat di
muka umum.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang menyampaikan

pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 9
Th 1998 seperti di uraikan di depan. Sedangkan kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah dalam penyampaian pendapat di muka umum
yang di atur dalam Pasal 7 sebagai berikut.

a) Melindungi hak asasi manusia. Pemerintah dalam hal ini adalah aparatur
pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan yaitu kepolisian waijib
dan bertanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia. Baik hak-hak
orang atau peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum

87



maupun hak-hak warga masyarakat lainnya. Pemerintah wajib
menyelenggaran pengamanan dalam penyampaian pendapat di muka
umum agar hak-hak asasi manusia terlindungi.

b) Menghargai asas legalitas. Dalam negara hukum segala tindakan warga
negara maupun penyelenggara negara harus berdasar atas hokum dan
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pemerintah wajib dan
bertanggung jawab untuk menghargai asas legalitas hukum tersebut
dengan menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika warga
negara yang menyampaikan pendapat di muka umum melakukan
pelanggaran hukum maka pemerintah (penyelenggara pengamanan)
berhak dan wajib mengambil tindakan  sesuai  ketentuan yang
berlaku. Alat-alat kekuasaan negara seperti jaksa, polisi dan hakim waijib
melakukan proses peradilan bagi setiap warga negara yang
melakukan tindakan melawan hukum.

c) Menghargai prinsip praduga tidak bersalah. Artinya sebelum
seseorang terbukti bersalah berdasarkan pemeriksaan pengadilan maka
ia tidak dapat dinyatakan bersalah (diterapkan prinsip praduga tak
bersalah).

d) Menyelenggarakan pengamanan. Menyelenggarakan pengamanan
maksudnya adalah pemerintah (alat negara) wajib melakukan
segala daya upaya untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib
dan damai. Aparatur pemerintah (alat negara) dengan segala daya
dan upaya wajib mencegah timbulnya gangguan atau tekanan baik
fisik maupun psikis yang berasal dari manapun dalam pelaksanaan
penyampaian pendapat di muka umum.

Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam

Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Jika seseorang atau kelompok
akan menyampaikan pendapat di muka umum maka harus memenuhi
ketentuan yang ada dalam undang- undang tersebut.
Tata cara dan syarat-syarat penyampaian pendapat di muka umum
menurut undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.
1) Dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan
keselamatan umum.
2) Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri. Surat
pemberitahuan tersebut memuat:
a) maksud dan tujuan kegiatan penyampaian pendapat;

b) tempat, lokasi dan rute. Tempat adalah tempat peserta
berkumpul dan berangkat menuju lokasi. Lokasi adalah tempat untuk
menyampaikan pendapat di muka umum, sedangkan rute adalah jalan
yang dilalui oleh peserta dari tempat berkumpul dan berangkat
sampai di lokasi yang dituju;

c) waktu dan lamamya kegiatan;
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d) bentuk kegiatan, yaitu unjukrasa, pawai, mimbar bebas atau rapat
umum;

e) penggungjawab kegiatan, yaitu orang yang memimpin atau yang
menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka
umum. Pemimpin kegiatan bertanggungjawab agar pelaksanaan
berlangsung dengan aman, tertib dan damai;

f) nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;

g) alat peraga yang digunakan;

h) jumlah peserta kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

3) Pemberitahuan kepada Polri tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan,
pemimpin atau penanggungjawab  kelompok. Jika pelaku atau peserta
unjukrasa berjumlah 100 orang maka harus ada 1 — 5 orang penanggungjawab.

4) Pemberitahuan telah diterima oleh Polri setempat selambat- lambatnya 3 x

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai. Polri setempat
maksudnya adalah Polri terdepan di tempat kegiatan dilakukan. Jika kegiatan
dilakukan di satu kecamatan maka pemeberitahuan ditujukan kepada Polsek
setempat. Jika 2 (dua) Kecamatan ataudalamlingkungan kabupaten/kota
pemberitahuan ditujukan kepada Polres. 2 (dua) kabupaten atau tingkat
propinsi pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat dan jika 2 (dua)
propinsi atau lebih maka pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar
Kepolisian RI.

5) Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam
kampus dan kegiatan keagamaan.

Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara
Bebas dan Bertanggungjawab

Setelah mempelajari aturan-aturan dan tata cara penyampaian
pendapat di muka umum warganegara diharapkan dapat bersikap positif
terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat yang dilakukan secara
bebas dan bertanggungjawab.

Selanjutnya warganegara diharapkan dapat mengaktualisasikan atau
menerapkan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertangung jawab dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengemukakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh
undang-undang. Jadi setiap orang memiliki kebebasan untuk mengemukakan
pendapatnya. Namun demikian, penggunaan hak mengemukakan pendapat
tersebut tidaklah bersifat mutlak karena dibatasi oleh hak-hak dan kebebasan
orang lain serta dibatasi pula oleh undang-undang.

Penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas harus di ikuti
dengan kewajiban untuk menghormati undang-undang dan hak- hak orang
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lain  serta memperhatikan kepentingan umum. Penggunaan hak
mengemukakan pendapat yang demikianlah yang disebut bertanggung
jawab.

Aktualisasi penggunaan hak mengemukakan pendapat dapat
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah
maupun masyarakat. Disamping untuk melatih keberanian mengemukakan
pendapat, gagasan atau ide-ide, aktualisasi penggunaan hak mengemukakan
pendapat juga merupakan salah satu bentuk partisipasi atau kepedulian
warganegara terhadap masalah-masalah yang menyangkut kehidupan
bersama.
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BAB IV KETERBUKAAN DAN KEADILAN

A. Kompetensi dan Indikator

Semenjak reformasi digulirkan, selogan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bebas (good and clean governace) terus menerus didengung-
dengungkan. Dalam bahasa populer pemerintahan yang demikian disebut
Pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Pemerintahan yang bebas dari
KKN diselenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan publik (transparansi
public) dan pertanggungjawaban publik (akuntabilitas Publik). Keterbukaan
dimaksudkan sebagai keterbukaan dalam kehidupan bernegara.

Dalam kehidupan bernegara, selain prinsip keterbukaan
(transparasi), masyarakat sangat mendambakan terwujudnya keadilan. Keadilan
dapat diartikan  sebagai perlakuan atau perbuatan yang dalam
pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang seharusnya dia
terima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti tidak
berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang- wenang.

Setelah mempelajari materi ini, kompetensi yang diharapkan anda
miliki adalah memahami pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam
penyelenggaraan negara.

Adapun yang menjadi indikatornya adalah:

1. Mendeskripsikan makna keterbukaan.

2. Menguraikan hakekat keadilan.

3. Menjelaskan pentingnya keterbukaan dalam bernegara.

4 Mendeskripsikan persyaratan-persyaratan suatu negara sebagai negara
yang transparan.

5. Menguraikan mekanisme pengelolaan negara yang transparan.

6. Mendeskripsikan hakekat keadilan

~

Menguraikan pengelolaan negara yang berkeadilan.

B. Uraian Materi
1. Keterbukaan

Setiap warga negaran pasti mendambakan pemerintahan yang
baik dan bersih (good and clean gobernance). Sungguh sangat
mengecewakan negara Indonesia termasuk negara yang terkorup diantara
negara-negara di dunia. Akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan
dengan baik, rakyat miskin semakin sulit untuk ditingkatkan taraf hidupnya,
rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasamya dengan baik, misalnya
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pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk  mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,
pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan public
(transparasi  publik) dan pertanggung jawaban public (akuntabilitas publik).
Keterbukaan (fransparansi) dimaksudkan sebagai keterbukaan dalam
kehidupan bernegara. Misalnya, berapa sebenarnya produksi minyak
Indonesia, dan berapa penghasilan Indonesia dari berbagai perusahaan
strategis yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut sangat penting untuk
menghindari terjadinya korupsi. Lembaga-lembaga negara harus bersedia
diaudit oleh BPK, sehingga semua penggunaan uang negara benar-benar
dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula dalam melaksanakan
rekrutmen politik harus dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga tidak
dimungkinkan terjadi kolusi.

Sebuah pemerintahan dikatakan terbuka (transparan apabila
memenuhi empat unsur utama sebagai berikut:

a. Pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang

ditempuhnya. Berbagai informasi itu antara lain: pertimbangan yang
mendasari kebijakan tersebut, peraturan serta proses pelaksanaan, biaya
dan dampak yang dihasilkan.

b. Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan Iluas untuk

mengetahu berbagai isi berbagai dokumen pemerintah, baik secara
langsung maupun tidak langsung (melalui parlemen).

. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa.
Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif, legislatif, komisi- komisi
dan pemda, maupun notulen hasil rapat-rapat tersebut..

Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah  secara
terencana.

Konsultasi publik tersebut menyangkut berbagai kepentingan yang
berkenaan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyebar luasan
informasi dan masukan yang diterima oleh pemerintah dari berbagai pihak.

Semasa era orde baru banyak sekali kita jumpai kebijakan publik
yang tidak transparan, yang tentunya akuntabilitasnya sangat rendah.
Misalnya Tata Niaga Cengkeh yang memberi hak monopoli cengkeh kepada
BPPC yang tidak melibatkan petani cengkeh. Tetapi mereka diwajibkan
untuk mendukung dan menyukseskan kebijakan yang sangt menguntungkan
BPPC tersebut, sedangkan para petani sendiri dirugikan. Demikian pula Tata
Niaga Jeruk di Kalimantan Barat yang tidak melibatkan petani padang Jeruk,
tetapi mereka diwajibkan untuk mendukung kebijakan tersebut, meskipun
mereka sendiri sangat dirugikan. Banyak sekali hal yang sedemikian kita
jumpai semasa orde
baru.

Sangat disayangkan dalam era reformasi pemerintahan juga masih
kurang transparan sehingga rakyat sangat dirugikan..Masih ada kebijakan
pemerintah yang dipandang tidak memihak pada rakyat. Oleh karena itu
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DPR berketetapan akan menggunakan hak angket yang  dimilikinya untuk
mengetahui latar belakangng kebijakan pemerintah manaikkan harga
minyak, dan berbagai masalah perminyakan lainnya.

Menurut Afan Gaffar sekurang-kurangnya ada lima indikator atau
prasyarat negara demokrasi, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen
politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak- hak dasar (Afan
Gaffar, 2000: 8). Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan,
diperlukan satu sistem rekruitmen politik yang terbuka (transparan). Sebelum
pejabat negara diangkat sudah menjadi kebiasaan yang bersangkutan terlebih
dahulu mengumumkan jumlah harta kekayaannya. Hal ini juga merupakan
upaya untuk mewujudkan good and clean governance. Dengan
mengumumkan harta kekayaannya masyarakat mengetahui apakah pejabat
negara tersebut selama menjalankan jabatannya benar-benar bersih bebas
dari korupsi atau tidak.

Afan Gaffar menyimpulkan ada delapan aspek mekanisme

pengelolaan negara yang harus dilakukan secara terbuka (transparan), yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Penetapan posisi jabatan, dan kedudukan

Kekayaan pejabat publik

Pemberian penghargaan

Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
Kesehatan

Moralitas para pejabat dan aparatir pelayanan publik

Keamanan dan ketertiban

Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

. Keadilan

Keadilan adalah sikap dan tindakan yang tidak memihak, tidak berat

sebelah, tidak sewenang-wenang, memberikan hak kepada orang lain
sebagaimana mestinya, atau melaksanakan hak sesuai dengankewajiban.

Tindakan yang adil adalah tindakan yang menghormati dan

menghargai hak asasi manusia sesuai dengan kodrat, harkat, dan
martabatnya tanpa membeda-bedakan keturunan, suku bangsa, serta status
sosialnya.

Aris toteles membagi pengertian keadilan menjadi empat

macam sebagai berikut :

a). Keadilan Distributif adalah keadilan yang berhubungan dengan
distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan.

b). Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan
persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa
perseorangan.

93



c). Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum
alam/kodrat alam.

d). Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara
karena dinyatakan dalam suatu kekuasaan.

Selain empat macam pengertian keadilan tersebut, Prof. DR.
Notonegoro, SH. Menambahkan keadilan legalitas, yaitu keadilan yang
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Hukum harus ditetgakkan. Setiap
warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pengadilan.

Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia. Sebagai negara hukum

Peradilan adalah merupakan salah satu urusan rumah tangga negara
yang teramat penting, sebab bagaimanapun baiknya peraturan-peraturan
hukum yang mengatur tatat tertip masyarakat tidak akan manfaatnya
apabila tidak ada suatu badan atau lembaga yang dapat
mempertahankannya. Hukum harus ditegakkan, direaliser dan dilaksanakan
oleh Pengadilan.

Pengadilan harus dapat memenuhi harapan dari para pencari
keadilan (justisiabel), yang selalu mengharapkan peradilan yang cepat, adil,
tepat dan biaya ringan. Dalam kenyataannya dan sudah bukan rahasia
umum, untuk mendapat keadilan bukanlah hal yang mudah.

Mafia pradilan memang benar-benar ada di ruang sidang
pengadilan, sehingga banyak putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan
rasa keadilan masyarakat. Berperkara di Pengadilan tujuannya adalah
untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan haknya sesuai dengan
ketentuan hukum vyang berlaku. Pengadilan adalah terpat terakhir untuk
mendapatkan keadilan.

Sebagai bangsa yang beradab yang menjunjung hukum,
pemerintah harus memberi peluang, kesempatan, dan pelayanan, serta
perlakuan yang sama kepada semua warga negaranya. Tidak ada
seorangpun atau sekelompok orangpun yang teraniaya dan tidak
memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya.

Pola pemerintahan yang seperti ini akan memperoleh legitimasi yang
kuat dari publik, dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik
dari rakyat.
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C. Latihan

Untuk meningkatkan pemahan anda tentang materi di atas,
kerjakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1.

Apakah akibatnya jika suatu negara tidak melaksanakan prinsip
keterbuaan (transparansi)?
Jelaskan lima indikator negara demokrasi menurut Afan Gaffar.

Buktikan negara Indonesia memenuhi persyaratan sebagai negara
demokrasi!

Apakah yang dimaksud dengan prinsip akuntabel dalam
penyelenggaraan negara?

Jelaskan pengertian tindakan yang adil!

D. Rangkuman

1.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab  pada hakikatnya adalah  penyampaian
pendapat, pikiran, pandangan, kehendak atau aspirasi secara bebas
tanpa ada tekanan dari pihak manapun baik secara fisik maupun
secara psikis atau mental.

Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 9
Undang-undang Nomor 9  tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Penggunaan hak mengemukakan pendapat secara bebas harus di ikuti
dengan kewajiban untuk menghormati undang-undang dan hak-hak
orang lain serta memperhatikan kepentingan umum. Penggunaan
hak mengemukakan pendapat yang demikianlah yang disebut
bertanggungjawab.

Keterbukaan  atau transparansi dimaksudkan sebagai keterbukaan
dalam kehidupan bernegara. Menurut Afan Gaffar, salah satu indikator
negara demokrasi adalah rekruimen politik yang terbuka. Dengan demikian
akan memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan sehingga seorang
pejabat negara tidak mungkin akan memerintah dalam jangka waktu yang
terlalu lama
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5. Sebuah negara dapat dikatakan transparan jika memenuhi empat syarat

(1) Menyediakan berbagai informasi terkait dengan kebijakan yang
ditempuhnya, (2) Masyarakat dan media massa memeiliki kesempatan
untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah, baik secara
langsung mapun tidak langsung, (3) Terbukanya sidang pemerintah bagi
masyarakat dan media massa, (4) Adanya konsultasi publik yang dilakukan
pemerintah secara berencana.
Keadilan adalah sikap atau tindakan yang tidak memihak, tidak berat
sebelah, tidak sewenang-wenang, dan memberikan hak kepada seseorang
sesuai dengan vyang semestinta.Pemerintahan yang adil akan
memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh
dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.

D. Tes Formatif
Tes Objektif

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang
(x) pada huruf a, b, ¢ atau d di depan pernyataan-pernyataan di bawah ini.
1. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat berarti bahwa
seseorang dalam menyampaikan pendapatnya . . . .
a. bebas tanpa ada batasannya

b. tanpa tekanan fisik maupun psikis
c. tidak perlu mempedulikan pihak lain
d. tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun

2. Penyampaian pendapat di muka umum harus berlandaskan pada asas
keseimbangan antara hak dankewajiban artinya dalam menyampaikan
pendapat seseorang harus . . ..

a. memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab tertentu

b. wajib melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat
c. memperhatikan kesesuaian antara kegiatan dengan tujuan
d. berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku
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3. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas. . . .

a. proporsionallitas
b. kepastian hukum
c. musyawarah mufakat
d. manfaat

4. Berikut ini yang merupakan tempat terlarang untuk unjuk rasa adalah . . . .
a. jalan raya
b. lapangan kota
c. rumah sakit
d. kantor pemerintah

5. Peserta penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) wajib
menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum yaitu  norma- norma
berikut kecuali . . . .
a. kesusilaan
b. agama
c. kesopanan
d. kebiasaan

6. Penyampaian pendapat di muka umum harus menghormati hak dan
kebebasan orang lain diantaranya yaitu hak-hak dan kebebasan untuk . . .
a. hidup aman, tertib dan damai
b. mematuhi norma-norma

c. menyaksikan kegiatan unjukrasa
d. mendapatkan perlindungan hukum

7. Penyanpaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan tanpa batas
dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan
perpecahan dalam masyarakat atau yang sering disebut . . . .

a. SARA

b. dis integrasi sosial

c. persatuan dan kesatuan
d. kerusuhan dan bentrok
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8.

10.

11.

12.

Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara

bertanggungjawab artinya . . . .

a. harus ada orang yang bertanggungjawab

b. sesuai dengan rencana yang telah disiapkan

c. harus tunduk pada peraturan perundang-undangan

d. pemimpin kegiatan harus berani bertanggungjawab

Kemerdekaan mengemukakan pendapat yang tidak diikuti dengan tangung

jawab dapat mengakibatkan suatu keadaan anarki yaitu keadaan yang ...

a. kacau seolah tak ada peraturan

b. kurang tertib dan teratur

c. meresahkan masyarakat

d. aman tertib dan terkendali

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang” Pernyataan

tersebut terdapat dalam UUD 1945 . . ..

a. Pembukaan UUD 1945

b. Pasal 27

c. Pasal 28

d. Pasal 29

Salah satu unsur pemerintahan yang trans paran adalah ....

A. Pemerintah membebaskan media massa meliput berbagai kegiatan
nasional

B. Peneruntah menyediakan berbagai informasi kebijakan yang
ditempuhnya.

C. Pemerintah membuka diri terhadap berbagai masukan dari rakyat

D. Pemerintah terbuka bagi semua rakyat untuk menyampaikan
pendapat

Apakah dampaknya jika kebijakan publik tidak transparansi ?

A. pemeritah dapat berbuat sekehendaknya sendiri

B. kebijakan pemerintah belum tentu memihak rakyat

C. akuntabilitasnya sangat rendah

D. kebijakan pemerintah tidak populis
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Berikut ini adalah indikator suatu negara demokrasi, KECUALI ....

a. Adanya rotasi kekuasaan

b. Adanya Rotasi Kekuasaan

c. Adanya Pemilihan Umum

d. Rekruiment politik dilakukan DPR

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan
pemerintahan yang transparan adalah ....

A. Mengumumkan harta kekayaan pejabat negara

B. Menyiarkan laporan pertanggungjawaban Presiden

C. Sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

D. Membatasi masa jabatan Presiden

Siapakah yang paling dirugikan jika Korupsi masih meraja lela ?
A. Negara

B. Perusahaan Negara
C. Rakyat
D. Pemerintah

Dalam mekanisme kenegaraan hal-hal yang harus dilakukan secara
terbuka adalah sebagai berikut, KECUALI ....
A. Penetapan Kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
B. Penetapan posisi jabatan
C. Pemberian penghargaan
D. Penetapan APBN
Yang termasuk dalam pengertian keadilan adalah ....
A. Tidak sewenang-wenang kepada orang lain
B. Memberikan upah yang tinggi kepada buruh
C. Menetapkan hak yang sama kepada semua rakyat
D. Memberikan tunjangan yang sama kepada semua pegawai.

Keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap
orang tanpa memperhatikan jasanya adalah ....
A. Keadilan Hukum

B. Keadilan komutatif
C. Keadilan distributif

D. Keadilan konvensional
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19. Apakah akibatnya jika pemerintah tidak memberi peluang, kesempatan, dan
pelayanan, dan perlakuan yang sama pada seluruh rakyat ?
A. Pemerintah akan mendapatkan legitimasi dari rakyat
B. Pemerintah akan dianggap gagal oleh rakyat
C. Pemerintah akan dihargai oleh rakyat
D. Pemerintah tidak akan memperoleh legitimasi dari rakyat
20.Apakah arti penting pemerintahan yang transparan ?
A. Agar penggunaan keuangan negara efektif dan efisien
B. Agar dipercaya oleh negara-negara donor
C. Untuk mencegah terjadinya korupsi
D. Agar dipercaya oleh rakyat

Tes Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar.

1. Jelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat.
2. Sebutkan tempat-tempat yang terlarang untuk penyampaian pendapat
di muka umum dan jelaskan alasannya.
3. Apa akibatnya jika kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum
dilakukan tanpa batas? Jelaskan!
Sebutkan dasar-dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat.
5. Bagaimanakah tata cara mengemukakan pendapat di muka umum? Jelaskan!

e
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demokrasi langsung

demokrasi perwakilan

Demokrasi Pancasila

grassroots

kekuasaan (power)

legitimasi (legitimacy)

rule of law

SARA

wewenang (otority)

Individu

Bangsa

Bangsa Indonesia

Penduduk/rakyat

Masyarakat

GLOSARIUM

rakyat secara langsung menyalurkan aspirasinya dalam
pengambilan keputusan umum.

rakyat menyalurkan aspirasinya dengan memilih
wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan
rakyat.

demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan,
permusyawaratan/perwakilan, dan gotong ro- yong
yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat.

rakyat bawah yang sering disebut

masyarakat akar rumput.

sebagai

kemampuan yang dimiliki pemimpin untuk menggunakan
sumber-sumber yang mempe- ngaruhi proses politik.

penerimaan dan pengakuan terhadap keku- asaan
dan wewenang seorang pemimpin dari masyarakat
(rakyat).

doktrin dengan semangat dan idialisme keadilan yang
tinggi, seperti supremasi hukum dan kesamaan
setiap orang di depan hukum.

singkatan dari suku, agama, ras, dan
antargolongan

hak moral yang dimiliki pemimpin untuk meng- gunakan
sumber-sumber dalam membuat dan melaksanakan
keputusan politik.

Orang seorang; pribadi orang, organisme yang
hidupnya berdiri sendiri, secara filosofi ia bersifat
bebas (tidak mempunyai hubungan orgnis dengan
sesamanya).

Kesatuan orang-orang yang bersamaan asal
keturunan, adat-istiadat, bahasa, dan sejarahnya,
serta pemerintahannya sendiri.

Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan
yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu
bangsa serta berproses di dalam satu wilayah
Nusantara/Indonesia

Sekelompok manusia yang hidup bersama dan
menetap di suatu tempat tertentu.

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap
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Identitas

Negara

Negara kesaatuan

Negara serikat
Monarkhi

Oligarkhir

Demokrasi

Negara koloni

Negara uni

Negara dominion

Negara mandat

sama; Semua kegiatan manusia dalam kehidupan
bersama.

Ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada
seseorang yang membedakannya dengan yang lain.

Suatu organisasi kerja sama, dimana dalam negara
ada pengurus yang disebut pemetintah dan ada yang
diurus (diperintah) yang disebut warga negara.

Bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan
satu pemerintahan pusat yang berkuasa, serta
mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan
tridak ada daerah yang bersifat negara.

Bentuk negara gabungan dari beberapa negara

Pemerintahan dimana kekuasaan negara dipegang oleh
satu orang, yang menjalankan kekuasaan itu untuk
kepentingan semua orang.

Pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak
ditangan sejumlah orang yang biasanya berasal dari
golongan feodal

Pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak
ditangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan
kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang

Negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan
negara lain

Gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan
berdaulat dengan satu pimpinan negara.

Negara-negara yang sebelumnya merupakan jajahan
Inggris kemudian merdeka dan berdaulat.

Negara bekas jajahan dari negara lain yang kalah dalam
perang dunia |, kemudian ditempatkan dibawah
perlindungan negara yang menang perang dengan
pengawasan dari dewan mandat Liga Bangsa Bangsa.
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BUKU 3
PROKLAMASI, DASAR NEGARA, KONSTITUSI,
DAN OTONOMI DAERAH
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BAB | PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Pada hari Jum’at Legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di
bagian muka rumah jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta
dibacakan sebuah “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Dengan
diproklamirkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia berarti bahwa Bangsa
Indonesia telah menyatakan dengan secara formal, baik kepada dunia luar
maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa mulai saat itu Bangsa
Indonesia telah merdeka.

Pada unit ini Anda akan mempelajari materi latih berkaitan dengan
proklamasi kemerdekaan. Secara lengkap, pada unit ini terdiri atas tiga
kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 akan membahas tentang makna
proklamasi kemederkaan, suasana kebatinan perumusan UUD
Proklamasi; Kegiatan belajar 2 membahas hubungan antara proklamasi
kemederkaan dengan dasar Negara dan UUD 1945; dan Kegiatan belajar
3 otonomi daerah secara komprehensif.

Materi latih ini akan membekali para peserta latihan kemampuan
untuk mengembangkan materi pelajaran sebagaimana yang dimuat
dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan..

B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar Kompetensi

Menguasai konsep dan makna proklamasi kemerdekaan, dasar negara,
konstitusi, dan perundang-undangan
Kompetensi Dasar

1 Memahami pentingnya proklamasi kemerdekaan dan perumusan
konstitusi pertama

2 Menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
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negara

Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
Memahami konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945

. Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangan-undangan nasional

N OO o0 b~ W

. Menjelaskan perbedaan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.

®

Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan
kebijakan publik

Setelah Anda mempelajari unitini, Anda  diharapkan  dapat
menguasai makna proklamasi kemederkaan, suasana kebatinan
perumusan UUD Proklamasi, hubungan antara proklamasi
kemederkaan dengan UUD 1945, dan dasar negara, konstitusi, dan
perundang-undangan. Untuk mencapai kompetensi ini, Anda perlu
mampu:

1. Menjelaskan = makna proklamsi kemerdekaan bagi bangsa

Indonesia.

N

. Menunjukkan  suasana kebatinan yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945.

3. Menguraikan hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan

UUD 1945.

4. Menjelaskan kedudukan Pancasila bagi negara dan bangsa
Indonesia.

. Menguraikan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar.

. Menunjukkan fungsi UUD 1945.

. Menunjukkan periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

. Menunjukkan beberapa hasil amandemen terhadap UUD 1945.

© 00 N O O,

. Menjelaskan perbedaan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan.

10. Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan

kebijakan publik
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BAB Il KEGIATAN BELAJAR 1

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN DASAR NEGARA

A. Proklamasi Kemerdekaan

Pidato Proklamasi, 17 Agustus 1945
Saudara-saudara sekalian!

Saya telah minta saudara-saudara
hadir di sini untuk menyaksikan satu
peristiwa mahapenting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa

Indonesia telah beriuana untuk
beratus-ratus tahun!
Gelombangnya aksi kita untuk

mencapai kemerdekaan kita itu ada naik
Gambar 1 Merdeka berarti bebas untuk dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju

mengaktualisasikan kecintaan dan kearah cita-cita.

pengabdian kita demi kejayaan bangsa
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Demikianlah saudara-saudara!
Kita sekarang telah merdeka!
Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!
Mulai saat ini kita menyusun negara kital Negara Merdeka, Negara Republik
Indonesia, - merdeka kekal dan abadi. Insyaalaah, Tuhan memberkati
kemerdekaan kita itu.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-
pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu
seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan
kemerdekaan kita.

Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan
nasional tidak berhenti-henti. Di dalam jaman Jepang ini, tampaknya saja kita
menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun

tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan
tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil
nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah proklamasi kami:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan
lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-

singkatnya.

Atas nama bangsa Indonesia,
Jakarta, 17 Agustus 1945
Soekarno — Hatta

(Sumber: Moch Said, 1961. Pedoman untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan
Rakyat
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Perhatikan gambar dan pahami isi wacana tersebut di atas! Pidato
Proklamasi oleh Pahlawan Proklamator bangsa Indonesia, presiden
pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, diatas merupakan wacana yang
menarik dan penting untuk disimak dan dipahami isinya oleh generasi
bangsa Indonesia yang saat ini mewarisi kemerdekaan itu.

Apa yang Saudara pikirkan setelah membaca pidato proklamasi
tersebut di atas? Apa sebenarnya hakikat makna proklamasi
kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia? Bagaimana bangsa
Indonesia merebut kemerdekaan yang telah lama dirampas oleh
penjajah? Dasar pikiran dan semangat apakah sehingga bangsa
Indonesia melawan dan rela berkorban demi meraih kemerdekaannya?
Bagaimanakah kemerdekaan itu dipersiapkan? Setelah Indonesia
meredeka, bagaimana seharusnya peran generasi muda, pelajar
Indonesia, dalam memberikan makna kemerdekaan itu sesuai dengan
perkembangan kondisi dan tantangan bangsa saat ini?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu akan
memberikan kesadaran kepada Saudara tentang makna proklamasi
kemerdekaan bagi bangsa dan negara. Hal itu relevan (sesuai) dengan
situasi dan kondisi saat ini, yakni kita sedang melaksanakan reformasi
dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menuju cita-
citanya. Cita-cita itu adalah negara yang merdeka, bersatu,berdaulat,

adil, dan makmur

Makna Proklamasi Kemerdekaan

Pada hari Jum’at Legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi
di bagian muka rumah jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta
dibacakan sebuah “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Apabila
kita merenung dan mengingat kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945, maka ditunjukkanlah kepada kita suatu peristiwa
bersejarah itu. Sederhana, khidmat, dan penuh kebanggaan! Betapa
sulit suasana seperti itu kita temukan lagi dalam kehidupan keseharian
kita. Suasana dimana orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan

pribadinya, bahkan ancaman jiwa yang akan ditanggungnya atas
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tindakan melawan penjajah. Dengan perlengkapan sederhana namun di
dalam jiwa mereka dipenuhi semangat kemerdekaan menunjukkan
kepadaduniadengan keberanian dankebanggaan, bahwa bangsa

Indonesia siap memegang nasib ditangannya sendiri. Bebas terlepas

dari penjajahan bangsa asing sekarang juga dan sampai kapan pun!!

Makna Proklamasi Kemerdekaan

Pada hari Jum’at Legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi
di bagian muka rumah jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta
dibacakan sebuah “Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia”.
Apabila kita merenung dan mengingat kembali peristiwa proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka ditunjukkanlah kepada kita suatu
peristiwa bersejarah itu. Sederhana, khidmat, dan penuh kebanggaan!
Betapa sulit suasana seperti itu kita temukan lagi dalam kehidupan
keseharian kita. Suasana dimana orang-orang tidak lagi memikirkan
kepentingan  pribadinya, bahkan ancaman jiwa yang akan
ditanggungnya atas tindakan  melawan penjajah. Dengan
perlengkapan sederhana namun di dalam jiwa mereka dipenuhi
semangat kemerdekaan menunjukkan kepada dunia dengan
keberanian dan kebanggaan,bahwa bangsa Indonesia siap memegang
nasib ditangannya sendiri. Bebas terlepas dari penjajahan bangsa asing
sekarang juga dan sampai kapan pun!

Masihkah Saudara merasa terpanggil untuk mengikuti upacara
peringatan hari proklamasi dengan kesadaran dan pemahaman makna
proklamasi yang sebenarnya? Setelah upacara selesai apakah terjadi
perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku kalian yang mengarah kepada
makna  proklamasi tersebut? Apakahhakikat makna proklamasi
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?
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Berdasarkan apa yang kita baca dari pidato proklamasi Soekarno
di atas dan pidato-pidato beliau pada kesempatan yang lain dapatlah
dipahami hakikat makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa dan
negara Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan, berarti kita sebagai

bangsa Indonesia haruslah memahami,
menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam makna
proklamasi itu.

Dengan diproklamirkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia berarti
bahwa Bangsa Indonesia telah menyatakan dengan secara formal, baik
kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa
mulai saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka.

Merdeka berarti mulai saat itu Bangsa Indonesia telah
mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah
airnya dalam segala bidang. Dalam hal kehidupan kenegaraan, berarti
Bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri. Dalam hal hukum
berarti Bangsa Indonesia akan menentukan hukum sendiri yaitu hukum
Bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula dari segi tata negara, bahwa
pada saat itu berdiri pula tatanegara dan tata hukumnya.

Apa yang menjadi dasar hukum dari tata hukum baru itu. Dasar
hukum bagi lahimya tata hukum baru itu adalah Proklamasi
Kemerdekaan itu sendiri. Proklamasi Kemerdekaan merupakan “norma
pertama” dari tata hukum Indonesia. Sebagai norma pertama,
proklamasi kemerdekaan juga dapat dikatakan sebagai norma dasar.

Proklamasi Kemerdekaan memiliki makna bagi kehidupan
masyarakat dan bangsa Indonesia. Makna penting tersebut adalah
berikut ;
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1. Berani Mengambil Nasib Bangsa dan Negara ke dalam Tangan

Kita Sendiri

Proklamasi kemerdekaan bukan sekedar bebas lepas dari
cengkeraman penjajah. Lebih daripada itu, proklamasi bermakna kesiapan
fisikk dan mental bangsa untuk menggenggam semua resiko atas nasib
bangsa dan negara ke depan. Kemerdekaan adalah sebuah tantangan dan
ujian yang mahabesar. Kita begitu mudah berucap merdeka, tetapi belum
tentu mampu mempertahankan kemerdekaan yang kita miliki. Kita juga
belum tentu mampu memanfaatkan kesempatan yang datang dari
kemerdekaan yang kita miliki itu. Bahkan, mungkin sekali kita sulit
memegang amanah yang diletakkan di pundak kita setelah kita menyatakan
kemerdekaan. Untuk itu dibutuhkan keberanian sebagai bangsa yang
merdeka. Keberanian mengambil resiko yang paling berat sekali pun.

Contoh kasus yang gampang dipahami adalah bagaimana kita
mempersatukan bangsa Indonesia yang berbhineka suku, ras, agama,
bahasa, dan budaya. Hal itu akan menjadi tugas mahaberat bagi bangsa
Indonesia sejak proklamasi sampai sekarang, bahkan akan makin

berat di hari-hari mendatang. Sampai-sampai seorang
sejarawan besar Inggris, Toynbee, menyatakan “Indonesia is miracle.”
Indonesia adalah keajaiban. Ajaib dengan semboyan bhineka tunggal
ika yang dijunjung tinggi, telah mampu bertahan dalam berbagai ujian
yang berat, untuk bersatu sebagai bangsa yang bulat dan utuh, termasuk
menghancurkan taktik penjajah Belanda yang menerapkan politik
devide et impera, yaitu pecah belah dan kuasai. Dengan keberanian
yang dimiliki, ternyata bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah
dan mempersatukan bangsa dan tanah air dalam naungan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dunia
dikejutkan oleh adanya keajaiban (miracle) Indonesia itu. Mata dunia
terbelalak menatap kesanggupan bersatu dalam diri bangsa Indonesia
yang majemuk. Namun demikian, saat ini kemampuan bersatu dalam
diri bangsa Indonesia mendapat tantangan dan ujian yang berat lagi.

Gejala disintegrasi bangsa terjadi di beberapa tempat, seperti di Aceh,
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Maluku, dan Papua. Akankah kita mampu memegang amanah para
leluhur kita untuk mempersatukan bangsa dan negara ini sampai kapan
pun juga? Coba lakukan dialog bersama teman-temanmu sekelompok,
apa saja yang dapat Saudara lakukan untuk tetap menjaga keutuhan
NKRI?

Keberanian mengambil nasib bangsa di tangan sendiri juga
terkandung maksud bahwa kita sebagai bangsa harus mampu
menyusun dan membangun masa depan Indonesia yang jaya. Bangsa
yang besar dengan wilayah yang begitu luas adalah tanggung jawab
kita untuk menjaga dan membangunnya. Bangsa Indonesia harus
bangkit untuk mewujudkan cita-cita luhumya, yaitu merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur.

Bangsa Indonesia telah merdeka secara politik, tetapi bisa jadi
belum merdeka sepenuhnya di bidang lain, seperti di bidang ekonomi
dan teknologi. Di bidang ekonomi potensi sumber daya alam Indonesia
begitu besar, namun sumber daya manusia bangsa kita masih rendah.
Akibatnya, bangsa kita masih banyak tergantung dari teknologi dan
modal asing untuk membangun. Indonesia masih merupakan bangsa
pengutang terbesar di dunia. Jadi secara ekonomis kita belum mampu
memegang sepenuhnya nasib kita di tangan kita sendiri. Bagaimana
tantangan di bidang-bidang lainnya, seperti sosial, budaya, pertahanan,
dan keamanan? Coba dialogkan masalah ini dengan teman-teman

sekelompokmu!

2. Penuh Percaya kepada Kekuatan Sendiri

Setiap bangsa memiliki dua macam kekuatan, yaitu kekuatan
komparatif dan kekuatan kompetitif. Kekuatan komparatif adalah

kekuatan yang sudah dimiliki sebagai anugerah Tuhan Yang
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Mahakuasa. Kemampuan komparatif setiap bangsa berbeda sesuai dengan
kondisi alamiah bangsa itu. Indonesia memiliki kekuatan komparatif yang
begitu besar, baik yang ada di darat, di laut, dan di

udara.

Kekuatan kompetitif adalah kemampuan daya saing yang dimiliki suatu
bangsa. Daya saing itu sangat tergantung daripada kualitas sumberdaya
manusianya. Daya saing (kompetitif) bangsa Indonesia terletak pada
kemampuan kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sebab
berbekal iptek akan mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam
yang begitu besar. Tanpa kemampuan penguasaan iptek yang baik bangsa
Indonesia tidak akan mampu menciptakan nilai tambah (value
eded) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai tambah itu secara
sederhana dapat dinyatakan sebagai produksi nasional yang dapat dihasilkan
oleh seluruh bangsa Indonesia. Misalnya, bila kita memiliki teknologi pertanian
yang baik maka kita akan mampu memproduksi hasil-hasil pertanian untuk
mencukupi kebutuhan sandang dan pangan di dalam negeri.

Potensi dan kekuatan bangsa Indonesia sangat besar. Sudah
selayaknya kita percaya diri sebagai bangsa yang berkekuatan besar. Oleh
karena itu, berbekal kemerdekaan dan kekuatan yang besar itu, bangsa
Indonesia harus selalu ingat pesan seorang pahlawan besar, Jenderal
Soedirman, berikut ini:

“‘Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan sebuah negara yang
didirikan di atas timbunan reruntuhan ribuan korban jiwa, harta benda dari
rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapa
pun juga. Jangan bimbang dalam menghadapi macam- macam penderitaan
karena makin dekat dengan cita-cita kita tercapai makin berat penderitaan

yang harus kita alami.”
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3. Rela Berjuang dengan Penuh Idealisme

Marilah, kalian simak cuplikan pidato Sang Pahlawan
Proklamator, Ir. Soekarno, presiden pertama RI, pada tanggal 17 Agustus 1950

berikut ini!

‘Dan sekarang, segenap bangsaku, bangkitlah terus,
berjuanglah terus dalam negara kesatuan yang telah berdiri lagi
sekarang ini. Berjuanglah terus dan bekerjalah lebih giat, sebab segala-
galanya memang masih harus kita kerjakan. Jangan ada seorang pun
diantara saudara-saudara mengira, bahwa dengan berdirinya kembali
Negara Kesatuan ini hari (maksudnya berdiri kembali negara kesatuan,
sebab sebelumnya Indonesia menjadi negara serikat (RIS), pen.) segala
hal menjadi beres hari ini pula.... Hanya dengan pengerahan segala
tenaga yang bersatu-padu itulah, pengerahan tenaga habis-habisan,
pengerahan tenaga mati-matian, yang dipergunakan secara rasional
untuk pembangunan produksi, beserta dengan kegembiraan bekerja
yang segembira-gembiranya, maka dapatlah kita merintis jalan

yang menuju kemakmuran

Semangat proklamasi adalah semangat rela berjuang, berjuang
mati-matian dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan
segala kepentingan diri sendiri....karena kita ikhlas berjuang dan
berkorban..., karena kita tak segan mengucurkan keringat untuk
membentuk dan membangun....” (Moch. Said, 1961: 1543-1544).

Menyimak penggalan dari naskah pidato Bung Karno — demikian
beliau suka dipanggil — tersebut di atas, maka kita peroleh mutiara
hikmah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa dan negara.
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa bangsa yang besar hanyalah
bangsa yang mau berjuang dan berkorban. Kemerdekaan bukanlah
tujuan akhir perjuangan bangsa Ingdonesia, melainkan sebagai jembatan

emas menuju kejayaan bangsa. Proklamasi kemerdekaan tanggal
17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan perjuangan rakyat
Indonesia dengan pengorbanan harta benda, darah dan jiwa, yang

berabad-abad lamanya, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
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Namun demikian, setelah kemerdekaan itu masih ada perjuangan
panjang untuk mengisinya. Perjuangan panjang untuk menuju cita-cita

nasional kita, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

4. Persatuan yang Bulat dan Mutlak

Sekarang kita simak lagi pidato Bung Karno pada tanggal 17
Agustus 1950 di bagian yang lain.

“‘Berjuanglah terus dalam Persatuan Nasional yang sebulat-
bulatnya! Benar kita dalam tahun yang lalu itu mengalami kesulitan-
kesulitan; benar kita dalam tahun yang lalu itu mengalami kesedihan-
kesedihan seperti meninggalnya Wolter Monginsidi dan Panglima Besar

Soedirman yang moga-moga Tuhan memberkati arwah-
arwahnya; benar kita dalam tahun yang lalu itu mengalami kita terlalu
berpanas-panas hati satu sama lain; tetapi dari seluruh pertumbuhan
seperti yang saya lukiskan di atas tadi nyatalah dengan senyata-
nyatanya, bahwa kita akan benar-benar bersatu kembali, karena kita
kuat. Dan sebaliknya, kita Insya Allah akan tetap kuat, karena kita
dapat menunjukkan dapat bersatu. ‘Dharma eva hato hanti’, - bersatu
karena kuat, kuat karena bersatu, — itulah kalimat yang saya tidak
bosan-bosan mengulangnya sama revolusi kita ini. Sebab, memang
itulah rahasianya kemenangan, itulah Wahyu Cakraningratnya sesuatu

bangsa yang ingin menjadi besar dan ingin menjadi jaya. Maka itu
Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, persatuan

yang bulat-mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan
lapisan....” (Moch. Said, 1961: 1543-1544).
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Hikmah apa yang kalian dapat petik dari membaca naskah pidato

Bung Karno di atas? Tak lain dan tak bukan adalah modal persatuan.

Bangsa yang berbhineka ini membutuhkan modal
persatuan untuk dapat membangun dan mewujudkan cita-citanya.
Persatuan nasional yang bulat dan mutlak! Saat ini bangsa ini diuji
dengan perpecahan dimana-mana. Artinya, persatuan nasional sedang
mendapat tantangan dan ujian berat. Mampukah bangsa ini bersatu-
padu melakukan reformasi dan membangun seperti ketika bangsa kita
memproklamasikan diri pada tahun 19457 Kalian yang akan
menjawabnyal!

Tanpa persatuan nasional yang bulat dan mutlak bangsa ini tidak
akan ada artinya apa-apa. Tanpa persatuan bangsa ini mudah hancur
lebur berkeping-keping. Sebab, setiap persoalan yang dihadapi bangsa
ini tidak mungkin dipecahkan dan diselesaikan hanya oleh suatu
kelompok atau golongan. Misalnya saja, ambil satu kasus saja, yakni
permasalahan korupsi. Korupsi yang melanda bangsa ini sudah sangat
parah dan hampir meruntuhkan segala sendi pembangunan,
meruntuhkan sendi keadilan, dan menghancurleburkan sendi
perikemanusiaan. Korupsi telah menyengsarakan rakyat dengan
penderitaan akibat kemiskinan dan kebodohan. Oleh kerena itu, satu-
satunya cara adalah bersatu padu bulat-mutlak, semua komponen
bangsa harus ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi itu.

5. Semangat  Keikhlasan, Pengorbanan, @ Pembangunan, dan
Semangat Pancasila

Kita masih akan menelaah pidato Bung Kamo, sebab dari pidatonya kita
dapatmenggalimaknadari kedalaman hikmah kebijaksanaan yang besar.
Cobalah kita cermati nukilan naskah pidato Bung Karno pada peringatan
hari proklamasi 17 Agustus 1951 berikut ini!

“.... Saudara-saudara...hal ‘kemakmuran’ dan ‘keadilan sosial’ ini
cita-cita kita bukan cita-cita yang kecil. Manakala revolusi Perancis,
misalnya, adalah revolusi untuk membuka pintu buat kapitalisme dan

imperialisme, maka revolusikita adalah justru untuk menjauhi kapitalisme
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dan imperialisme. Tetapi seperti sudah puluhan, ratusan kali saya katakan:
Revolusi bukan sekedar kejadian sehari bukan sekedar satu evenement;
revolusi adalah suatu proses, suatu proses destruktif dan konstruktif yang
gegap-gempitanya kadang-kadang memakan waktu puluhan tahun. Proses
destruktif kita boleh dikatakan sudah selesai, proses konstruktif Kkita,
sekarang baru mulai. Dan ketahuilah, proses konstruktif ini memekan
banyak waktu dan banyak pekerjaan.

Ya, banyak pekerjaan! Banyak pemerasan tenaga dan pembantingan
tulang! Banyak keringat! Adakah di dalam sejarah tercatat suatu bangsa
menjadi bangsa yang besar dan makmur zonder banyak mencucurkan
keringat?

Tempo hari saya membaca tulisannya seorang bangsa asing yang
mengatakan bahwa “mempelajari sejarah adalah tiada guna.” “History is
bunk”, demikian katanya. Tetapi saya berkata: justru dari menelaah
sejarah itulah kita dapat menemukan beberapa hukum pasti yang
menguasai kehidupan bangsa-bangsa. Salah satu daripada hukum-hukum
itu ialah tidak ada kebesaran dan kemakmuran yang jatuh begitu saja dari
langit. Hanya bangsa yang mau bekerjalah menjadi bangsa yang makmur.
Hukum ini berlaku buat segala zaman, buat segala tempat, buat segala
warna kulit, buat segala agama atau ideologi. Ideologi yang mengatakan

bahwa bisa datang kemakmuran zonder (tanpa, pen) kerja adalah ideologi

Semangat 17 Agustus 1945 adalah semangat keikhlasan. Semangat
pengorbanan. Semangat persatuan, semangat Pancasila. Semangat
pembangunan, - membangun negara dan masyarakat dari ketiadaan. Pada
tanggal 17 Agustus 1945 itu kita sungguh tidak mempunyai apa-apa
melainkan rancangan Undang-undang Dasar, lagu Indonesia Raya, Bendera
Merah Putih, secarik kertas proklamasi. Tetapi pada waktu itu hidup dalam
kalbu kita, - hidup betul-betul suci murni dalam kalbu kita semangat
Pancasila! Karena itulah kita pada waktu itu ikhlas. Karena itulah kita
pada waktu itu bersatu dan tidak dengki mendengki seperti sekarang.
Karena itulah kita pada waktu itu sedia berkorban.” (Moch. Said, 1961:
1568-1570).
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Untaian naskah pidato Bung Karno tersebut di atas serasa masih
baru kita dengarkan. Apa yang disampaikan dalam pidato tersebut
ternyata masih relevan, masih sesuai, masih cocok dengan kondisi
bangsa kita di hari-hari ini. Bangsa kita hari-hari ini dan ke depan
masih membutuhkan semangat keikhlasan, pengorbanan,
pembangunan, dan semangat Pancasila. Kondisi persoalan bangsa di
tahun-tahun belakangan ini begitu banyak, terasa sesak berdesak- desak
ingin dipecahkan. Tetapi persoalan kemarin belum dapat diatasi,
ternyata telah muncul berpuluh-puluh persoalan baru yang lebih rumit
dan susah dipecahkan. Sebuah contoh kasus adalah persoalan
kemiskinan yang tak habis-habisnya mendera masyarakat kita. Segala
usaha telah dilakukan tetapi belum membuahkan hasil, bahkan akhir-
akhir ini muncul persoalan penyakit busung lapar di berbagai daerah.

Akan bangsa ini berputus asa dan tenggelam dalam
permasalahan? Tentu tidak, sebab sebenarnya tiada masalah yang tak
dapat dipecahkan. Permasalahannya, untuk memecahkan masalah itu
dibutuhkan semangat keikhlasan, pengorbanan, pembangunan, dan

semangat Pancasila yang akhir-akhir ini mulai meluntur.

6. Jiwa Merdeka Nasional

Jiwa merdeka nasional berarti tidak mau dihinggapi oleh penjajahan sedikit
pun juga. Caranya adalah dengan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan
berdiri sendiri di atas kekuatan sendiri. Jiwa yang merdeka tidak tergantung dari
sesuatu di luar dirinya, tentunya kecuali tidak terhindarkan. Misalnya, kita
membeli baju karena tidak bisa membuat sendiri, tetapi toh kita membeli
dengan uang sendiri dari hasil jerih payah sendiri. Hal itu jelas bukan
ketergantungan yang dimaksud.

Sikap tergantung adalah tidak mampu berbuat sesuatu kecuali atas
bantuan dan kemauan orang lain. Jadi dengan demikian, jiwa merdeka
nasional adalah jiwa kemandirian di dalam kehidupan nasional, tidak tergantung
semata-mata dari bantuan dan kehendak pihak asing. Sebab, ketergantungan
terhadap bangsa atau negara lain itu secara langsung atau tidak langsung
merupakan bentuk penjajahan terhadap bangsa kita.

Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang punya kebebasan untuk berekspresi,

untuk menyatakan apa yang ada dalam pikiran dan kemauan kita. Kebebasan
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berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan
peraturan perundang-undangan. Jiwa yang merdeka itulah salah satu hakikat
dari makna proklamasi kemerdekaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung
Karno pada pidato peringatan hari proklamasi tanggal 17 Agustus 1951
sebagai berikut ini.

Kembali saya bertanya: apa sebab masih ada perbedaan begitu besar

antara harapan dan kenyataan, antara idealitas dan realitas.... Ah, saudara-
saudara, mau tidak mau saya ingat kembali kepada waktu kita masih baru di
dalam revolusi (baca perjuangan, pen.). Ah, pada waktu itu tidak ada sesuatu
hal yang kita rasakan terlalu tinggi. Apa yang tidak kita laksanakan waktu itu?
.... Suatu benteng raksasa kolonial yang tersusun maha kuat tida ratus lima
puluh tahun lamanya, kita gugurkan dalam tempo beberapa hari. Suatu tentara
besar yang sudah dilucuti Jepang pada tanggal 18 Agustus, kita bangunkan
kembali dalam tempo beberapa minggu. Tantangan-tantangan mahabesar
yang datangnya kadang-kadang... hendak menerkam Kkita, ...kita atasi dalam
beberapa hari.... Sebab pada waktu itu kita tidak menghitung dengan tahun,
tidak dengan bulan, tidak dengan pekan, tetapi dengan hari.
Dan sekarang? Dimana-mana tampak kelesuan. Dimana-mana tampak
ketidakpuasan, tetapi tanpa pikiran positif. Dimana-mana seperti tidak ada
idealism lagi. Dimana-mana kepentingan sendiri menjadi dewa yang melambai.
....pada mula-mula revolusi, bersemayamlah di dalam dada kita jiwa proklamasi
17 Agustus 1945.... Dapatkah kita kembali kepada jiwa proklamasi itu? Kembali
kepada sari-intinya yang sejati, yaitu pertama jiwa merdeka nasional yaitu tak
mau dihinggapi oleh penjajahan sedikit pun jua,....” (Moch. Said, 1961: 1597).

Sumber Hukum Nasional dan Internasional

Makna proklamasikemerdekaansebagaisumber  hokum nasional dan
internasional ini dikemukakan oleh Mr. Moh.Yamin, yang menyatakan bahwa
proklamasi ialah mahasumber daripada sumber hukum nasional yang menjadi
dasar daripada peraturan negara dalam Negara Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat. Hal ini bermakna bahwa setelah proklamasi
kemerdekaan segala peraturan produk kolonial, yang dibuat oleh pemerintahan
penjajah, harus ditinggalkan dan diganti dengan peraturan baru yang dibuat oleh

pemerintahan Indonesia.
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Proklamasi kemerdekaan juga merupakan sumber hukum internasional, yaitu
untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia
mengambil nasibnya ke dalam tangannya sendiri. Nasib untuk menggenggam
seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan
kebahagiaan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, maka bangsa dan negara
lain di dunia dapat memberikan pengakuan dan menjadikan bangsa dan
negara Indonesia bagian dalam pergaulan antarbangsa dan negara, baik
secara bilateral (antara dua negara) maupun secara multilateral (internasional,
seluruh negara di dunia).

Dengan penyebutan yang lebih singkat, bahwa proklamasi kemerdekaan
melahirkan kedaulatan (kekuasaan tertinggi) bangsa dan negara, vyaitu
kedaulatan ke dalam (internal) untuk mengatur rakyat dan pemerintahan
sendiri, dan kedaulatan ke luar (eksternal) untuk menjalin hubungan timbal-

balik dengan bangsa dan negara lainnya.

B. Suasana Kebatinan UUD 1945

Siapakah yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 19457 Kapan
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu? Apa
saja hasil sidang PPKI pada saat itu? Sejak kapan perumusan
konstitusi atau UUD di Indonesia? Siapa yang mempersiapkan dan
merumuskan naskah UUD? Bagaimana suasana sidang penetapan
konstitusi atau UUD tanggal 18 Agustus 19457

Untuk lebih mendalami masalah tersebut, simaklah uraian materi

berikut ini dan kerjakan tugas-tugas yang ada!

1. Suasana Kebatinan Perumusan UUD Proklamasi 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah suatu
badan yang dibentuk oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang
menggantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI).

Pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945 berkaitan dengan
janji Pemerintah Bala Tentara Jepang untuk memberikan kemerdekaan

kepada Indonesia kelak di kemudin hari. Janji tersebut dimaksudkan
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agar bangsa Indonesia bersedia membantu tentara Jepang menghadapi
sekutu dalam perang dunia Il. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei
1945. Badan ini tidak sekedar melakukan penyelidikan usaha-usaha
persiapan kemerdekaan, tapi bahkan sampai mempersiapkan dan
menyusun Rancangan hukum dasar (Rancangan UUD).

BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan
UUD dengan membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19

orang diketuai oleh Ir.Soekarno. Panitia ini kemudian

membentuk Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan
UUD yang diketuai oleh Mr.Soepomo. Hasil kerja Panitia Kecil inilah
yang kemudian disetuji oleh Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan
UUD pada tanggal 16 Juli 1945. Rancangan hukum dasar (UUD)
negara Indonesia yang terdiri dari 3 bagian.
Rancangan Indonesia merdeka.
Pembukaan UUD/Piagam Jakarta (16 Juli 1945).
UUD yang terdiri dari 42 pasal.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI

dibubarkan lalu dibentuk PPKI oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang.
PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
kemerdekaan Indonesia. Menurut rencana PPKI yang diketuai
Ir.Soekarno dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta akan bekerja mulai tanggal
9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 diharapkan sudah dapat
disahkan. Rencana tersebut tidak berjalan karena Jepang mendekati
kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14
Agustus 1945.

PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan
dan mengesahkan UUD yang rancangannya berasal dari hasil kerja
Panitia Hukum Dasar BPUPKI dengan beberapa perubahan.
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2. Suasana Kebatinan UUD Proklamasi 1945

Berbicaradengan suasanakebatinan berartikitaingin mengetahui
suasana kejiwaan atau perasaan-perasaan yang meliputi hati para
pendiri negara. Para pendiri negara yang dimaksudkan ialah para
perancang UUD 1945. Suasana kebatinan para pendiri negara itu
dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Suasana kebatinan itu
meliputi seluruh jiwa dari pasal-pasal UUD 1945, yang dapat disebut
sebagai konstitusi pertama.

UUD 1945 atau konstitusi pertama itu juga disebut dengan UUD
Proklamasi atau Konstitusi Proklamasi. Sebab, UUD 1945 dirumuskan
sebagai penjabaran langsung dari nilai-nilai dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai
penjabaran nilai-nilai dan cita-cita proklamasi, maka UUD 1945
mengandung jiwa, semangat, dan makna hakiki dari proklamasi
kemerdekaan seperti yang telah diuraikan di atas.

Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan mengandung suasana
kebatinan UUD 1945. Suasana kebatinan itu dijelaskan oleh
Penjelasan UUD 1945 Proklamasi sebelum diamandemen. Meskipun
penjelasan itu saat ini telah dihapus dari UUD 1945, tetapi ada hal
yang dapat dijadikan bahan kajian ilmiah. Hal itu ialah apa yang disebut
dengan “pokok-pokok pikiran” Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain
adalah suasana kebatinan UUD 1945 itu. Suasana kebatinan ini harus
tetap dipahami agar kita tidak menyimpang dari jiwa UUD
1945 ketika menjabarkan dan melaksanakannya.

Pembukaan UUD 1945 memuat empat pokok pikiran. Pertama,
pokok pikiran negara persatuan. Dalam pokok pikiran ini dijelaskan,
bahwa “negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Dengan berdasar atas persatuan, negara
berkehendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian “negara
persatuan” yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.
Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan mengatasi segala
paham perorangan. Negara, menurut pengertiasn pembukaan itu,

menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
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Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Kedua, pokokpikirankeadilan  sosial, dimana negara
menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini pada prinsipnya menghendaki pemerataan
kesejahteraan dan penciptaan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa
terkecuali. Kesejahteraan dan keadilan sosial harus bisa dinikmati oleh
seluruh rakyat, tanpa membeda-bedakan golongan, kedaerahan, atau
pun aliran kepercayaan yang dianutnya.

Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang ketiga
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah negara yang
berkedaulatanrakyatberdasarkanatas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD
harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas
permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat
masyarakat Indonesia.

Keempat, pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini
mengandung konsekuensi, bahwa UUD bagi Indonesia merdeka harus
mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan Penyelenggara
Negara lainnya, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran atau suasana kebatinan UUD
1945 itu maka dapat disimpulkan, bahwa Pembukaan UUD 1945
merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah pernyataan
kemerdekaan, yakni merupakan pemberitahuan kepada dunia bahwa
Indonesia telah merdeka. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 adalah
pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Sebagai pernyataan
kemerdekaan yang terperinci, maka Pembukaan UUD 1945 memuat
cita-cita luhur Proklamasi  kemerdekaan, pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan dasar negara yang didirikan.

Apabila kita perhatikan dari aspek historis, proses perumusan
dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat dipisahkan dengan
proses perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945. Oleh
karena itu, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakan satu

kesatuan yang fundamental, mempunyai hubungan asasi.
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Meminjam istilah Prof. Notonagoro, maka Pembukaan merupakan
“Staatsfundamentalnorm”atau pokok kaidahnegara yang fundamental.
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, dirumuskan untuk menyongsong
lahirnya negara Indonesia.

Marilah kita simak cuplikan uraian Prof. Notonagoro dalam Pidato
Pengukuhan Doktor Honoris Causa untuk Ir. Soekarno di UGM, sebagai
berikut ini.

“Asas-asas yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang
termuat dalam kalimat keempat, apabila disusun dalam hubungan
kesatuan dan tingkat kedudukan dari unsur yang satu terhadap unsur
yang lain, maka merupakan suatu keseluruhan yang bertingkat sebagai
berikut:

a. Pancasila merupakan asas kerohanian Negara (filsafat, pendirian,
dan pandangan hidup);

b. Di atas basis itu berdiri Negara, dengan asas politik Negara
(kenegaraan) berupa bentuk Republik yang berkedaulatan rakyat;

c. Kedua-duanya menjadi basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan
kebangsaan Indonesia, yang tercantum dalam peraturan pokok
hukum positif termuat dalam suatu Undang-Undang Dasar;

d. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar sebagai basis berdiri
bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positif,
yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama,
kekeluargaan, dan gotong-royong;

e. Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia dengan
bernegara itu, ialah singkatnya kebahagiaan nasional (bagi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah) dan internasional, baik rohani

maupun jasmani.”

Dari rangkaian proses penyusunan dasar negara dan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi nyata dan jelas bahwa

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan

dari dasar negara yang dipersiapkan dan Pembukaan UUD

1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci. Oleh karena itu,
Pembukaan UUD 1945 bersifat melekat dengan NKRI yang dilahirkan.
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Karena itu, sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 37 ayat (5)
UUD 1945, maka Pembukaan UUD 1945 juga tidak dapat diubah.

C. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan Dan UUD 1945
1. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Menjelang kekalahannya dalam perang Asia Pasifik, Jepang
mengumumkan janji Indonesia merdeka kelak kemudian hari ketika
perang telah usai. Janji ini dibuktikan dengan mengumumkan akan
dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi
Choosakai) pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini kemudian terbentuk
pada tanggal 29 April 1945, namun baru dilantik pada tanggal 28 Mei
1945 dan baru bekerja sehari kemudian.

Dengan terbentuknya BPUPKI itu, bangsa Indonesia dapat secara sah
mempersiapkan kemerdekaannya. Badan ini melakukan tugasnya pertama
pada tanggal 29 Mei 1945 dengan bersidang untuk mendengarkan pidato
Mr. Moh. Yamin yang mengutarakan lima asas dasar untuk Negara
Indonesia Merdeka, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri
ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Setelah berpidato beliau menyerahkan usul tertulis mengenai
Rancangan UUD RI. Di dalam Pembukaan daripada Rancangan UUD itu
tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbeda, yaitu
sebagai berikut.

a). Ketuhanan Yang Maha Esa.

b). Kebangsaan Persatuan Indonesia.

c). Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.

d). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.

e). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnyapada sidang tanggal 1 Juni 1945 BPUPKI
mendengarkan pidato Ir. Soekarno. Pada pidatonya Ir. Soekarno
mengemukakan lima dasar Indonesia merdeka yang disebut

“Pancasila”, yang rumusannya sebagai berikut.
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5).

1). Kebangsaan Indonesia.

2). Internasionalisme, atau perikemanusiaan.
3). Mufakat, atau demokrasi.
4). Kesejahteraan sosial.

5). Ketuhanan yang berkebudayaan.

Secara singkat, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan
tokoh anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato
dan usul-usul mengenai asas dasar negara yang telah
dikemukakan pada sidang-sidang Badan Penyelidik. Hasilnya
tersusunlah PiagamJakarta,yang kemudian diterima bulat dalam sidang
berikutnya, tanggal 14 Juli 1945. Piagam Jakarta ini berisi tentang
Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka dan Rancangan UUD, yang

didalammnya juga memuat asas dasar negara.

9 Anggota Panitia Kecil

Ir. Soekarno i
Drs. Moh. Hatta i
Mr. A.A. Maramis :
Abiekoesno Tjokrosoejoso |
Abdoelkahar Muzakkir i
Haji Agus Salim i
Mr. Achmad Soebardjo i
KH. Wachid Hasjim :
9. Mr. Moh. Yamin i

Rumusannya sebagai berikut

© N A wN R

. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya.

. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
. Persatuan Indonesia.

. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Pada tanggal 9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir.
Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang
termasuk ketua dan wakil. Panitia ini sangat penting fungsinya, apalagi
setelah proklamasi keanggotaannya disempurnakan, sehingga bukan
lagi merupakan badan buatan Jepang untuk menerima hadiah
kemerdekaan dari Jepang. Setelah Jepang takluk kepada Sekutu dan
kemudian diucapkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus

1945 bagan ini kemudian memiliki sifat nasional Indonesia.

Sehubungan dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang
kepada Sekutu, para pejuang dan pemuda mendesak, supaya Ir.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta secepatnya memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia tanpa melalui rapat PPKI. Menurut kaum
pemuda, PPKI adalah buatan Jepang. Kalau proklamasi dilakukan oleh
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta selaku ketua dan wakil ketua PPKI,
berarti negara Indonesia nanti buatan atau bantuan Jepang, besar
kemungkinan nanti akan ditumpas atau diserang kembali oleh sekutu.
Oleh karenanya, prokalamasi harus diucapkan atas nama bangsa
Indonesia saja. Namun demikian, golongan tua tidak sependapat apabila
Proklamasi Kemerdekaan dilakukan tanpa dipersiapkan secara matang.
Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang
dimotori oleh Soekarni, Chaerul Saleh, Adam Malik, dan lain-lain
mencapai puncaknya.

Demikianlah, menjelang pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, Ir.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta “diculik” oleh para pemuda dan dibawa
ke Rengasdengklok. Kedua tokoh ini baru dibebaskan, ketika Mr. Ahmad
Soebardjo menjemput keRengasdengklok sehubungan
dengan adanya rapat PPKI untuk persiapan kemerdekaan. Kelompok
pemuda memberikan izin dengan jaminan kemerdekaan segera
diproklamasikan.

Padatanggal16 Agustusmalamharisampai pagi,
diselenggarakan rapat anggota PPKI di rumah Laksmana Maeda,
dengan agenda utamaialah pembuatan Teks Proklamasi
Kemerdekaan. Setelah rapat, teks Proklamasi yang konsepnya dibuat
oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo kemudian
diperbaiki dengan beberapa perubahan.
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Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di jalan Pegangsaan
Timur No.56.Ir.Soekarnodidampingi Drs.Moh.Hatta memproklamasikan
KemerdekaanIndonesiaatasnama bangsa Indonesia.

Dengandiproklamasikan  kemerdekaan bangsa Indonesia,
berarti bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal, baik
kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia itu sendiri, bahwa
mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka.

Proklamasi merupakan tindakan pertama, ketentuan pertama,
norma pertama, dan ketentuan pangkalnya tata hukum Indonesia.
Proklamasi ada paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya
yang akan menjadi pangkal berlakunya aturan tersebut. Dasar hukum
proklamasi tidak dapat dicari. Kekuatan berlakunya tergantung pada
kekuatan dan semangat bangsa Indonesia. Proklamasi melahirkan
negara Indonesia.

Menurut Muhamad Yamin, proklamasi kemerdekaan adalah
sumber dari segala sumber hukum yang menjadi dasar ketertiban baru
di Indonesia. Proklamasi merupakan tingkatan penutup perjuangan
kemerdekaan yang hampir 400tahunbergolakdi Indonesia.

Proklamasi adalah permulaan zaman pembelaan negara merdeka

Republik Indonesia.

2. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Setelah mempelajari sejarah sekitar proklamasi kemerdekaan,
tahukah kalian hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan UUD
19457 Apa langkah utama yang dilakukan bangsa Indonesia setelah

proklamasi? Mengapa Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia dikenal dengan UUD Proklamasi? Apa arti
pentingnya UUD bagi negara yang merdeka? Untuk itu simaklah uraian
materi berikut ini dan kerjakan tugas-tugas yang adal!

Sehari setelah proklamasi, PPKI dalam sidangnya pada tanggal
18 Agustus menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Naskah atau
teks resmi UUD Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya
dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun Il (1946).
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Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tersebut terdiri atas:
a. Pembukaan (4 alenia);
b. Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2
ayat aturan tambahan); dan

c. Penjelasan (Umum dan Pasal demi pasal).

Setiapnegara,bagaimanapunsederhanatingkat pertumbuhannya
senantiasamemilikiUUD  (konstitusi) sebagai perangkat kaidah yang
mengatur organisasi negara. Jadi tiap negara mesti memiliki konstitusi.
Tidak ada dan tidak pernah ada negara tanpa konstitusi.

Konstitusi itu mencakup keseluruhan peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana

suatu pemerintahan negaradiselenggarakandalam masyarakat.

Padamasa sekarang istilah konstitusi dan UUD
sering disamakan, karena dalam praktek ketatanegaraan di berbagai
negara menganggap bahwa konstitusi atau UUD itu dibuat sebagai
pegangan untuk menyelenggarakan negara. Dengan demikian UUD
merupakan salah satu bagian dari konstitusi.

Konstitusi atau UUD pada umumnya mempunyai fungsi untuk
menjamin hak-hak anggota warga negara dari tindakan sewenang-
wenang penguasanya:

a. Untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan
pemerintahan menurut suatu sisten ketatanegaraan yang pasti.

Sama halnya dengan proklamasi, Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 juga merupakan pernyataan kemerdekaan.
Alenia | dan alenia Il Pembukaan UUD 1945 berisi latar belakang
bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Alenia Il berisi
pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alenia IV
Pembukaan UUD 1945 memuat hal-hal yang akan dilakukan setelah
bangsa Indonesia menyatakan merdeka.

Batang tubuh UUD 1945 merupakan salah satu hal untuk
mewujudkan tujuan negara, disamping asas poltik negara
(Republik), dan dasar negara (Pancasila). Dengan kata lain
Batang tubuh UUD 1945 merupakan pelaksanaan atau penjabaran
dari Pembukaan UUD 1945.
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b. Untuk dijadikan sumber hukum
c. Untuk dijadikan hukum yang tertinggi

D. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945
sebagai UUD yang sah merupakan landasan konstitusional negara
Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4
ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia
dilandasi oleh Pancasila. Selanjutnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti Pancasila
ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara.

Pada tahun 1968, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden
nomor 12 Tahun 1968 yang menegaskan tentang rumusan Pancasila
yang benar dan sah berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara
dan ideologi negara. Ditegaskan pula di dalam Ketetapan MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor
II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar
Negara dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam
kehidupan bernegara. Catatan dari risalah/penjelasan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar
negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung
makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dirujuk sebagai dasar hukum
bahwa pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi
negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis
untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut
dapat dijabarkan bahwa sebagai dasar negara berarti Pancasila
dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, sebagai dasar
dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara, serta merupakan
sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semenatar
sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pancasila memiliki fungsi sebagai tujuan atau cita- cita dari bangsa

Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa.
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Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar

mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya
berisi atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan
bangsa Indonesia dan terkandung pikiran serta gagasan yang mendasar
mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai yang dimiliki.
Nilai-nilai tersebut telah dimurnikan/dipadatkan dalam lima sila sebagai dasar
filosofis negara. Dengan demikian sebagai ideologi atau pandangan hidup
Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari
kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai
yang fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar tersebut
adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan
pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Zat
yang Maha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna sebagai penyebab
pertama (Kausa Prima). Ekspresi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,
menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup, berpandangan hidup
“taat” dan “taklim “kepada Tuhan dengan dimbing oleh ajaran-ajaranNya.
Taat mengandung makna setia, menurut apa, yang diperintahkan dan
hormat/cinta kepada Tuhan. Sedangkan taklim mengandung makna
memuliakan Tuhan memandang Tuhan teragung, memandang Tuhan
tertinggi, memandang Tuhan terluhur.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memebrikan kebebasan kepada
pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tak ada paksaan dan
antar pemeluk agama yang berbeda harus saling hormat- menghormati

dan bekerjasama.

2. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna :
kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam

hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan
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memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama
umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab adalah, pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui
dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan
mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak
dan kewajiban asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap

saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa slira.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti usaha kearah bersatu
dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara
Indonesia. Nilai persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu
proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar
nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun
keturuan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin
kerjasama yang erat dal;am wujud gotong royong, kebersamaan.

Nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang
biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu
perbedaan bahasa, kebudayaan, adat-istiadat, agama, maupun suku.
Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi
justru menjadidaya tarik ke arah  kerjasama, kearah
resultante/sintesa yanglebihharmonis.Halini sesuai dengan

semboyan “Bhineka Tunggal lka”.

4. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan

Nilai sila keempat mengandung makna: suatu pemerintahan

rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam untuk

mufakat, atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat, serta

mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi

tercapainya kebaikan hidup bersama.

Didalam pengambilan keputusan lewat musyawarah/mufakat ini

yang menjadi prioritas utama adalah : “ kualitas” itu sendiri, yaitu isi,

bobot dari ukuran yang dihasilkan. Meskipun usulan itu dari golongan

135



mayoritas, tetapi jika isi dan bobot dari usulan itu tidak berkualitas maka
tidak bisa diterima. Sebaliknya, meskipun itu dari golongan minoritas
namun isi dan bobot usulan itu berkualitas maka bisa diterima. Cara-cara
seperti ini yang dikehendaki oleh sistem “Demokrasi Pancasila”, yaitu
demokrasi yang dipimipin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Karena titik beratnya musyawarah
mufakat untuk kepentingan bersama, maka demokrasi pancasila
fahamnya adalah kekeluargaan, kebersamaan.
Sebagaipahamkekeluargaan, demokrasi pancasila mengandung
muatan prinsip dasar mekanisme demokrasi, diantarnya ialah: (1)
Berpaham negara hukum; (2) Berpaham Kkonstitusionalisme; (3)
Supermasi ditangan MPR; (4) pemerintahan yang bertanggung jawab; (5)
Pemerintah berdasarkan perwakilan; (6) Sistem pemerintahan bersifat

presidensial; (7) Tidak mengenal mayoritas dan minoritas.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna yang terkandung didalam sila kelima ini adalah
sebagai berikut: Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera
lahiriah batiniah, yang setiap warga negara mendapatkan segala
sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan
beradab. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
wujud  pelaksanannya adalah bahwa setiap warga harus
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan,
keserasian, keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati
hak-hak orang lain.

Disamping itu wajib melaksanakan juga keadilan komulatif
(keadilan antar WNI dengan WNI): keadilan legal/taat (taat atau
loyal terhadap negara); dan keadilan distributif (keadilan membagi
sebagai kewajiban negara kepada WNI). Semua keadilan ini perlu
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
bernegara.

Perlujuga dipupuksikap solider, bekerja sama dengan
sesamanya, membuka diri bagi kepentingan bersama merupakan sifat-

sifat perilaku dalam keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi.
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E. Latihan

Tugas Dialog Kewargaan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beruntung. Sumber daya
alam (SDA) Indonesia sangatlah berlimpah. SDA yang berlimpah
merupakan potensi dan modal bangsa untuk mewujudkan cita-citanya.
Lakukan dialog kritis bersama teman-temanmu!
Apakah kita sudah percaya diri atas kekuatan komparatif dan kompetitif
bangsa untuk menghadapi masa depan mengisi
kemerdekaan? Apa sajakah usaha yang seharusnya dilakukan untuk
membangun bangsa atas dasar kekuatan kita sendiri? Carilah data
dan informasi dari buku dan media cetak lainnya sebagai referensi

(sumber), kemudian isilah tabel berikut ini!

No | Potensi Jenis dan Pemanfaatan Usaha
Bangsa Bentuknya Saat ini Pengembangan
1 SDA
2 SDM

Bangsa Indonesia | Alasan/argumentasi:
sepantas percaya

diri (optimis)

Simpulan Bangsa Indonesia | Alasan/argumentasi:

senapasnya

pesimis
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F. Rangkuman

Merdekaberartimulai saatituBangsalndonesia telah mengambil sikap
untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang.
Dalam hal kehidupan kenegaraan, berarti Bangsa Indonesia akan menyusun
negara sendiri. Dalam hal hukum berarti Bangsa Indonesia akan menentukan
hukum sendiri yaitu hukum Bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula dari segi
tata negara, bahwa pada saat itu berdiri pula tatanegara dan tata hukumnya.

Apa yang menjadi dasar hukum dari tata hukum baru itu. Dasar hokum bagi
lahirnyatatahukum baruituadalah Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri. Proklamasi
Kemerdekaan merupakan “norma pertama” dari tata hukum Indonesia. Sebagai
norma pertama, proklamasi kemerdekaan juga dapat dikatakan sebagai norma
dasar.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai
UUD yang sah merupakan landasan konstitusional negara Republik Indonesia. Di
dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 ditegaskan bahwa pembentukan
pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Selanjutnya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pada tahun
1968, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 Tahun 1968 yang
menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah berarti Pancasila
ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ditegaskan pula di dalam
Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI
Nomor II/MPR/1978tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara dinyatakan
bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan
secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan dari risalah/penjelasan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan
bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya
mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan
nasional.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dirujuk sebagai dasar hukum bahwa
pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila
sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan
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mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa sebagai
dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan
negara, sebagai dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara, serta
merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Semenatar sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pancasila memiliki fungsi sebagai tujuan atau cita- cita dari bangsa Indonesia
serta sebagai sarana pemersatu bangsa.

Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar
mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya
berisi atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan
bangsa Indonesia dan terkandung pikiran serta gagasan yang mendasar
mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai yang dimiliki.
Nilai-nilai tersebut telah dimurnikan/dipadatkan dalam lima sila sebagai dasar
filosofis negara. Dengan demikian sebagai ideologi atau pandangan hidup
Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari
kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai yang
fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar tersebut adalah berikut
ini.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan
pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Zat yang
Maha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna sebagai penyebab pertama (Kausa
Prima). Ekspresi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut manusia
Indonesia untuk bersikap hidup, berpandangan hidup “taat” dan “taklim “kepada
Tuhan dengan dimbing oleh ajaran-ajaranNya. Taat mengandung makna setia,
menurut apa, yang diperintahkan dan hormat/cinta kepada Tuhan. Sedangkan
taklim mengandung makna memuliakan Tuhan memandang Tuhan teragung,
memandang Tuhan tertinggi, memandang Tuhan terluhur.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memebrikan kebebasan kepada pemeluk
agama sesuai dengan keyakinannya, tak ada paksaan dan antar pemeluk agama
yang berbeda harus saling hormat- menghormati dan bekerjasama.

Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna : kesadaran
sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas
dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal

sebagaimana mestinya.
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Yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama umat
manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah,
pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai
dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan mahluk Tuhan Yang Maha Esa
yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya. Untuk itu perlu
dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa
atau tepa slira.

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti usaha kearah bersatu dalam
kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nilai
persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju
terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga
negara Indonesia baik yang asli maupun keturuan asing dan dari macam-
macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dal;am wujud gotong
royong, kebersamaan.

Nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi
didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa,
kebudayaan, adat-istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan-perbedaan itu
jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi justrumenjadidaya tarik ke
arah kerjasama,kearah resultante/sintesa yang lebih harmonis. Hal ini sesuai
dengan semboyan “Bhineka Tunggal lka”. Nilai sila keempat mengandung
makna : suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu
yang dalam untuk mufakat, atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal
sehat, serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi
tercapainya kebaikan hidup bersama.

Didalam pengambilan keputusan lewat musyawarah/mufakat ini yang
menjadi prioritas utama adalah : “ kualitas” itu sendiri, yaitu isi, bobot dari
ukuran yang dihasilkan. Meskipun usulan itu dari golongan mayoritas, tetapi jika
isi dan bobot dari usulan itu tidak berkualitas maka tidak bisa diterima.
Sebaliknya, meskipun itu dari golongan minoritas namun isi dan bobot usulan itu
berkualitas maka bisa diterima.Cara-cara sepertiiniyangdikehendaki  oleh

sistem “Demokrasi Pancasila”, yaitu demokrasi yang dipimipin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena titik beratnya
musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, maka demokrasi pancasila

fahamnya adalah kekeluargaan, kebersamaan.

Sebagaipahamkekeluargaan,demokrasi pancasila mengandung muatan
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prinsip dasar mekanisme demokrasi, diantarnya ialah: (1) Berpaham negara
hukum; (2) Berpaham konstitusionalisme; (3) Supermasi ditanganMPR; (4)
pemerintahan yang bertanggungjawab; (5) Pemerintah berdasarkan perwakilan;
(6) Sistem pemerintahan bersifat presidensial; (7) Tidak mengenal mayoritas
dan minoritas.

Makna yang terkandung didalam sila kelima ini adalah sebagai berikut:
Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap
warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai
dengan esensi adil dan beradab. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesiadalam  wujud pelaksanannya adalah bahwa setiap warga harus
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan,
keserasian, keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak
orang lain.

Disamping itu wajib melaksanakan juga keadilan komulatif (keadilan antar
WNI dengan WNI): keadilan legal/taat (taat atau loyal terhadap negara); dan
keadilan distributif (keadilan membagi sebagai kewajiban negara kepada WNI).
Semua keadilan ini perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara.

Perlu jugadipupuk sikapsolider, bekerjasama dengan sesamanya,
membuka diri bagi kepentingan bersama merupakan sifat- sifat perilaku dalam

keadilan social yang harus dijunjung tinggi.
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G. Tes Formatif
Pilihan Ganda

Berikanlah tanda silang (X) di antara pilihan jawaban, yaitu pada
huruf a, b, ¢, atau d dari masing-masing jawaban paling benar!
1. Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti .... a.
bangsa Indonesia telah siap menjadi negara
b. negara Indonesia telah berdiri secara de facto
c. bangsa-bangsa di dunia mengakui Indonesia d.
tidak ada lagi penjajahan di bumi Indonesia
2. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di jalan Pegangsaan
Timur No. 56. Ir. Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan
Indonesia atas nama . . . .
a. rakyat Indonesia
b. bangsa Indonesia
c. ketua dan wakil ketua PPKI
d. negara Indonesia
3. PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dalam sidangnya
pada tanggal .
a. 9 Agustus 1945
b. 16 Agustus 1945
c. 17 Agustus 1945
d. 18 Agustus 1945
4. Pembukaan UUD 1945 merupakan . . ..
a. pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan
b. pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci
c. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
d. norma pertama, tata hukum pertama di Indonesia
5. Dari segi norma, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat dianggap
sebagai:
a. hukum dasar yang tertulis
b. norma dasar
c. norma hukum

d. hukum dasar tak tertulis
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6. Pernyataan |l dari proklamasi kemerdekaan dirinci lebih lanjut di
dalam Pembukaan UUD 1945 alenia . . . .
a. |
b.ll
c.ll
d. v
7. Sidang | BPUPKI pada tanggal 29 Mei — 1 Juni 1945 agendanya
adalah . . ..
a. menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia b.
menyusun dan merumuskan rancangan hukum dasar
€. merumuskan rancangan dasar negara Indonesia merdeka d.
menetapkan dan mengesahkan rancangan UUD 1945
8. BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas
Rancangan UUD dengan membentuk . . . .
a. Panitia Perancang Hukum Dasar
b. Panitia Kecil
c. Panitia Sembilan
d. Piagam Djakarta
9. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar
negara bersifat:
a. sementara
b. lokal
c. tetap
d. instrumental

10.Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan;

a. Sumber dari segala sumber hukum

b. Pedoman dalam penyelenggaraan negara

c. Pedoman perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat

d. Sumber tertib hukum
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BAB Ill KEGIATAN BELAJAR 2

KONSTITUSI DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Konstitusi Negara

Suatu kehidupan
berbangsa dan bernegara
| agar tujuan yang
diinginkan terwujud, harus
ditopang dengan dasar
negaradan konstitusi yang
mantap. Dasar negaradan
konstitusi tersebut

dirumuskan oleh pendiri

Encarta Encyclopedia, THE BETTMANN ARCHIVE/UPI

negara atau bangsa itu
Gambar 3.1 Konstitusi mengatur pelaksanaan demokrasi, sendiri. Karena merekalah

yaitu melalui sistem perwakilan. Di seluruh dunia, saat ini .
yang memahami

negara-negara telah memiliki lembaga perwakilan itu dengan

karakteristik bangsanya.
berbagai nama dan sistem kerjanya. arakterist 9 y

Konstitusi negara mempunyai peran penting
dalam upaya mempertahankan keberadaan sebuah
negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang

terus bergerak dinamis.
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Untuk mengikuti perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan
hati nurani bangsa, maka konstitusi suatu negara perlu disusun dengan sempurna.

Dalam kehidupanberbangsa dan bernegara, setiap warganegara, penguasa
atau penyelenggara negara, dan siapa saja yang setuju pada kekuasaan negara,
harus mengerti dan memahami berbagai macam aturan yang berlaku. Aturan-aturan
itu harus ditaati dan dijunjung tinggi agar tujuan hidup berbangsa dan bernegara
tercapai. Tujuan yang hendak dicapai adalah kehidupan yang tertib, tenteram, adil,
dan makmur.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disebut UUD 1945 juga sebagai
Konstitusi Negara Indonesia. Dalam UUD 1945 atau Konstitusi Negara itulah “aturan
main” untuk menjamin berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan.
Mengenai aturan, tatanan, dan hukum yang berlaku di Indonesia itu dituangkan
dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini berarti penyelenggaraan negara
Indonesia mengacu pada konstitusi atau UUD 1945.

Menurut sifat dan fungsinya Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang
menjelaskan tentang kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah
suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Oleh
karena itu, setiap warganegara harus memahami  dasar negara atau
konstitusi negaranya. Sehingga setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam
pemerintahan, termasuk ikut membangun dan mempertahankan negaranya dari
berbagai ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Disamping berlaku hukum dasar yang tertulis, yaitu UUD, dalam praktik
pemerintahan berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut konvensi.
Hukum dasar yang tidak tertulis itu merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contoh
konvensi yang dilaksanakan dalam praktik diantaranya adalah:

1. pengambilan keputusan diutamakan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat daripada menggunakan pemungutan suara (voting); dan

2. pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus di dalam
sidang DPR.

Dalam Bahasa Indonesia, konstitusi disamaartikan dengan Undang-Undang
Dasar (grondwet, grundgesetz). Sehingga, dalam praktik kenegaraan, Indonesia
pernah menggunakan istilah “konstitusi” sebagai pengganti UUD, vyaitu ketika
bernama Republik Indonesia Serikat. Saat itu UUD yang dipakai adalah Konstitusi
RIS.
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Konstitusi itu memuat 3 unsur yang penting dalam maknanya, yaitu:
1. konstitusi dipandang sebagai wujud perjanjian masyarakat;
2. konstitusi adalah piagam yang menjamin hak asasi manusia; dan

3. konstitusi adalah kerangka bangunan pemerintahan.

Konstitusi menurut makna katanya berarti “dasar susunan badan politik” yang
bernama negara. Konstitusi menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu
negara, vyaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau
memerintah negara.

Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian berikut
ini.

1. Dalampengertianluas, konstitusiberartikeseluruhan dari ketentuan-ketentuan
dasar atau hukum dasar (droit constitunelle). Seperti halnya hukum pada
umumnya, hukum dasar juga tidak selalu berbentuk dokumen tertulis. Konstitusi
dapat pula terdiri dari unsur-unsur tertulis, atau dapat juga berupa campuran dari
dua unsur tersebut.

2. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-
undang dasar (loi constitunelle), vyaitu suatu dokumen lengkap mengenai
peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya antara lain:

-UUD 1945 yang berlaku di Indonesia;
-Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787;
-Konstitusi Prancis tahun 1789;

-Konstitusi Federasi Swiss tahun 1848.

Jadi, konstitusi dalam arti sempit (terbatas) berarti sebagian dari hukum

dasar, yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap.

Dalam perkembangan pada umumnya konstitusi merupakan dokumen
yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang
pokok-pokok atau dasar-dasar, yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis, yang
menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedang Undang-
undang Dasar merupakan suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-
aturan hukum dan ketentuan- ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-
dasar yang sifatnya tertulis dan menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan

suatu negara.
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Dengan memperhatikan perbedaan tersebut di atas berarti bahwa
konstitusi memiliki makna yang lebih luas daripada Undang- undang Dasar.
Konstitusi meliputi ketentuan-ketentuan dasar yang sifatnya tertulis dan tidak
tertulis. Undang-Undang Dasar hanya meliputi ketentuan-ketentuan dasar yang
tertulis. Jadi Undang-undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi.
Undang-undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis.

Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, pengertian konstitusi sering
disamakan dengan UUD. Konstitusi sebagai hukum dasar disamakan artinya
dengan UUD sebagai hukum dasar tertulis. Hal itu disebabkan bahwa di
Indonesia UUD atau hukum dasar yang tertulis lebih nyata keberadaan dan
penjabarannya di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan
konvensi hanya menyangkut persoalan-persoalan yang bersifat seremonial.

Oleh karena itu, UUD 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi negara
mengandung pengertian:

1. UUD 1945 itu bersifat mengikat, baik pemerintah, setiap lembaga

negara, lembaga masyarakat, maupun warga negaranya.

2. UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan
yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terikat dalam
negara.

3. UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum setiap produk hokum seperti
Uu, PP, Perpu.

4. UUD 1945 menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan berbagai

kebijaksanaan.

Peraturan daerah sebagimana yang dimaksud pada hirarki
peraturan perundang-undangan tersebut meliputi tiga macam
peraturan.

1. Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi
bersama Gubernur.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh DPRD
Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

3. Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat yang dibuat oleh Badan
Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa

atau nama lainnya.
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Gambar 3.2 Dalam negara yang berdasar sistem konstitusional,

rakyat berhak menentukan jalannya pemerintahan. Jika rakyat
tidak puas dengan kebijakan pemerintah, maka rakyat bisa protes

dan memperjuangkan nasibnya, termasuk melalui demonstrasi.

Undang-undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi
kekuasaan pemerintah. Pendapat demikian menyatakan, bahwa di dalam
negara-negara yang mendasarkan pada demokrasi  konstitusional,
penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang- wenang. Gagasan inilah
yang dinamakan konstitusionalisme, yaitu pemerintahan yang mengandung
pengertian suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama
rakyat.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya di
Jawa, terdapat ungkapan “Sabda Pandita Ratu”. Arti ungkapan itu adalah apa
pun vyang dikehendaki raja, itulah yang harus dilaksanakan. Menurut
perkembangan rezim tradisional bahwa kekuasaan dalam negara
bersumber pada seorang raja. Penguasa menjalankan kekuasaan menurut
keinginansendiri.Apayang dikehendaki raja itulah yang harus terjadi.

Bagaimana dengan kekuasaan negara yang bersumber dari rakyat?
Dalam kerangka pemahaman dan kesadaran tentang kekuasaan yang bersumber
dari rakyat, terdapatlah pembatasan terhadap kekuasaanpemerintah. Dengan
pembatasan itu pemerintahan yang berkuasa tidak dapat menjalankan
kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Lantas apa yang menjadi pembatas

kekuasaan pemerintahan itu?
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Pembatas kekuasaan pemerintah itu ialah konstitusi. Dalam hubungan
antara pemerintahan dan rakyat terdapat ketentuan mengenai hak asasi warga
negara yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Perlindungan hak
asasi ini merupakan wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat rakyat
sebagai pemilik kekuasaan. Hak asasi ini kemudian diatur dalam konstitusi

negara.

B. Konstitusi-Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang Indonesia telah
mengalami beberapa kali pergantian Undang-undang Dasar atau Konstitusi.
Secara formal Indonesia telah mengalami 4 (empat) periode berlakunya Undang-
undang Dasar atau Konstitusi. Secara materiil ada
3 (tiga) macam konstitusi atau Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di
Indonesia..

Masa berlakunya konstitusi-konstitusi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Proklamasi yang dikenal dengan UUD 1945
Periode pertama. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan
27 Desember 1949.

2. Konstitusi  Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya 27
Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

3. Undang-undang Dasar Sementara 1950. Masa berlakunya 17
Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

4. Undang-undang Dasar 1945 Periode kedua. Masa berlakunya 5
Juli 1959 sampai dengan tahun 1998.

5. Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Masa berlakunya mulai

tahun 1999 sampai dengan sekarang.
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Tabel 3.1
Perbandingan Sistem Kenegaraan
antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950

No| Aspek/ Bidang UUD 1945 | Konstitusi | UUDS 1950 | UUD 1945

1 | Bentuk negara Republik Republik Republik Republik

Susunan negara Kesatuan Serikat Kesatuan Kesatuan

pemerintahan

negara

1. Undang-undang Dasar 1945 Periode Pertama
Undang-undang Dasar 1945 merupakan UUD yang pertama kali

berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang
Dasar negara yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai
dengan 27 Desember 1949 sering disebut UUD Proklamasi dan dikenal
dengan nama UUD 1945. Undang-undang Dasar tersebut hanya
merupakan bagian dari hukum dasar negara dan termasuk hukum
dasar yang tertulis.

Undang-undang Dasar 1945 tersebut diberlakukan berdasarkan
ketetapan melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD
1945 tersebut merupakan hasil kerja BPUPKI. Naskah resmi UUD 1945
itu dimuat dalam berita Rl No 7 tahun 1946. Keseluruhan naskah itu
terdiri dari pembukaan, batang tubuh UUD 1945 dan penjelasan.
UUD 1945 tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ir. Soekarno selaku
Ketua Panitia perancang UUD pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah

sebagai UUD yang bersifat sementara.

Yang menjadikan UUD itu bersifat sementara adalah:

a. pembentukan UUD 1945 tersebut dirasa belum merupakan badan
yang sesuai dengan fungsinya sebagai “wakil” untuk menetapkan
UUD; dan
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b. berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan penetapan dan

pengesahannya dilakukan dengan tergesa-gesa.

UUD 1945 secara umum dalam kurun waktu 1945-1949 belum dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal itu dikarenakan segenap daya
serta perjuangan bangsa dan negara dicurahkan dalam rangka pembelaan dan
pertahanan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Lebih-lebih
dikarenakan pihak kolonial Belanda dengan membonceng tentara sekutu
masih ingin menjajah kembali bekas jajahannya yang telah merdeka. Disamping
itu terjadi juga berbagai peristiwa pertentangan idiologi yang bermuara pada
gerakan atau pemberontakan yang hendak merobek negara kesatuan RI yang
berdasarkan Pancasila, antara lain:

a. pemberontakan PKI tahun 1948 oleh kelompok revolusioner yang
menghendaki bentuk dan sistem kenegaraan mendasarkan pada
ideologi komunis; serta

b. pemberontakan DI/TII oleh kelompok revolusioner yang
menghendaki  bentuk dan  sistem ketatanegaraan yang

mendasarkan pada agama tertentu sebagai ideologinya.

Masa ini dapat dikatakan masa pancaroba yang segala dana,
daya, potensi, dan perhatian bangsa dicurahkan untuk menenangkan
perang kemerdekaan. Dengan adanya pemusatan perhatian untuk perang
kemerdekaan itu berpengaruh besar terhadap terciptanya situasi nasional
yang sesuai harapan bangsa dan negara. Adapun situasi dan kondisi yang
terjadi antara lain berikut ini.

a. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang ditentukan
dalam Undang-undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan
sepenuhnya.

b. Lembaga MPR dan DPR belum sempat dibentuk.

c. Aturan peralihan Pasal IV yang menyatakan, “Sebelum Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini,
segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan

sebuah komite nasional”, terus diberlakukan.
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Denganberlakunya Aturan Peralihan Pasal IV yang berkepanjangan
berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan UUD 1945 yaitu adanya
kesenjangan untuk memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
Presiden demi stabilitas pelaksanaan fungsi negara dan fungsi revolusi.
Ini  berarti roda pemerintahan sangat bergantung kepada Presiden,
sedangkan lembaga-lembagalainnya kurang berperan, karena semua
lembaga yang telah ada hanya sebagai pembantu Presiden. Dalam
kondisi semacam ini menimbulkan banyak permasalahan pemerintah
yang tidak terselesaikan berdasarkan UUD 1945.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengambil
kebijakan-kebijakan berikut ini.

1) Tanggal 16  Oktober 1945 Wakil Presiden atas usul KNIP
mengumumkan Maklumat Wakil Presiden No. X untuk membatasi
kekuasaan Presiden yang sangat besar. Maklumat tersebut
memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh
Presiden kepada KNIP. Dengan demikian, yang semula KNIP
sebagai pembantu Presiden berubah menjadi badan yang diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN menggantikan
fungsi MPR dan DPR.

2) Tanggal 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah, yakni
tentang Pembentukan Partai Politik sebagai sarana demokrasi.
Kemudian berdirilah partai-partai politik di tanah air, sehingga lahir
sistem multipartai. Maklumat tersebut merupakan upaya untuk
menunjukkan eksistensinya bahwa negara Indonesia yang masih
muda belia itu sebagai negara demokrasi.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi
Pancasila yang artinya sistem pemerintahannya berdasarkan nilai-
nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila.

3) Tanggal 11 November 1945 Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BPKNIP) mengusulkan adanya perubahan sistem
kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Usul yang
kemudian disetujui Presiden tersebut diumumkan dengan maklumat

pemerintah tanggal 14 November 1945.
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Pada awal bangsa Indonesia menjalankan system pemerintahannya,
kedudukan Presiden disamping sebagai kepala negara juga sebagai
kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu
para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh
karena itu, para menteri dalam menjalankan tugas harus bertanggung
jawab kepada Presiden. Sistem ini dinamakan sistem pemerintahan
presidensil atau sistem cabinet Presidensil. Namun demikian,
sejak dikeluarkannyamaklumat pemerintah tanggal14 November
1945,sistem pemerintahan presidensil diubah menjadi sistem
pemerintahan parlementer.

Dalam sistem parlementer, kekuasaan pemerintahan dipegang
oleh  seorang perdana menteri dan atau para menteri. Dalam
menjalankan tugasnya menurut UUD 1945 para menteri harus
dipertanggung jawabkan kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR
atau pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini Presiden tidak
lagi menjadi kepala pemerintahan. Para menteri pun tidak lagi
bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana ketentuan pasal 17
uub
1945.

Situasi dan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan makin
meningkatnya ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan,
dan keamanan. Tetapi berkat kebulatan tekad seluruh rakyat waktu itu,
yang terus berjuang menegakkan kemerdekaan, akhirnya bangsa

Indonesia dapat berhasil mempertahankan kemerdekaannya.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan konstitusi yang
kedua dan berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai tanggal 17
Agustus 1950, dalam jangka waktu kurang lebih delapan bulan.
Menurutpengalaman perjuangan kemerdekaan
bangsa Indonesia bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia

sengketa antara Indonesia danBelanda masih belum
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selesai.Dengan melalui perjuangan yang panjang
akhirnya mengundang keterlibatan PBB untuk ikut serta
menyelesaikan persengketaan tersebut. Dengan dilaksanakan
Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag
23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 Nopember 1949, terpaksa
Indonesia harus menerima tiga buah persetujuan pokok berikut
ini.

a. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai
dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945.
Karena yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah kehidupan yang
berkebangsaan Indonesia dalam wadah kesatuan Rl yang merdeka,
bersatu, berdaulat,adi Idanmakmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.

b. Berdasarkan Konstitusi RIS Negara Kesatuan Republik Indonesia
terpaksa berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat.

c. Didirikan Uni-Netherlandmerupakanpersetujuanpemerintah Belanda dan

pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, maka
sejak tanggal 27 Desember 1949 berlaku Konstitusi

Republik Indonesia Serikat. UUD 1945 tidak berlaku sebagai
UUD Negara Federal melainkan hanya berlaku sebagai UUD Negara
Bagian Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dalam rangka
pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Federasi
Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS Ir.
Soekarno ditetapkan sebagai Presiden. Undang-Undang Dasar 1945
hanya berlaku di Negara Republik Indonesia sebagai negara bagian,
yang meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatra dengan ibukota
Yogyakarta.

Sistem ketatanegaraan menurut konstitusi RIS, bahwa negara federasi
merupakan penggabungan dari beberapa negara bagian tanpa menghapuskan
ciri-ciri khas masing-masing negara bagian. Contohnya, negara kesatuan RI
yang beribukota di Yogyakarta dan merupakan negara bagian dari federasi

RIS, sistem pemerintahannya masih berdasarkan pada UUD 1945 untuk
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kepentingan ke dalam. Sedang untuk kepentingan keluar berdasarkan
konstitusi RIS. Dalam hal sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS pada
negara federasi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan
parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Menurut Konstitusi RIS, Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan
harus bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga sistem pemerintahannya
dinamakan sistem pemerintahan parlementer. Adapun wilayah Republik
Indonesia Serikat terdiri atas daerah-daerah berikut ini.

Negarabagianyang terdiri: Republikindonesia, Negara Indonesia
Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra
Timur, dan Negara Sumatra Selatan.

a. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri terdiri atas: Jawa
Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar,
Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

b. Daerah-daerah selebihnya yang bukan daerah bagian.

Konstitusi RIS ini juga masih bersifat sementara, walaupun namanya tidak
disebutkan sementara. Hal ini tampak dari amanat konstitusi agar membentuk
konstituante (badan pembentuk UUD) yang bersama-sama dengan pemerintah
secepatnya menetapkan konstitusi RIS (Pasal 186 Konstitusi RIS).

Bentuk susunan federasi (serikat) nampaknya bukan bentuk susunan yang
dikehendaki oleh rakyat. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan dari berbagai
daerah untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia (Rl Yogyakarta)
yang tetap memperjuangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dicita-citakan sejak 17 Agustus 1945. Penggabungan-
penggabungan semacam itu memang dimungkinkan dan diatur dalam
Konstitusi RIS (Pasal 44). Sehingga sampai bulan Mei 1950, RIS hanya
tinggal 3 negara bagian saja, yaitu: RI, Negara Indonesia Timur, dan Negara
Sumatra Timur.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya diadakan persetujuan
antara Pemerintah RIS (yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara
Sumatra Timur) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Persetujuan itu
ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam persetujuan

itu, kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan negara kesatuan
dengan cara mengubah Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar

Sementara.
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Untuk mewujudkan persetujuan itu, dibentuklah panitia bersama RIS dan
RI. Panitia ini bertugas menyusun Rancangan UUD Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hasil kerja panitia yang diketuai oleh Mr. Soepomo dari RIS dan A.
Halim dari Republik Indonesia, diterima baik oleh RIS maupun RI, sehingga
dengan UU Federal No. 7 Tahun 1950, ditetapkanlah perubahan Konstitusi RIS
menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Undang-undang No. 7
Tahun 1950 menetapkan bahwa UUDS sebagai perubahan dari Konstitusi RIS
mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Jadi, Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang berdasar UUDS 1950 ini mulai sejak 17 Agustus 1950.

3. Undang-undang Dasar Sementara 1950

Negara Federal Republik Indonesia Serikat tidak dapat bertahan
lama. Berkat kesadaran para pemimpin-pemimpin Republik Indonesia
Serikat, dengan dipelopori oleh pemimpin-pemimpin yang republikan,
pada tanggal 17 Agustus 1950 susunan negara Federal Republik
Indonesia Serikat berubah kembali menjadi susunan negara kesatuan
Republik Indonesia. Tetapi masih menggunakan Undang-Undang
Dasar yang lain dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menggunakan
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950
(UUDS 1950). Menurut Undang-undang Dasar ini sistem pemerintah
yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer.

Sesuai dengan namanya, UUDS adalah bersifat sementara. Hal
ini sesuai dengan ketentuan pasal 134, dimana ditentukan bahwa
konstituante (Sidang Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah

selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan
mengantikan UUDS ini.

Konstituante  sebagimana dimaksud pasal 134 ini berhasil
dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan
pada bulan Desember 1955. Pemilihan umum ini dilaksanakan
berdasar UU No. 7 Tahun 1953. Konstituante hasil pemilihan umum ini

diresmikan pada 10 November 1956 di Bandung.

Konstituante yang telah diresmikan ini bekerja untuk menetapkan
UUD sebagai pengganti UUDS. Namun demikian, setelah bekerja
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kurang lebih dua setengah tahun, ternyata belum pula dapat
menyelesaikan sebuah UUD. Perbedaan pendapat dari partai-partai
yang adadalam konstituante sangat tajam. Sementara itu,
pertentangan pendapat diantara partai-partai politik tidak hanya di
dalam badankonstituante, di dalam DPR, dan Badan-badan Perwakilan
lainnya, tetapi juga di dalam Badan-badan Pemerintahan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka kesalahan ditimpakan
pada sistem ketatanegaraan yakni sistem demokrasi liberal. Sistem
demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan yang cenderung dapat
memberikan perlindungan pada kepentingan individu atau kelompok
terutama kaum liberal. Oleh karena itu, kabinet karya dalam
sidangnya tanggal 19 Pebruari 1959 mengambil keputusan untuk
kembali ke UUD 1945. Dalam rangka melaksanakan ide demokrasi
terpimpin, yaitu sistem pemerintahan yang memungkinkan munculnya
pemerintahan otoriter. Keputusan ini berdasar asumsi bahwa UUD
1945 cukup demokratis, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,
dan lebih menjamin pemerintah yang stabil setiap 5 tahun ke depan.
Dalam sidang pleno konstituante tanggal 22 April 1959, Presiden
Soekarno, atas nama pemerintah, berpidato yang berisi anjuran kepada
konstituante untuk menerima berlakunya kembali UUD 1945,
sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Menteri 19 Pebruari 1959.
Untuk menangggapi anjuran pemerintah tersebut, konstituante
kemudian mengadakan sidang untuk menentukan sikap.

Setelah melalui berbagai macam pandangan umum, maka
akhirnya diadakanlahpemungutan suara mengenai penerimaan
kembali UUD 1945. Namun begitu, dari hasil pemungutan suara yang
dilaksanakan sampai 3 kali, yaitu pada 30 Mei 1959, 1 Juni 1959, dan
2 Juni 1959, ternyata tidak dapat menghasilkan suara yang diperlukan,
yaitu diterima dengan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah
suara anggota yang hadir (pasal 137 ayat 2 UUDS).

Keadaan itulah yang kemudian mendorong Presiden Soekarno
untuk mengeluarkan dekrit, yang kemudian dikenal dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut memutuskan:

a. menetapkan pembubaran kostituante;

b. menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa
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Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak
berlakunya lagi UUDS; serta

c. pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Pemberlakuan kembali UUD 1945 berdasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu
ternyata diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan DPR hasil Pemilu
1959, dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, secara aklamasi menerima dan
bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945.

Dekrit itu diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka di hadapan rakyat
pada tanggal 5 Juli 1959, pada hari Minggu pukul 17.00. Dekrit tersebut termuat
dalam Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 tahun 1959. Dengan demikian
berlakulah kembali UUD 1945 dalam kurun waktu sejak 5 Juli 1959 sampai
tahun 1998, sebelum akhirnya diamandemen di era reformasi.

4. Undang-undang Dasar 1945 Periode Kedua
a). Masa Orde Lama (5 Juli 1959 - 11 Maret1966)

Dengan diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945
berlaku kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang
konstitusional.

Demokrasi Konstitusional merupakan demokrasi yang mencita-
citakan tercapainya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh
konstitusi. Demokrasi ini dicirikan oleh adanya pemerintahan yang
kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi (UUD) dan tunduk sepenuhnya
pada hukum dasar.

Dalamdemokrasiyangkonstitusional, penyelesaian
perselisihan dimungkinkandicapai dengancara damaidan
melembaga. Kalaupun ada perubahan politik, hal itu dapat dilakukan

secara damai.

Pergantianpimpinanterlaksana secara teratur. Kekerasan dan

paksaan dalam politik diminimisasi. Keanekaragaman dalam
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1)

2)

masyarakat dipandang wajar, yang tercermin dalam keanekaragaman
pendapat masyarakat.

Setelah UUD 1945 kembali diberlakukan melalui Dekrit Presiden 5
Juli 1959, rakyat Indonesia menaruh harapan akan kehidupan
ketatanegaraan yang stabil dan pemerintahan presidensial yang
demokratis. Sehingga dapat kembali berfungsinya semua alat-alat
perlengkapan negara sebagai perwujudan kehendak rakyat. Namun,
kenyataan berkehendak lain. Kondisi ketatanegaraan demokratis yang
diharapkan seluruh rakyat Indonesia justru menjadi pemerintahan yang
otoriter. Pemerintahan  otoriter tersebut terwujud dalam  sistem
pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Penerapan Demokrasi Terpimpin menyebabkan penyimpangan-
penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan
tersebut di antaranya adalah sebagai berikut ini.

Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah
menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Pelaksnaaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi
pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi
dengan wewenang melebihi yang ditentukan oleh UUD 1945.

MPRS melalui Ketetapan MPRS No. [lI/MPRS/1963, mengangkat Ir.
Soekamno sebagai Presiden seumur hidup.

Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh presiden
karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh DPR.
Kemudian dibentuk DPR Gotong-royong tanpa melalui Pemilu.

Hak budget DPR tidak berjalan pada tahun 1960 karena
pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan
persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi (DPR)
negara dijadikan menteri negara, yang berarti berfungsi sebagai
pembantu presiden.

Kesemua itu merupakan catatan dan pengalaman khusus bagi

bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan UUD 1945. Penyimpangan-
penyimpangan tersebut bukan saja mengakibatkan tidak berjalannya

sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945 melainkan juga
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mengakibatkan memburuknya keadaan politk dan keamanan serta
terjadinya kemerosotan di bidang ekonomi. Keadaan itu mencapai
puncaknya dengan terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia PKI telah 3 Kali
mengkhianati negara dan bangsa Indonesia dengan melakukan
pemberontakan dengan tujuan mengubah dasar negara Pancasila
dengan dasar negara lain. Dalam rangka mengatasi keadaan itu
Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal
Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan. Karena surat perintah itu dikeluarkan pada
tanggal 11 Maret 1966 disebutlan Surat Perintah 11 Maret 1966, yang

disingkat Supersemar.

b). Masa Orde Baru (11 Maret 1966 — 21 Mei 1998)

Dengan berlandaskan surat perintah 11 Maret Letnan Jenderal
Soeharto mengeluarkan keputusan atas nama Presiden pimpinan
besar revolusi membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Keputusan ini
disambut oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, 11 Maret 1966
oleh rakyat dianggap sebagai lahirnya orde baru yaitu orde atau
tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara atas dasar
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Orde baru juga disebut orde pembangunan karena orde baru bertekad
melaksanakan pembangunan nasional sebagai perjuangan untuk
mengisi kemerdekaan.

Orde baru telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam
mengadakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan pada
jaman orde lama dan menggariskan pembaharuan dengan cara yang
konstitusional yaitu melalui sidang-sidang MPRS, vyaitu seperti Sidang
Umum MPRS IV Tahun 1966, Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, dan
Sidang Umum MPRS V tahun 1968.

Sejumlah ketetapan MPRS vyang bersifat prinsipiil telah
dihasilkan dalam Sidang Umum MPRS IV tahun 1966, antara lain:

1) Tap MPRS No. IXIMPRS/1966, yang menyatakan bahwa sebelum
MPR hasil pemilihan umum terbentuk, MPRS berkedudukan dan
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berfungsi sebagai MPR serta semua lembaga-lembaga negara

didudukkan kembali pada posisi dan fungsi sesuai UUD 1945.

2) Tap MPRS No. XI/MPRS/1966, yang menentukan bahwa Pemilu
yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan
selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.

3) Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, mengenai Pembaharuan
Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan

4) Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966, yang dengan permintaan
maaf menarik kembali pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi
menjadi Presiden seumur hidup.

5) Tap MPRSNo. XXII/MPRS/1966, mengenai Penyerdehanaan
kepartaian, keormasan dan kekaryaan.

6) Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran
Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi
Terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan
larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau
mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme (semacam pengukuhan keputusan Pengemban
Supersemar).

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai mengalami
krisis yang bersifat multi dimensi. Krisis ini mengakibatkan makin
menurunnya kinerja pemerintahan. Krisis terus berlangsung dan
memuncak pada tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari
jabatan. Presiden Soeharto turun dari jabatan kepresidenan tepat pada
tanggal 21 Mei 1998 dan selanjutnya diganti oleh Presiden Habibie.
Meskipun pemerintahan sudah diganti tetapi kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah semakin menurun. Maka, MPR menggelar sidang
istimewa pada Bulan November 1998, yang menghasilkan beberapa
Ketetapan MPR, sebagai berikut ini.

1) Ketetapan MPR Rl No. VIII/MPR/1998, tentang Pencabutan
Ketetapan Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik
Indonesia No. IV/MPR/1993 tentang Referendum.

2) Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3) Ketetapan MPR RI No. XIllI/MPR/1998, tentang Pembatasan Masa
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Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

4) Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan dan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang Berkeadilan; serta Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5) Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia.

6) Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan
MPR RI No.lI/MPR/1978  tentangPedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan

tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

c). Masa Era Reformasi (Mulai 21 Mei 1998-Sekarang)

Peristiwa sejarah tanggal 21 Mei 1998, yaitu ketika Presiden
Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah terjadi unjuk
rasa besar-besaran, merupakan awal dari era reformasi. Reformasi
yang dimotori mahasiswa dan pemuda itu menuntut

adanya perubahan-perubahan, diantaranya perubahan
konstitusi yang dipandang belum cukup memuat landasan bagi
kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan
HAM. Oleh sebab itu, UUD 1945 perlu diubah untuk disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan, kebutuhan masyarakat, serta
perubahan zaman.

Tuntutan reformasi total yang dilontarkan masyarakat,
khususnya mahasiswa menjelang lengsernya Presiden Soeharto ada
enam hal.

1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2) Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.

3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia,
serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara ousat dan daerah atau
otonomi daerah.

5) Mewujudkan kebebasan pers.
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6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan amandemen UUD 1945 terus berkembang. Komponen
masyarakat, yang dipelopori mahasiswa, pers, dan LSM secara
konsisten menuntut diagendakannya amandemen UUD 1945.
Pemerintah baru didukung oleh realitas politik di parlemen maupun
partai politik pun mendorong dilakukannya amandemen terhadap UUD
1945. Selanjutnya tuntutan yang disertai berbagai masukan tersebut
ditampung dan dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di dalam
MPR.

Langkah awal yang dilakukan MPR dalam proses Amandemen
UUD 1945 sebagai berikut.

1) MPR memutuskan untuk mencabut Ketetapan MPR

Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Dalam Ketetapan
MPR Nomor IV/IMPR/1983 tersebut ditegaskan bahwa MPR
berketetapan untuk mempertahankan uubD 1945, tidak
berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya,
serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.
Namun apabila MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945,
maka terlebih dahulu MPR harus meminta pendapat rakyat
melalui Referendum. Karena itulah sebelum melakukan
perubahan terhadap UUD 1945, MPR terlebih dahulu mencabut
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tersebut, agar proses
perubahan UUD 1945 menjadi lebih mudah.

2) MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan tersebut menyatakan
“Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang
jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa
jabatan.” MPR mengeluarkan Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pelaksanaan perubahan
UUD 1945 dilakukan oleh MPR melalui empat kali persidangan
dalam kurun waktu empat tahun, yaitu dari tahun 1999 sampai
dengan tahun 2002.
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C. Amandemen Terhadap Konstitusi Atau UUD 1945

Undang-undang Dasar merupakan suatu dokumen negara yang
dinamis dan menjadi ukuran penyelenggaraan negara itu sendiri.
Undang-Undang Dasar 1945 pada perkembangan hidup bangsa dan
tantangan hidup, awal abad XXI| dirasa belum cukup menjadi landasan
bagi kehidupanyang  demokratis, pemberdayaan rakyat, dan
penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya masih terdapat pasal-
pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi
penyelenggara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang dapat
menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang
kehidupan.

Dalam hal ini agar memperoleh aturan dasar mengenai jaminan
dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi rakyat
agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi maka perlu
diadakan amandemen UUD 1945. Selanjutnya sebagai konsekuensi
logis dengan adanya Tap MPR No. IV/MPR/1983 yang isinya
kehendak untuk tidak akan melakukan perubahan UUD 1945 perlu
dicabut terlebih dahulu. Untuk melakukan pencabutan Tap MPR No.
IV/IMPR/1983 perlu dikeluarkan ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998.

Tentang tata cara perubahan undang-undang dasar telah diatur
dalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “untuk mengubah undang-
undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah  anggota
Majelis Permusayawaratan Rakyat harus hadir’, sedangkan ayat 2
pasal yang sama menyebutkan putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Adapun pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945
secara sistematis melalui tahapan sidang umum dan sidang tahunan
sampai empat kali perubahan konstitusi pada empat sidang MPR

sebagai berikut ini.

1. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada
Sidang Umum MPR tahun 1999 (tanggal 14 sampai dengan 21
Oktober 1999).

2. Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 dilakukan pada
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sidang tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18
Agustus 2000)

3. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 dilakukan pada
sidang tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9
November 2001)

4. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada
sidang tahunan MPR tahjun 2002 (tanggal 1 sampai dengan 11
Agustus 2002)

Berkaitan dengan perubahan UUD 1945 tersebut kesepakatan
dasar yang dicapai oleh fraksi-fraksi MPR adalah sebagai berikut:

1. tidak mengubah pembukaan UUD 1945;

2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil;

4. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normatif
dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945;

o

perubahan dilakukan dengan cara “adendum”; dan
6. pasal-pasal dalam batang tubuh menjadi : 21 bab, 73 pasal, 170
ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.
Berdasarkanhasil kesepakatan dasar tersebut diatas Pembukaan
UUD 1945 tidak diadakan perubahan karena Pembukaan UUD 1945
bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad
dan semangat serta cita-cita moral dan cita-cita hukum yang ingin
ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Selain itu,
dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang sangat
mendasar.
1. Alinea pertama.
a. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
dalam melawan penjajah dalam segala bentuk.
b. Pernyataan subyektif bangsa Indonesi untuk menentang dan
menghapus penjajahan di atas dunia.
c. Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
d. Pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap

bangsa untuk berdiri sendiri.
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. Alinea kedua.

a. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah

melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk
menyatakan kemerdekaan.

Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus
diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

. Alinea ketiga.

a. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

b. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia

terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara
kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia
maupun di akhirat.

Pengukuhan pernyataan proklamasi Indonoesia

. Alinea keempat.

C.

d.

. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia.

Kemerdekaan kebangsaaan Indonesia yang disusun dalam
suatu Undang Undang Dasar.

Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan

kedaulatan rakyat (demokrasi).

e. Dasar negara Pancasila.

Pembukaan UUD 1945, selain mempunyai makna yang sangat

mendalam juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi
suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut
mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum
dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum tidak
tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD
1945 adalah sebgaia berikut ini.

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
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mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.

4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.

Makna yang terkandung dalam amandemen terhadap UUD

1945 dapat dinyatakan sebagai berikut ini.

1. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain

merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan
dengan pidato Ir. Soekarno, ketua panitia penyusun Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam
rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal
18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu ua menyampaikan
antara lain, “Bahwa ini adalah sekedar Undang Undang Dasar
Sementara, Undang Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali

boleh dikatakan pula, inilah  revolutiegrondwet.
Nanti kita membuat Undang Undang Dasar yang lebih sempurna
dan lengkap.

2. Perubahan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar
guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.
3. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik
Indonesia tahun 1945 memenuhi sila keempat
Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang
penerapannya berlangsung di dalam sistem perwakilan atau
permusyawaratan. Orang-orang yang duduk di dalam merupakan
hasil pemilihan umum hal itu selaras dengan  perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
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mengenai pemilhan presiden dan wakil presiden serta anggota

lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

D. Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan Nasional

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu

proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada

dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan

penyebar luasan.
Dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Dasar hukum peraturan perundang-undangan selalu peraturan

perundang-undangan

b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat

dijadikan landasan yuridis.

c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya
dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-
undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.

d.Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan
perundang-undangan lama.

e. Peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah.

f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat  khusus
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat
umum.

g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda.

Karena fungsinya, UUD 1945 juga sebagai alat kontrol, papan
uji atau alat untuk mengecek kesesuaian norma hukum yang berada di
bawahnya. UUD 1945 adalah peraturan hukum tertinggi menurut tata
urutan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun tata urutan
Peraturan Perundang-undangan RI menurut Undang-undang Republik
Indonesia No. 10 Tahun 2004 sebagai berikut ini.
1. UUD 1945;
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Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah.
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BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3

OTONOMI DAERAH

A. Kompetensi dan Indikator

Kompetensi:

Setelah mempelajari  materi Otonomi Daerah, diharapkan anda
memahami tentang Otonomi Daerah, dan pentingnya partisipasi

masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik di daerah.

Adapun indikatornya adalah

1.

Menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia

2. Menguraikan tentang penyelenggara pemerintahan negara.

3. Menguraikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan

N a o b~

negara,

Menjelaskan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Menguraikan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah,

Menjelaskan arti kebijakan umum.

Menguraikan macam-macam kebijakan umum

Menguraikan peranan masyarakat dalam menetapkan kebijakan
umum

Menjelaskan peran partai politik dalam menyerap kebijakan umum.

B. Uraian Materi

1.

Latar Belakang Otonomi Daerah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri beribu- ribu

pulau, baik besat maupun kecil yang tersebar di seluruh Nusantara yang

sangat luas. Negara Indonesia adalah negara heterogen yang memiliki

171



keberagaman suku bangsa dan kebudayaan. Dengan
kemajemukan tersebut tentu akan berimplikasi terhadap berbagai
masalah yang mendasar. Setiap daerah memiliki permasalahan yang tidak
sama dengan daerah yang lain. Kondisi itu memerlukan strategi dan
pendekatan yang berbeda untuk pemecahannya. Oleh karena itu dalam
penyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan
pembangunan daerah diperlukan pendekatan yangsesuai dengan
kondisi permasalahan masing-masing daerah.

Semasa pemerintahan oerde baru, kebijakan didaerah
ditetapkan dari pusat (pendekatan top down). Banyak kebijakan
tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah. Misalnya, UU. No. 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana nama-nama desa
diseragamkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kebijakan tersebut
kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, sebab tidak sejalan
dengan keinginan atau harapan masyarakat. Salah satu upaya untuk
mengatasi ketidak sesuaian antara kebijakan pusat dengan kondisi
daerah harus segera ditetapkan sebuah kerangka kebijakan yang
sangat strategis, yaitu otonomi daerah.

Sejaah otonomi daerah di Indonesia cukup panjang, yang diatur
dengan undang-undang sebagai berikut:

)-  UU. No. 1 Tahun 1945

). UU. No. 28 Tahun 1948

). UU. No. 1 Tahun 1957

). UU. No. 18 Tahun 1965

e. UU. No. 5 Tahun 1974

f. UU. No. 22 Thaun 1999, yang disempurnakan dengan UU. No. 32

A QO N -

Tahun 2004

2. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu
orang Wakil Presiden dan para Menteri Negara. Sedangkan
penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan

DPRD. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Azas
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Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

a. Asas kepastian hukum

o

Asas tertip penyelenggara Negara
Asas kepentingan umum
Asas keterbukaan

Asas proporsionalitas

- o o o

Asa akuntabilitas

Asas Efisiensi

5 @

Asas efektifitas

(Ps. 3 UU. No. 28 Tahun 1999, yo Ps 19 dan 20 UU. No. 32 Tahun
2004)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah
menggunakan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan
dekonsentrasi. Khusus penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan.

173



Penyelenggaraan
Pemerintahan Ps.

19 7 ps 20

Asas Umum

Penyelenggara 1.Kepastian Hukum
Pemerintahan .
— —p | 2.Tertip Penyelenggaraan <+

Negara
3.Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5.Proporsionalitas
6. Profesionalitas

v o

Presiden 7'Aku.n tal?lhtas Pemerintah
dibantu 8.Efisiensi Daerah &
Lan 9. Efektifitas

Wapres DPRD
&Menneg (ps. 3 UU. 28 Th.1999

Ps. 20 ayat 1

Penyelenggar
aan
pemerintahan
daerah

Ps. 20 ayat 2
1. Asas Desentralisasi

v

2. Asas Dekonsentrasi
3.Asas Tugas Pembantuan

Ps. 20 ayat 3
1. Asas Otonomi
2. Asas <
Tugas
Pembantuan

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan desentralisasi  mensyaratkan pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Pembagian

urusan pemerintahan tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa
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selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan

Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan

hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan Pemerintahan dimaksud

meliputi:

Politik Luar Negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan
menunjuk warga negara untuk duduk dalam lembaga internasional,
menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan
negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan lain
sebagainya.

a. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk Angkatan
Bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara
atau sebagian wilayah negara dalam keadaan behaya,
membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan
pesenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, dan lain
sebagainya.

b. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk Kepolisian
Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak
kelompok atau organisasi yang mengganggu kemanan nasional
dan lain sebagainya.

c. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata
uang, mentukan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran
uang, dan lain sebagainya.

d. Agama, misalnya menetapkan hari lebir keagamaan, pengakuan
terhadap keberadaan suatu agama, dan lain sebagainya.

e. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, merngangkat
Hakim dan Jaksa, mendirikan Lembaga Pemasyarakatan,
menetapkan kebijakan kehakiman dan Keimigrasian, memberi
grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, dan lain sebagainya.
Sedangkan dalam urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah di luar keenam wurusan pokok di atas,
Pemerintah dapat: (a) menyelenggarakan sendiri sebagian urusan
pemerintahan; (b) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
Gubernur  selaku wakil Pemerintah (dekonsentrasi), (c) menugaskan
sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkanasas tugas pembantuan (medebewind).
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Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas
pembantuan (medebewind) pada dasrnya merupakan keikut sertaan
Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau
kuasa dari Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan

urusan pemerintah di bidang tertentu.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas
otonomi dan tugas pembantuan (medebewind). Prinsip  otonomi
daerah menggunakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusa
pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan
dalam Undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi luas diarahkan untuk memacu pemerataan
pembangunan di daerah, dalam rangka meneingkatkan kesejahtraan
rakyat. Di samping itu otonomi luas juga akan meningkatkan prakarsa dan
peran serta aktif masyarakat dalam pemberdayaan potensi yang ada di
daerah. Sehubungan dengan itu maka pemberian otonomi luas pada

derah dimaksudkan untuk lebih mempercepat proses
pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Bukan bertujuan
untuk memperkuat kemampuan daerah agar dapat melepaskan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan asas otonomi luas, dilaksanakan pula prinsip otonomi
yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu
prinsip bahwa wuntuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas,wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada
dan Dberpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan

potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi
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setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Otonomi bertanggungjawab adalah otonomi yang disertai
dengan dengan pertanggungjawaban daerah sebagai konsekuensi dari
pemberian kewenangan dan hak yang luas kepada daerah. Dalam hal ini
pelaksanaan otonomi benar-benar harus sejalan dengan tujuan dan maksud

pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk
pemberdayaan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang
merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pemberian otonomi
daerah yang bertanggungjawab akan memperkokoh NKRI. Dengan kata lain
memberikan tanggungjawab kepada daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri berdasarkan prinsip Negara Kesatuan.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip di atas penyelenggaraan
otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan
aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu pelaksanaan
otonomi daerah harus pula dapat menjalin kerja sama dengan daerah
lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, serta
mencegah terjadinya ketimpangan antar daerah. Selanjutnya otonomi
daerah harus pula dapat menjamin hubungan yang serasi antara daerah
dengan pemerinta, artinya harus dapat memelihara dan menjaga keutuhan
wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah, hak daerah adalah:
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan;

Memilih pimpinan daerah

mengelola aparatur daerah

mengelola kekayaan daerah

memungut pajak dan retribusi daerah

o a0 T o

mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnyayang berada di daerah

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.
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Sedang yang menjadi kewajiban daerah, meliputi:

a.

© o o o

Q@

melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan
kerukunan nasional serta keutuhan NKRI

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
mengembanmgkan kehidupan demokrasi

mewujudkan keadilan dan pemerataan

meningkatkan pelayanan dasar pendidikan f.

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
mengembangkan sistem jaminan sosial

menyusun perencanaan dan tata ruangdaerah
mengembangkan sumber daya produktif di daerah
melestarikan lingkungan hidup

mengelola administrasi kependudukan

. melestarikan nilai sosial budaya

membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan
sesuai denga kewenangannya

kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum (Kebijakan Publik)

Kebijakan umum adalah program-program yang ditetapkan oleh
pemerintah (dalam arti luas) untuk mencapai tujuan masyarakat.
Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Daerah merupakan bentuk-bentuk kebijakan umum di
Indonesia. Kebijakan umum merupakan terjemahan dari kata public
policy.

Kebijakan umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Kebijakan umum yang bersifat ekstraktif

Kebijakan umum yang bersifat ekstraktif adalah keputusan poitik
pemerintah yang berisi ketentuan untuk menyerap sumber-sumber
material maupun sumber daya manusia yang ada di masyarakat.
Misalnya: Undang Undang dan Peraturan tentang pajak, retribusi

sebagai kebijakan umum menyerap sumberr daya material dari
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masyarakat. Peraturan Pemerintah tentang penerimaan pegawai
negeri sipil sebagai kebijakan umum yang mnyerap sumber daya

manusia dari masyarakat.

b. Kebijakan umum yang bersifat alokatif dan distributif

Kebijakan umum vyang bersifat alokatif dan distributif adalah
kebijakan politik pemerintah berisi ketentuan untuk memilih dan
membagikan sumber-sumber mareial kepada masyarakat. Misalnya:
kebijakan membangun jalan tol, memberi distribusi bahan bakar
minyak. Memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin,

dan lain sebagainya.

c. Kebijakan umum yang bersifat regulatif

Kebijakan umum yang bersifat regulatif adalah kebijakan politik
yang berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur perilaku anggota
masyarakat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban
masyarakat dan menjamin hak-hak asasi warga dari penyalah gunaan
kekuasaan oleh para penyelenggara negara atau kelompok-kelompok
dominan di masyarakat. Apakah peranan masyarakat  dalam
menetapkan kebijakan publik ? Dan bagaimana cara menyalurkannya
5

Peranan masyarakat sangat diperlukan dalam merumuskan

kebijakan umum/publik,agar ada sinkronisasi antara keinginan

masyarakat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal-

hal yang termuat dalam kebijakan umum merupakan perpaduan antara

berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Berbagai

kepentingan tersebut ada klalanya sejalan, tetapi sering pula

bertentangan. Berbagai kepentingan itu kemudia dipadukan oleh

partai-partai politk dan para pembuat kebijakan umum agar

memunculkan kebaikan untuk bersama.

Peranan  masyarakat tentu sangat diperlukan, dan

menyalurkannya pada partai-partai politik  yang berperan

pengumpulkan beragam aspirasi yang berasal dari masyarakat, lalu

memdukannya menjadi alternatif kebijakan umum untuk diperjuangkan

melalui wakil-wakil mewreka di DPR/DPRD atai Pemerintah dan/atau
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Pemda.

Langkah-langkah Partai politik menyerap aspirasi masyarakat, terdiri
atas:

1. Pengumpulan data

2. Pengolahan data

3. Pengakjian bahan pustaka

4

Klarifikasi aspirasi

E. Latihan

Tugas Kelompok

1. Bentuk kelompok, setiap kelompok maksimal 5 orang

2. Diskusikan dalam kelompok, apa yang melatarbelakangi dilakukannya
amanedemen terhadp UUD 1945.

3. Buat laporan tiap kelompok

4. Sampaikan dalam disikusi kela
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F. Rangkuman

1.

Konstitusi merupakan dasar susunan badan politik negara.
Konstitusi menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara,
yaitu berupa kumpulan peraturan yang dipakai untuk membentuk,

mengatur, atau memerintah negara.

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara RI berfungsi sebagai sumber
hukum tertinggi dan juga sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol berarti
menjadi papan uji atau alat untuk mengecek kesesuaian norma hukum

yang berada di bawahnya.

UUD 1945 sebagai peraturan hukum tertinggi menurut tata urutan norma

hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun tata urutan Peraturan Perundang-

undangan Rl menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004

sebagai berikut ini.

a. UUD 1945;

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Konstitusi yang pernah berlaku dan masa berlakunya konstitusi- konstitusi

tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Undang-undang Dasar Proklamasi yang dikenaldengan Undang-undang
1945 Periode pertama. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai
dengan 27 Desember 1949.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya 27
Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

c. Undang-undang Dasar Sementara 1950. Masa berlakunya 17 Agustus
1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

d. Undang-undang Dasar 1945 Periode kedua. Masa berlakunya 5 Juli
1959 sampai dengan tahun 1998.
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e. Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Masa

berlakunya mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang.

Pada hakekatnya sistem pemerintahan yang diberlakukan dinegara-
negara demokrasi adalah sistem parlementer atau presidensiil. Kriteria
yang dipakai untuk membedakan sistem pemerintahan parlementer
dan presidensiil adalah tergantung proses terbentuknya badan/lembaga
negara yang bersangkutan.

Berkaitan dengan perubahan UUD 1945, terjadi kesepakatan dasar yang
dicapai oleh fraksi-fraksi MPR sebagai berikut:

a. tidak mengubah pembukaan UUD 1945;

b. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil;

d. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normatif

dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945;

@

perubahan dilakukan dengan cara “adendum”; dan
f. pasal-pasal dalam batang tubuh menjadi: 21 bab, 73 pasal, 170

ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas otonomi dan
tugas pembantuan (medebewind). Prinsip otonomi daerah menggunakan
otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar

yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Sejalan dengan asas otonomi luas, dilaksanakan pula prinsip otonomi
yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu
prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas,wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai

dengan potensi dan kekhasan daerah

Penyelengaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi padapeningkatan
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10.

11.

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikankepentingan dan
aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain
itu pelaksanaan otonomi daerah harus pula dapat menjalin kerja sama
dengan daerah lainnya, sehinggadapat meningkatkan kesejahteraan

bersama, serta mencegah terjadinya ketimpangan antar daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan
desentralisasi mensyaratkan  pembagian  urusan pemerintahan antara
Pemerintah dengan Daerah Otonom. Pembagian urusan pemerintahan
tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai
urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan
pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa

dan negara secara keseluruhan.

Kebijakan umum adalah program-program yang ditetapkan oleh pemerintah
(dalam arti luas) wuntuk mencapai tujuan masyarakat. Peranan
masyarakat sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan umum/publik,
agar ada sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah.
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Tes Formatif
I. Pilihan ganda

Jawablah Soal-soal dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X)

pada huruf a, b, ¢ atau d yang kalian anggap betul atau paling tepat!

1. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar memiliki perbedaan yang
sebenarnya tidak prinsip, yaitu:
a. Konstitusi merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar
b. Konstitusi mencakup di dalamnya Undang-Undang Dasar
c. Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis
d. Undang-Undang Dasar mencakup hukum dasar tak tertulis

2. Konstitusi suatu negara dirumuskan umumnya mengatur tentang,

kecuali:
a. bentuk negara c. bentuk pemerintahan
b. dasar negara d. sistem pemerintahan

3. Konstitusi suatu negara disusun sesuai dengan .... a.
wawasan kebangsaannya
b. karakteristik bangsanya
c. falsafah bangsanya
d. sistem ketatanegaraannya
4. Agar dapat berpartisipasi aktif membangun negaranya maka setiap
warga negara harus ....
a. mengetahui isi konstitusi
b. tahu arti konstitusi negaranya
c. memahami konstitusi negaranya
d. berjiwa besar sebagai bangsa
5. Konstitusi dapat disamakan dengan UUD, karena ....
a. baik konstitusi maupun UUD itu ada yang tertulis dan ada yang
tidak tertulis
b. Konstitusi dan UUD itu dibuat untuk tujuan yang sama
c. Konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945 mempunyai arti
yang sama

d. semua peraturan dasar yang didokumentasikan dapat disebut

Konstitusi atau UUD
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6.

7.

Konstitusi atau UUD itu memuat hak-hak rakyat yang diperintah
karena ....

a. hak-hak rakyat itu awal lahirnya konstitusi

b. konstitusi itu memuat peraturan yang bersifat legal

c. konstitusi merupakan sekumpulan asas-asas hukum

d

. adanya jaminan dan perlindungan hukum pada hak-hak rakyat

Konvensi adalah konstitusi yang tidak bersifat hukum sehingga ....
a. konvensi itu tidak tertulis

b. konvensi itu tidak didokumentasikan

c. konvensi itu berbeda dengan konstitusi

d

. jika terjadi pelanggaran tidak dapat dituntut dimuka pengadilan

8. Kedudukan konstitusi atau UUD 1945 dalam peraturan perundang-

undangan negara Indonesia .........

a.
b.

orang tabu untuk memperbaharui Undang-undang Dasar
melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen itu yang
dikehendaki

c. Undang-undang Dasar 1945 itu memang sudah bersifat supel

Undang-undang Dasar 1945 itu merupakan peraturan

perundangan yang tertinggi dalam negara

9. Ketidakberhasilan UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan prinsip

demokrasi, prinsip negara hukum dan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia karena

a.
b.

C.

UUD 1945 memiliki sifat singkat

UUD 1945 tidak bersifat lengkap

UUD 1945 tidak memuat sistem keseimbangan dan
pengawasan

UUD 1945 memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada

MPR

10. Reformasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut

UUD 1945 setelah amandemen khususnya dalam hak kekuasaan

eksekutif adalah ....

a.
b.

adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
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11.

c. pembatasan jabatan presiden dan pemilihan langsung

d. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilu

Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemerintahan ?

A. Presiden dibantu seorang Wakil Presiden dan para menteri ngara
B. Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
C. Presiden dan para penasihat-penasihat Presiden

D. Presiden dibantu oleh para menteri-menteri

12. Sebutkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah!

A. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan
B. Sentralisasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan
C. Otonomi dan tugas perbantuan

D. Desentralisasi, otoinomi, dan dekonsentrasi

13. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
disebut....

A. Tugas Perbantuan

B. Sentralisasi

C. Dekonsentrasi

D. Desentralisasi

14. Pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah tertentu, disebut ....
A. Sentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Tugas Perbantuan
15. Salah satu hak Pemerintah Daerah adalah ....
A. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
B. Mengembangkan kehidupan demokrasi
C. Memilih pimpinan daerah
D. Mengelola administrasi kependudukan

16. Keputusan politik pemerintah yang berisi ketentuan untuk menyerap
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sumber-sumber material maupun sumber daya manusia yang ada di
masyarakat, disebut ....

A. Kebijakan umum yang bersifat deklaratif

B. Kebijakan umum yang bersifat konstitutif

C. Kebijakan umum yang bersifat distributif

D. Kebijakan umum yang bersifat ekstraktif

17. Peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.
Termasuk .....
A. Kebijakan umum yang bersifat ekstraktif
B. Kebijakan umum yang bersifat konstitutif
C. Kebijakan umum yang bersifat distributif

D. Kebijakan umum yang bersifat regulatif

18. Kebijakan umum pemberian Bantuan Langsung Tunai, termasuk ....
A. Kebijakan umum yang bersifat ekstraktif
B. Kebijakan umum yang bersifat alokatif dan distributif
C. Kebijakan umum yang bersifat konstitutif

D. Kebijakan umum yang bersifat regulatif

19. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah ....
A. Mengelola kekayaan daerah
B. Mengelola apratur daerah
C. Memilih pemimpin daerah

D. Melestarikan nilai-nilai sosial budaya

20. Pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah, termasuk pelaksanaan
asas....
A. Tugas Perbantuan
B. Sentralisasi
C. Dekonsentrasi

D. Desentralisasi
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BUKU 4

SISTEM HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN,
DAN PERADILAN NASIONAL
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BAB | PENDAHULUAN

A. Deskripsi
Buku ajar ini akan membahas tentang (1) sistem hukum nasional; (2)
sistem peradilan nasional; (3) peranan lembaga-lembaga peradilan; (4) sikap yang
sesuai ketentuan hukum yang berlaku; (5) upaya pemberantasan korupsi di Indo-
nesia; dan (6) peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sesuai ruang lingkup materi yang tercakup dalam buku ajar ini, maka pe-
nyajiannya dibagi ke dalam empat kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas
sistem hukum di Indonesia; kegiatan belajar 2 membahasa perundang-undangan
nasional; kegiatan belajar 3 membahas sistem peradilan nasional; dan kegiatan
belajar 4 membahasa pemberantasan korupsi di Indonesia.
B. Prasyarat
C. Petunjuk belajar

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan agar Anda mengetahui
kemampuan yang diharapkan dapat dicapai dan kegiatan belajar yang akan
disajikan.

2. Bacalah sekilas uraian dalam setiap kegiatan belajar dan carilah istilah-istilah
yang Anda anggap baru. Carilah makna istilah-istilah itu dalam glosarium.

3. Pelajari secara rinci pengertian-pengertian dalam setiap kegiatan belajar,
diskusikan sesama peserta.

4. Jawablah semua pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan belajar sebagai
latihan, diskusikan dengan sesama peserta, teman sejawat guru atau
instruktur Anda.

5. Kerjakan soal-soal Tes Formatif pada setiap akhir kegiatan belajar, diskusikan
dengan sesama peserta PLPG, teman sejawat guru atau instruktur Anda.
Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif pada akhir
modul ini.

6. Buatlah rencana kegiatan belajar yang berkaitan dengan isi modul ini
berdasarkan RPP di sekolah Anda.
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D. Kompetensi dan Indikator
Kompetensi umum yang diharapkan setelah Anda mempelajari buku ajar

ini adalah dapat menguasai konsep kedaulatan rakyat, demokrasi, hak azasi ma-
usia, dan kemerdekaan berpendapat serta penerapannya di dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setelah mempelajari buku ajar ini diharapkan Anda dapat:

Menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi hukum;

mengidentifikasi jenis-jenis hukum nasional;

membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum;

menjelaskan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia;

mendeskripsikan hirarki pengadilan umum;

menjelaskan fungsi lembaga peradilan;

menunjukkan perbedaan proses antara peradilan sipil,

peradilan militer, dan proses peradilan khusus korupsi;

© ©®© N OOk Wb

mendeskripsikan proses perkara pidana dan perdata dalam lingkungan
peradilan umum;
10. menghormati setiap keputusan pengadilan; serta

11. mampu mendemonstrasikan proses peradilan perkara di pengadilan.
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BAB Il SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Kompetensi dan Indikator
1. Kompetensi

a. Memahami konsep tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Memahami jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Indikator
a. Mendeskripsikan pengertian hukum dan sistem hukum.
b. Menyimpulkan tujuan dan fungsi hukum.
c. Menunjukkan jenis-jenis hukum Indonesia.
d. Memeberikan contoh subjek, objek, peristiwa, sanksi, dan sumber

hukum.

B. Uraian Mater

1. Sistem Hukum Indonesia
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara
hukum. Dapatkah Anda mengartikan negara hukum? Bagaimana ciri-ciri negara hukum
itu? Negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana pemerintahannya
berdasarkan hukum. Pada prinsipnya negara hukum memiliki tiga azas, yaitu:
a. pengakuan dan perlindungan hak
asasi manusia (HAM);
b. peradilan yang bebas dan tidak
memihak; dan
c. adanya kepastian hukum (legalitas
hukum).

Dalam negara hukum, segala

tindakan pemerintah dan warganegara

Gambar 2.1 Polisi memeriksa barang bukti tentang
dugaan kejahatan.
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harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum digunakan sebagai dasar dan
pedoman untuk mengatur kehidupan berma-syarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam segala aspek. Perhatikan gambar 2.1 Apa yang dilakukan polisi terhadap
pelanggar lalu lintas? Mengapa demikian?

Dalam kehidupan berma-syarakat, berbangsa, dan ber-negara ada berbagai
jenis peraturan/hukum. Misalnya, UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
mengatur ketertiban berlalu lintas di jalan. Peraturan tersebut bersifat memaksa.
Artinya yang melanggar peraturan dapat dipaksa menerima sanksi, baik berupa
kurungan maupun denda. Contoh lain adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak
pidana.

Keseluruhan hukum yang berlaku dalam negara Indonesia saling berkaitan,
saling melengkapi, dan saling menentukan secara fungsional sehingga merupakan
suatu sistem. Keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara itu disebut sistem
hukum. Apakah sistem hukum itu? Sistem hukum merupakan unsur-unsur hukum dan
berlakunya hukum dalam kehidupan. Secara umum dapat disebutkan unsur-unsur

sistem hukum yang terdiri atas tiga hal.

a. Substansi hukum atau materi hukum, yaitu peraturan yang dipakai oleh para pelaku
hukum pada waktu melakukan perbuatan serta hubungan hukum yang terjadi.
Materi hukum terkait dengan aturan hukum menurut jenisnya, seperti hukum
pidana, perdata, dagang, tata usaha negara, dan hukum yang didasarkan kepada
keyakinan agama (hukum Islam). Materi hukum juga terkait dengan bentuk formal
dari hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional, yaitu UUD,

UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

b. Struktur hukum atau susunan hukum, yaitu pola yang memperhatikan bagaimana
hukum dijalankan menurut ketentuan hukum formal serta proses hukum dijalankan.
Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga hukum dan para penegak hukum

yang bekerja di dalamnya.

c. Kultur hukum atau budaya hukum, yaitu kebiasaan dalam praktik hukum yang

berlaku. Budaya hukum terkait dengan kepentingan akan berlakunya hukum secara
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baik, yaitu lahirnya ketertiban dan keadilan yang menjadi tuntutan dan harapan dari
rakyat atau pemakai hukum.
Sebelum Anda memahami lebih lanjut terhadap unsur-unsur sistem hukum

nasional, maka perlu memahami lebih dulu mengenai :

a ).Unsur-unsur yang melekat pada pengertian hukum. Hukum itu merupakan suatu
yang abstrak, sehingga untuk memahami arti hukum yang sebenarnya, maka Anda
dapat mengenali dari unsur-unsur hukum itu. Unsur-unsur yang melekat pada hukum
terdiri atas empat hal, yaitu:

1) peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat,

2) peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang,

3) peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan

4) sanksi terhadap pelanggar peraturan itu tegas.

Berdasarkan unsur-unsur yang melekat pada konsep hukum itu, maka sekarang

Anda bisa memahami apa itu hukum. Coba, Anda kemukakan pengertian hukum

berdasarkan unsur-unsur tersebut!

b).Ciri-ciri hukum. Apabila Anda membaca peraturan
tata tertib sekolah sebagai hukum yang berlaku di
sekolahmu, maka Anda akan segera mengenali
ciri-ciri yang terdapat dalam peraturan sekolah
tersebut. Ada dua unsur yang menjadi ciri sebuah

hukum (peraturan), yaitu:

1) adanya perintah atau larangan, dan

Gambar 2.2 Dewi Keadilan sebagai
lambang pengadilan. Dalam sistem
hukum negara mana pun, keadilan
selalu menjadi dambaan, harus

195 diperjuangkan dan ditegakkan.



2) perintah atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang dengan akibat

diberikannya sanksi hukum bagi yang tidak mentaatinya.

¢). Tujuan hukum. Hukum dibuat oleh masyarakat atau negara, yang sebenarnya adalah
mencerminkan keinginan rakyat, termasuk Anda dan teman-temanmu sebagai
warga masyarakat dan warganegara. Setiap orang berbuat sesuatu pasti memiliki
tujuan. Hukum yang dibuat dan berlaku juga memiliki tujuan yang pasti, yaitu:
1) untuk mewujudkan tertib hidup bersama di dalam masyarakat (kepastian
hukum) secara damai, serta

2) mencapai keadilan (memelihara rasa keadilan) dalam masyarakat.

2. Jenis—jenis Hukum Nasional
Apa saja jenis-jenis hukum yang berlaku di negeri ini? Hukum nasional kita
dapat dikelompokkan menurut beberapa sudut pandang masyarakat terhadap hukum
itu sendiri. Hukum bisa dilihat dari dimensi bentuk, waktu berlakunya, sifat atau daya
kerjanya, fungsinya, isinya, dan wilayah berlakunya.
a. Menurut bentuknya terbagi atas dua macam hukum.

1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Anda bisa melihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan buku-buku
perundang-undangan lainnya.

2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berada dalam keyakinan dan ditaati oleh
masyarakat. Masyarakat Indonesia pada umumnya meyakini bahwa menipu atau
berbohong itu tidak baik. Karena berbohong itu tidak baik, maka bagi
pembohong akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Dalam pengertian yang
lebih formal, terdapat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, walaupun tidak
dituangkan dalam hukum, seperti prinsi keterbukaan, kejujuran, kepastian
hukum, dan tidak melebihi kewenangan di dalam mengambil keputusan.

b. Menurut waktu berlakunya terbagi atas dua macam hukum.

1) Hukum positif / ius konstitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini.

2) Hukum cita/ide/ius konstituendum, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang

akan datang.

c. Menurut sifat atau daya kerjanya terbagi juga atas dua macam.
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1) Hukum pemaksa, yaitu hukum yang bersifat memaksa, harus ditaati.
2) Hukum pelengkap, yaitu hukum yang sifatnya melengkapi dan mengatur.
d. Menurut fungsinya hukum juga terbagi atas dua macam.

1) Hukum material, yaitu hukum yang fungsinya memuat isi hukum.

2) Hukum formal, yaitu hukum yang fungsinya memuat tata cara menegakkan
hukum material (disebut juga hukum acara).

e. Menurut isinya atau kepentingan yang diaturnya terbagi atas hukum publik dan
hukum privat.

1) Hukum Publik, yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan umum, yaitu
mengatur hubungan hukum antara warganegara dan negara (pemerintah).
Hukum publik terdiri atas empat macam.

e Hukum Pidana.

e Hukum Tata Negara.

e Hukum Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara.
e Hukum Internasional.

2) Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang isinya mengatur kepentingan
perseorangan atau hubungan hukum antara sesama warganegara. Hukum
privat terdiri atas dua macam.

e Hukum Perdata.
e Hukum Perniagaan (Dagang).
f.  Menurut wilayah berlakunya, hukum digolongkan menjadi tiga macam.

1) Hukum Lokal, yaitu hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah,
wilayah adat).

2) Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku secara nasional.

3) Hukum Internasional, yaitu hukum yang berlaku bagi dua negara atau lebih.

4) Hukum Asing,yaitu hukum yang berlaku bagi orang asing

3. Fungsi Hukum
Apakah fungsi hukum itu? Bagaimana kehidupan masyarakat seandainya
tidak ada hukum? Mungkinkah warga masyarakat merasa aman dan memperoleh ke-
adilan? Berdasarkan tujuan hukum yang telah dibahas di atas, maka dapat dinyatakan

bahwa hukum memiliki tiga fungsi.
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a. Fungsi perlindungan, artinya melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan
tindakan yang datang dari sesama manusia, baik yang mengatasnamakan sebagai
pribadi maupun kelompok/lembaga.

b. Fungsi keadilan, artinya
menjaga, melindungi, dan
memberikan keadilan bagi
hukum yang tidak adil
apabila hukum yang ber-
sangkutan melanggar -ni-
lai dan hak-hak yang kita

percayai.

c. Fungsi pembangunan,
artinya alat tercapainya tu-
juan pembangunan sekaligus alat kontrol pembangunan agar dilaksanakan secara
adil.

4. Subjek, Objek, Peristiwa, dan Sanksi Hukum

a. Subjek Hukum

Apakah yang dimaksud subjek hukum? Siapa saja yang termasuk subjek hukum
itu? Subjek hukum adalah segala
sesuatu yang dapat memperoleh hak
dan kewajiban dari hukum, atau
sebagai pemegang atau penyandang
hak dan kewajiban. Subjek hukum
dalam sistem hukum, meliputi manusia

dan badan hukum.

1) Manusia. Setiap manusia dipandang i » 5
ambar 2.4 Anak-anak termasuk yang wajib

dan dilindungi oleh tatanan hukum dilindungi oleh hukum, tetapi mereka bukanlah subjek

) ) hukum. Sebab, anak bukan golongan orang yang telah
sebagai subjek hukum. Oleh karena  cakap hukum.
itu, pada dasarnya setiap orang mampu melakukan perbuatan hukum atau cakap
melakukan perbuatan hukum (handeling bek waamheid). Adakah orang yang tidak

cakap melakukan perbuatan hukum?
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2)

b.

Perhatikan gambar 3 di samping! Apa yang sedang dilakukan anak-anak
dalam gambar tersebut? Apakah anak-anak tersebut memiliki hak dan kewajiban?
Apa saja hak mereka? Apa pula kewajiban mereka? Apakah seorang anak kecil
juga dianggap sebagai subjek hukum? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu?

Pada kenyataannya ada golongan orang yang tidak cakap melakukan

perbuatan hukum. Golongan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
(handeling son bek wame) dibagi menjadi orang yang masih di bawah umur dan
orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengampuan (curatele).
Badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang
mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Apakah
semua organisasi merupakan badan hukum? Bagaiman ciri-ciri badan hukum itu?
Apakah OSIS juga bisa disebut sebagai badan hukum? Mengapa demikian?
Diskusikan hal tersebut dengan teman sekelompokmul!

Tidak semua organisasi merupakan badan hukum. Organisasi yang memiliki
ciri-ciri sebagai badan hukum dapat menyandang hak dan kewajiban hukum.
Adapun ciri-ciri badan hukum meliputi:

a) memiliki kekayaan yang menjalankan kegiatan dari badan hukum;

b) memiliki hak dan kewajiban terpisah dari orang yang menjalankan badan
hukum; dan

c) terdaftar sebagai badan hukum pada departemen hukum dan HAM setelah

memiliki Akte Notaris pada pendiriannya.

Objek Hukum

Dapatkah Anda mengartikan objek hukum? Coba perhatikan suatu kasus

berikut. Bapak Taufik membeli seperangkat komputer di toko “Silcom Komputer”

Semarang. Pembayaran dilakukan secara

tunai sesuai dengan kesepakatan. Pada
kasus tersebut, apa yang dapat dikuasai
oleh Bapak Taufik? Apa yang menjadi
urusan pada kasus tersebut? Nah,

seperangkat komputer merupakan objek

4

Gambar 2.5 Jual-beli merupakan perbuatan
hukum dua pihak (ganda), yang pada umumnya
199 berkaitan dengan peristiwa perdata.



hukum. Demikian juga urusan jual beli. Jadi apa yang dimaksud objek hukum itu?
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan meru-
pakan sarana atau alat dalam hubungan hukum antarmanusia atau antarbadan hukum.
Jika objek hukum itu merupakan barang (kebendaan), maka objek hukum itu dapat
dikuasai oleh subjek hukum serta dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum.
Namun demikian, objek hukum dapat berupa urusan (zaken) dalam hubungan hukum

diantara subjek hukum, misalnya jual-beli, kontrak kerja, pewarisan, dan sebagainya.

c. Peristiwa Hukum

Pada kasus di atas, apa yang dilakukan oleh Bapak Taufik? Apa akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan bapak Taufik? Apa hak dan kewajiban bapak Taufik pada
peristiwa itu? Apakah perbuatan bapak Taufik merupakan peristiwa hukum? Jika
jawabanmu ya, apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum?

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian atau perbuatan orang yang oleh
peraturan hukum yang dihubungkan dengan akibat hukum. Akibat hukum dapat berupa
timbulnya atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu bagi subjek hukum yang terkait
pada peristiwa tersebut.

Peristiwa hukum dibagi dua yaitu perbuatan hukum dan bukan perbuatan
hukum.

1) Perbuatan hukum, dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum tunggal atau
sepihak, dan perbuatan hukum berganda (ada dua pihak).

2) Bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak
melawan hukum. Perbuatan melawan hukum, misalnya mencuri, merampok,

melanggar lalu-lintas, atau melanggar tata-tertib sekolah.

d. Sanksi Hukum

Apa akibat yang ditimbulkan jika
seseorang melanggar peraturan? Setiap
orang yang melanggar peraturan/hukum
akan menerima hukuman. Hukuman yang
dijatuhkan pada seseorang yang melanggar
hukum disebut sanksi hukum. Apa saja

bentuk hukuman atau sanksi hukum itu?

Gambar 2.6 Ada beberapa metode hukuman mati,
di antaranya di Indonesia dengan ditembak (seperti
terlihat di gambar), sedangkan di AS disetrum di
atas kursi listrik.
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Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman meliputi hukuman pokok dan hukuman tam-

bahan. Hukuman pokok, meliputi: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman
kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, meliputi pencabutan
hak-hak tertentu, penempatan dalam rumah kerja pemerintah, penyitaan barang-
barang tertentu, dan publikasi (pengumuman) keputusan hakim.

. Sumber Hukum

Dari manakah hukum itu berasal? Apa yang yang menjadi sumber berlakunya

suatu hukum? Sumber hukum memiliki beberapa arti atau makna sebagai berikut.

a.

® a0 o

Sebagai sumber berlakunya (dasar hukum), yang memberi kekuatan berlaku
secara formal kepada peraturan hukum.

Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum.
Sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber yang menimbulkan hukum.
Sebagai azas hukum, yaitu sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum.
Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang
sekarang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat digolong-golongkan

sumber hukum itu menjadi dua.

a.

Sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum diambil, seperti
tradisi, agama, hukum alam, akal sehat, kehendak penguasa.

Sumber hukum formal, yaitu tempat/sumber dari mana peraturan itu memperoleh
kekuatan hukum. Sumber ini menyangkut bentuk/cara yang menyebutkan
peraturan hukum itu secara formal berlaku. Sumber hukum formal meliputi:

a). Undang-undang;

b). Perjanjian/traktat;

c). Kebiasaan;

d). Yurisprodensi; dan

e). Doktrin/pendapat ahli hukum.

Tugas Mandiri

Coba Anda simpulkan pengertian hukum!

Sebutkan unsur—unsur hukum!

Apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional?

Sebutkan jenis-jenis hukum nasional dengan contohnya masing-masing!
Apakah yang mempengaruhi terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia?

1.

Gl gn 8N
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BAB Ill PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

A. Kompetensi dan Indikator

1. Kompetensi
a. Menganalisis Indonesia sebagai negara hukum.

b. Memahami tata urutan perundang-undangan nasional.

2. Indikator
a. Menyimpulkan bahwa Indonesia negara hukum hukum.
b. Menyimpulkan Indonesia adalah negara hukum yang menggunakan sistem
konstitusionalisme.
c. Menjelaskan tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12
Tahun 2011.

B. Uraian Materi

1. Indonesia adalah Negara Hukum

Sebagaimana dirumuskan di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia sebagai negara hukum berarti negara
Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.
Hukum dalam hal ini diartikan sebagai semua peraturan terhadap tingkah laku
manusia yang harus ditaati, bersifat mengikat, dan dipaksakan.

Disebut mengikat, karena semua orang atau warga negara tidak dapat
menghindar dari ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan itu. Hukum berlaku
umum untuk semua orang, baik warga biasa maupun pejabat negara. Hukum itu
mengikat semua warga negara, semua penyelenggara negara, dan pelaksana
pemerintahan. Hukum berlaku bagi pelaksana pemerintahan, baik di pemerintahan
pusat (nasional), pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa. Hukum juga
berlaku bagi perilaku warga negara dalam hidup sehari-hari, baik di masyarakat, di
tempat kerja, di sekolah, maupun di keluarga. Peraturan hukum tidak pandang bulu

dan berlaku dimana saja manusia berada.
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Hukum dikatakan sebagai aturan yang memaksa, artinya siapa saja yang
melanggar hukum akan dikenai sanksi atau hukuman. Jadi tanpa kecuali, warga
negara harus tunduk, taat, dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh
sebab itu, setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
Setiap warga negara juga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa
kecuali.

Menjunjung tinggi hukum mengandung maksud dan sejumlah konsekuensi,
yaitu:

a. setiap orang wajib mengerti hukum atau “melek hukum”, yakni mengetahui dan
memahami peraturan hukum yang mengatur perilakunya dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pelaku
yang bertanggung jawab atas terjaganya aturan hukum yang ada,

c. taat dan patuh terhadap semua aturan hukum yang ada, yaitu tidak sengaja
melanggar hukum apapun alasannya; serta

d. bersedia bertanggung jawab di depan hukum apapun akibatnya, yaitu apabila
melanggar hukum maka siap untuk menerima sanksi seberapa pun beratnya.

Suatu negara yang menyatakan sebagai negara hukum harus menganut
prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip negara
hukum ini berlaku bagi seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Prinsip-prinsip ini
merupakan unsur-unsur yang harus ada dan dimiliki oleh negara hukum, baik negara
maju maupun negara berkembang, negara besar maupun negara kecil, negara yang
baru merdeka maupun negara yang sudah lama merdeka.

Unsur-unsur pokok negara hukum itu antara lain: (1) menghormati dan
melindungi hak-hak dasar kemanusiaan (HAM); (2) adanya suatu mekanisme
kelembagaan negara yang demokratis; (3) adanya suatu sistem tertib hukum; dan (4)
adanya kekuasaan kehakiman yang bebas (independen).

Uraian lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip negara hukum ini dapat dicari
rujukannya di dalam materi UUD 1945. Di dalam keseluruhan pasal-pasalnya dapat

diketemukan unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia tersebut.
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. Perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) manusia, yaitu sebagaimana telah
dirumuskan secara rinci dan tegas (eksplisit) di dalam pasal 28A sampai dengan
pasal 28J.

. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis dapat ditemukan di dalam pasal
22E tentang pemilihan umum dan pasal-pasal lainnya yang mengatur kelembagaan
negara (tersebar di banyak pasal), termasuk di dalamnya pemerintahan daerah
seperti termaktub pada pasal 18, 18A, dan 18B.

. Sistem tertib hukum dapat dilihat pada pasal-pasal tentang sistem kostitusional
pasal 1 ayat (2), perubahan UUD pasal 37, peraturan peralihan pasal I-lll, serta
peraturan tambahan pasal | dan II.

. Adapun mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas diatur dalam pasal 24, 24A-
C, dan pasal 25.

Menurut teori negara hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (machtstaat), tetapi harus berdasarkan atas hukum (rechtstaat).

Menurut ajaran para pakar atau ahli hukum, bahwa negara berdasarkan hukum

harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil.

HUKUM YANG BAIK HUKUM YANG ADIL

Hukum yang baik adalah hukum | Adapun hukum yang adil adalah
yang demokratis yang didasarkan | hukum yang sesuai dan memenuhi
atas kehendak rakyat sesuai maksud dan tujuan setiap hukum,
dengan kesadaran hukum rakyat. | yakni keadilan. Keadilan ditonjolkan
agar hukum tidak diselewengkan atau
dijadikan alat oleh penguasa untuk
kepentingan tertentu diluar

kepentingan seluruh rakyat.

Perlu diketengahkan pula, bahwa negara hukum Indonesia adalah negara

hukum dalam arti luas atau sering disebut sebagai negara hukum kesejahteraan

(welfare state). Di dalam negara hukum kesejahteraan ini, tugas pemerintah tidak

sekedar menjaga keamanan dan ketertiban rakyat semata-mata. Menjaga keamanan
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dan ketertiban merupakan hal penting, tetapi yang lebih menentukan adalah tugas

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Ada sejumlah syarat tentang ada dan berlakunya suatu peraturan hukum.

Artinya, setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan hukum

akan bekerja secara efektif (sesuai dengan tujuan atau sasarannya) dalam masyarakat

apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

Peraturan yang dibuat bukan sekedar keputusan-keputusan yang bersifat

sementara. Misalnya peraturan tata-tertib sekolah tidak berlaku hanya untuk hari ini

atau seminggu ini saja.

a.

Peraturan yang telah dibuat tersebut harus diumumkan. Diumumkan artinya bukan
sekedar dipasang di papan pengumuman. Diumumkan artinya dimuat dalam
lembaran negara dan disebarluaskan kepada masyarakat, atau disosialisasikan.
Sosialisasi adalah kegiatan pendidikan atau penyuluhan agar masyarakat paham
dan sadar terhadap hak dan kewajibannya, serta akibat-akibat hukum yang
ditimbulkan dari peraturan tersebut.

Peraturan tersebut tidak boleh berlaku surut. Artinya, peraturan tidak berlaku
terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu dibuat. Peraturan hukum
hanya berlaku sekarang dan yang akan datang. Kalau berlaku surut, maka
peraturan itu tidak dapat dijadikan pedoman tingkah laku manusia.

Peraturan harus dirumuskan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Peraturan hukum
haruslah jelas dan tegas. Tujuannya supaya tidak ditafsirkan dalam pengertian
yang bermacam-macam (multi-tafsir). Hal ini untuk menjaga agar tetap ada
kepastian hukum dalam masyarakat.

Peraturan tidak boleh mengandung ketentuan yang saling bertentangan. Isi sebuah
peraturan harus saling terkait dan mendukung, sebab kalau saling bertentangan
akan membingungkan dalam penerapannya.

Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat
dilakukan. Peraturan dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, oleh sebab itu
tidak boleh menuntut perbuatan yang melebihi apa yang dapat dilakukan manusia.
Peraturan harus cocok dengan kenyataan sosial budaya yang ada di dalam

masyarakat. Peraturan itu sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhan dan tingkat
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perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal tertentu masih berlaku
hukum adat.

g. Peraturan harus menjamin keadilan dalam pelaksanaannya. Suatu aturan akan
dipatuhi apabila memenuhi prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
Peraturan tidak boleh diskriminatif, yaitu perlakuan yang berbeda terhadap individu
dan kelompok masyarakat yang berbeda. Disamping itu dalam aturan harus pula
menjamin pelaksana atau aparat penegak hukum tidak berlaku pilih kasih. Bahkan
tak kalah pentingnya, adalah peraturan harus memuat pula sanksi bagi aparat

hukum yang melanggar peraturan itu.

2. Sistem Konstitusional

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tegas itu dapat ditemukan pada
pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu
unsur penting negara hukum adalah adanya sistem tertib hukum. Di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 (Konstitusi Indonesia), kita dapat menemukan sistem tertib
hukum itu, yaitu pada pasal 1 ayat (2) tentang sistem kostitusional atau sistem
berdasarkan UUD. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.” Jadi sistem tertib hukum dapat disebut juga sistem
konstitusional.

Sistem tertib hukum tersebut menghendaki adanya kehidupan kemasyarakatan
dan kenegaraan yang menempatkan hukum atau aturan perundang-undangan pada
tempat tertinggi. Sistem demikian juga disebut sebagai sistem supremasi hukum.
Supremasi artinya keunggulan atau yang tertinggi. Oleh karena itu, supremasi hukum
dimaknai bahwa hukum menjadi pemimpin yang tertinggi atau menjadi “panglima
tertinggi” kehidupan, baik dalam sistem kemasyarakatan maupun kenegaraan.

Sistem konstitusional, yang menghendaki supremasi dan tertib hukum itu
sebenarnya lahir sebagai gagasan negara hukum yang sangat mendasar. Konstitusi
adalah alat atau instrumen pembatasan kekuasaan. Artinya, setiap pemerintah dan
penyelenggara negara lainnya dalam suatu negara tidak boleh berkuasa mutlak, tanpa
batas. Demikian pun dengan organanisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada, para
pemimpinnya tidak boleh berkuasa tanpa batas terhadap para anggotanya. Jadi

kekuasaan apa pun dan di tingkatan mana pun menurut sistem konstitusi harus
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dibatasi. Pembatas kekuasaan itu adalah hukum, dan hukum yang tertinggi adalah
konstitusi (UUD).

Mengapa kekuasaan itu perlu dibatasi oleh hukum? Pertanyaan sederhana ini
jawabannya tidak sederhana. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu,
kekuasaan yang dijalankan oleh para raja atau para pemimpin negara selalu tidak
terbatas dan mutlak (absolut). Absolut artinya tidak dapat diganggu gugat. Di masa
lalu, titah atau perintah raja adalah hukum, tak boleh dibantah, tidak peduli benar atau
salah. Yang terjadi kemudian, para raja atau pemimpin negara menggunakan
kekuasaan itu dengan sewenang-wenang. Akibatnya, para raja atau pemimpin negara
berlaku lalim atau kejam. Mereka berbuat seenaknya yang menyengsarakan
rakyatnya. Hak asasi manusia dilanggar dan prinsip-prinsip demokrasi dihancurkan.

Berkenaan dengan prinsip demokrasi ini perlu mendapat penjelasan. Coba
camkan benar-benar nalar berfikir berikut ini ! Demokrasi mengakui bahwa raja atau
pemimpin negara berkuasa karena rakyatnya. Karena kekuasaan raja berasal dari
rakyat, maka raja harus melingdungi hak-hak rakyat dan mempertanggungjawabkan
pemerintahannya kepada rakyat. Pemimpin negara sepatutnya menjadi pengayom,
pelingdung, serta pemberi kesejahteraan dan keadilan. Pemimpin negara yang tidak
mampu menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan, atau bahkan sengaja
untuk menyengsarakan rakyatnya, maka rakyat boleh protes. Rakyat secara bersama-
sama berhak menarik kembali kekuasaan yang telah diberikan kepada pemimpinnya.

Berlakulah pepatah Melayu, bahwa “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.”

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Di negara manapun, begitu sebuah pemerintahan terbentuk, maka la
(pemerintah) harus segera mengambil tindakan yang bertujuan untuk kepentingan
(kemaslahatan) seluruh masyarakat. Selanjutnya pemerintah harus mampu
memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyatnya, tanpa terkecuali. Berdasarkan
prinsip ini, maka pemerintah sendiri tidak bebas. Pemerintah terikat oleh tanggung
jawab untuk menjamin rasa aman, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua rakyatnya.
Oleh karenanya kekuasaan pemerintah untuk bertindak pun dibatasi dan dirinci

dengan jelas dan tegas. Disinilah dibutuhkan adanya aturan perundang-undangan.
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Peraturan perundang-undangan ini berlaku secara nasional, dan meliputi
semua bidang kehidupan rakyat dan negara. Peraturan perundang-undangan nasional
ini biasanya dibuat pokok-pokoknya di dalam UUD (konstitusi). Demikian juga dengan
UUD 1945 yang berlaku di negara kita, di dalamnya memuat sistem peraturan
perundang-undangan.

Sistem peraturan perundang-undangan tersebut, dalam UUD 1945 diatur
secara lengkap. Ada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang disebut
secara tegas (eksplisit) di dalamnya, yaitu Undang-Undang Dasar (sebagai hukum
yang tertinggi), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-
Undang, dan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, keempat bentuk peraturan
perundang-undangan tersebut belum merupakan keseluruhan peraturan perundang-
undangan yang berlaku secara nasional. Masih banyak peraturan lain yang
kedudukannya lebih rendah, baik yang berlaku di pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah.

Untunglah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan telah mengatur secara rinci jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), adalah sebagai
berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

1.

2

3

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.

Menurut pasal 9, dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu Peraturan
Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

1. Undang-Undang Dasar (UUD)

UUD merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber hukum yang tertinggi.
Ini berarti, bahwa di Indonesia semua produk hukum atau peraturan perundang-
undangan lainnya harus bersumber, sesuai dan cocok, serta tidak boleh bertentangan
dengan UUD 1945. Adapun kekuasaan yang secara khusus harus dijalankan menurut
UUD, di dalam UUD 1945 disebutkan antara lain tentang:

1) Pelaksanaan kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat (2).
2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh
MPR, pasal 3 ayat (3).

3) Kekuasaan pemerintahan di tangan Presiden, pasal 4 ayat (1).

Mengapa ketiga macam kekuasaan tersebut di atas harus dijalankan menurut
UUD? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Jika kalian belum menemukan
jawaban yang memuaskan, Anda boleh bertanya kepada orang yang mampu
memberikan jawaban secara memuaskan. Jangan lupa laporkan hasilnya kepada
bapak/Ibu gurumu.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya (UU No. 10
Tahun 2004), terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratutan Perundang-undangan, yaitu

penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis
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Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Sementara dan  Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7
Agustus 2003.

3. Undang-Undang (UU)
UUD 1945 secara eksplisit (tegas) menyebutkan keharusan adanya 39 masalah
yang harus diatur dengan UU. UU yang dibuat berdasarkan ketentuan eksplisit di
dalam UUD 1945 biasanya disebut UU Organik. Ketiga puluh sembilan UU yang
diperintahkan pembuatannya secara eksplisit oleh UUD 1945 itu antara lain tentang:
1) Susunan MPR, pasal 2 ayat (1).
2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6 ayat (2).
3) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6 ayat (5).
4) Perjanjian internasional, pasal 11 ayat (3).
5) Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan oleh Presiden, pasal
15.
6) Dan seterusnya, untuk yang ke-6 sampai dengan ke-39, cari di dalam UUD 1945.
Namun demikian, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Undang-Undang harus
mengandung materi muatan atau berisi hal-hal yang:
a mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:

1) hak-hak asasi manusia;

2) hak dan kewajiban warganegara;

3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan

negara;
4) wilayah negara dan pembagian daerah;

5) kewarganegaraan dan kependudukan;
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6) keuangan negara.

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas), memerintahkan adanya pengaturan oleh
Undang-Undang sebanyak 2 Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang
dibuat menurut perintah Undang-Undang Sisdiknas tersebut adalah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal itu memenuhi
ketentuan pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas, bahwa mengenai guru
diatur dengan undang-undang tersendiri.

4. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Sebagaimana diatur oleh pasal 22 ayat (1) UUD 1945, bahwa dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah
sebagai Pengganti Undang-Undang. Perpu mempunyai kedudukan setingkat dengan
UU, meskipun pembuatannya dilakukan oleh Presiden sendiri, tidak dilakukan
bersama atau atas persetujuan DPR. Menurut Undang-Undang No. 10/2004 tentang
Pebentukan Peraturan perundang-undangan, materi muatan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Dasar universal pemberian kewenangan istimewa kepada Presiden ini adalah
prinsip hukum yang berbunyi: “salus populi suprema lex’, yang artinya “keselamaan
rakyat adalah hukum yang tertinggi.” Sedangkan pertimbangan khusus pemberian
kewenangan ini adalah agar Presiden dapat mengambil tindakan cepat jika negara
dalam keadaan genting (gawat).

Karena dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa, maka Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, pada waktunya harus memperoleh
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 22 ayat (2), bahwa
Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan berikut. Bahkan, pasal 22 ayat (3) menggariskan dengan tegas,
bahwa jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Contoh-contoh Perppu yang disahkan menjadi UU adalah UU No. 56/PRP/1960
tentang Lendreform, UU No. 52/PRP/1960 tentang Perubahan UU No. 23/PRP/1959
tentang Keadaan Bahaya, dan UU No. 15/PRP/2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, serta UU No. 16/PRP/2003 tentang Pemberlakuan Perppu No.
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01/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwva Bom Bali
tanggal 12 Oktober 2002. Namun begitu, Undang-Undang No. 16/PRP/2003 tersebut
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Juli 2004, sehingga UU
tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.

5. Peraturan Pemerintah (PP)

Sebagaimana diatur oleh pasal 5 ayat (2) UUD 1945, bahwa Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, PP bukanlah satu peraturan yang berdiri sendiri, sebab ia dibuat
untuk melaksanakan UU yang telah ada. Konsekuensinya, bahwa bentuk maupun isi
sebuah PP tidak boleh bertentangan dengan UU. Misalnya, PP No. 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah, merupakan pelaksanaan dari UU No. 34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini, isi PP No. 65 Tahun 2001 sudah
semestinya tidak bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Hal itu ditegaskan oleh pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004, menyatakan bahwa
materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya. Meskipun fungsinya untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya, mengingat banyaknya perintah UU untuk mengatur
suatu hal dalam PP, seringkali pemerintah tidak dapat segera menyelesaikan
tugasnya menyusun PP dimaksud. Suatu contoh, UU Sisdiknas No. 20/2003
memerintahkan pengaturan hal-hal tertentu dalam PP sebanyak 38 buah.

6. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh
Presiden. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 10/2004, materi muatan
Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi
untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Salah satu contoh hal yang harus diatur
oleh Peraturan Presiden sebagai perintah Undang-Undang adalah mengenai tatacara
penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional, yang diatur pada pasal 16
ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004. Dalam UU tersebut memerintahkan adanya 4

Peraturan Presiden. Coba Anda cari!
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7. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang
terendah. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa
Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat. Adapun materi
muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang
kedudukannya lebih tinggi, dan seterusnya sampai kepada UUD sebagai sumber
hukum tertinggi.

Setelah mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita,
maka jelaslah bagi kita bahwa hukum harus mengatur dan melingkupi semua masalah
yang dihadapi rakyat dan negara. Di dalam negara hukum Indonesia tidak boleh ada
masalah yang terlewatkan oleh peraturan hukum. Singkatnya dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum adalah
keniscayaan yang harus nyata adanya. Kita tidak boleh hidup dalam ketidakpastian,
sebab bisa timbul kekacauan. Oleh karena itu, satu hal penting dalam negara hukum,

adalah jaminan agar tidak terjadi kekosongan (kepakuman) aturan hukum.

Menaati Peraturan Perundang-Undangan

Seorang filsuf berkata, “Vox populi vox del’” (suara rakyat adalah suara
Tuhan). Apakah undang-undang yang dibuat atau dirumuskan telah sesuai dengan
atau menyimpang dari hati nurani dan keinginan rakyat? Apabila suara rakyat tidak
didengar, apabila kepentingan rakyat dikhianati, maka yang terjadi seperti tercermin
dalam gambar di atas. Rakyat jelata pun berani protes dan mengkritik anggota DPR.
Kelakuan para wanita desa tersebut dengan bebek-bebek mereka adalah sindiran
bagi anggota DPR yang tidak memperhatikan nasib rakyat kecil, tetapi malah “cuek

bebek” atau tidak mau peduli.
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Selanjutnya coba perhatikan dengan seksama UUD 1945 pasal 27 ayat (1),
28, 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28F, 28H ayat (1), (2), dan (3), 28I ayat (2) dan (5),
serta pasal 34 ayat (1), (2), dan (3). Ketentuan apa saja yang Anda temukan dalam
pasal-pasal tersebut, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban? Berdasarkan
temuan-temuan itu, apa konsekuensinya bagi warga negara Indonesia jika
menemukan peraturan perundang-undangan yang mengandung penyimpangan
terhadap kepentingan rakyat? Apa saja yang dapat dilakukan warga negara untuk
mengontrol pembuatan peraturan perundang-undangan? Melalui saluran apa saja
partisipasi warga negara dalam mengontrol perumusan aturan perundang-undangan?

Baiklah, marilah secara berturut-turut kita jawab pertanyaan-pertanyaan di
atas. Apabila ternyata Anda sudah memperoleh jawaban sendiri, maka ada baiknya
pula Anda mencocokkan dengan apa yang akan dibahas di bagian ini. Anda tetap
harus kritis. Apabila ada kejanggalan atau ada hal-hal yang sulit Anda pahami segera

konsultasikan hal itu kepada gurumu.

1. Kesadaran akan Kedudukan yang Sama dalam Hukum

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.
Warga negara merupakan subjek hukum. Pasal 27 ayat (1) dengan tegas
menetapkan, bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.” Dalam hal ini tegas, bahwa tidak ada diskriminasi di dalam
hukum, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban. Salah satu bentuk perwujudan
tentang hal ini tampak jelas dalam keikutsertaan warga negara pada pemililhan umum
yang jujur dan adil. Perhatikan sekali lagi, mantan Presiden pertama RI, Ir. Soekarno,
ikut antri menunggu giliran untuk memberikan suaranya/pilihannya pada Pemilu
Petama tahun 1955.

Ketika berhadapan dengan hukum seseorang tidak akan dipertimbangkan
pangkat dan jabatan yang disandangnya. Di hadapan hukum setiap orang tidak
dibedakan keturunan dan asal-usulnya. Hukum membe-baskan diri dari memper-
hitungkan kekayaan yang dimiliki seseorang yang berperkara. Hukum juga tidak

memihak kepada jenis kelamin, keyakinan agama, aliran politik, dan asal-usul
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kedaerahan. Setiap warga negara dihargai sama dan ditempatkan pada posisi yang
sama di depan hukum.

Apabila berhubungan dengan hak seseorang warganegara, maka hukum akan
melindungi dan menjaga agar hak itu tetap terjaga dan sedapat mungkin dapat
terpenuhi. Orang atau pihak lain, siapa pun dia oleh hukum akan dipaksa untuk
menghormati dan tidak menganggunya. Sedangkan apabila berkaitan dengan
kewajiban, maka hukum akan memaksa semua orang untuk menunaikannya.
Penyimpangan dari aturan tersebut, maka hukum akan memberikan sanksi dengan
tegas dan tidak pandang bulu.

Mungkin Anda bertanya: “Apakah cita-cita dan fungsi hukum yang begitu
mulia itu telah terwujud dalam dunia kenyataan?” Mungkin Anda juga menyaksikan
dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang dilanggar hak-haknya oleh orang lain
atau bahkan oleh pihak penguasa, tetapi hukum tidak dapat melingdungi sepenuhnya.
Sebaliknya, banyak juga kita saksikan kejahatan tetap merajalela, baik yang dilakukan
oleh orang seorang maupun oleh kelompok orang, tetapi hukum belum mampu
mengatasi. ltulah masalahnya. Hukum baru akan berfungsi apabila ada kesadaran
hukum dari semua warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah
aturan yang baru berfungsi jika kita semua mematuhinya. Tanpa kesadaran dan
kepatuhan terhadap aturan, maka hukum akan mandul. Bekerjanya hukum sangat

tergantung kepada sikap dan perilaku manusia sebagai subjek hukum.

2. Kepatuhan dan Penegakan Hukum
Sebagaimana dikekukakan sebelumnya, bahwa kepatuhan hukum merupakan
bentuk perwujudan dari kesadaran hukum warga negara. Orang yang sadar akan hak
dan kewajiban akan berjuang menuntut pemenuhan hak-haknya, begitu pula akan
secara konsekuen memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kesadaran dan kepatuhan
hukum itu berlaku untuk siapa saja dan dalam keadaan apa pun juga. Termasuk bagi
warga negara yang cacat seperti tampak pada gambar tersebut.
Kesadaran dan kepatuhan hukum itu tidaklah muncul dengan sendirinya. Ada
dua faktor yang membuat hukum tegak atau dipatuhi. Pertama adalah faktor internal,

yaitu faktor pertimbangan dari orang untuk mematuhi aturan perundang-undangan.
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Kedua adalah faktor internal, yaitu kondisi penegakan hukum yang ada di masyarakat
yang dilakukan oleh penguasa (penegak hukum) dan lembaga peradilan.

Dilihat dari faktor internal, menurut Soerjono Soekanto, ada empat sebab yang
dominan orang mau mentaati aturan hukum, yaitu: (1) karena perhitungan untung-rugi;
(2) karena ada tujuan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia atau
dengan penguasa/pejabat tertentu; (3) karena hukum itu sesuai dengan hati
nuraninya; dan (4) karena ada tekanan-tekanan tertentu. Keempat hal itu merupakan
pertimbangan rasional dari masyarakat terhadap hukum.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal, maka dibutuhkan suatu prasarat atau
kondisi tertentu agar kesadaran dan kepatuhan hukum itu terwujud. Prasarat itu
adalah adanya penegakan hukum yang efektif di dalam masyarakat. Penegakan
hukum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang dan
berwajib yang bertujuan untuk menegakkan hukum. Kegiatan yang membuat semua
orang taat dan patuh kepada aturan hukum, aturan perundang-undangan.

Penegakan hukum ini melibatkan para aparat penegak hukum, yaitu polisi,
jaksa, dan hakim. Polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Jaksa tugasnya menyusun dakwaan atau tuntutan hukum bagi pelaku kejahatan.
Adapun hakim bertugas untuk memberikan putusan, apakah seseorang benar-benar

secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan.

3. Mengoreksi Perundang-undangan yang Tidak Akomodatif

Undang-undang memang seharusnya akomodatif. Akomodatif artinya
menampung kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali. Rakyat dari golongan
mayoritas (besar) maupun golongan minoritas (kecil) semua harus diakomodasi
kepentingannya. Namun demikian dalam kenyataan tidak semudah itu. Sebab di
dalam kenyataan suatu golongan (kelompok) dalam masyarakat selalu ingin
diutamakan. Golongan (kelompok) mayoritas dan kelompok yang kuat
pengaruh/kekuasaannya, biasanya mendominasi keputusan ketika undang-undang
disusun. Kepentingan merekalah yang harus dimenangkan, sehingga kepentingan
kelompok minoritas dan lemah sering dikesampingkan. Dengan demikian, undang-
undang hanya menampung kepentingan kelompok mayoritas. Terjadilan dominasi

mayoritas atas minoritas.
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Dalam negara demokrasi persaingan kepentingan dianggap wajar dan sah-
sah saja. Setiap golongan (kelompok) masyarakat berhak memperjuangkan
kepentingannya. Tetapi sistem demokrasi tidak membenarkan kelompok besar
menekan atau meniadakan kepentingan kelompok kecil. Salah satu prinsip dalam
demokrasi menekankan bahwa berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat
harus diperhatikan, khususnya kelompok minoritas. Oleh sebab itu, jika ada undang-
undang yang tidak menghargai kepentingan kelompok minoritas harus dikoreksi.

Dikoreksi artinya diubah atau diganti.
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BAB IV SISTEM PERADILAN INDONESIA

A. Kompetensi dan Indikator

1. Kompetensi

Memahami sistem peradilan di Indonesia.

2. Indikator
a. Membedakan berbagai peran lembaga peradilan di Indonesia.
b. Menjelaskan proses peradilan pidana dan perdata.

c. Menjelaskan proses peradilan militer.

B. Uraian Materi

Pernahkah Anda mengunjungi atau melihat gedung Pengadilan Negeri? Jika
pernah, tahukah Anda di mana alamat Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kotamu? Menurut
Anda, untuk apa diadakan gedung pengadilan itu? Samakah pengertian peradilan dengan
pengadilan? Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan
merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut.

Sistem peradilan adalah suatu sistem penyelesaian perkara melalui proses
peradilan pada lembaga-lembaga hukum yang berwenang di lingkungan kekuasaan
kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan, misalnya di lingkungan
peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang
berpuncak di Mahkamah Agung. Setiap jenis lembaga peradilan menyelenggarakan

proses hukum menurut sistem peradilan yang berlaku di lingkungan masing-masing.

1. Badan-Badan Peradilan
Menurut Undang-undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
ada 4 lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
1. Peradilan Umum. Badan Peradilan Umum memeriksa dan memutus semua

perkara perdata dan pidana atau permohonan yang tidak menjadi kompetensi
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badan peradilan khusus, seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata

usaha negara, dan peradilan tindak pidana korupsi.

Peradilan Agama. Badan Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

khusus (Special court), pada saat ini diatur oleh Undang-Undang No.7 Tahun

1989. Badan Peradilan Agama diadakan untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Badan Peradilan Militer. Badan Peradilan Militer diatur oleh Undang-Undang No.

31 Tahun 1997. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu
melakukan tindak pidana.

1) Prajurit.

2) Yang bedasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.

3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-
Undang.

4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1), nomor 2), dan
nomor 3) tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri
Kehakiman harus diadili suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer.

b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan
Bersenjata.

c. Menggabungkan perkara guagatan ganti rugi dalam perkara pidana yang
bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus
memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan (Undang-Undang No.31
Tahun 1997, pasal 9).

Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

(PERATUN) disebut juga peradilan Administrasi Negara (Undang-Undang No. 5

Tahun 1986, pasal 144). Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus

yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
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orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata
usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian objek Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan
tata usaha negara. Yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah
“‘penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.®

2. Hierarkhi Badan Peradilan

Pasal 11 ayat 1 UU No. 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa badan-badan
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris,

administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jadi

secara umum Lingkungan Badan-badan Pengadilan
pengadilan  ter- e Peradilan Tingkat I | Tingkat I | Tingkat Kasasi
tinggi untuk se- 1. Peradilan Umum PN PT MA
mua lingkungan 2. Peradilan Agama PA PTA MA
peradilan ada- 3. Peradilan Militer PM PM Tinggi MA
lah Mahkamah 4, Peradilan Tata PTUN PTTUN MA
Agung (MA).

Badan- PENGADILAN KHUSUS (Pasal 15 UU No. 4 Th. 2004)

badan pengadilan pa- ﬁ

T

T

da  sefiap [« pENGADILAN ANAK PENGADILAN PENGADILAN
lingkungan * PENGADILAN NIAGA TINDAK SYARIAH (DI

_ * PENGADILAN HAM PIDANA NANGGROE ACEH
peradilan se- | * PENGADILAN TINDAK PERPAJAKAN DARRUSSALAM)

: _ PIDANA KORUPSI (Khusus perkawinan;
cara hierar * PENGADILAN kewarisan, wasiat, dan
khis dapat d- HUBUNGAN hibah yang dilakukan

INDUSTRIAL berdasarkan hukum Islam;
gambarkan | x pENGADILAN SYARIAH wakaf dan shadagah).
sebagai be-
rikut.
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PERADILAN UMUM PERADILAN TUN PERADILAN AGAMA
3. Peran Badan-Badan Peradilan

Berdasarkan uraian di atas maka Badan Peradilan di Indonesia secara
garis besar ada 2, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Masing-masing
badan peradilan memiliki fungsi dan menjalankan perannya sesuai dengan jenis

perkara dan pihak-pihak yang berperkara.

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik
mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan umum berfungsi
memeriksa dan memutuskan semua perkara perdata dan pidana atau
permohonan yang tidak menjadi kompetensi badan peradilan khusus

(peradilan agama, militer, dan tata usaha negara). Jadi peran badan peradilan

umum adalah menyelenggarakan peradilan perdata dan pidana bagi rakyat

pada umumnya serta pada kasus-kasus hukum pada umumnya.
b. Peradilan Khusus
Peradilan Agama, Militer, dan tata Usaha Negara merupakan peradilan
khusus, karena mengadili pekara-perkara tertentu atau mengenai golongan
rakyat tertentu. Peradilan khusus berfungsi untuk memeriksa dan
memutuskan perkara di bidang tertentu atau mengenai golongan rakyat

tertentu (lihat penjelasan Undang-Undang No.14/1970, pasal 10).

a. Peradilan Agama. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, peradilan agama
dijalankan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah, wakaf, dan sodagoh berdasarkan hukum Islam. Pada tingkat
banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, dan pada tingkat
kasasi oleh Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan agama.
Pengadilan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama.
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b. Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut UU No. 9 Tahun 2004, Pengadilan
Tata Usah Negara merupakan pelaksana peradilan tingkat pertama yang
menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan
hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentang
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara agar supaya Surat Keputusan tersebut dibatalkan. Selanjutnya
perkara di tingkat banding ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dan di tingkat kasasi ditangani oleh Mahkamah Agung.

c. Peradilan Militer. Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31
Tahun 1997. Pengadilan Militer menjalankan peradilan pada tingkat
pertama yang menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang berstatus
militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Pada peradilan
militer tingkat banding ditangani oleh Pengadilan Militer Tinggi, dan pada
tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

4. Proses Peradilan Perkara Pidana
Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum) diatur
dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dengan tahap-tahap sebagai berikut.

a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (penyidik polisi dan penyidik PNS).
Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan penyidik dalam penanganan
perkara pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan
bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melakukan penyidikan semua POLRI diberi kewenangan oleh
Undang-Undang (KUHAP), untuk melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

b. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Tahap ini
dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum atas perkara pidana yang telah
selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidik setelah selesai
melakukan penyidikan menyerahkan berkas perkara beserta tersangkanya

kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.
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Penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan negari yang berwenang dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam tahap ini penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk
perkara pidana yang bersangkutan berdasarkan hasil penyidikan yang
diterima dari penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut umum
berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 20 hari
dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari.

Pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim.

Untuk melakukan pemeriksaan, maka penuntut umum melimpahkan
berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dengan
memohon agar perkara yang bersangkutan diperiksa dan diputuskan oleh
hakim sidang pengadilan. Adapun prosedurnya sebagai berikut.

a. Hakim membuka sidang untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan,
atau terdakwanya anak-anak.

b. Yang diperiksa pertama kali adalah terdakwa.

c. Hakim Ketua Sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat
dakwaan.

d. Selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang
memberatkan terdakwa maupun saksi yang meringankan terdakwa.

e. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan
tuntutan pidana (Requisitor).

f. Kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan
pembelaannya (pledoi).

g. Selanjutnya penuntut umum dapat mengajukan jawaban atas pembelaan
terdakwa atau penasehat hukumnya dan sebaliknya.

h. Jika acara tersebut telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan
pemeriksaan ditutup (musyawarah hakim).

i. Setelah itu sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum hakim ketua
membacakan putusannya.

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di

bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan. Setelah hakim
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menjatuhkan putusan kepada terdakwa dan jika putusan itu berupa putusan
pemindanaan yang berarti kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan maka jaksa
dapat menahan terdakwa. Bila penahanan terdakwa sudah dilakukan maka
segera terdakwa ke lembaga pemasyarakatan.

Siapa saja pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan
Negeri? Siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Bagaimana prosesnya?

Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim, dan Panitera/Panitera Pengganti.
Sedangkan pihak-pihak yang terlibat adalah Saksi/Tersangka/Terdakwa dan
Penasihat Hukum (pembela). Adapun prosesnya secara ringkas sebagai berikut.
1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hakim mengecek/memeriksa

kebenaran identitas terdakwa;

Hakim menyuruh membacakan surat dakwaan kepada Penuntut Umum;
Hakim memeriksa saksi-saksi berikut barang buktinya dan menanyakan
kebenarannya kepada terdakwa,;

4. Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat
hukum untuk bertanya, baik kepada saksi maupun kepada terdakwa.

5. Penuntut Umum menyampaikan tuntutan hukuman (rekuisitor) tertulis atau
lisan, dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada terdakwa dan/atau
Penasehat Hukum/Pembela untuk menyampaikan pembelaannya (pleidoi),
dan;

6. Hakim memberikan/menjatuhkan putusan.

Proses penyelesaan perkara pidana di Pengadilan Negeri dapat

digambarkan dengan bagan sebagai berikut.

KEJAHATAN | POLISI | _,| JAKSA , PENGADILAN
Penonsntan Penuntut NEGERI
Memeriksa dan

'

PUTUSAN
Dilepas dari \
segala tuntutan Dibebaskan Dihukum
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Info Penting

e Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 3

e Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan |
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

e Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penyelidikan.

e Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

e Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

e Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

e Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk meyerahkan perkara pidana ke
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan.

e Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
mengadili.

e Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tugas kelompok

1. Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan dalam kelompokmu pengertian
dari istilah-istilah tersangka, terdakwa, laporan, pengaduan, saksi, keterangan saksi
dan keterangan ahli. Buatlah laporannyal
Carilah contoh-contoh perkara yang dapat digolongkan dalam perkara pidana!

3. Apakah peranan polisi, jaksa, hakim, dan pembela dalam proses peradilan pidana
dalam lingkungan peradilan umum?

4. Diskusikan dalam kelompok Anda mengenai kemungkinan putusan hakim: dihukum,

dibebaskan, dan dilepas dari segala tuntutan!
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5. Proses Peradilan Perkara Perdata

Perkara-perkara apa saja yang termasuk perkara perdata? Siapa saja
pejabat yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri? Siapa saja
pihak-pihak yang terlibat? Bagaimana prosesnya?

Perkara-perkara perdata dapat timbul dalam perselisihan hukum seperti
yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun Kitab Undang-
undang Hukum Perdata mengatur tentang orang, kebendaan, perikatan serta
pembuktian dan daluwarsa.

Pejabat yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah
hakim dan panitera/panitera pengganti. Hakim tugasnya memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara. Sedangkan tugas panitera adalah mengikuti semua sidang
serta musyawarah Pengadilan. Panitera mencatat semua hal yang dibicarakan.
Selain itu ia harus membuat berita acara sidang dan bersama-sama
menandatangani dengan ketua sidang. Berita acara ini merupakan dasar untuk
membuat keputusan.

Pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam proses persidangan perkara
perdata di Pengadilan Negeri adalah penggugat/kuasanya, tergugat/kuasanya,
penyumpah, dan saksi-saksi. Proses penyelesaian perkara perdata, dapat

digambarkan dengan bagan berikut ini.

Pengadilan Negeri memeriksa

Sensketa [ | Gueatan dan mengadili
Putnsan
Seluruhnva
Ditolak Dikabulkan
Y

Sebagian
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Tugas kelompok

1.

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan dalam kelompokmu
pengertian dari istilah-istilah panitera/panitera pengganti, penggugat/kuasanya,
penggugat/kuasanya, dan penyumpah. Buatlah laporannyal!

Carilah contoh-contoh perkara perdata!

Diskusikan dalam kelompok Anda mengenai kemungkinan putusan hakim: tidak

diterima, ditolak, dan dikabulkan!

Proses Peradilan Militer

Pernahkah Anda melihat atau mendengar berita tentang tindakan
kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh tentara/militer? Apakah tentara/militer
yang melakukan tindakan jahat bisa diproses dalam pengadilan? Apa nama badan
peradilannya? Apa yang dimaksud dengan perkara pidana militer itu? Siapa yang
menyelidiki dan yang menuntut? Siapa yang memeriksa, mengadili dan
memutuskan? Bagaimana proses penyelesaiannya?

Setiap warga negara yang melakukan tindakan pidana akan diproses di
pengadilan. Demikian juga tindakan pidana yang dilakukan oleh warga negara
yang menjadi tentara/militer. Pengadilan yang menangani perkara itu disebut
Pengadilan Militer atau Mahkamah Militer. Pengadilan ini berwenang memeriksa
dan mengadili perkara pidana militer. Perkara pidana militer dilakukan oleh orang
yang pada saat itu anggota militer/tentara. Termasuk oleh anggota suatu golongan
yang dipersamakan dan dianggap anggota militer/tentara.

Pihak-pihak yang hadir dalam proses persidangan perkara pidana militer di
Mahkamah Militer meliputi terdakwa militer/sipil, oditur militer, hakim militer,
penasihat hukum, dan panitera. Selain itu hadir saksi-saksi dan ahli untuk
memberikan keterangan.

Adapun pejabat yang menyelesaikan perkara pidana militer di Pengadilan
Militer, yaitu Hakim, Oditur Militer, dan Panitera. Sedangkan pihak-pihak yang

terlibat, yaitu tersangka/ terdakwal/terpidana, dan penasihat hukum.
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Tahap-tahap dalam hukum acara pidana Militer menurut Undang-Undang
No.31 Tahun 1997, sebagai berikut.
1. Penyidikan oleh hukum, polisi militer atau oditur.
2. Penuntutan/dakwaan oleh oditur militer.
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan.
4

Pelaksanaan putusan.

Prosedur penyelesaian perkara pidana militer dapat dilihat melalui skema
sebagai berikut.

* Pemerl.k saafl e Membuatkan BAP Tl e
Ter- = * Penyfzh‘dlkan e Dikirim kepada dakwaan/ tuntutan
sangka ® Penyidikan Papera dan Otmil
oleh POM & ¢
St Menghadirkan
saksi-saksi dan
v alat bukti yang
Pemeriksaan dapat berkaitan
disertai penahanan dengan perkara
guna keperluan
pemeriksaan
Putusan:
e Bebas dari segala dakwaan/tuntutan.
e Pidana bersyarat Pelaksanagn /
e Pidana penjara putusan penjara
e Pidana kurungan/denda kurungan di
e Pidana tambahan (diberhentikan dari dinas laksanakgn di
militer) Mahmil.

Setelah Anda menyimak uraian materi di atas, sekarang kerjakan tugas dan latihan
berikut ini!

Tugas Kelompok
Kerjakan dalam diskusi kelompok!
1. Apa perbedaan antara proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan

umum dengan peradilan pidana dalam lingkungan peradilan militer?

228



Apa perbedaan proses perkara perdata dengan perkara pidana dalam

lingkungan peradilan umum?

Bagaimanakah proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan

bersama-sama oleh orang sipil dan anggota TNI atau Polri?

Sikap Terhadap Putusan Pengadilan

a.

Sikap Menghormati terhadap Setiap Putusan Pengadilan

Simak baik-baik selintas kisah berikut ini. Di Jalan Keadilan, di Kota
Hukum, terjadi suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Seorang pengendara
sepeda motor yang mendarai sepeda motornya tanpa menggunakan helm
melaju dengan kecepatan tinggi. Tanpa sengaja ia menabrak seorang warga.
Pengendara sepeda motor tersebut dipukuli oleh para warga yang berada di
tempat kejadian. Tidak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian
perkara (TKP) dan langsung mengamankan tersangka (pengendara sepeda
motor).

Selanjutnya tersangka diproses dalam peradilan pidana sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Dalam persidangan di pengadilan,
setelah mendengarkan tuntutan jaksa, keterangan para saksi, dan pembela
terdakwa, sesuai ketentuan yang berlaku (UU Lalu Lintas, KUHP, dan
KUHAP), hakim menjatuhkan vonis pidana kurungan 11 bulan baginya.

Setelah Anda menyimak kasus di atas, cobalah jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ini untuk menentukan sikap (posisi diri) Anda.

a. Manakah yang termasuk pelanggaran dan kejahatan pada kasus di atas?
b. Bagaimana pendapat Anda terhadap kasus yang terjadi tersebut?

c. Apakah yang harus Anda lakukan bila hal itu terjadi di kota anda?

d. Bagaimana sikap Anda terhadap polisi tersebut?
e

. Bagaimana pendapat Anda terhadap keputusan pengadilan tersebut?

b. Bermain Peran
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Perankan/demonstrasikan cerita di atas di depan kelas dengan menggunakan
percakapan yang Anda ciptakan sendiri! Para pemain: seorang tersangka atau

terdakwa, polisi, jaksa penuntut umum, pembela, dan seorang hakim.

230



BAB V UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Kompetensi dan Indikator

1.

2,

Kompetensi

Menganalisis pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indikator

a. Mendeskripsikan pengertian korupsi dan kasus-kasus korupsi di Indonesia.
b. Menjelaskan instrumen hukum pemberantasan hukum di Indonesia.

c. Menjelaskan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.

d. Berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Uraian Materi

1.

Kasus Korupsi di Indonesia

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara korup yang
cukup rawan. Kalau pada masa Orde Baru kebocoran uang negara masih
berkisar 30 persen, maka setelah Era Reformasi indikasi korupsi semakin
memprihatinkan, bahkan pada tahun 2004, BPK melaporkan terjadinya
penyimpangan mencapai 50 persen dari keuangan negara dalam APBN 2003.

Selama beberapa tahun berturut-turut Indonesia tergolong “the most
currupt country in Asia’. Sesuai data Transparency International yang berkantor
pusat di Berlin, The 2004 Transparency International Corruption Perceptions
Index, Indonesia menempati peringkat 133, dengan CPI (Corruption Perceptions
Index): 2,0, bersama Angola, Congo, Georgia, Tajekistan, Turkmenistan. Negara
yang paling korup adalah Bangladesh dan Haiti dengan CPI 1,5 dan 1,4. Pada
tahun 2005 CPI Scores Indonesia meningkat menjadi 2,2 jauh di bawah
Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Kondisi Tahun 2012, Saat Ini, Masih Juga Memprihatinkan, Transparency
International, Rabu (5/12), Merilis Laporan Indeks Persepsi Korupsi 2012, Yang

Menetapkan Peringkat Korupsi Negara-Negara Dalam Skala Dari Satu Sampai
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100. "Tahun Ini Skor Indonesia Adalah 32, Pada Urutan 118 Dari 176 Negara
Yang Diukur. Indonesia Sejajar Dengan Negara-Negara Lain Seperti Ecuador,
Mesir, Madagaskar Dan Republik Dominika Yang Sama-Sama Berada Di Urutan
118. Di Tingkat ASEAN Sendiri, Indonesia Hanya Berada Di Urutan Ke-6.
Indonesia Tertinggal Jauh Dari Negara-Negara Tetangganya, Yakni Singapura
Dengan Skor 87 Di Urutan Pertama, Diikuti Brunei Darussalam Di Urutan Kedua
Dengan Skor 55 Dan Malaysia Di Urutan Ketiga Dengan Skor 49. Kondisi Ini
Lebih Buruk Dari Tahun 2011. Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI),
Tingkat Korupsi Di Asia Tenggara Indonesia Menempati Posisi Keempat Setelah
Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Dan Thailand Dengan Skor Indeks
Persepsi Korupsi 3,0. Sementara Di Tingkat Dunia, Indonesia Berada Di
Rangking 100. Artinya Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Tanah Air Masih
Harus Terus Kita Tingkatkan. Jadi, Korupsi Di Indonesia Semakin Menjadi
Ancaman Besar Bagi Upaya Penciptaan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial.
Lembaga pengamat korupsi Indonesia, Indonesian Corruption Watch
(ICW), menilai bahwa hukum masih memberikan keuntungan kepada koruptor
daripada rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian,
seperti masih macetnya penanganan kasus korupsi yang ada di kepolisian dan
kejaksaan, dihentikannya penyidikan bagi tersangka korupsi, pemberian putusan
bebas bagi sejumlah koruptor oleh pengadilan, dan sejumlah koruptor yang kabur

ke luar negeri.

Tugas

Buatlah ringkasan berita dalam kasus yang Anda temukan! Selanjutnya identifikasi
kasus tersebut dengan memperhatikan siapa pelaku, jumlah kerugian negara,
peraturan yang dilanggar, dan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku. Akhitnya
berikan komentar singkat tentang perasaan dan sikap Anda terhadap pelaku! Tulis

laporannya pada tabel berikut ini!
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Ringkasan Pelaku

Kasus

Kerugian

Negara

Hukuman Komentar

Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan perilaku yang

Korupsi adalah setiap perbuatan yang

dilakukan  siapapun  juga  untuk
kepentingan ~ diri  sendiri,  untuk
kepentingan orang lain, atau untuk

kepentingan suatu badan yang langsung
menyebabkan kerugian bagi keuangan
dan perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerja
sama secara melawan hukum antar-
Penyelenggara Negara atau antara
Penyelenggara Negara dan pihak lain
yang merugikan orang lain, masyarakat,
dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan
Penyelenggara Negara secara melawan
hukum yang menguntungkan
kepentingan  keluarganya dan atau

kroninya di atas kepentingan masyarakat,
bangsa, dan negara.

merusak sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta membahayakan eksistensi negara. Hal
ini terjadi karena perilaku korupsi, kolusi,
dan nepotisme merusak berbagai macam
tatanan, seperti tatanan hukum, tatanan
politik, tatanan sosial budaya dari negara
yang bersangkutan. Prinsip-prinsip keadilan
diabaikan,

pembodohan terhadap

masyarakat, ekonomi biaya tinggi, dan etika
yang
dan

kemasyarakatan diabaikan. Apa

dimaksud dengan korupsi, kolusi,
nepotisme itu?
kolusi,

Korupsi, dan nepotisme di

Indonesia biasanya hanya dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Padahal

korupsi (praktik koruptif) seringkali meliputi perbuatan atau perilaku yang lebih

luas daripada tindakan, kelalaian atau perbuatan yang dihukum oleh peraturan

Hukum Pidana. Bahkan bila seorang pegawai negeri atau pejabat negara atau

hakim enggan menerima seseorang yang ingin membicarakan kepentingannya

yang merupakan tugas kewenangan pejabat negara itu, ia pun sudah melakukan
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praktik koruptif. Menunda-nunda pemberian pelayanan publik yang menjadi
kewajiban pegawai negeri/pejabat negara, juga termasuk praktik koruptif,
sekalipun hal tersebut belum dikategorikan sebagai tindak pidana.

Klasifikasi perbuatan koruptif dalam arti luas, termasuk di dalamnya
tindakan yang tidak sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas KKN. Menurut laporan yang diterima Komisi Ombudsman
Nasional, Tahun 2000-2005 adalah: penyimpangan prosedur, imbalan/praktik
KKN, nyata-nyata berpihak, penyalahgunaan wewenang, inkompetensi,
penanganan berlarut, intervensi, pemalsuan, melalaikan kewajiban, bertindak
tidak layak, dan penggelapan barang bukti.

Tidak dapat disangkal bahwasannya korupsi di negeri Indonesia bukan

saja disebabkan karena lemahnya upaya penegakan hukum, tetapi aparat-aparat

penegak hukum itu sendiri merupakan

Matlu Abu Yadi Orang

Dndonesia”

bagian dari kerawanan korupsi, termasuk

di pengadilan. Kepercayaan masyarakat

De  wegeniha. leputusan  fewgadilaw  tornadap dunia peradilan selama  ini

decara rathasia dan tidak nakasia dapat

ditawar  dalam  lbeatub  jual-detc, MENUTUN. Hukum dan keadilan telah

kabareya dengan ccpotong SR ceaatw  diperjualbelikan di pengadilan.

bari akan macuk Barsa Efek fakarta _ . .
, L Fakta lain dapat dilihat dari +4600
secara resmc. (Penggalan puisi karya

Taufiq Ismail) laporan yang diterima Komisi

Ombudsman Nasional periode Maret
2000 s/d Maret 2005, diklasifikasi terlapor bahwa +35% merupakan Badan
Peradilan, +#13% Kepolisian dan +9% Pemerintah Daerah dan Instansi
Pemerintah. Dari tiga besar Kklasifikasi tersebut, terlihat +16% merupakan
penundaan berlarut, £15% penyimpangan prosedur, dan £15% penyalahgunaan
wewenang. Sedangkan lainnya yang tak kalah menarik £12% imbalan/praktik

KKN yang juga tidak sedikit dilakukan oleh oknum pejabat publik.

2. Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
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Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melanda bangsa
Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan

menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak tahun 1998, masalah korupsi, kolusi, | Kozt (oot i

dan nepotisme telah ditetapkan oleh Mejelis = nepotisme dianggap oleh
: sebagian orang sudah
. menjadi budaya bangsa
sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum = yang membuat negeri ini
. semakin terpuruk ke dalam
. kerendahan mutu sumber
sebagaimana diharapkan. Bagaimana upaya pem- daya manusianya.

: Benarkah?

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia%
menunjukkan  arah  perubahan dan hasil§

berantasan korupsi di Indonesia?

Apakah pemberantasan KKN melalui jalur peradilan saja dapat mengurangi
praktik koruptif? Bagaimana upaya yang paling efektif yang harus dilakukan agar
percepatan pemberantasan KKN itu berhasil? Siapa saja pihak-pihak yang berhak
atau wajib mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia?

Salah satu arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi,
dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan
pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektifitas pelaksanaan
pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi: a) Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); b) perlindungan saksi dan korban;
c) kejahatan terorganisasi; d) kebebasan mendapatkan informasi; e) etika
pemerintahan; f) kejahatan pencucian uang; dan g) Komisi Ombudsman.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan
berwibawa, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus dihilangkan. Oleh
karena itu, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Pada tahun 2002, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum ada KPK,
sudah terbentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),
yakni berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.

Pemberantasan korupsi melalui jalur peradilan saja, tidak pernah akan
dapat menanggulangi praktik koruptif secara memuaskan. Disamping itu

pemberantasan korupsi melalui jalur peradilan, walaupun sangat perlu, tetapi
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membutuhkan waktu yang lama sekali. Hanya beberapa kasus korupsi yang
diselesaikan melalui jalur peradilan. Banyak kasus korupsi yang besar dan
penting sampai sekarang belum juga ada penyelesaian melalui jalur peradilan.

Pengurangan praktik koruptif harus dilakukan bersama-sama dengan
upaya pencegahan praktik koruptif, yaitu melalui perubahan struktur organisasi
birokrasi dan melalui perbaikan birokrasi, baik kinerja maupun etikanya. Jelaslah
bahwa peradilan saja tidak mampu sepenuhnya memberantas apalagi mencegah
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lagi pula proses peradilan saja juga tidak
akan menghasilkan good governance (praktik pemerintahan yang baik). Pada
dasarnya, good governance akan dapat mencegah dan memberantas praktik
koruptif, termasuk kolusi dan nepotisme. Pencegahan dan pemberantasan KKN
hanya dapat dicapai melalui suatu strategi yang sistemik dan yang melibatkan
semua sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara
searah, serentak, dan simultan.

ltulah sebabnya pencegahan dan pemberantasan KKN tidak mungkin

hanya dibebankan
pada para wi M penegak hukum
saja. Agar N 1 Sy i gerakan
percepatan bt S, pemberantasan
KKN itu berhasil, maka
gerakan ini harus
merupakan “conterted
effort” oleh legislatif,
eksekutif, yudikatif,
lembaga pengawasan
(seperti BPK  Gaambar 2.7 Pemberantasan korupsi melalui jalur dan
peradilan saja, tidak pernah akan dapat mengurangi praktik
Ombudsman)  koruptif secara memuaskan. maupun
lembaga swadaya

masyarakat dan seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia, agar tercipta
suatu budaya hukum. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
negara yang bersih, modern, adil dan sejahtera. “Asal mau, pasti bisa!”, demikian

kata-kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
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Di samping itu, kita patut menyambut niatan baik dari pemerintahan
Presiden SBY yang mengagendakan pemberantasan korupsi sebagai salah satu
agenda utama dalam pemerintahannya. Namun, niat baik tersebut tidak cukup,
perlu langkah-langkah kongkret untuk mewujudkan pemberantasan korupsi. Kita
semua berharap lembaga negara yang ada saat ini dan memiliki kewenangan
untuk memberantas korupsi, baik upaya represif maupun preventif, dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga pemberantasan korupsi
dapat berhasil atau minimal dikurangi.

Untuk lebih memahami bagaimana upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia, bacalah wacana berikut dan kerjakan tugas-tugas yang ada!

Wacana

“Ini jihad saya. Kalaupun saya mati saya mati syahid.” Kata-kata itu mengemuka dari mulut
Khairansyah Salman, auditor investigatif BPK yang mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan
anggota KPU dan aktivis LSM Mulyana W. Kusumah (Republika 13/4). Terkesan, bahwa
Khairansyah amat serius mengungkap kasus korupsi di lembaga “terhormat” tersebut. Namun
ketua BPK, Prof.Anwar Nasution justru akan menindak tegas Khairansyah, karena dinilai sebagai
tindakan yang tidak prosedural. Terlepas dari ancaman terhadap karir Khairansyah, yang jelas ada
ancaman keselamatan dan keamanan fisik yang lebih serius bagi Khairansyah dan keluarganya.
Pasalnya, Indonesia hingga kini belum memiliki UU Perlindungan Saksi. Kemudian nasib para
saksi pelapor korupsi (witness ataupun whistleblower) pada kasus-kasus sebelumnya juga tidak
begitu indah. Bukannya disebut pahlawan, mereka malah mengalami kekerasan fisik hingga
digugat balik atas dasar pencemaran nama baik.(Kompas,18/4).

Harian Republika edisi 16 Maret 2005, menyuguhkan data 11 saksi dan pelapor kasus korupsi yang
malah balik diadukan dengan pasal pencemaran nama baik (Sumber ICW).

Pasal 15 UU No0.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa KPK
berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan
atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan itu meliputi pemberian |
jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau
melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum. 3

Pasal 5 ayat 1 PP No.71 tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan |
Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, |
menyebutkan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau LSM berhak atas perlindungan |
hukum baik mengenai status hukum atau rasa aman. ‘

Pasal 6 ayat 1 PP tersebut, menyebutkan bahwa penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan
kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang
disampaikan. 1

Pengamanan fisik kepada pelapor dan keluarganya dapat diberikan apabila diperlukan atas
permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi. ‘

Apakah kedua peraturan tersebut dapat menjamin perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor
kasus korupsi? ‘
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Setelah mencermati wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

Perlukah diadakan undang-undang tentang Perlindungan Saksi? Apa alasannya?

Bagaimana caranya Anda melaporkan dugaan praktik koruptif?

Siapa saja yang seharusnya berhak mendapat perlindungan saksi? Apa

alasannya?

Tugas Pengamatan

1.

Lakukan pengamatan melalui surat kabar, televisi, radio, dan sumber lainnya yang

berkaitan dengan kasus KKN dan penanggulangannyal

Tunjukkan empat kasus yang diindikasikan termasuk dalam kategori korupsi, kolusi,

dan nepotisme (KKN)!

Bagaimana dampak kasus-kasus tersebut bagi kehidupan bangsa dan negara

Indonesia dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya?

Bagaiman upaya yang dilakukan untuk menanggulangi KKN tersebut?

3. Instrumen Hukum Dan Lembaga Anti Korupsi

a.

Gambar 2.8 Seragam tahanan korupsi. Suatu Instrumen
agar orang berfikir panjang untuk melakukan tindak pidana
korupsi.

Pengertian Anti Korupsi

Istilah “anti” mempunyai arti menentang, mencegah, tidak setuju,

melawan, benci, dan menolak. Misalnya obat anti mabok, artinya obat untuk
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artinya sikap dan tindakan
menentang, mencegah, tidak
setuju, membenci, menolak
sikap, perbuatan, penayangan
gambar yang berbau porno-

grafi.



Berdasarkan contoh di atas, coba Anda simpulkan sendiri pengertian anti
korupsi itu! Dalam arti yang lebih luas, anti korupsi meliputi juga anti KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme). Pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme sudah Anda
pahami, bukan?

Sekarang, perhatikan gambar 4.7! Apa yang ditunjukkan pada gambar
tersebut? Mengapa mereka melakukan kegiatan seperti itu? Apakah unjuk rasa
masyarakat yang menentang putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan
tersangka dugaan korupsi, termasuk sikap anti korupsi? Kalau jawabanmu ya, apa
alasannya?

Kegiatan Ombudsman Perwakilan dewasa ini aktif melakukan kunjungan ke
instansi pemerintah dan media massa untuk mengkampayekan good governance
dan anti korupsi. Lembaga ini melibatkan dalam berbagai kegiatan yang
diselenggarakan oleh LSM maupun lembaga pendidikan. Mereka juga melakukan
sosialisasi baik melalui media massa maupun talk show di beberapa radio dan
televisi lokal. Di samping itu juga membangun kerjasama dengan Ombudsman
Daerah dan Ombudsman Swasta untuk bersama-sama mendorong pemerintahan

yang bersih dan bebas dari korupsi.

Tugas Individu
e Carilah informasi dari berbagai sumber ( koran, televisi, radio, internet) tentang
berbagai sikap dak kegiatan anti korupsi, termasuk anti KKN!
¢ Tulislah sedikitnya lima contoh sikap dan perbuatan anti korupsi!
e Laporkan secara lisan di depan kelas.

e Kumpulkan hasil pekerjaanmu kepada guru untuk mendapatkan penilaian!

b. Instrumen Hukum Anti Korupsi

a. Perundang-undangan Anti Korupsi
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu
menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung
jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Hal ini dimaksudkan

agar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merusak sendi-sendi kehidupan
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bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dicegah. Oleh karena itu

diperlukan landasan hukum pencegahan dan pemberantasan KKN.

Anda Perlu Tahu

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan Dasar Hukumnya

1946> Awal kemerdekaan - KUHP
1957-> Peraturan Penguasa Militer - Tidak terstruktur
- Perpu Nomor 24 Tahun 1960
1967-> Tim Pemberantasan Korupsi - Preventif & Represif
1971->UU Anti Korupsi - UU Nomor 3 Tahun 1971
1977-> Opstib (Operasi Tertib) - Preventif & Represif
1987-> Operasi Khusus Perpajakan - Preventif & Represif
1998-> Krisis Multidisiplin melahirkan - Tap MPR X1/1998 dan VIII/2001

- UU Nomor 28 Tahun 1999
- UU Nomor 31 Tahun 1999

- UU Nomor 20 Tahun 2001
2000~> TGPTK - PP Nomor 18 Tahun 2000
2003-> KPK - UU Nomor 30 Tahun 2002
2004-> Pengadilan Tipikor - Kepres Nomor 59 Tahun 2004
2004-> Percepatan Pemberantasan Korupsi - Inpres Nomor 5 Tahun 2004
2005-> Tim Tastipikor - Keppres Nomor 11 Tahun 2005

1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pada tahun 1998, MPR RI telah menetapkan Ketetapan MPR Rl Nomor Xl
/IMPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian pelaksanaan ketetapan MPR ini dijabarkan
dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 memuat ketentuan yang berkaitan
langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara
negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan negara.

Undang-undang ini dinamakan juga undang-undang anti-korupsi, terdiri
atas 10 bab dan 24 pasal. Di bawah ini dikutipkan sebagian isi UU tersebut secara
utuh dan apa adanya. Anda dapat membaca dan mencermati isi dari UU dari pasal-

pasal yang ada. Berdasarkan pengamatan itu, Anda bisa menyimpulkan bahwa UU
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tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi di Indonesia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas dilaksanakan
melalui 5 instrumen hukum yang terdiri dari 4 Peraturan Pemerintah dan 1
Keputusan Presiden. Kelima instrumen perundang-undangan tersebut adalah
sebagai berikut.

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi
Pemeriksa.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah Diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi

Undang-Undang ini lahir atas dasar beberapa bertimbangan. Pertama,
bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus
diberantas. Kedua, bahwa akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini
selain merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga menghambat
pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang menuntut efisiensi tinggi.
Ketiga, bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1973 tentang Tindak Pidana Korupsi
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam

masyarakat.
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdiri atas 7 Bab dan 45 pasal. Bab
| memuat satu pasal mengenai Ketentuan Umum. Bab Il memuat 19 pasal
mengenai Tindak Pidana Korupsi. Bab Ill memuat 4 pasal mengenai Tindak Pidana
Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab IV memuat 16 pasal
mengenai Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Bab V
memuat 2 pasal mengenai Peran Serta Masyarakat. Bab VI memuat satu pasal
mengenai Ketentuan lain-lain. Bab VIl memuat dua pasal mengenai Ketentuan

Penutup.

Akibat dari semakin meluasnya tindak pidana korupsi yang terjadi,
dipandang perlu perubahan beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 31, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar pertimbangan lebih lanjut
adanya perubahan tersebut, bahwa korupsi tidak saja merugikan keuangan negara,
tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas. Dengan begitu tindak pidana korupsi perlu digolongkan

sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara LUAR BIASA.

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi juga
dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman
penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi
masyarakat, serta perlakukan secara adil dalam memberantas tindak pidana

korupsi.

Beberapa perubahan ketentuan tersebut antara lain:
a) Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga

rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka
1 undang-undang ini. Berarti bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan apabila
tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 2 ayat 1 dilakukan terhadap dana-
dana yang diperuntukkan bagi:

e penanggulangan keadaan bahaya,

e bencana alam nasional,

e penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,
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e penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan

e penanggulangan tindak pidana korupsi.

b) Ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak

mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing

pasal KUHP yang diacu. Dengan demikian, misalnya pasal 5, menjadi lebih

jelas dan tegas, bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu

tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana dengan denda paling sedikit
Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 setiap orang yang:

e memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

e memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksudkan di atas dipidana dengan pidana yang sama.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a. Latar Belakang Pembentukan KPK

Kualitas TIPIKOR atau tindak pidana korupsi semakin sistematis yang

Gambar 2.9 Di gedung inilah KPK bekerja
untuk mengantisipasi dan mengadili pelaku
tindak pidana korupsi di Indonesia

merasuki seluruh aspek kehidupan
masyarakat  yang membawa
bencana terhadap kehidupan
perekonomian nasional,
kehidupan berbangsa dan
bernegara, sehingga TIPIKOR
merupakan KEJAHATAN YANG
LUAR BIASA.



Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menentukan: dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang Pemberantasan Tipikor mulai berlaku (tanggal 16 Agustus 1999),
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu, pada tanggal 27 Desember 2002 Presiden Megawati
Soekarnopoetri telah menandatangani dan mengesahkan, mengundangkan, serta
mulai memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Penjelasannya dimuat di dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Pada tanggal 26 Desember 2003 Presiden Megawati Soekarnopoetri juga
telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 266/M Tahun 2003 yang
mengangkat Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa
Jabatan Tahun 2003-2007. Pada tanggal 29 Desember 2003 Presiden Megawati
Soekarnopoetri melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana
Presiden, dengan susunan: Taufiequrachman Ruki sebagai Ketua, dan Amien
Sunaryadi, Syahruddin Rasul, Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan
Penggabean sebagai Wakil Ketua.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Tugas dan Kewajiban KPK

Pada prinsipnya, KPK memiliki dua tugas utama, yaitu penindakan dan
pencegahan. Dalam hal penindakan KPK melakukan koordinasi dengan instansi
yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor (pasal 7); melakukan supervisi
terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor (pasal 8);
dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor (pasal 11).

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:

1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor;
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2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tipikor;

3) meminta informasi tentang kegiatan pem- [ wmawcomomas |
berantasan tipikorkepada instansi terkait;

4) melaksanakan dengar pendapat dan per-
temuan dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tipikor; dan

5) meminta laporan instansi terkait tentang

pencegahan tipikor.

Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang:

6) melakukan pengawasan, penelitian, atau pe-

nelaahan terhadap instansi yang menjalankan T

tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Kepolisian { Kejaksaan
pemberantasan tipikor dan instansi yang
BPKP

melaksanakan pelayanan publik; dan
7) mengambil alih penyidikan atau penuntutan
terhadap pelaku tipikor yang sedang dilakukan

oleh kepolisian atau kejaksaan.

| LEMBAGA YANG DISUPERVIS! |

Itjen Dep

Departemen, LPND,
Kementerian
(pelayanan publik)

Contoh-contoh perkara yang disupervisi secara khusus dalam periode tahun 2005

antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

dugaan tipikor berupa LC fiktif BNI yang ditangani penyidikannya oleh
Mabes POLRI pada Bulan Oktober 2004;

dugaan tipikor berupa manipulasi deposito fiktif pada BRI yang
penyidikannya ditangani Kejati DKI Jakarta;

dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh
Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia yang ditangani oleh Polda Metro;
dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh
Direksi PT Dharma Niaga yang ditangani oleh Polda Metro Jaya;

dugaan tipikor berupa pengadaan genset Propinsi NAD yang
penyidikannya ditangani oleh Polda NAD yang kemudian diserahkan ke
Mabes POLRI,
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6)

7)

8)

9)

dugaan tipikor dalam penjualan aset MBH (Manado Beach Hotel) milik
PPSU Pemda Sulut yang penyidikannya ditangani Kejati Sulawesi Utara;
dugaan tipikor dalam proyek listrik swasta Karaha Bodas Company yang
di-sidik oleh Mabes Polri;

dugaan tipikor dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa
sawit di Propinsi Kalimantan Timur yang di-sidik oleh Kejaksaan Agung RI;
dugaan tipikor dalam pengalihan tanah negara kepada swasta untuk
pembangunan Palembang Square yang di-sidik oleh Kejaksaan Tinggi

Sumesel;

10) dugaan tipikor dalam penggunaan dana Pemilu 2004 oleh Bupati

Temanggung yang disidik oleh POLDA Jateng;

11) dugaan tipikor yang melibatkan Bupati Kendal yang disidik oleh POLDA

Jateng.
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih perkara TIPIKOR

yang ditangani kepolisian dan kejaksaan dengan alasan:

1)
2)

3)

4)

5)

laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau
tertunda-tunda tanpa ala-
san yang dapat dipertang-
gung-jawabkan;
penanganan tindak pida-
na korupsi ditujukan untuk
melindungi pelaku tindak

pidana korupsi yang se-

sungguhnya;
—

penanganan tindak pida- Gambar 2.10 Untuk menangkap pelaku, KPK
berwenang menyadap pembicaraan dan transaksi

na korupsi mengandung yang diduga kuat merupakan tindak pidana korupsi.

unsur korupsi;
hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari

eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
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6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,
penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian
atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara
beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

2) melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

3) meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa
yang sedang diperiksa;

4) memerintahkan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi
milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa;

7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi
perdagangan, dan perjanjian lainnya;

8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang
bukti di luar negeri; dan

9) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
dalam perkara tipikor yang sedang ditangani.

Sedangkan tugas pencegahan mengharuskan KPK untuk melakukan
tindakan pencegahan tipikor (pasal 13); dan melakukan monitoring terhadap

penyelenggaraan pemerintahan negara (pasal 14).
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Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 5 kewajiban, yaitu:

. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang

menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai

terjadinya tindak pidana korupsi;

. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau

memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan

hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan

Badan Pemeriksa Keuangan;

4. menegakkan sumpah jabatan; dan

5. menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan

asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum;

dan proporsionalitas.

Tugas Kelompok

Bagilah siswa di kelasmu menjadi 5 kelompok! Buatlah sebuah pengaduan masyarakat

sederhana, yaitu tentang dugaan kasus tindak pidana korupsi di lingkunganmu. Isi

pengaduan mencakupi: (a) ringkasan kasus; (b) dugaan tindak pidana korupsi yang

terjadi; (c) ketentuan hukum yang dilanggar; dan (d) pihak-pihak yang dapat menjadi

saksi dan/atau tersangka. Serahkan surat pengaduan tersebut kepada gurumu untuk

dikoreksi bersama pada waktu pembelajaran di kelas. Buat surat pengaduan tersebut

seolah-olah benar-benar akan Anda kirimkan ke KPK melalui alamat berikut ini.

PENGADUAN DENGAN SMS
0811 959 575
0855 8 575 575

gunakan nomor-nomor tersebut

untuk mengadu dan menanyakan perkembangan pengaduan tentang tindak pidana

korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

JI. Veteran Ill Nomor 2 Jakarta
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JI. Ir. H. Juanda 36 Jakarta
www.kpk.qgo.id

rooseno@kpk.go.id
HP: 0813 11 400 484

Rangkuman

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum.
Negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana pemerintahannya berdasarkan
hukum. Prinsip atau azas negara hukum meliputi: a) pengakuan dan perlindungan
HAM; b) peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan c) adanya kepastian hukum

(legalitas hukum).

. Hukum itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang untuk mengatur tingkah laku
manusia dalam masyarakat. Sistem hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku

dalam suatu negara yang merupakan satu kesatuan.

. Jenis—jenis hukum nasional dapat dibedakan menurut bentuknya, waktu berlakunya,

tempat berlakunya, sifatnya, fungsinya, dan isinya.

. Sistem hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang

merupakan satu kesatuan.
. Secara umum fungsi hukum meliputi perlindungan, keadilan, dan pembangunan.
. Sumber hukum dibedakan atas sumber hukum material dan sumber hukum formal.

. Badan-badan peradilan meliputi 4 lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

. Peradilan umum berfungsi memeriksa dan memutuskan semua perkara perdata dan
pidana atau permohonan yang tidak menjadi kompetensi badan peradilan khusus
(peradilan agama, militer, dan tata usaha negara). Peradilan khusus berfungsi untuk
memeriksa dan memutuskan perkara di bidang tertentu atau mengenai golongan

rakyat tertentu.
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9. Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum) meliputi tahap-tahap

penyidikan, penuntutan, pemeiksaan, dan pelaksanaan putusan.

10.Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah Jaksa
Penuntut Umum (JPU), Hakim, dan Panitera atau Panitera Pengganti. Sedangkan
pihak-pihak yang terlibat adalah saksi, tersangka/terdakwa, dan Advokat (pembela

atau penasehat hukum).

11. Pejabat yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah hakim dan
panitera/panitera pengganti. Sedangkan pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam
proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah penggugat/

kuasanya, tergugat/kuasanya, penyumpah dan saksi-saksi.

12. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana militer di Pengadilan Militer, yaitu kakim,
oditur militer, dan panitera. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat, yaitu

tersangka/terdakwal/terpidana, dan penasihat hukum.

13. Indonesia saat ini dikenal dunia sebagai negara koruptor dan untuk itu berbagai
peraturan hukum dan lembaga anti-korupsi dibentuk untuk melakukan

pemberantasan korupsi secara sistematis dan adil.

14. Pencegahan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah dengan membentuk
komisi-komisi negara, diantaranya Komisi Ombudsman, Komisi Pemeriksa Kekayaan

Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

15. Korupsi yang telah membudaya dan dilaksanakan secara sistematis tidak dapat hanya
diberantas melalui jalur hukum, tetapi harus dibarengi dengan penciptaan good
governance dan pendidikan hukum anti-korupsi bagi seluruh rakyat, termasuk melalui

jalur pendidikan.
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Uji Kompetensi

A. Berilah tanda silang (X) di antara pilihan jawaban, yaitu pada huruf a, b, c, atau d

dari masing-masing jawaban paling benar!

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara . . .

a. hukum

b. demokrasi
c. kesatuan
d. republik

e. kedaulatan

2. Prinsip/azas negara hukum meliputi sebagai berikut, kecuali . . . .
pengakuan dan perlindungan HAM

peradilan yang bebas dan tidak memihak

adanya kepastian hukum

adanya kebebasan berpendapat

® 2 0 T 9o

adanya lembaga bantuan hukum
3. Hukum itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang untuk . . . .
a. mengatur hak dan kewajiban warga negara
b. mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat
a. melindungi kewajiban dan hak asasi manusia
b. menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat
c. memperkuat posisi pemerintah
4. Keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang merupakan satu
kesatuan disebut . . . .
a. struktur hukum
b. fungsi hukum
c. sistem hukum
d. kultur hukum
e

. perangkat hukum
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5. Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, atau

sebagai pemegang atau penyandang hak dan kewajiban merupakan pengertian . .

a. subjek hukum
b. objek hukum
c. peristiwa hukum
d. bentuk hukum
e. badan hukum
6. Peristiwa hukum adalah . . ..
a. segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum
b. suatu kejadian yang oleh peraturan hukum dihubungkan dengan akibat hukum
c. suatu hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum
d. suatu proses untuk menentukan sanksi hukum
e. kenyataan sehari-hari yang menimbulkan kejahatan
7. Perhatikan pernyataan beriku!

1. hukuman mati

2. pencabutan hak-hak tertentu

3. hukuman penjara

4. penyitaan barang-barang tertentu
5. hukuman kurungan dan denda.

Dari pernyataan di atas, yang termasuk hukuman pokok ditunjukkan pada nomor . .

1,2,dan 3
1,3,dan 5
2,3,dan4
2,4,dan 5
1,4,dan 5

8. Jenis-jenis hukum menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi . . . .

® 2 0 T 9o

a. hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
b. hukum material dan hukum formal
c. hukum pidana dan hukum perdata

d. hukum nasional dan hukum internasional
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e. hukum positif dan hukum cita
9. Hukum yang isinya mengatur kepentingan umum, disebut . . . .
a. hukum privat
b. hukum perdata
c. hukum pidana
d. hukum publik
10. Melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang datang dari
sesama manusia, merupakan salah satu fungsi hukum yaitu . . . .
a. keadilan
b. pembangunan
c. perlindungan
d. keamanan
e. ketertiban
11. Tempat/sumber dari mana peraturan itu memperoleh kekuatan hukum merupakan
pengertian sumber hukum. . . .
a. material
b. formal
kebiasaan
doktrin
kodrat alam
12. Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 mengatur tentang . . . .

© o o

Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Kekuasaan Kehakiman

Peradilan Militer

® 2 0 T 9o

Kepolisian Negara

13. Badan Peradilan yang memeriksa dan memutus semua perkara perdata dan
pidana atau permohonan yang tidak menjadi kompetensi badan peradilan khusus
adalah . . ..
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer
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d. Peradilan Tata Usaha Negara
e. Peradilan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14. Memeriksa dan memutuskan perkara di bidang tertentu atau mengenai golongan
rakyat tertentu merupakan fungsi dari . . . .
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Tata Usaha Negara
c. Peradilan Agama
d. Peradilan Khusus
e. Peradilam Militer
15. Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum) meliputi tahap-
tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan . . . .
a. pelaksanaan putusan
. persidangan hakim

b

c. pengambilan putusan
d. pemberian hukuman
e

. pembelaan terdakwa
16. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah Jaksa

Penuntut Umum (JPU), Hakim, dan . . ..
a. Tersangka/Terdakwa
. Advokat (pembela).

b

c. Panitera
d. Panitera Pengganti
e

. Saksi-saksi
17. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, disebut . . . .

a. penyidikan

. penyelidikan

b

C. penuntutan
d. pemeriksaan
e

. pemberkasan perkara
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18. Pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam proses persidangan perkara perdata di

Pengadilan Negeri adalah penggugat/kuasanya, tergugat/ kuasanya, penyumpah

dan ..

®© o 0 T o

terdakwa
jaksa
saksi-saksi
pembela

tersangka

19. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana militer di Pengadilan Militer, yaitu
hakim, Oditur Militer, dan . . . .

a.

panitera

b. jaksa

c. penasihat hukum
d.
e

. Polisi militer

Advokat

20. Tahap-tahap dalam hukum acara pidana militer diatur menurut Undang-undang ....

21.

a. No. 8 Tahun 1981

b. No. 7 Tahun 1989

c. No. 31 Tahun 1997

d. No. 9 Tahun 2004

e. No. 10 Tahun 2004

Undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah . . ..
a. UU No. 25 Tahun 1999

b. UU No. 28 Tahun 1999

c. UU No. 29 Tahun 2001

d. UU No. 30 Tahun 2002

e. UU No 31 Tahun 2002

22. Setiap perbuatan yang dilakukan siapa pun juga untuk kepentingan diri sendiri,

untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung
menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara, disebut. . . .

a. korupsi
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b. kolusi
C. nepotisme
d. penggelapan
e. penyelewengan
23. Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang
menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara disebut . . . .
a. korupsi
b. kolusi
c. nepotisme
d. gratifikasi
e. penyalahgunaan jabatan
24. Pada tahun 2002, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
yang mengatur tentang . . ..
a. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).
b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
c. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
d. Komisi Ombudsman
e. Hakim Tastipikor.
25. Dampak perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi kehidupan bangsa dan
negara adalah . . ..
a. merusak ideologi Pancasila dan kepribadian bangsa
b. merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
c. merusak persatuan dan kesatuan bangsa
d. mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia internasional
e

. menodai etika sosial.

B. Lengkapilah pernyataan di bawah ini dengan singkat dan benar!
1. Prinsip/azas negara hukum meliputi: pengakuan dan perlindungan HAM; peradilan
yang bebas dan tidak memihak; serta ....
2. Keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang merupakan satu

kesatuan disebut ....
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. Jenis—jenis hukum nasional menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi ....
. Secara umum fungsi hukum meliputi ....

. Sumber hukum dibedakan atas: sumber hukum material dan ....

. Badan-badan peradilan meliputi 4 lingkungan peradilan, yaitu ....

. Peradilan khusus berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara ....

0 N o o0 b+~ W

. Proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sipil (umum) meliputi tahap-
tahap ....
9. Pejabat yang menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah ....

10. Pejabat yang menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah ....

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas!
1. Sebutkan jenis-jenis hukum nasional!
. Jelaskan peranan lembaga peradilan pada umumnya!
. Tunjukkan perbedaan proses antara peradilan sipil dan peradilan militer!
. Kasus atau perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan praktik koruptif?
. Sebutkan 4 contoh kasus praktik koruptif yang terjadi di daerah tempat tinggalmu!

. Jelaskan konsekuensi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme!

~N OO O A WN

. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam mencegah dan memberantas
praktik koruptif?

8. Sebutkan instrument peraturan perundangan anti korupsi!

9. Apa tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara?

10.Apa maksud dan tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional?
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BUKU 5

SISTEM DAN BUDAYA POLITIK
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1
SISTEM POLITIK INDONESIA

BAB | PENDAHULUAN

Dalam modul ini anda akan mempelajari sistem politik di Indonesia. Kajian
modul ini meliputi persoalan struktur politik dalam sistem politik di Indonesia,
sistem politik yang dianut di berbagai negara, dan peran serta warganegara
Indonesia dalam sistem politik yang ada.

Modul ini berkaitan dengan modul tentang: hubungan antara dasar negara
dan konstitusi; prinsipprinsip demokrasi dan sistem hukum yang berlaku; dan
persamaan kedudukan warganegara dalam berbagai aspek kehidupan. Standar
kompetensi yang harus dicapai setelah anda mempelajari modul ini adalah
kemampuanmu menganalisis sistem politik di Indonesia. Sedangkan
kompetensi dasar yang harus anda dikuasai antara lain: mendeskripsikan
suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia; mendeskripsikan perbedaan
sistem politik di berbagai negara; dan menampilkan peran serta dalam sistem

politik yang ada di Indonesia.
A. Petunjuk

Sebelum Anda mempelajari modul ini lebih lanjut, maka perhatikan petunjuk

belajar berikut ini.
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. Baca tujuan pembelajaran sebelum anda mendalami informasi dan

mengejakan tugas.
. Bacalah uraian informasi materi (hal 3) secara berulang-ulang sebelum anda
mengerjakan tugas.
3. Bacalah literatur lain untuk memperkuat pemahaman anda.
4. Kerjakan setiap langkah sesuai dengan tugas yang diberikan.
5. Konsultasikan dan diskusikan kepada Asesor jika menemui kesulitan atau

keraguan dalam mengerjakan tugas.

B. Tujuan
Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda mampu melakukan hal-hal berikut

ini.
1. Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia.
2. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara.
3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia.

C. Uraian Materi

A. Supra Struktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
1. Pengertian Politik dan Sistem Politik

Dalam kehidupan sehari-hari, begitu sering kita mendengar istilah politik.
Media cetak dan elektronik hiruk pikuk penuh dengan berita politik, apalagi saat
menjelang pemilu. Banyak juga yang bilang bahwa politik itu hitam, kotor, dan
sederet istilah tak mengenakkan lainnya. Apakah memang demikian halnya? Apa
itu sebenarnya politik dan apa yang diurus oleh bidang politik tersebut? Mari kita
simak definisi politik menurut beberapa ahli.

Prof. Miriam Budiardjo, dalam bukunya berjudul Dasar-dasar limu Politik
(1992), mendefinisikan politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu

sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan
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dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih
mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan
ketatanega-raan.

Sementara bagi bagi Franz Magnis-Suseno, pengertian politik lebih
berkaitan = dengan  dimensi  politik
manusia. Dimensi itu adalah masyarakat
secara keseluruhan (negara). Jadi politik
adalah segala kegiatan manusia yang
berorientasi kepada masyarakat secara
keseluruhan, atau yang berorientasi

kepada negara. Sebuah keputusan

disebut keputusan politik apabila diambil

www.kabarnet.wordpress.com

dengan memperhatikan  kepentingan

Gambar 1 .
masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu

Istana negara merupakan tempat di mana

) tindakan harus disebut politis apabila
sumber kekuasaan eksekutif berada.

menyangkut masyarakat sebagai
keseluruhan.

Apa yang dikemukakan Komaruddin Hidayat tentang politik juga cukup
menarik untuk dicatat. Menurut Komaruddin, sebagaimana tersurat dan tersirat,
kata “politik” yang berasal dari bahasa Yunani mempunyai makna yang berkaitan
dengan serba keteraturan, keindahan, dan kesopanan bagi sebuah warga kota.
Berdasarkan pengertian ini, maka tugas polisi, kata yang serumpun dengan
politik, adalah menjaga keteraturan dan keindahan kota (polis), sehingga perilaku
polisi harus selalu santun (polite). Pada level ketatanegaraan, keteraturan dan
kesantunan hidup bersama itu diperjuangkan dan dijaga oleh para politikus.

Begitu mulianya politik itu, sehingga Aristoteles menyebutnya sebagai seni
tertinggi untuk mewujudkan kebaikan bersama (common and highest good) bagi
sebuah negara. Oleh karena itu untuk menciptakan kehidupan sosial yang
nyaman dan baik, menurut Aristoteles, semua cabang ilmu harus ada di bawah
kendali dan melayani implementasi ilmu politik. Berangkat dari konsep dasar

kemuliaan politik itu, maka muncul berbagai teori mengenai model-model
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pemerintahan, persyaratan untuk menjadi kepala negara, dan bagaimana
mekanismenya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang politik di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa secara umum politik dapat dimaknai sebagai segala
sesuatu yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan
kebaikan rakyat secara keseluruhan.

Aspek penting dari politik adalah kekuasaan (power), yaitu kekuasaan untuk
mengatur kepentingan rakyat dalam negara. Kekuasaan dalam pengertiannya
yang umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut
kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan sering
disebut dengan pemimpin atau penguasa. Sedangkan orang lain yang berada
dalam kekuasaan itu disebut sebagai pengikut, anggota atau warga. Jadi
kekuasaan adalah kemampuan vyang dimiliki oleh pemimpin untuk
mengendalikan para pengikut atau warganya untuk mencapai tujuan tertentu.
Kekuasaan dalam konteks politik, tentunya adalah proses pengendalian rakyat
untuk mencapai tujuan negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas, politik tidak
semata-mata dimaknai sebagai proses kekuasaan pemerintahan, baik di
lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (suprastruktur politik). Proses
politik juga terjadi dalam proses-proses kekuasaan yang ada pada lembaga-
lembaga non-pemerintahan, seperti partai politk dan organisasi
kemasyarakatan, sebab lembaga-lembaga tersebut secara langsung maupun
tidak langsung ikut terlibat dan berpengaruh terhadap proses kekuasaan di
dalam negara (infrastruktur politik).

Apakah tujuan politik itu? Mengingat bahwa politik adalah segala sesuatu
yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan kebaikan
rakyat secara keseluruhan, maka tujuan politik tidak lain, adalah
mengusahakan agar kekuasaan dalam masyarakat dan negara, diperoleh,
dikelola, dan diterapkan secara baik. Tentunya yang dimaksud secara baik
dalam hal ini adalah sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia.
Hal itu terkait dengan prinsip dasar Indonesia sebagai negara hukum, sebagai
negara demokrasi, dan sebagai negara kesatuan.
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Dalam gambaran yang lebih rinci, dapat dikemukakan bahwa tujuan dari
proses perpolitikan di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan
pemerintahan, dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan (digunakan) sesuai
dengan norma hukum yang berlaku.

2. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan
pemerintahan, sedapat mungkin diperoleh, dikelola, dan diterapkan
menurut kaidah-kaidah demokrasi.

3. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan
pemerintahan, sedapat mungkin diperoleh, dikelola, dan diterapkan dalam
kerangka mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi siapa pun, dalam status apa pun, dan di lingkungan mana pun juga,

yang pada saat tertentu memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat secara

keseluruhan harus sekuat tenaga mewujudkan prinsip dasar negara hukum,
negara demokrasi, dan negara kesatuan. Dengan perkataan lain, proses
kekuasaan yang terjadi di negeri ini harus mengusahakan seoptimal mungkin
kebaikan bersama sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kita sudah membahas mengenai definisi politik. Lalu, apakah yang
dimaksud dengan sistem politik? Untuk memahami apa sistem politik,

perhatikan ilustrasi kasus berikut ini.
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Wacana

Mahasiswa merupakan kelompok yang mewakili aspirasi dan selalu menyuarakan
kepentingankepentingan masyarakat. Dalam upayanya membela kepentingan masyarakat,
mahasiswa melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes dan tekanan kepada
pemerintah yang membuat kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi (keinginan/ harapan)
masyarakat. Misalnya, pada masa kampanye pemilihan umum, para mahasiswa
memprotes dan menekan kepada Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) agar membuat cara
dan prosedur pecalonan legislatif (calon DPR/DPRD) yang tidak memungkinkan para
politikus bermasalah tidak dapat dicalonkan oleh partai politik menjadi calon legislatif.

Politikus bermasalah yang dimaksud adalah mereka yang melakukan pelanggaran
hukum atau perilaku yang tidak bermoral, seperti para koruptor atau yang sedang diduga
melakukan korupsi, mereka yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan, dan perilaku
tidak pantas lainnya. Masyarakat tidak menginginkan memiliki pemimpin yang bermasalah,
sehingga nantinya akan membuat keputusan atau kebijakan yang tidak benar atau tidak

sesuai aspirasi mereka.

Dalam contoh kasus tersebut, mahasiswa

sebagai kelompok dalam masyarakat, mewakili
masyarakat secara keseluruhan berhadapan
dengan pemerintah sebagai lembaga
penyelenggara negara. Masyarakat dengan segala
kelompok dan organisasi yang ada memiliki
berbagai kepentingan dan keinginannya.
Kepentingan dan keinginan tersebut merupakan
bentuk masukan politk agar diakomodasi
(ditampung) dalam keputusan atau kebijakan
pemerintah.

Protes dan tekanan yang dilakukan mahasiswa
sebenarnya merupakan bentuk keinginan

masyarakat yang disampaikan kepada KPU.

WWW.CITIZENIMAGE. KOMPAS.COM

Gambar 2

Politik, hakikatnya, adalah sarana
untuk mewujudkan kehidupan
rakyat yang lebih baik dan
sejahtera.

Intinya, bahwa protes tersebut sebagai bentuk masukan (input) politik untuk

mempengaruhi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan atau mengubah
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kebijakan yang ada (output politik), sehingga sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Jadi dalam hal ini, suatu sistem politik memiliki dua komponen
(unsur), yaitu komponen input politik dan output politik. Input politik tersebut
adalah aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh kelompok-kelompok atau
organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat. Sedangkan output politiknya
adalah keputusan atau kebijakan pemerintah (penyelenggara negara) dalam
memecahkan persoalan dan memenuhi aspirasi masyarakat yang berkembang.
Dalam kajian ilmu politik terdapat beberapa pendapat tentang pengertian
sistem politik. Diantara para ilmuwan politik mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut.
. David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan
dari seluruh tingkah laku sosial, sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif
kepada masyarakat.
. Robert Dahl menyatakan bahwa sistem politik merupakan pola yang tetap dari
hubungan antarmanusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti

tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

. Gabriel A. Almond menyatakan bahwa sistem politik adalah sistem interaksi
yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi
dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik adalah untuk
mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan.
Fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan masyarakat.

. Rusandi Sumintapura berpendapat bahwa sistem politik adalah mekanisme
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik (infastruktur dan
suprastruktur politik) dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu
proses yang langsung.

. Soekarno berpendapat bahwa sistem politik ialah suatu tata cara untuk
mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam suatu
negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, serta
mengatur hubungan antara negara dan warganegara, atau antara pemerintah
dengan rakyatnya. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa sistem politik adalah

tata cara mengatur negara.
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli politik tersebut, dapat
dirumuskan pengertian sistem politik adalah pola, tatacara, mekanisme,
dan/atau prosedur pengambilan keputusan (kebijakan) publik, yang tergambar
dalam jalinan hubungan/interaksi antar-komponen dalam kehidupan politik
dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan kalimat yang sederhana dapat
dikemukakan bahwa sistem politik menunjukkan adanya mekanisme
seperangkat fungsi dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain dalam
pola yang tetap.

Interaksi yang dimaksud disini adalah interaksi antara pemerintah dan
masyarakat, diantara lembagalembaga pemerintah, serta diantara kelompok
dan individu dalam masyarakat. Berbagai bentuk interaksi politik dilakukan
dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan
politik. Dengan demikian, kegiatan negara dilihat dari segi kekuasaan (politic)
meliputi tiga komponen utama, yaitu struktur, kultur, dan prosedur. Ketiganya
merupakan satu kesatuan yang terintegrasi yang disebut dengan sistem politik.

Struktur politik merangkum semua unsur dan kompoen-komponen yang
menjadi bagian dari negara, sehingga
menjadi satu kesatuan yang disebut
negara. Seluruh komponen-komponen
tersebut berperan dalam proses
kekuasaan. Unsur-unsur dalam struktur
negara itu antara lain adalah rakyat
atau warganegara, pemerintah, dan

organisasi-organisasi non-pemerintah.

Pertama, wunsur rakyat sebagai

www.melayuonline.com

Gambar 3

Beragam budaya dan suku yang ada di
Indonesia menunjukkan bahwa rakyat
merupakan  kesatuan  yang  tidak
homogen.

bentuk formal dari keseluruhan

warganegara. Rakyat sebagai salah
satu unsur dalam struktur negara juga
merupakan satu kesatuan yang tidak
homogen Unsur

(beraneka ragam).

rakyat merupakan “entitas” (kesatuan yang sungguh-sungguh ada, atau
kesatuan yang lahir) dari komponen-komponen yang heterogen. Jika dilihat dari

jenis pekerjaannya, dapat temukan adanya berbagai entitas, seperti petani,
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nelayan, pegawai negeri, buruh, mahasiswa, tentara, polisi, dokter, dan
sebagainya. Rakyat juga meng-gambarkan warganegara dalam entitas
keagamaan dan kepercayaan, seperti umat Islam, Kristen Protestan, Katholik,
Hindu, Budha, Konghuchu, dan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

Rakyat merupakan unsur yang paling penting dalam negara, sebab
rakyatlah yang memiliki sepenuhnya kedaulatan negara. Rakyatlah sebagai
pemilik kedaulatan berarti yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara.
Rakyatlah yang secara keseluruhannya berhak untuk menentukan nasib dan
masa depan negara. Rakyat secara keseluruhan memiliki hak mutlak untuk
menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, bagaimana pemimpin itu
harus melaksanakan kekuasaan, dan bagimana pula pemimpin itu harus
mempertang-gungjawabkan semua tindakan-tindakannya. Ketika rakyat
memilih dan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin, maka tidak otomatis
rakyat kehilangan kekuasaan.

Kedua, unsur pemerintah kesatuan formal dari kelembagaan negara,
yang meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif,
serta lembaga-lembaga lain yang berada di luar ketiga lembaga tersebut,
seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral, Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negera, Badan Intelejen Negara, dan lembaga lain yang
bekerja dalam kawasan independen dan netral terhadap kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan
negara dalam bekerja bukan atas nama dirinya sendiri. Mereka mendapat
kekuasaan sebagai mkaliant dari rakyat. Pemerintah adalah pelaksana dan
pelayan rakyat. Bukan sebaliknya, rakyatlah yang harus melayani pemerintah.
Apabila pemerintah tidak mampu memenuhi harapan rakyat, maka kekuasaan
yang dimilikinya dapat diterik kembali oleh rakyat.

Ketiga, unsur organisasi-organisasi non-pemerintah. Dalam teori
pemerintahan modern, pemerintah bukan satusatunya aktor yang berkuasa
menentukan terwujudnya citacita rakyat, atau cita-cita negara. Cita-cita rakyat
secara keseluruhan merupakan cita-cita negara. Untuk mencapai citacita
negara, pemerintah hanyalah salah satu pelaku utamanya. Di luar pemerintah,

masih banyak organisasi-organisasi nonpemerintah (ornop), atau di Indonesia
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secara khas disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dalam dunia
internasional dikenal sebagai Non Governmental Organization (NGO).

Di samping kekuatan pemerintah dan Ornop, sebenarnya masih ada
satu kekuatan lagi, yaitu pasar (market). Pasar adalah kekuatan yang
mengendalikan ekonomi masyarakat. Pasar di sini merupakan kekuatan
ekonomi sebagai suatu proses akumulasi (penumpukan) dan reproduksi
(pengembangan) modal dengan pemeran utamanya adalah aktor (pelaku)
bisnis swasta. Aktor bisnis (usaha) ini, seperti diketahui terbagi dalam beberapa
kelompok, yakni kempok usaha ekonomi kecil, menengah, dan besar.
Ketiganya terintegrasi dalam usaha ekonomi nasional.

Keberadaan market tidak dapat dianggap sepele dalam kehidupan
berbangsa. Peristiwa krisis politik seringkali dimulai dari krisis ekonomi yang
disebabkan oleh permainan oleh para pelaku pasar. Untuk itulah, agar dimensi
politik stabil, keberadaan pasar dan ekonomi yang stabil acapkali menjadi

syarat pertama yang harus dipenuhi dan dijamin keberlangsungannya.

2. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia
a. Suprastruktur Politik Indonesia

Suprastruktur Politik dapat diartikan sebagai bangunan atas kehidupan
politik. Suprastruktur Politik juga bisa diartikan sebagai struktur politik
pemerintah atau strukrur politik kenegaraan. Jadi, Suprastruktur politik adalah
semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, yang
menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi
pemerintahan tersebut (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dalam membuat
keputusan-keputusan (kebijaksanaan negara) diperlukan adanya kekuatan
yang seimbang, saling mengawasi, dan terjalinnya kerjasama yang baik.

Suprastruktur dalam aktivitasnya mempengaruhi suasana kehidupan
politik pemerintahan (the govermental political sphare). Suasana kehidupan
politik pemerintahan berhubungan dengan praktik penyelenggaraan negara
oleh lembaga-lembaga negara yang ada sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya.Lembaga-lembaga tersebut juga melakukan hubungan kerja

antara satu lembaga dengan yang lainnya.Tugas, fungsi, wewenang, dan tata
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hubungan antarlembaga dalam suprastruktur politik di Indonesiadiatur secara
jelas dalam UUD 1945.

Suprastruktur politik di Indonesia,sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang
telah diamandemen meliputi:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

4) Presiden;

5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

6) Mahkamah Agung (MA);

7) Mahkamah Konstutusi (MK);

8) Komisi Yudisial (KY);

9) Komisi Pemilihan Umum (KPU);

10) TNl dan POLRI;

11) Pemerintah Daerah (Pemda);

12) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

b. Infrastruktur Politik Indonesia

Infrastruktur Politik dapat diartikan sebagai “bangunan bawah suatu
kehidupan politik.” Infrastruktur dapat juga diartikan sebagai struktur politik
kemasyarakatan. Infrastuktur  politik ini lebih mengarah  kepada
pengelompokkan warganegara sebagai kekuatan sosial politik dalam
masyarakat. Infrastruktur politik juga dapat diartikan sebagai kehidupan politik
rakyat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai

kekuatan sosial politik.

Yang termasuk ke dalam infrastuktur politik antara lain:

1) Partai Politik

Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilainilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini
ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik
dalam pemerintahan. Kekuasaan tersebut biasanya dicapai dengan cara

konstitusionil (pemilu). Indonesia termasuk negara yang menganut sistem
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mutipartai (banyak partai). Pemilu 2009 mencatat sebanyak 44 partai politik

yang berkompetisi, yakni 38 partai nasional dan 6 partai lokal yang ada di Aceh.

Diantara partai-partai tersebut yang menempatkan perwakilannya di DPR

sesuai hasil pemilu 2009 adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS,

PKB, PPP, PAN, Hanura, dan Gerindra.

Pada umumnya partai politik menjalankan fungsi:

a) Sosialisasi Politik, mentransmisikan (mewariskan) budaya politik dalam rangka
pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warganegara
(Pendidikan Politik).

b) Rekruitment Politik, seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang
atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistim
politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus.

c¢) Partisipasi Politik, sarana kegiatan bagi masyarakat dalam mempengaruhi
proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan
atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

d) Artikulasi Kepentingan, merumuskan dan selanjutnya meyalurkan berbagai
ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada
pemerintah.

e) Agregasi Kepentingan, mengolah dan memadukan berbagai tuntutan dan
dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah.

f) Komunikasi Politik, menghubungkan antara arus informasi dari pihak

pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya.

2) Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang bertindak dan berbuat
karena adanya suatu kepentingan bagi kelompok tersebut.Kelompok
kepentingan dapat dipahami sebagaisuatu organisasi yang terdiri dari
sekelompokindividu yang mempunyai kepentingan-kepentingan,tujuan-tujuan,
keinginan-keinginanyang sama. Mereka melakukan kerja samauntuk mem-
pengaruhi kebijakan pemerintah demitercapainya kepentingan-kepentingan, tu-

juan-tujuan, dan keinginan-keinginannya tersebut.
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Aktivitas kelompok kepentingan di Indonesia meliputi berbagai bidang,
seperti perburuhan,kelompok guru, kelompok gerakan perempuan,serta kelom-
pok kepentingan lingkungan hidup,kelompok pemuda, kelompok petanike-
sejahteraan masyarakat, kelompok keagamaan, budaya dan seni, perlindungan

terhadap konsumen, kemanusiaan, dan sebagainya.

3) Kelompok Penekan (Pressure Group)

Kelompok penekan adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang
melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat pemerintah
melakukan segala sesuatu sebagaimana yang mereka tuntutkan.Kelompok
penekan ini sangat penting peranannya di dalam negara demokrasi. Proses
demokratisasi di Indonesia sendiri sangat jelas didorong oleh kelompok-kelom-
pok penekan yang berasal dari beragam kalangan di masyarakat.Beberapa
kelompok penekan tersebut di antaranya lembaga-lembaga bantuan hukum,
lembaga-lembaga penelitian swadaya masyarakat, media massa, organisasi-
organisasi kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus, orga-
nisasi-organisasi kepemudaan, lembagalembaga serikat buruh, partai-partai
politik, dan lain sebagainya.

Peran kelompok-kelompok penekan (pressure groups) pada dasarnya
telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh
kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat berperan tidak hanya
sebagai kekuatan penekan (pressure forces), tetapi juga kendali sosial (social
control), pendidikan politik (political education) dan pembangunan kesadaran

(awareness building aspect).

4) Media Massa
Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan
pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media komunikasi massa yang
secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam
pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Media
massa modern antara lain berbentuk koran (surat kabar), majalah, tabloit, liflet,

radio, televisi, film layar lebar, dan sebagainya.
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Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan
kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat
dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas.
Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan
dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada
sumber/ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari
media massa tertentu.

Pada umumnya media memiliki empat fungsi bagi masyarakat, yaitu:

a) Fungsi pengawasan (surveillance), penyediaan informasi tentang
lingkungan.

b) Fungsi penghubungan (correlation), dimana terjadi penyajian pilihan
solusi untuk suatu masalah.

¢) Fungsi pentransferan budaya (transmission), adanya sosialisasi dan
pendidikan.

d) Fungsi hiburan (entertainment),baik yang berfungsi positif (fungsional)
maupun fungsi negatif (disfungsi).

Secara perlahan-lahan namun efektif, media juga membentuk pandangan
pembaca atau pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya
dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari.
a) Media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar hidup layak bagi

seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakah lingkungan mereka sudah
layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu.

b) Penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mempengaruhi
apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh media mengilustrasikan
kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulai membandingkan dan
membicarakan kehidupan keluarga tersebut.

¢) Media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan kepribadian yang
lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat.Contohnya anak-anak kecil
dengan cepat mengidentifikasikan mereka sebagai penyihir seperti Harry
Potter, atau putri raja seperti tokoh Disney.

d) Bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai penonton
atau pendengar, mereka juga menjadi “penentu”’, dimana mereka

menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan
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mengemukakan pendapatnya.

5) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakatadalah sebuah organisasi yang didirikan
oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.Organisasi ini dalam terjemahan
harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non Pemerintah
(Ornop) ataudalam Bahasa Inggris: Non-Governmental Organization(NGO).

Secara garis besar organisasi non pemerintah (LSM) dapat di lihat

dengan ciri- berikut ini.

a) Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.

b) Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan

(nirlaba).

¢) Kegiatan dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum, tidak

hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi

ataupun organisasi profesi.

d) Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka

secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.

Secara garis besar dari sekian banyak organisasi LSM yang ada di Indonesia

a)

b)

dapat di kategorikan sebagai berikut ini.
Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan
dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang
melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan

kegiatannya.

¢) Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan

d)

kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan,
ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop
pengembangan ekonomi, dan lain-lain.

Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan

dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop
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ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan

kegiatan pemerintah

Dalam kehidupan politik meskipun suprastruktur politik dan
infrastruktur politik dipisahkan tetapi dalam kenyataannya di antara keduanya
terdapat kaitan yang sangat erat. Suprastruktur politik akan mantap jika
didukung oleh infrastruktur politik yang mantap pula. Apa yang menjadi
kebijaksanaan suprastruktur politik seharusnya mencerminkan aspirasi yang
berkembang dalam infrastruktur politik.

Di Indonesia hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik
berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya,
hubungan antara organisasi politik (partai politik) dengan Badan Perwakilan
Rakyat, yaitu DPR yang dibentuk melalui pemilihan umum, anggotanya
sebagian besar adalah merupakan utusan dari organisasi politik. Setelah DPR
terbentuk dan melaksanakan tugasnya, kaitan DPR dengan organisasi
politiknya sebagai sumber dukungan masih ada, antara lain dengan fraksi-
fraksi yang ada dalam DPR yang menggambarkan keberadaan organisasi
politik dan merupakan pengelompokan anggota dewan yang mencerminkan
konstelasi politik dalam masyarakat. Fraksi-fraksi tersebut diharapkan mampu
mengakomodasikan aspirasi organisasi politiknya. Sebagai konsekuensi lebih
lanjut dari adanya hubungan itu, organisasi politik memiliki hak untuk me-
recall (menarik kembali) anggotanya yang duduk di DPR, apabila ternyata

anggotanya tersebut tidak mendukung kepentingan organisasi politiknya.

B. Sistem Politik di Berbagai Negara
1. Dinamika Politik Indonesia

Politik adalah sesuatu yang dinamis. la terus bergerak seiring dengan
perkembangan pola pikir, peradaban, interaksi dengan dunia luar, dan
pandangan hidup yang dianut oleh para pelakunya. Sebagai salah satu negara
yang menjadikan politik sebagai instrumen dalam pencapaian kehidupan

bernegara, keberadaan politik di Indonesia pun mengalami dinamika yang
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panjang dan berliku. Beragam perubahan dinamika politik berjalan dengan
cepat dan acapkali tidak diduga sebelumnya.

Dinamika sistem politik yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat pada
catatan kaleidoskop seperti berikut ini.
. Pemilu pertama 29 September 1955 pemilu di Indonesia dilakukan dengan pola
liberalis.
. Pemilu 3 Juli 1971, dilaksanakan dengan demokrasi Pancasila dengan
organisasi peserta pemilu (OPP) sebanyak 10 OPP diantaranya Golkar, Partai
Katolik, PNI, IPKI, Murba, PSII, NU, Parmusi, dan Perti.
. Pemilu tahun 1977 s/d 1988, pemilu diikuti sebanyak 3 organisasi peserta
pemilu terdiri atas partaipartai berikut ini :

a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari
PSII, NU, Parmusi, dan Perti.

b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari Partai
Katolik, PNI, IPKI dan Parkindo.

c. Golongan Karya (Golkar) yang terdiri atas barisan sipil, angkatan muda,
dan teknokrat bersamasama dengan ABRI yang menjadi satu kekuatan
sosial politik pada masa itu. Tentu saja kekuatan politik ini berhadapan
dengan kedua kekuatan sosial politik tersebut di atas yakni PPP dan PDI.
Pengga-bungan partai-partai tersebut disebabkan karena partai-partai
tersebut kurang potensial dan tidak mampu menem-patkan wakil-wakilnya
pada lembaga legislatif (DPR).

Masa reformasi, pemilu dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999. Dalam Pemilu 7 Juni
1999 ini diikuti organisasi peserta pemilu sebanyak 48 partai. Perkembangan
dan perubahan sistem politik ini berkaitan erat dengan penyimpangan yang
terjadi pada masa orde baru yang hanya mengikusertakan tiga OPP dan
perolehan suara selalu didominasi oleh salah satu organisasi peserta pemilu.
Tetapi dengan perubahan tahun 1999 terlihat dominasi partai penguasa orba
tersebut jauh mengalami penurunan. Perubahan dominasi dapat disimpulkan
bahwa telah terjadi penyimpangan pada masa orde baru yang selalu
menguntungkan satu partai peserta pemilu.

Pemilu tanggal 5 April 2004, berbeda dengan pemilupemilu sebelumnya.

Pemilu-pemilu sebelumnya masyarakat pemilih hanya memilih partai politik
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kemudian calon legislatif yang terpilih adalah sesuai dengan jumlah suara yang
didapat. Calon legislatif yang menjadi anggota legislatif yang terpilih adalah
sesuai dengan nomor urut. Sedangkan pada Pemilu 2004 yang terjadi pada
tanggal 5 April 2004, rakyat memilih secara langsung wakil-wakilnya yang
dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berjumlah 24 partai untuk
duduk pada kursi DPR dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu pada saat yang sama rakyat juga memilih wakilnya yang
dicalonkan secara perseorangan untuk duduk pada kursi DPD (Dewan
Perwakilan Daerah) sebagai utusan dari setiap Provinsi. Pemilu 2004 juga
menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali
yang dilakukan rakyat secara langsung. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
berlangsung tanggal 5 juli 2004 dengan menampilkan 5 pasang calon Presiden
dan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sesuai
dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6A ayat 1. Apabila dalam
Presiden dan Wakil Presiden jumlah suara dari semua calon tidak mencapai
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia maka, dilangsungkan pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua yang ditetapkan tanggal 20 September
2004. (UUD 1945 Pasal 6A ayat 3).

Pileg dan Pilpres 2009. Pemilu legislatif 2009 menjadi tonggak sejarah bagi
demokratisasi Indonesia dengan dikabulkannya suara terbanyak oleh
Mahkamah Konstitusi. Dengan mekanisme suara
terbanyak, anggota legislatif tidak lagi dipilih
berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan
jumlah perolehan suara yang diperoleh. Dalam
demokrasi, mekanisme suara terbanyak
memberikan peng-hormatan tinggi kepada suara
rakyat. Suara rakyat benar-benar dihitung dan

dikonversi menjadi wakil.

Pada pemilu legislatif yang dilaksanakan
tanggal 9 April 2009, secara mengejutkan Partai ' T
Gambar 5
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Demokrat keluar sebagai pemenang dengan
perolehan suara 20,85%.
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Demokrat berhasil menggusur dominasi Partai Golkar dan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan. Banyak pihak memang sedari awal memperkirakan
akan terjadi lonjakan suara Partai Demokrat dibandingkan pemilu 2004. Tetapi,
kenaikan suara sebesar 300% benar-benar diluar perkiraan banyak orang.
Dengan perolehan suara sebanyak 20%, Partai Demokrat pun menjadi partai
pemenang pemilu 2009 dengan menempatkan wakil di DPR sebanyak 120
angota. Partai pemenang pemilu legislatif kedua adalah Partai Golkar disusul

oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berikut perolehan 9 partai politik tersebut secara lengkap.
Partai Demokrat 21.703.137 suara (20,85%)
Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45%)
PDI P 14.600.091 suara (14,03%) - PKS 8.206.955 suara (7,88%)
PAN 6.254.580 suara (6,01%) - PPP 5.533.214 suara (5,32%) -
PKB 5.146.122 suara (4,94%)
Gerindra 4.646.406 suara (4,46%) - Hanura 3.922.870 suara (3,77 %)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, pengajuan
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat 2009 yang mempe-roleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25%
dari jumlah suara sah nasional. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
2009 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu
Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subiakto, Susilo Bambang Yudhoyono-
Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf
Kalla yang masih tercatat sebagai pasangan presiden dan wakil presiden,
secara ksatria dan fair maju bertarung sebagai calon presiden 2009-2014.

Pada 25 April 2009, KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara
nasional Pilpres 2009. Hasil Pilpres 2009 adalah sebagai berikut: Mega-
Prabow0 26,79%, SBY-Boediono 60,80%, JK-Wirano 12,41%. Berdasarkan
ketentuan bahwa pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah
suara dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari
50% jumlah provinsi di Indonesia, maka pasangan SBY-Boediono dinyatakan

sebagai pemenang pemilu hanya dalam satu putaran.
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Pada tanggal 18 Agustus 2009, KPU secara resmi menetapkan pasangan
Susilo Bambang YudhoyonoBoediono sebagai presiden dan wakil presiden
Republik Indonesia periode 2009-2014.

2. Macam-Macam Sistem Politik

Untuk membedakan adanya bermacam-macam sistem politik, maka dapat
digunakan dua kriteria, yaitu siapa yang memerintah, dan ruang lingkup
jangkauan kewenangan pemerintah.

Pertama, sistem politik ditinjau dari siapa yang memerintah dapat
dibedakan menjadi tiga macam. yaitu oligarki dan demokrasi.
Oligarki. Adalah sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas
sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit
tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara
agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Oleh sebab itu, sistem ini
disebut juga pemerintahan dari “atas”. Negara dijadikan alat untuk mencapai
tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat,
keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit)
diwujudkan. Contoh negara yang menganut sistem politik oligarki pada masa
silam adalah negara Yunani Kuno, dan pada masa sekarang negara-negara
komunis, yang dalam kenyataannya negara dikendalikan oleh anggotaanggota
presidium yang kemudian mendelegasikan kepada Sekretaris jenderal dan
wakil-wakilnya.
Demokrasi. Adalah sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas
banyak orang untuk demokrasi perwakilan atau semua orang untuk demokrasi
langsung. Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang
mendasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi (pemerintahan oleh
rakyat). Dalam sistem demokrasi, warganegara dapat berpartisipasi dalam
setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Penghormatan
terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat dijamin dalam demokrasi.

Sistem politik demokrasi ialah sistem polittk yang mampu memelihara
keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya, demokrasi memungkinkan
adanya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu,

diantara kelompok, antara individu dan pemerintah, antara kelompok dan pemerintah,
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bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Namun demikian, demokrasi
mempersyaratkan bahwa konflik dan persaingan yang terjadi tidak sampai
menghancurkan sistem. Konflik dan persaingan dilakukan dalam rangka mencapai
konsensus.

Kedua, sistem politik ditinjau dari ruang lingkup jangkauan kewenangan
pemerintah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu totaliter dan liberal.
. Totaliter. Adalah sistem politik yang jangkauan kewenangan pemerintah
mencakup semua yang ada dalam kehidupan masyarakat atau mencakup
segala bidang kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
hankam.
Liberal. Adalah sistem politik yang mana pemerintah memiliki kewenangan
yang terbatas dan memberikan sebagian besar kewenangan kepada
masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Campur tangan dari pemerintah
dalam kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati

bersama.

Macam-macam sistem politik juga dilihat dari sudut sejarah dan
perkembangan sistem politik yang dibagi menjadi 3 macam.
Sistem politik otokrasi tradisional. Merupakan sistem politik dimana kekuasaan
ada pada sekelompok orang: kaum bangsawan, tuan tanah, tentara atau alim
ulama. Golongan masyarakat ini pada umumnya mempunyai kewenangan
otokrat (kebangsawanan) yang bersumber dari tradisi (keturunan). Anggota
masyarakat tradisional yang pada umumnya terdiri atas para petani hanya
berperan sebagai penonton terhadap percaturan politik di istana. Disini ada
jurang pemisah di bidang politik antara penguasa dengan masyarakat di segala
bidang.
Sistem politik totaliter. Yaitu sistem politik dimana penguasa yang memonopoli
kekuasaan, menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh (total)
dalam rangka melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Sistem
totaliter dilaksanakan demi kepentingan partai tunggal yang mengatasnamakan
negara dan bangsa. Sistem ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem politik

Komunis dan sistem politik Facis.
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Sistem politik demokrasi. Yaitu sistem politik dimana terdapat distribusi
kekuasaan yang merata diantara kelompok sosial (masyarakat) dengan
lembaga pemerintahan. Sistem politik demokrasi menimbulkan adanya saling
kontrol antara masyarakat (lembaga sosial) dan lembaga pemerin-tahan.
Sistem politik demokrasi membiarkan semua subkultur berkembang, sehingga
akan melahirkan adanya pluralisme (kemaje-mukan) dalam masyarakat di
segala bidang. Konsep penting dalam sistem ini adalah adanya prosedur dan
mekanisme penentuan pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat.

Mengapa sistem politik tiap-tiap negara berbeda? Apa yang menyebabkan
perbedaan tersebut? Suatu negara menerapkan sistem politik yang berbeda
dengan negara lain. Hal itu disebabkan oleh pendekatanpendekatan yang
digunakan negara tersebut. Pendekatan-pendekatan itu sebagai berikut.
Pendekatan Sejarah. Sistem politik bisa dipelajari dari sejarah bangsa. Ada tiga
faktor yang mempengaruhi pendekatan ini, yaitu masa lalu, masa sekarang dan
masa yang akan datang.

Pendekatan Sosiologis. Untuk menentukan sistem politik suatu negara, sistem
sosial/sistem kemasyarakatan suatu negara sangat perlu dipertimbangkan
karena perbedaan sistem sosial/sistem kemasyarakatan akan mempengaruhi
terhadap sistem politik suatu negara.

Pendekatan Budaya (Kultur). Kehidupan sosial budaya dan pendidikan suatu
negara mempengaruhi sistem politiknya. Pada masyarakat yang kehidupan
sosial budaya dan pendidikannya masih rendah sulit untuk diajak ke suatu
sistem politik yang modern. Hal ini karena fanatisme terhadap budaya mereka
masih sangat tinggi sehingga menutup peluang bagi m masuknya aliran lain.
Pendekatan Psikososial/Kejiwaan Masyarakat. Dalam pendekatan ini, sikap
masyarakat terhadap kehidupan politik sangat berpengaruh terhadap sistem
politik suatu negara. Negara yang tertutup dan menolak terhadap perubahan
atau pengaruh dari luar akan sulit dibawa kepada suatu sistem politik yang maju.
Pendekatan Filsafat. Filsafat suatu bangsa bisa dijadikan sebagai way of life
bangsa itu. Sistem politik suatu negara sulit dipisahkan dari way of life
masyarakat/bangsanya. Pada masyarakat yang religius dan sangat menjunjung
tinggi norma dalam menjalankan sistem politiknya juga tidak akan terlepas dari

kehidupan tersebut.
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Pendekatan Ideologi. Dalam pendekatan ini, sistem politik negara akan selalu
didasarkan pada ideologi negara tersebut. Hal ini bisa kita lihat sendiri pada
negara Indonesia yang berideologi Pancasila, maka sistem politik yang
diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai
Pancasila.

Pendekatan Konstitusi dan Hukum. Sistem politik suatu negara tidak dapat
dipisahkan dari konstitusinya. Karena sistem politik suatu negara selalu
bersumber dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar dan hukum yang
berlaku pada negara tersebut.

Sistem politik suatu negara juga dapat dilihat dari sistem kepartaian yang
dianut. Menurut Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties, ada 3
sistem kepartaian.

Sistem satu partai/partai tunggal (one party system) yaitu dalam suatu negara
hanya ada satu partai politik atau hanya satu partai yang paling dominan
diantara partai-partai politik yang lain. Contoh negara yang menerapkan sistem
ini adalah Uni Soviet, Korea Utara, RRC dan beberapa negara di Afrika.
Sistem dwipartai (two party system) yaitu dalam suatu negara hanya ada dua
partai yang sangat dominan yaitu partai yang berkuasa (yang menang dalam
pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Sistem ini dapat
berjalan dengan baik dengan syarat negara tersebut memiliki kondisi sebagai
berikut.

a. Masyarakatnya homogen.

b. Konsensus masyarakat yang kuat.

c. Adanya kontinuitas sejarah.
Contoh negara yang menganut sistem ini adalah negara Amerika Serikat
dengan Partai Republik dan Partai Demokrat-nya dan negara Inggris dengan
Partai Buruh dan Partai Konservatif.
Sistem multipartai (Multi partay system) yaitu dalam suatu negara terdapat
banyak partai sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasinya. Sistem ini
biasanya diterapkan di negara yang sangat beragam baik agama, ras,
sukubangsa maupun bahasanya. Contoh negara yang menerapkan sistem ini

adalah Indonesia, Malaysia, India dan Perancis.
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Sistem politik suatu negara dilihat dari sikap politik terhadap keadaan yang
sedang dihadapi antara lain.

. Sistem konservatif yaitu sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara
sudah sesuai dengan keinginan semua pihak baik pemerintah maupun rakyat.
Oleh karena itu sistem ini berusaha untuk dipertahankan.

. Sistem reaksioner yaitu sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara
ditentang oleh sekelompok orang tertentu dan ingin kembali kepada keadaan
di masa lalu.

. Sistem moderat yaitu sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara lebih
luwes/moderat dengan menyesuaikan antara keinginan rakyat dan keinginan
pemerintah.

Untuk memudahkan identifikasi terhadap suatu sistem politik tertentu, maka
perlu dikenali ciri-ciri sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.
Ada beberapa pendapat tentang ciri-ciri sistem politik, diantaranya sebagai
berikut.

. Almond dalam bukunya The Politics of Developing Areas mengatakan ada

empat ciri sistem politik berikut ini.

a. Semua sistem politk mempunyai kebudayaan politik yang dapat
diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk
pembidangan kerja yang teratur.

b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun

tingkatannya berbeda.

c. Semua struktur politik dispesialisasikan, baik pada masyarakat yang primitif

maupun yang modern.

d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

2. David Easton mengatakan bahwa ciri-ciri dari sistem politik adalah sebagai berikut.

a.

Adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batas-batas
pengaruhnya.
Adanya input dan output dalam sistem, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat

(output) dan proses pembuatan keputusan (input).

c. Adanya jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem.

Adanya tingkat integrasi sistem politk yang mencerminkan pula tingkat

efisiensinya.
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Sistem Politik Indonesia

Bagaimanakah sistem politik di Inndonesia? Apakah demokrasi Pancasila itu?
Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia? Adakah kelebihan
demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi lainnya? Mengapa
pelaksanaan demokrasi Pancasila masih banyak penyimpangan?

Dalam sila ke-4 Pancasila jelas dinyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Pada hakikatnya sila ini
merupakan gambaran dari demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Indonesia
mengakui kedaulatan rakyat seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945,
bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.” Pernyataan ini mempunyai semangat yang sama dengan gambaran
yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi memiliki pengertian
“From the people, by the people, for the people”.

Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan karakter
bangsa Indonesia. Semangat demokrasi yang dijiwai dengan sila ke-4 Pancasila ini
adalah pencerminan dari demokrasi Indonesia yang norma-norma dasarnya telah
diatur dalam UUD 1945. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa semua sila
dalam Pancasila menjiwai prinsip kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia. Hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut.

Demokrasi dalam ber-Ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan secara nyata dalam
kehidupan beragama. Kehidupan seperti ini hendaknya dipupuk sikap toleransi dan
solidaritas antarumat beragama. Dengan toleransi, kita hendaknya membina sikap
saling menghormati dalam menjalankan agama masingmasing. Solidaritas mengajak
kita untuk bekerja sama dengan penganut agama lain dalam membangun bangsa
secara keseluruhan.

Demokrasi dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan. Butir sila ini mengandung juga pemahaman bahwa
pengambilan kebijaksanaan hendaknya melalui musyawarah/permufakatan. Dengan
demikian kebijakan yang diambil merupakan akumulasi dari semua unsur masyarakat
tanpa melihat apakah kelompok itu mayoritas atau minoritas.

. Demokrasi dalam Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dipahami

bahwa hendaknya perlakuan pemerintah terhadap seluruh masyarakat harus merata.
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Di Indonesia yang menjadi masalah sering yang diprioritaskan wilayah pusat dan yang
dekat dengan wilayah pusat, sedangkan wilayah yang jauh dari pusat mengalami
ketertinggalan. Hal ini akan menjadi ancaman separatis atau ancaman daerah yang
berkeinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Di sisi lain, perlakuan
terhadap golongan (agama, suku, dan yang lainnya) juga harus mendapat perlakuan
yang sama dan tidak mementingkan atau memprioritaskan kelompok tertentu karena
Indonesia dibangun secara bersama dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur
tentang Pola Politik Demokrasi Pancasila. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyatakan
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selain itu pasal 28 UUD 1945,
menjamin  kemerdekaan berserikat dan
berkumpul mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang. Kedua pasal yang @
disebutkan di atas mengatur terlaksananyajg
pola politik demokrasi Pancasila. '

Dibandingkan dengan demokrasi- P

demokrasi lainnya, demokrasi Pancasila

memiliki ciri khas. Ciri khas demokrasi WWW.VIVANews.com

Pancasila dapat disebutkan berikut ini. Gambar 6
Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan DPR merupakan lembaga demokrasi
dan kegotong-royongan yang bernafaskan sebagai perwujudan kedaulatan
Ketuhanan yang Maha Esa.
Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-
hak minoritas.
Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan
atas musyawarah untuk mufakat.
Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang paling sesuai dengan
kepribadian bangsa dan bersumber tata nilai sosial budaya bangsa yang mengandung
prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
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Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Kebebasan yang bertanggung jawab

Keputusan diambil berdasarkan kehendak rakyat atas dasar musyawarah untuk
mufakat.

5. Kepentingan bersama bangsa dan negara lebih diutamakan daripada kepentingan
individu dan kepentingan golongan.

Mengutamakan persatuan nasional dan rasa kekeluargaan.
RMenjunjung tinggi cita-cita nasional.

Makna demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah keikutsertaan rakyat dalam
kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan dalam peraturan
perundangundangan yang berlaku. Aturan permainan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara diatur secara melembaga. Hal ini berarti bahwa
keinginan-keinginan rakyat tersebut disalurkan baik melalui lembaga-lembaga negara
(suprastruktur) maupun melalui organisasi politik, organisasi massa dan lainnya
(infrastruktur).

Demokrasi Pancasila tidak hanya meliputi demokrasi dibidang pemerintahan atau
politik (demokrasi dalam arti sempit). Demokrasi dalam arti yang sempit telah
berkembang menjadi demokrasi dalam arti yang luas. Demokrasi dalam arti yang luas
adalah selain sebagai sistem pemerintahan juga mencakup tentang adanya
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan persamaan akan hakekat manusia.
Demokrasi dalam arti luas juga meliputi sistem dalam masyarakat seperti sistem
politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dengan demikian demokrasi itu
meliputi demokrasi pemerintahan, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa aspek berikut ini.

1. Aspek formal, yaitu aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk
wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan serta
bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan
jujur untuk mencapai konsensus bersama.

2. Aspek material, yaitu aspek yang mengemukakan gambaran manusia, mengakui
harkat dan martabat dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia
sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut.

3. Aspek normatif, yaitu aspek yang mengungkapkan seperangkat norma-norma atau

kaidah-kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan
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kenegaraan. Ada 4 (empat) norma yang penting yang harus diperhatikan dalam
demokrasi Pancasila yaitu:
a. persatuan dan solidaritas;
b. keadilan;
c. kebenaran; dan
d. cinta kepada tanah air dan bangsa.
Keempat norma tersebut dapat menjadi aturan permainan dalam

melaksanakan demokrasi Pancasila yang harus ditaati oleh siapapun.

Aspek optatif, yaitu aspek yang mengetengahkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan
ini meliputi tiga hal berikut ini.

a. Negara hukum

b. Negara kesejahteraan

C. Negara kebudayaan.

Aspek organisasi, yaitu aspek yang membahas organisasi sebagai wadah
pelaksanaan demokrasi Pancasila, dimana wadah tersebut harus cocok dengan
tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi dua macam kekuatan.

a. Organisasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga negara

(suprastruktur).

b. Organisasi sosial politik di masyarakat (infrastruktur).

Aspek kejiwaan, aspek kejiwaan demokrasi Pancasila adalah semangat, yaitu
semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.
Dikenal jiwa demokrasi Pancasila sebagai berikut.

a. Jiwa demokrasi Pancasila pasif, yaitu hak untuk mendapat perlakuan sesuai

demokrasi Pancasila.

b.  Jiwa demokrasi Pancasila aktif, yaitu jiwa yang mengandung kesediaan untuk
memperlakukan pihak lain sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh
demokrasi Pancasila.

C. Jiwa demokrasi Pancasila rasional, yaitu jiwa objektif dan masuk akal tanpa
meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat.

d. Jiwa pengabdian, yaitu kesediaan berkorban demi menjalankan tugas
jabatan yang dipangkunya dan jiwa kesediaan berkorban untuk sesama

manusia dan warga negara.

288



Dalam sistem politik demokrasi Pancasila berlaku musyawarah untuk mufakat
didalam mengambil keputusan. Musyawarah untuk mufakat ini merupakan tata cara
khas bangsa Indonesia didalam merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan
kehendak rakyat. Agar pelaksanaan musyawarah untuk mufakat ini dapat berjalan
dengan baik dan lancar maka sebaiknya perlu diketahui dan diperhatikan aturan-
aturan sebagai berikut.

Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.

Musyawarah harus diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan keputusan
musyawarah.

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan
yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai
kebenaran dan keadilan.

Adapun tata cara musyawarah dalam berbagai kehidupan harus mengandung
prinsip-prinsip sebagai berikut:

Musyawarah bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Setiap putusan yang diambil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan dan sama
sekali tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam
mengeluarkan pendapat.

Hasil musyawarah atau setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun
berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan.

Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat mempertemukan pendapat yang
berbeda dan hal ini sudah diupayakan berkali-kali maka dapat digunakan cara lain;
misalnya cara pengambilan dengan keputusan suara terbanyak (voting).

Cara pengambilan suara terbanyak (voting) dalam demokrasi Pancasila
dilakukan dengan persyaratanpersyaratan sebagai berikut.

Jika jalan musyawarah untuk mufakat sudah ditempuh secara maksimal, tetapi tidak
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berhasil mencapai mufakat.

Musyawarah untuk mufakat tidak mungkin diusahakan lagi karena terjadi perbedaan
pendapat dan pendirian yang tidak mungkin lagi ditemukan atau didekatkan.

Karena faktor waktu yang mendesak sehingga harus segera diambil keputusan.
Sebelum dilakukan voting kepada semua peserta rapat diberikan kesempatan untuk
mempelajari pendirian-pendirian atau pendapat-pendapat yang berbeda itu.
Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah jika diambil dalam
rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota rapat
(kuorum) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenubhi

kuorum.

Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang menjadi tugas
utamanya bukan hanya sekedar ikut bermusyawarah, tetapi ikut bertanggung jawab
atas terlaksananya semua hasil keputusan musyawarah. Adapun nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam setiap pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Ikhlas atau berlapang dada, artinya bahwa setiap peserta musyawarah harus secara
sadar menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah itu dengan ikhlas.
Religius, artinya bahwa hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggung jawabkan
secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa.

Tenggang rasa, artinya bahwa dalam pelaksanaan musyawarah setiap peserta harus
mau mendengarkan pendapat orang lain walaupun pendapatnya tersebut kurang
berkenan dengan pkalianpat kita.

Keadilan, artinya bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya setiap peserta
musyawarah diperlakukan secara adil.

Kemanusiaan, artinya bahwa keputusan yang diambil hendaknya menjunjung tinggi

harkat dan martabat manusia jangan sampai merendahkan martabat manusia.

C. Peran Serta dalam Politikdi Indonesia

1.

Ciri Masyarakat Politik

Dalam pembahasan terdahulu, jelas disebutkan bahwa sistem politik suatu
negara menuntut peran aktif dari pemerintah dan rakyat. Lalu, bagaimana peran atau
sikap yang harus kita praktekkan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem

politik di Indonesia agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara tercapai?
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Bagaimana juga cara yang harus ditempuh untuk membentuk sikap hidup demokrasi
sebagai bagian dari politik Indonesia?

Dalam sistem politik demokrasi Pancasila, kemerdekaan mengeluarkan
pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh undang-undang. Tampak dalam
gambar masyarakat melakukan unjuk rasa sebagai perwujudan dari negara
demokrasi.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk ciri masyarakat politik yang yang sesuai
dengan demokrasi Pancasila.

Melaksanakan hak pilih baik aktif maupun pasif dalam pemilihan umum.

Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia.

Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut
kepentingan bersama.

Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara

Saling menghormati kebebasan dalam hidup bernegara.

Adapun berikut ini contoh hak asasi warga negara Indonesia dalam
pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Hak asasi di bidang politik, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan
menjadi anggota suatu organisasi sosial politik, mengemukakan pendapat baik secara
lisan maupun tulisan.
Hak asasi di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk
memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk
melaksanakan usaha.
Hak asasi di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan,
mengembangkan karir di bidang pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta
dan hak untuk turut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
Hak asasi di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan
sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, hak untuk mengembangkan bahasa, adat
dan budaya daerah masing-masing dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.
Hak-hak asasi tersebut di atas diatur dan dijamin di dalam Undang Undang
Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Di dalam peraturan perundang-

undangan tersebut juga dijamin kebebasan warga negara untuk dapat
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mengemukakan pkalianngan, pemikiran dan gagasannya. Namun yang dimaksud
adalah kebebasan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu adanya
keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam segala bidang kehidupan.

Peran serta warga negara dalam memantapkan pelaksanaan demokrasi
Pancasila antara lain dengan mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi
hal-hal berikut:

1. Semangat kebersamaan
2. Kekeluargaan

3. Keterbukaan yang bertanggung jawab

Perilaku Politik yang Sesuai dengan Aturan

Apakah kalian pernah mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) ketika
sedang dilangsungkan pemilihan umum di tempatmu? Jika Tahukah kalian apa
sebenarnya proses yang sedang berlangsung dengan adanya pemilihan umum
tersebut?

Pelaksanaan pemungutan suara merupakan wujud partisipasi masyarakat
dalam menentukan arah politik bangsa. Sebab dengan melaksanakan hak pilih, warga
negara telah memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat
seperti DPR, DPD dan DPRD dan lembaga-lembaga itulah yang sangat menentukan
kearah mana politik bangsa ini akan di bawa. Bagaimana jika masyarakat tidak ikut
serta dalam pemungutan suara? Jika hal ini terjadi pada dasarnya masyarakat belum
sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam menentukan arah politik negara.

Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat mempunyai hak dalam berbagai
bidang kehidupan. Namun dalam menyalurkan hak itu ada aturan-aturan yang harus
ditaati yang merupakan kewajiban kita. Jadi dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila
bukan saja hak yang harus diutamakan, tetapi kewajiban itu yang harus lebih
didahulukan. Kita sering mendengar bahwa dalam negara demokrasi itu rakyat
mempunyai kebebasan, namun dalam demokrasi Pancasila kebebasan yang dianut
adalah kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kita memang mempunyai hak
kebebasan tetapi kebebasan itu harus disertai dengan memperhatikan kebebasan
orang lain.

Kebebasan mengeluarkan pendapat bukan sekedar bebas mengeluarkan

pendapat atau berbuat, tetapi harus disertai tanggung jawab yang besar. Oleh karena
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itu, pasal 28 UUD 1945 mengatur hak kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan
pendapat yang bunyinya: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan
partisipasi politik, seperti pemilihan umum, penyampaian pendapat baik secara
langsung maupun tidak langsung serta partisipasi melalui masyarakat dilingkungan
keluarga dan kemasyarakatan. Kegiatan partisipasi politik tersebut harus sesuai
dengan aturan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum.

2. Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai politik.

3. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Badan Perwakilan Rakyat.

4. Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD.

5. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.

6. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang
demokratis antara lain menggunakan hak pilihnya dalam:

Pemilihan umum baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Sikap dan perbuatan yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari adalah
sebagai berikut.

Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, egois, mementingkan diri dan
kelompok, kekuatan, keras kepala, ekstrim dan meremehkan orang lain.

Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, keke-luargaan, musyawarah,
saling mengalah, toleransi dan tenggang rasa.

Sikap dan perbuatan tersebut hendaknya dapat dipraktikkan dalam lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara. Misalnya dalam menangani masalah
politik, sosial, budaya ekonomi dan keamanan. Contoh musyawarah di lingkungan
sekolah adalah sebagai berikut.

1. Pemilihan ketua kelas
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2. Pemilihan anggota Musyawarah Perwakilan Kelas ( MPK )
3. Pemilihan ketua OSIS
4. Rapat OSIS untuk membuat program.

Pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
Pancasila menekankan pada empat prinsip penting sebagai berikut.

1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu prinsip dalam melaksanakan
musyawarah ketika setiap orang mengetahui apa yang menjadi hak pribadi, hak
orang lain dan kewajiban terhadap orang lain.

2. Persamaan yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap orang memiliki kedudukan,
hak dan kewajiban yang sama.

3. Kebebasan yang bertanggung jawab, artinya bahwa setiap orang bebas untuk
mengemukakan pendapat.

4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, artinya setiap pelaksanaan musyawarah
harus mengutamakan kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, contoh pelaksanaan pengambilan keputusan
berbentuk demokrasi Pancasila adalah pelaksanaan pemilihan umum yang
dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu merupakan salah satu
upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan tegaknya kedaulatan rakyat. Disamping
itu, pemilu tahun 1999 diharapkan menjadi momentum penting yang akan
memberikan jalan penyelesaian bagi penanggulangan “krisis nasional” yang melkalian
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan 3 (tiga) kali
karena disamping pemilihan lembaga legislatif juga pertamakalinya presiden dan wakil
presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tugas MPR tidak lagi memilih presiden
dan wakil presiden tetapi hanya melantik/mengangkat saja.

Ketentuan tatacara yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan
berdasarkan Demokrasi Pancasila, sebagai contoh adalah pengambilan keputusan
dalam sidang MPR, yang dapat diperhatikan pada pasal 14 dan 15 UU No. 22 Tahun
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa:

. putusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota

MPR yang hadir;
. putusan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ditetapkan dengan

persetujuan lima puluh persen ditambah 1 dari seluruh anggota MPR,;
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. putusan yang diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenang MPR ditetapkan
dengan suara terbanyak; dan
. sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu

diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Rangkuman

. Sistem politik suatu negara merupakan wujud atau gambaran kehidupan
masyarakatnya, yang biasanya bersumber dan digali dari nilai-nilai luhur bangsa.
Sistem politik suatu negara harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan
kehidupan, langgeng, berkelanjutan, mempunyai dorongan alamiah, serta tahan
dalam segala kondisi lingkungan yang menekannya sampai batas tertentu.
Pemerintah dalam sistem politik merupakan mekanisme formal di samping ranata
sosial politik lainnya yang tidak resmi.

. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu pemerintahan yang benar-benar
menjunjung tinggi hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka
(machstaat). Dengan demikian, segala tindakan ataukebijaksanaan harus
berdasarkan hukum yang berlaku.

. Peran serta warganegara dalam memantapkan pelaksanaan demokrasi Pancasila
adalah dengan mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

. Kebebasan mengeluarkan pendapat bukan sekadar bebas mengeluarkan pendapat,
melainkan harus disertai tanggung jawab yang besar.

. Contoh pelaksanaan pengambilan keputusan berbentuk demokrasi Pancasila adalah

pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
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BABII KEGIATAN BELAJAR 2

A. Kompetensi dan Indikatotor
1. Kompetensi:
Mahasiswa memahami budaya politik sebagai salah satu variabel yang

berpengaruh terhadap sistem politik Indonesia.

2. Indikator:

a. Menjelaskan pengertian budaya politik

b. Menjelaskan klasifikasi budaya politik

c. Menyebutkan ciri-ciri yang menonjol dalam budaya politikindonesia

d. Menjelaskan pengaruh budaya politik terhadap sistem politik

B. Uraian Materi
BUDAYA POLITIK

1. Pengertian

Kehidupanmasyarakattidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Sebab
setiap masyarakat betapapun sederhananya mereka memiliki kebudayaan tertentu.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatuyang inheren
dengan Masyarakat itu sendiri. Kebudayaan menurut Hoebel adalah integrasi
sistem pola-pola perilaku hasil belajar yang merupakan ciri khas anggota suatu
masyarakat dan yang bukan merupakan warisan biologis (Joyomartono, 1990:10).
Sedangkan wujud kebudayaan itu diantaranya adalah kompleks idée, gagasan, nilai,
norma, peraturan, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1997:5).

Dalam sistem politik, budaya politik merupakan variabel yang sangat
penting, dan oleh karenanya menjadi bahasan yang pokok dalam kajian system
politik di samping variabel penting lainnya. Budaya politik sering diartikan sebagai
pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik
(Kantaprawira, 1983:29). Ada yang menyatakan bahwa budaya politik adalah
seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap system

politik dan symbol-simbol yang dimilikinya. (Sjamsuddin, N, 1993: 90). Pendapat
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yang lain menyatakan bahwa budaya politik adalah orientasi yang khas dari
warga negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya. (Almond &
Verba dalam: Sjamsuddin, 1993: 79).

Dalam budaya politik dapat ditemukan bagaimana orientasi atau pandang-
an individu terhadap system kekuasaan,negara, pemerintah, demikian pula
orientasi tentang keberadaan dirinya sebagai bagian dari sebuah negara. Budaya
poilitik melekat pada setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional, transisional,
maupun masyarakat modern. Budaya politik berkaitan erat dengan perilaku politik,
yaitu tindakan manusia dalam situasi politik. Perilaku politik individu sangat
ditentukan oleh pola orientasi umum (common orientation pattern) yang nampak

secara jelas sebagai cermin budaya politik.

Budaya politik menjadi bahasan yang penting dalam system politik karena
budaya politik sangat mempengaruhi bagaimanatampilan sebuah system politik.
Pengenalan atas budaya politik merupakan salah satu informasi bagi pengenalan
sistem politiknya. Dua system politik dengan struktur yang hampir sama menjadi
sangat berbeda tampilannya karena adanya perbedaan dalam budaya politiknya.
Oleh karena itu, untuk memahami sebuah system politik niscaya harus memahami
bagaimana budaya politik masyarakatnya. Namun demikian bukan berarti bahwa
persamaan budaya politik pasti membawa persamaan system politiknya, karena
tampilan budaya politik masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Indonesia misalnya, budaya politiknya belum banyak berubah dari waktu ke
waktu, akan tetapi system politiknya telah berkali-kali mengalami perubahan, yaitu
dari system politik Demokrasi Liberal ke sistem politik Demokrasi Terpimpin, dan
kemudian Demokrasi Pancasila. Sebaliknya Amerika Serikat, Inggris, dan negara-
negara persemakmuran, walaupun mereka memiliki budaya politik yang relative

sama, akan tetapi system politiknya berbeda satu sama lain.

2. Klasifikasi Budaya Politik

Budaya politik senantiasa mengalami pergeseran seiring dengan
perkembangan masyarakatnya. Ketika masyarakat menjadi semakin maju dan
modern, budaya politiknyapun akan bergeser ke arah yanglebihmaju dan modern

pula. Sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat, budaya politik dapat
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dibedakan dalam 3 (tiga ) tingkatan yaitu:

a. Tingkatan kognitif, adalahtingkatan budaya politik dimana suatu masyarakat hanya

memiliki pengetahuan saja tentang system politiknya, tanpa memiliki perasaan

maupun penghayatan tertentu terhadap sistem politik tersebut.

b. Tingkatan afektif adalah tingkatan budaya politik dimana suatu masyarakat tidakhanya

C.

memiliki pengetahuan tetapijuga mempunyai perasaan dan penghayatan tertentu
terhadap sistem politiknya.
Tingkatan evaluative adalah tingkatan budaya politik dimana masyarakat telah
mampu memberikan penilaian terhadap sistem politik yang dimilikinya. Hal itu
berarti bahwa masyarakat bukan sekedar mengetahui dan mampu menghayati hal-
hal apa yang terdapat dalam sistem politiknya, akan tetapi juga mampu
mengapresiasi dan menimbang mana yang dianggap baik dan mana yang
tidak/kurang baik.

Morton R. Davies and Vaughan A. Lewis dalam bukunya “Model of Political
Syistem” mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:
a. Budaya Politik Parokial ( Parochial Political Culture
b. Budaya Politik Kaula ( Subject Political Culture )
c. Budaya Politik Partisipan ( Participant Political Culture)

Budaya politik parokial terdapat pada masyarakat yang masih tradisional,
yang antara lain ditandai adanya spesialisasi dalam masyarakat yang sangat kecil,
diferensiasi terbatas, orientasi politik sempit dari warga masyarakat, dan aktor politik
sekaligus menjalankan berbagai peran yang lain. Belum terspesialisasinya
masyarakat serta diferensi yang terbatas, maka kehidupan masyarakat menampakkan
keadaan yang relatif homogen dan tidak banyak diwarnai perbedaan-perbedaan.
Orientasi masyarakat hanya ditujukan pada obyek kehidupan yang ada di sekitarnya,
dan belum memiliki cakrawala atau pandangan tentang obyek-obyek dalam
jangkauan yang lebih Iluas. Warga masyarakat yang ditokohkan biasanya
membawakan banyak peran, dan menjadi panutan dalam berbagai hal. Seorang tokoh
agama misalnya, tidak hanya menjadi panutan dalam kehidupan keagamaan, akan
tetapi juga dalam kehidupan politik dan kehidupan lainnya. Dalam masyarakat dengan
budaya politik yang demikian masyarakat tidak menaruh harapan sama sekali

terhadap sistem politiknya. Masyarakat menganggap masalah politik sebagai masalah
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yang menjadi urusan pemerintah, sedangkan bagi mereka sendiri yang penting dapat
menikmati kehidupan yang aman, tenteram, terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan
baik. Secara politis dengan cara apa kondisi yang demikian dapat terwujud, itu
dianggap sebagai urusan pemerintah.

Budaya politik kaula terdapat dalam masyarakat yang sudah beranjak maju
dari kehidupan yang tradisional. Dalam budaya politik politik yang demikian warga
masyarakat telah memiliki perhatian dan kesadaran di bidang politik, namun terutama
baru ditujukan pada segi output. Masyarakat telah memiliki harapan-harapan tertentu
dari sistem politiknya, akan tetapi harapan itu hanya diarahkan pada terwujunya
kebijakan pemerintah yang dianggap baik. Masyarakat kerasa hanya bisa menerima
output tanpa dapat mempengaruhi atau mengubah system. Oleh karena itu
masyarakat menyerah pada kebijaksanaan dan keputusan dari pemegang kekuasaan.

Budaya politik partisipan terdapat dalam masyarakat yang sudah maju dan
modern. Dalam budaya politik yang demikian setiap orang menganggap dirinya dan
orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan poltik. Setiap orang sadar akan hak
dan kewajiban/tanggung jawabnya, dan setiap orang dapat memberikan penilaian
secara menyeluruh atas system politiknya. Masyarakat dengan budaya politik
partisipan memiliki orientasi terhadap system politik dalam keseluruhannya, baik
menyangkut segi input, proses, dan output.Kepada masyarakat tidak cukup hanya
disodorkan kebijakan pemerintah yang dianggap baik,akan tetapi masih harus
ditunjukkan bahwa kebijakan semacam itu memang sesuai dengan aspirasi
masyarakat, dan diproses melalui cara-cara yang demokratis. Masyarakat tidak ingin
hanya menerima begitu saja kebijakan pemerintah, akan tetapi lebih dari itu menuntut

dilibatkan dalam proses politik untuk menghasilkan kebijakan tersebut.

3. Budaya Politik Indonesia

Didalam system politik Indonesia dapat ditemukan adanya budaya politik
Indonesia. Budaya politik Indonesia menunjukkan gejala kompleksitas. Variasi
budaya kita yang begitu besar menyebabkan timbulnya banyak sub budaya politik
yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian apa yang disebut budaya politik
Indoensia lebih merupakan kombinasi dari semua sub budaya politik yang diangkat
ke tingkat nasional oleh para pelaku politik. Ini berarti bahwa di dalam budaya
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politik itu sering terjadi interaksi antara sub budaya politk yang terdapat
didalamnya. Kelemahan yang sering muncul adalah bahwa inetraksi itu sering
berupa persaingan antar sub budaya politik.

Walaupun agak sulit untuk mendeskripsikan secara tepat budaya politik
Indonesia itu, akan tetapi setidak-tidaknya dapat dikemukakan garis besarnya
dengan mengacu pada pandangan para pakar politik dan kebudayaan yang
banyak menaruh perhatian dalam bidang tersebut. Sulitnya mendeskripsikan
budaya politk Indonesia karena masyarakat Indonesia diwarnai oleh perbedaan
suku, agama, dan kebudayaan daerah. Dengan demikian apa yang dinamakan
budaya politik Indonesia pun menampakkan keanekaragaman unsure- unsur
tersebut. Sesuatu yang sering dikatakan sebagai budaya poilitik Indonesia kadang-
kadang masih mengundang pertanyaan apakah hal itu benar-benar merupakan
budaya politik Indonesia ataukah budaya politik kedaerahan. Disamping

itu, kerna kebudayaan selalu merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai asli
(endogenus) dan pengaruh yang datang dari luar, oleh karena itu apa yang
dinamakan budaya politik Indonesia sulit untuk dilihat dengan batasan-batasan yang
kaku.

Herbert Feith dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa di Indonesia
terdapat 2 (dua) budaya politik yang dominant, yaitu budaya aristokrasi  jawa, dan
budayawiraswatawan Islam (Sjamsudin, 1991:30). Apa yang dikemukakan oleh Feith
lebih mengacu pada pengelompokan terbesar masyarakat Indonesia, dimana dari
aspek kesukuan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah suku Jawa,
sedangkan dari aspek keagamaan adalah Islam.

Selanjutnya tanpa bermaksud memberikan batasan yang kaku tentang
budaya politik Indonesia, Rusadi Kantaprawira menyebutkan adanya variabel-
variabel yang dapat dianggap sebagai ciri budaya politik Indonesia. Variabel tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Konfigurasi sub kultur, yang artinya bahwa budaya politik Indonesia diwarnai oleh

keanekaragaman sub budaya politik

b. Budaya politik Indonesia bersifat parochial-kaula disatu pihak, dan budaya politik

partisipan dipihak lain. Artinya bahwa disatu segi massa masih ketinggalan dalam
menggunakan hak-hak dan memikul tanggung jawab politik, sedangkan dipihak

lain elit politiknya merupakan partisipan yang aktip.
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c. Masih kuatnya ikatan primordial, yang dapat dikenali dari kuatnya sentiment
kedaerahan, kesukuan, keagamaan dan sebagainya.

d. Masih kuatnya partenalisme dan patrimonial, yang nampak dari sikap bapakisme dan
asal bapak senang.

e. Adanya dilemma antara introduksi modemnisasi dengan nilai-nilai tradisional, dimana

modernisasi dipersepsi sebagai westernisasi. (Kantaprawira, 1983:40-43)

Ciri-ciri budaya tersebut agaknya cukup menggambarkan keadaan yang
nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan menyangkut
keanekaragaman sub budaya politik di Indonesia, walaupun budaya politik
kedaerahan banyak memberi warna didalamnya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa
buidaya politik Indonesia secar dominant dipengaruhi oleh budaya politik Jawa.
Dengan demikian suku non- Jawa cenderung mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai
kejawaan atau menjadikan nilai-nilai budaya Jawa sebagai basis persepsi politik
mereka (Muhaimin, dalam: Alfian dan Sjamsuddin, 1991:54). Bahwa budaya politik
Jawa secara dominant mewarnai budaya politik Indonesia, antara lain nampak dari
idiom- idiom yang sering digunakan dalam wacana perpolitikan Indonesia, baik
dikalangan elit politik Jawa sendiri maupun elit politik dari suku- suku lain. Bahkan
dengan sedikit kelakar sering dikatakan bahwa elit politik dari luar jawa pun banyak
diantaranya justru lebih “njawani” dibandingkan dengan orang-orang Jawa. Sampai
batas-batas tertentu kenyataan semacam itu kiranya bisa dipahami, mengingat bahwa
orang Jawa meliputi sebagian besar dari keseluruhan penduduk Indonesia. Namun
demikian issue jawanisasi agaknya juga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka

mengembangkan budaya politik Indonesia agar tidak menimbulkan kecemburuan.
Budaya Jawa yang sangat berpengaruh terhadap budaya politik Indonesia
secara garis besar dapat disimak dalam uraian berikut. Tentunya bahasan tentang
budaya Jawa pada bagian ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan kebudayaan
Jawa secara lengkap dengan segala unsur-unsur kebudayaan didalamnya. Disamping
karena terlalu kompleksnya ruang lingkup kebudayaan, juga tidak semua unsur
kebudayaan itu cukup penting untuk dikaitkan dengan masalah budaya politik. Disini
hanya akan dikupas sebagian pola perilaku masyarakat Jawa yabg kiranya cukup

mewarnai tampilan sistem politik Indonesia.
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Yahya Muhaimin dalam tulisannya “"Persoalan Budaya Politik Indonesia”
menunjukkan adanya sikap budaya Jawa yaitu sebagai berikut:
Pertama: Cenderung tidak berada dalam situasi konflik, tetapi mudah tersinggung.
Kedua: Menjunjung tinggi ketenangan sikap.
Ketiga: Kuatnya rasa kebersamaan (sharing), termasuk dalam hal tanggung jawab
(Muhaimin, dalam: Alfian dan Sjamsudin, 1991:54)

Sikap-sikap tersebut nampaknya cukup mewarnai bukan saja kehidupan
sehari-hari masyarakat Jawa, akan tetapi juga wacana serta budaya politik Indonesia.

Kecenderungan untuk tidak berada dalam situasi konflik membawakan

prinsip harmoni dalam wacana politik kita, dimana situasim politik yang dianggap ideal
adalah situasim politik yang menggam, barkan terdapatnya keseimbangan, keselarasan,
dan keserasian. Berkenaan dengan ketidaksukaan berada dalam situasi konflik itu,
masyarakta Jawa cenderung menilai tinggi perilaku yang “sa-madya”, yang kurang
lebih maknanya adalah “yang sedang- sedang saja’. Mengapa demikian, karena
perilaku yang ekstrim dianggap akan membawakan benturan-benturan,pertentangan-
pertentangan atau konflik dengan pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda.
Sebaliknya perilaku yang bersifat “sa-madya” dianggap lebih luwes  dalam
menanggapi setiap perbedaan, lebih lentur, sehingga bisa menghindari pertentangan-
pertentangan yang frontal. Dalam kehidupan politik pun agaknya sikap-sikap yang
ekstrim dalam kehidupan politik kurang mendapatkan tempat dihati masyarakat.
Sedangkan menjujung tinggi ketenangan sikap, disini dapat dikatakan bahwa dalam
pandangan Jawa kekuatan dalam arti yang substansial justru akan muncul dari
sikap-sikap yang tenang, lemah lembut, dan bukan dari sikap-sikap yang kasar, yang
menggambarkan amarah. Hal semacam itu tercermin dari ungkapan seperti, “sura,
dira, jayaningrat, lebur dening pangastuti”, yang kurang lebih artinya adalah bahwa
sikap dan perilaku yang kasar, kejam, keangkaramurkaan dan semacamnya, pada
akhirnya akan kalah dengan sikap yang lemah lembut. Dalam dunia pewayangan
sikap yang lemah lembut itu digambarkan dalam figure “satria” dengan tubuhnya yang
ramping, wajah menunduk, dan gaya bicara yang halus. Karakter semacam itu
dikontraskan dengan figer raksasa atau “buta” yang digambarkan dengan tubuhnya
yang besar, wajah yang menyeramkan, serta bicaranya yang kasar. Namun dalam
peperangan yang terjadi diantarakeduanya raksasa itu akhirnya kalah oleh satria.

Warna semacam itu dalam kehidupan politik nampak dari pemikiran dan sikap yang
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menghendaki untuk sesedikit mungkin digunakan cara-cara kekerasan dalam
menangani masalah. Kendatipun karena desakan kepentingan sesaat hal semacam itu
sering nampak sebatas wacana dan tidak benar-benar diwujudkan dalam kenyataan.

Kuatnya rasa kebersamaan (sharing) menjadikan seseorang kurang memiliki
kedirian. Dengan nilai budaya semacam itu, orang lebih suka meleburkan diri dalam
kebersamaan dan kurang berani menunjukkan kedirian sebagai pribadi. Keadaan
semacam itu juga nampak dari ketidaksukaannya untuk “tampil beda”, karena
keadaanyang berbeda dari yang kebanyakan dipersepsi sebagai sebuah keganjilan
walaupun sesungguhnya yang hendak dilakukan justru lebih baik dari orang-orang lain.
Kebersamaan itu juga dalam hal tanggung jawab, dimana orang cenderung untuk
berbagi tanggung jawab dengan orang-orang lain, dan kurang berani untuk
mengambil tanggung jawab sendiriatas sesuatu yang dilakukannya. Kecenderungan
untuk berbagi tanggung jawab juga dalam tindakan yang bersifat negative (seperti
korupsi, misalnya). Tindakan semacam itu biasanya tidak dilakukan dan inikmati
sendiri akan tetapi secara bersama-sama, karena dalam kebersamaan itu merekabisa
berbagi beban dan tanggung jawab (barangkali juga berbagi rasa berdosa).

Disamping nilai-nilai budaya tersebut diatas, yang juga sangat nampak adalah
menonjolnya “ewuh prekewuh”, sehingga orang cenderung untuk tidak menyatakan
segala sesuatu secara terus terang. Dalam budaya Jawa ungkapan “sanepa” atau
perumpamaan sering digunakan dalampembicaraan,denganmaksud untuk menghindari
pengungkapan sesuatu secara terus terang yang dikhawatirkan akan menyinggung
perasaan pihak lain.

Dalam wacana politik hal itu nampak sekali ketika kita memperhatikan
pernyataan yang dilontarkan oleh elit politik, pejabat dan lain-lain. Pernyataan yang
mereka lontarkan seringkali tidak cukup kalau kita hanya menangkap maknanya secara

lugas tanpa mencermati makna yang tersirat. Begitu juga dalam menanggapi
kritik. Dalam budaya poltik Indonesia kritik memang bukan sesuatu yang ditabukan.
Akan tetapi kritik hendaknya tidak disampaikan secara terang-terangan, melainkan
dikemas dengan ungkapan yang halus dan tidak terlalu “vulgar” agar tidak menyinggung

perasaan.
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C. Latihan
Indentifikasikan pengaruh budayajawa dalam budaya politik Indonesia, dengan
menampilkan sikap, perilaku, atau kebiasaan-kebiasaan yang terdapat pada pejabat-

pejabat publikatautokoh- tokoh politik.

D. Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ciri-ciri budaya politik Indonesia antara lain adalah masih kuatnya ikatan
primordial, partenalisme dan patrimonial, serta dilemma antara introduksi modernisasi
dengan nilai-nilai tradisional. Berikan ilustrasi perwujudan ciri-ciri tersebut dalam

kehidupanpolitikdan kemasyarakatan di Indonesia.

E. Rangkuman
Budaya politik adalah seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan warga
negara terhadap system politik dan symbol-simbol yang dimilikinya. (Sjamsuddin, N,
1993: 90). Pendapat yang lain menyatakan bahwa budaya politik adalahorientasi yang
khas dari warga negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya.
(Almond & Verba dalam: Sjamsuddin, 1993: 79).
Morton R. Davies and Vaughan A. Lewis dalam bukunya “Model of Political
Syistem” mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:
a. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture )
Budaya politik parokialterdapat pada masyarakat yang masih tradisional, yang antara
lain ditandai adanya spesialisasi dalam masyarakat yang sangat kecil, diferensiasi
terbatas, orientasi politik sempit dari warga masyarakat, dan aktor politik

sekaligus menjalankan berbagai peran yang lain.

b. Budaya Politik Kaula ( Subject Political Culture )
Budaya politik kaulaterdapat dalam masyarakat yang sudah beranjak maju dari
kehidupan yangtradisional. Dalam budaya politik politik yang demikian  warga
masyarakat telah memiliki perhatian dan kesadaran di bidang politik, namun
terutama baru ditujukan pada segi output. Masyarakat telah memiliki harapan-
harapan tertentu dari sistem politiknya, akan tetapi harapan itu hanya diarahkan

pada terwujunya kebijakan pemerintah yang dianggap baik.Masyarakat kerasa
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hanya bisa menerima output tanpa dapat mempengaruhi atau mengubah system.
c. Budaya Politik Partisipan ( Participant Political Culture)

Budaya politik partisipan terdapat dalam masyarakat yang sudah maju dan
modern. Dalam budaya politik yang demikian setiap orang menganggap dirinya dan
orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan poltik. Setiap orang sadar akan
hak dan kewajiban/tanggung jawabnya, dan setiap orang dapat memberi-
kan penilaian secara menyeluruh atas system politiknya. Masyarakat dengan
budaya politik partisipan memiliki orientasi terhadap sistem politik dalam

keseluruhannya, baik menyangkut segi input, proses, dan output.

Ada beberapa variabel yang dapat dianggap sebagai ciri budaya politik

Indonesia. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konfigurasi sub kultur, yang artinya bahwa budaya politik Indonesia diwarnai oleh
keanekaragaman sub budaya politik

2. Budaya politik Indonesia bersifat parochial-kaula disatu pihak, dan budaya politik
partisipan dipihak lain. Artinya bahwa disatu segi massa masih ketinggalan dalam
menggunakan hak-hak dan memikul tanggung jawab politik, sedangkan dipihak
lain elit politiknya merupakan partisipan yang aktip.

3. Masih kuatnya ikatan primordial, yang dapat dikenali dari kuatnya sentiment
kedaerahan, kesukuan, keagamaan dan sebagainya.

4. Masih kuatnya partenalisme dan patrimonial, yang nampak dari sikap bapakisme dan
asal bapak senang.

5. Adanya dilemma antara introduksi modernisasi dengan nilai-nilai tradisional, dimana

modernisasi dipersepsi sebagai westernisasi.

Di antara budaya politik kedaerahan yang ada di Indonesia, budaya Jawa
memiliki pengaruh yang lebih dominant dibandingkan dengan budaya daerah
lainnya. Budaya jawa antara lain ditandai oleh adanya cir-ciri sebagai berikut:

Pertama : Cenderung tidak berada dalam situasi konflik,

Kedua :Menjunjung tinggi ketenangan sikap.

Ketiga :Kuatnya rasa kebersamaan (sharing).
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F. Tes Formatif

1. Budaya politik parokial ditandai oleh hal-hal sebagai berikut,kecuali:

a. adanya spesialisasi dalam masyarakat yang sangat kecil,

b. diferensiasi terbatas,

c. orientasi politik sempit dari warga masyarakat,

d. aktor politik sekaligus menjalankan berbagai peran yang lain. e. kesadaran politik

yang cukup tinggi.

2. Kuatnya  sentiment  kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan dalam

3.

4.

masyarakatindonesia, merupakan indicator budaya politik Indonesia yang masih
diwarnai oleh:

a. primordialisme

b. paternalisme

c. patrimonial

d. tradisionalisme

e. modernisme.

Masyarakat Indonesia yang masih membawakan pola panutan, untuk melakukan
sesuatu yang diharapkan, memerlukanfigure yang bisa dijadikan sebagai acuan. Hal
itu manandakan budaya politik Indonesia yang membawakan ciri:

a. primordialisme

b. paternalisme

c. patrimonial

d. tradisionalisme

e. modernisme.

Hampir setiap orang menganggap dirinya dan orang lain sebagai anggota aktif
dalam kehidupan poltik, dan masing-masing sadar akan hak dan kewajibannyadalam
kehidupan politik. Hal itu merupakan indikator budaya politik:

a. tradisional,

b. modern,

c.parochial,

d. partisipan.
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e. subyek,

5. Dengan memperhatikan pendapat para pakar, dapat dikemukakan beberapa ciri
budaya jawa yang sangat berpengaruh terhadap budaya politik Indonesia. Ciri-ciri
tersebut adalah sebagai berikut, kecuali:

a. cenderung tidak berada dalam situasi konflik,
b. mudah tersinggung.

c. kompetitif dan terbuka

d. menilai tinggi ketenangan sikap.

e. kuatnya rasa kebersamaan
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BUKU AJAR 6
GLOBALISASI, PRESTASI DIRI DAN BELA
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DAN HUKUM INTERNASIONAL

309



310



BAB | PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Buku ajar ini dikembangkan dengan kompetensi membentuk dan
mengembangkan sikap mondial pembelajar sesuai dengan kaidah-kaidah
yang berlaku dalam masyarakat internasional. Hal itu tercermin dari sajian
materi yang terdiri atas konsep hubungan internasional, hokum interna-
sional, dan organisasi internasional. Sebab pemahaman akan hubungan
internasional berkait erat dengan hukum dan organisasi internasional, pun
demikian sebaliknya.

Hubungan internasional akan memberikan gambaran bagaimana
konstalasi politik internasional itu berlangsung. Pada sisi lain hukum inter-
nasional akan mendeskripsikan bagaimana aturan- aturan yang berlaku
dalam masyarakat internasional. Sedangkan organisasi internasional akan
memberikan pemahaman atas organisasi internasional yang terlibat aktif

dalam percaturan masyarakat internasional.

B. Prasyarat
Tidak ada.

C. Petunjuk Belajar
Pendekatan pembelajaran menggunakan model pendidikan dan la-
tihan terbimbing. Para pembelajar diharapkan aktif membaca buku ajar
dan mengerjakan lembar kegiatan dan tes yang disajikan. Dalam pembe-
lajaran ini para pembelajar akan dibimbing untuk mengembangkan sikap
kritis melalui diskusi yang intens baik dengan pembimbing atau pun den-

gan sesama pembelajar.
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D. Kompetensi dan Indikator

1. Kompetensi:

Memahami dampak globalisasi serta dinamika hubungan dan organi-

sasi internasional sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat interna-

sional (global).

2. Indikator

Menguraikan dampak globalisasi bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara

Mendeskripsikan dampak positif dan negatif globalisasi dalam
berbagai kehidupan

Menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk
mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan
bangsa;

Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.
Menjelaskan konsep hubungan, organisasi, dan sistem hukum
internasional.

Menguraikan pola hubungan internasional sesuai dengan kaidah
masyarakat internasional.

Menguraikan peranan organisasi internasional sesuai dengan
kaidah masyarakat internasional.

Menguraikan peran sistem hukum internasional bagi masyarakat
internasional.

Membuat bahan ajar SMA/MA/SMK/MAK untuk mengembangkan

materi hubungan, organisasi, dan sistem hukum internasional.
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BAB Il GLOBALISASI

A. Kompetensi dan Indikator

Berkat kemajuan teknologi komunikasi telah terjadi revolusi infor-
masi. Seluruh negara di dunia telah disatukan, sekat-sekat yang memba-
tasi antara satu negara dengan negara lain sudah tidak ada. Tidak satu
pun negara di dunia yang dapat mengisolasi diri dari negara lain. Hal itu-
lah yang disebut dengan globalisasi.

Setelah mempelajari materi ini, kompetensi yang diharapkan anda
kuasai adalah mengevaluasi dampak globalisasi, dengan indikator-
indikator:

1. menguraikan dampak globalisasi bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara;

2. mendeskripsikan dampak positif dan negatif globalisasi dalam
berbagai kehidupan;

3. menjelaskan bahwa diera global dibutuhkan kemampuan daya saing
bangsa melalui pengembangan prestasi;

4. menjelaskan bahwa prestasi diri merupakan salah satu dari bentuk

bela negara.

B. Uraian Materi
1. Pengertian dan Proses Globalisasi
Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya bola dunia, peta
bumi yang bulat seperti bola. Globalisasi adalah suatu proses tatanan ma-
syarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas (sekat) wilayah. Pros-
es globalisasi terjadi berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
utamanya teknologi informasi, sehingga seluruh dunia disatukan. Se-
kat-sekat yang membatasi antar negara sudah tidak ada, dan tidak satu

negara pun dapat mengisolasi diri dari negara lain.
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Globalisasi tidak mengenal adanya batas-batas wilayah, aturan lok-
al atau regional atau kebijakan suatu negara yang dapat membatasi ruang
gerak masuknya nilai, ide, pikiran, atau gagasan yang dianggap sudah
merupakan kemauan masyarakat dunia. Misalnya, gagasan globalisasi
dan hak asasi manusia telah ada sejak zaman Mesir kuno hingga akhirnya
melahirkan Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948.
Globalisasi bisa berlaku di semua bidang kehidupan, seperti bidang poli-
tik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keaman dan lain sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan
banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan ter-
sebut mencakup semua segi kehidupan, yaitu industri, pertanian, pemu-
kiman, transportasi, komunikasi, pertahan keamanan, dan juga di bidang
pendidikan. Misalnya, sudah sejak lama manusia memanfaatkan batu ba-
ra, minyak bumi, gas, dan listrik dan nuklir sebagai pengganti kayu bakar.

Gejolak kenaikan harga minyak dunia yang tidak terkendali, ber-
dampak ke seluruh negara di dunia tidak terkecuali negara Indonesia.
Para ilmuwan mulai berfikir untuk mencari pengganti minyak bumi dengan
sumber-sumber energi lain yang terbarukan. Di Indonesia, mulai diman-
faatkan energi surya, biogas, dan minyak jarak sebagai alternatif penggan-

ti minyak bumi.

Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Globalisasi yang dikemas sedemikian rupa oleh para penganjurnya,
telah mampu menyihir sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, termasuk
Indonesia. Globalisasi berpengaruh kuar terhadap kehidupan bangsa dis-
egala bidang, baik bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan.

Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang modern. Hal tersebut
memang sudah seharusnya, sebab globalisasi mengharuskan demikian.
Yang menjadi masalah adalah dalam melaksanakan kehidupan modern

tersebut, seyogyanya sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga
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bangsa kita tidak kehilangan jati diri atau identitas sebagai bangsa.

Dalam membentuk masyarakat modern sebagai tuntutan globalisa-
si, kualitas masyarakat harus ditingkatkan, sebagaimana halnya yang di-
gariskan dalam Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bang-
sa. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi prioritas utama, sehingga
setiap warga negara benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya se-
bagai warga negara, dan siap memikul tanggung jawab melaksanakan
pembangunan bangsa.

Pembangunan tidak sama dengan westernisasi. Kita membangunan
masyarakat yang modern, maju yang tetap berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Masyarakat modern dan maju yang ingin kita wujudkan adalah
yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya,
dengan kemajuan yang kita capai, jangan sampai meninggalkan atau ber-
tentangan dengan jati diri atau identitas bangsa. Misalnya, pergaulan be-
bas, minum-minuman keras, pakaian yang tidak sesuai nilai-nilai agama,
dan sebagainya harus ditolak. Dengan demikian kita harus selektif terha-
dap budaya-budaya asing, jangan sampai mengorbankan budaya dan

identitas bangsa.

3. Dampak Positif dan Negatif Globalisasi
Globalisasi membawa dampak positif dan negatif dalam berbagai
aspek kehidupan.
a. Dampak positif globalisasi
1) Dalam aspek Politik
Globalisasi telah melahirkan sistem pemerintahan yang transpa-
ran (terbuka), demokratis, dan penuh kebebasan. Kondisi terse-
but dapat mengurangi adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepo-
tisme, yang akan melahirkan pemerintahan yang bersih, jujur, di-

namis, aspiratif dan berwibawa.

2) Dalam aspek Ekonomi

Dengan adanya globalisasi, makin terbuka pasar internasional
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bagi produksi-produksi dalam negeri. Globalisasi mendorong para
produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi,
yang laku di pasar internasional. Globalisasi juga mendorong para
pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bi-
aya tinggi. Dengan demikian akan mendorong tumbuhnya lapan-
gan kerja baru yang dengan sendirinya akan mengurangi pen-
gangguran dan meningkatkan pengfhasilan negara.
3) Dalam aspek lImu Pengetahuan dan Teknologi
Makin majunya komunikasi dan makin tingginya hubungan antar
bangsa, memungkinkan makin terbukanya kerja sama antar
bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan
demikian kita dapat belajar dan mentransfer IPTEK untuk kema-
juan bangsa kita. Semikin tinggi penguasaan IPTEK akan dapat
mendukung dan memperlancar roda pembangunan. Namun de-
mikian harus diwaspadai, pengembangan IPTEK jangan
sampai menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Panca-
sila.
4) Dalam aspek Sosial Budaya

Dengan adanya globalisasi dan kemajuan komunikasi hubungan
antar bangsa semakin terbuka. Dengan demikian kita dapat bela-
jar tata nilai, sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik dari
bangsa lain yang telah maju, yang sekiranya dapat memajukan
kehidupan masyarakat. Dengan demikian kita dapat mengejar ke-
tertinggalan dan termotivasi untuk belajar menuntut ilmu sehing-

ga sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

b. Dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut:
1) Dalam aspek Politik
Globalisasi mampu membuka cakrawala berpikir masyarakat se-
cara global. Kebebasan yang didengung-dengungkan di luar ne-
geri, memberi motivasi pada masyarakat untuk diterapkan pula di

dalam negeri, yang adakalanya terlalu berlebih-lebihan bahkan
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disertai dengan tindakankan anarkhis yang dapat mengganggu

kemanan dan stabilitas nasional. Hal tersebut berdampak terha-

dap citra bangsa di negara lain. Jika hal tersebut tidak dapat

dikendalikan tentunya sangat berbahaya dan tidak mustkhil dapat

mengganggu pertumbuhan ekonomi, persatuan dan kesatuan

bangsa. Misalnya: kasil Pilkada yang berlarut-larut yang disertai

tindakan anarkhis di Maluku Utara.

2). Dalam aspek Ekonomi

Dampak negatif globalisasi terhadap aspek ekonomi antar lain:

a).

Dengan adanya iklim keterbukaan, negara kita akan dibanijiri
barang-barang dari luar negeri. Hal itu akan mengganggu
produk dalam negeri. Jika kualitas produk dalam negeri tidak
mampu mengingbangi kualitas produk sejenis dari luar negeri,
berarti kita tidak bisa mengeksport ke luar negeri, sehingga

neraca perdagangan kita akan selalu minus.

. Iklim keterbukaan memungkinkan masuknya investasi luar

negeri,yang pada suatu saat ada kewmungkinan akan

menguasai perekonomian Indonesia.

. Globalisasi memungkinkan terjadinya persaingan bebas da-

lam bidang perdagangan. Persaingan bebas kan melahirkan
system ekonomi monopoli yang sangat merugikan para pe-
dagang yang bermodal kecil. Pihak yang memiliki modal be-
sar akan menguasai perekonomian, sedangkan pemodal ke-
cil hanya menjadi penonton. Hal tersebut dapat mengaki-
batkan terjadinya kesenjangan sosial yang tajam, yang kaya
semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin tersisihkan.
Jumlah rakyat miskin tidak semakin berkurang, bahkan se-

baliknya akan semakin bertambah.
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3). Dalam aspek Sosial Budaya

Dampak negatif globalisasi dalam aspek sosial budaya, antara lain:

a) Semakin ketatnya persaingan antara individu, melahirkan sikap individua-
listis, sedangkan sikap kebersamaan semakin berkurang. Hal itu tentunya
sangat bertentangan dengan identitas bangsa, yang lebih mengutamakan
kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

b) Kepedulian terhadap sesame semakin berkurang, dan kesenjangan sosial
semakin tajam antara si kaya dengan si miskin. Salah satu identitas bang-
sa Indonesia adalah rasa kebersamaan, sikap saling tolong menolong yang

sangat erat, terlebih-lebih jika terjadi musibah seperti bencana alam.

c) Munculnya sifat hedoisme dimana kenikmatan pribadi dipandang sebagai
suatu nilai hidup tertinggi. Mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, mi-
num-minuman keras dipandang sebagai gaya hidup modern.

d) Dengan adanya keterbukaan atau globalisasi, hubungan dengar negara-
negara lain semakin bebas dan mudah. Hal tersebut memungkinkan ma-
suknya budaya-budaya asing, yang ada kalanya tidak sesuai dengan ke-
pribadian dan nilai-nilai budaya kita. Hal tersebut dapat mempengaruhi po-
la pikir, sikap hidup, dan perilaku kita. Misalnya, seks bebas, mengkon-

sumsi minim- minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.

4. Cara Mengantisipasi Globalisasi

Dalam mengantisipasi globalisasi, kita harus berupaya menjadi ne-
gara yang maju dan modern, sehingga mampu bersaing dengan negara-
negara lain. Negara kita terbuka untuk masuknya ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagai hasil budaya negara-negara maju. Namun demikian
perlu diantisipasi masuknya budaya asing tidak sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif
globalisasi adalah:
a. Menumbuhkan semangat nasionalisme, seperti mengembangkan dan

mencintai produksi dalam negeri.
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b. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

c. Menanamkan dan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-
baiknya.

d. Menegakkan supermasi hukum dalam arti sebenar-benarnya dan sea-

dil-adilnya.

Khusus dalam bidang ekonomi, agar dapat mengantisipasi era per-
dagangan bebas perlu ditempuh langkah-langkah konkret sebagai
berikut.

a). Meningkatkan sumber daya manusia dalam arti yang seluas- luasnya.
Misalnya, menyediakan sarana pendidikan yang memadai bagi setiap
warga negara. Bagi anak-anak putus sekolah, disediakan bimbingan
keterampilan dan latihan kerja (magang).

b). Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur sistem ekonomi yang menjamin kepastian berusaha, kea-
manan, keadilan, serta perlindungan bagi para pekerja.

c). Pemerintah berperan aktif membantu para pelaku ekonomi, seperti pe-
tani pada waktu panen, dengan menampung hasil panen sehing-
ga petani tidak merugi. Memberi pinjaman modal bagi para pedagang
yang bermodal kecil.

d). Menyediakan sarana pendidikan dan latihan kerja bagi para pencari

kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

. Latihan

Untuk memperdalam pemahan anda tentang materi di atas, jawab-
lah pertanyaan-pertanyaan beriku ini!
1. Jelaskan proses lahirnya globalisasi.
2. Jelaskan dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat!
3. Bagaimanakah cara kita mengantisipasi dampak negatif globalisasi
dalam bidang sosial budaya?
4. Jelaskan pengaruh positif globalisasi dalam aspek ilmu pengetahuan.

Apakah dampak negatif globalisasi dalam aspek sosial?
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D. Lembar Kegiatan

Susunlah materi pelajaran dengan standar kompetensi: mengeva-

luasi dampak globalisasi, disertai dengan indikator-indikatornya!
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BAB |l PRESTASI DIRI DAN BELA NEGARA MENUJU DAYA SAING
BANGSA DI ERA GLOBAL

A. Kompetensi dan Indikator
Bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

yang telah memberi Tanah Air yang indah, kaya, subur, serta penduduk
yang beraneka ragam dengan segala macam budayanya. Kondisi ini mer-
pupakan potensi yang dimiliki bangsa, yang sangat mendukung kelancaran
dan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk kelangsungan pembangu-
nan nasional, selain potensi yang ada, diperlukanpula prestasi agar pem-
bangunan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Setelah mempeljari materi ini kompetensi yang diharapkan anda miliki
adalah menampilkan prestasi diri sesuai dengan kemampuan demi keunggu-
lan bangsa. Adapun indikator-indikatornya adalah:

1. menjelaskan pentingnya potensi diri bagi keunggulan bangsa;
2. mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai dengan

kemampuan,;

w

. menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk
mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan
bangsa;

4. menjelaskan latar belakng pentingnya usaha pembelaan negara;

5. mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara;

6. menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

B. Uraian Materi
1. Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerja-
kan atau diusahakan. Seseorang akan dapat meraih prestasi melalui usa-
ha/kerja keras dengan mengerahkan segala daya dan upaya baik kemam-
puan intelektual, emosional, spiritual, serta ketahanan diri dalam berba-
gai bidang kehidupan. Contoh: Sumardi petani asal Banyuwangi, Jawa Timur

nekat meninggalkan desanya merantau ke Kabipaten ende, di pulau
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Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan kebulatan tekad dan kemauan be-
kerja keras, kini telah membuahkan hasil sebagai petani cabai dan tomat.
Oleh pemerintah setempat, Sumardi ditetapkan sebagai petani ulet di Ka-
bupaten Ende (Kompas, Senin 14 Juli 2008).

Sumardi telah berhasil membuktikan, meskipun selama ini Pro-
pinsi NTT dikenal sebagai daerah gersang, terkebelakang, dan miskin yang
kerap dijuluki sebagai daerah dengan “Nasib Tak Tentu” atau “Nunggu Tu-
han Tolong”, ternyata dengan keuletan, kegigihan dan kerja keras, dapat
dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan berlimpah dari hasil usaha
tani berbsis tanaman sayur.

Prestasi diri adalah prestasi yang diraih oleh seseorang melalui usaha
kerja keras. Setiap orang memiliki kelebihan-kelebihan yang ada kalanya ti-
dak dimiliki oleh orang lain. Gesang seorang penggubah lagu-lagu keron-
cong yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Prestasi bukanlah sesuatu yang datang tanpa usaha kerja keras. Dari
berbagai kisah hidup orang-orang yang berprestasi, dapat diketahui presta-
si tersebut yang mereka raih adalah berkat usaha kerja keras, ketekunan,
dan keuletan. limuan-ilmuan besar adalah orang- orang yang tekun bela-
jar dan bereksperimen. Meskipun mereka berulang kali mengalami kegaga-
lan, tetapi mereka pantang menyerah dan putus asa. Kerja keras, keuletan,
dan jiwa besar akhirnya mereka meraih prestasi gemilang.

Warganegarayangberprestasisangatdiperlukanbagi keunggulan bang-
sa. Berbagai prestasi yang telah diraih oleh putra- putri Indonesia baik di
kancah nasional maupun internasional telah mampu mengangkat harkat dan
martabat bangsa. Minto seorang guru berhasil menciptakan kompor ber-
tenaga surya yang sederhana dengan biaya hanya Rp. 75.000,-, telah
mendapat penghargaan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ta-
hun 2002. Penemuan Minto menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi
krisis energi bahan bakar minyak Pelajar-pelajar Indonesia telah berhasil
meraih berbagai kejuaraninternasionaldalamberbagai bidang seperti Mate-
matika, Fisika, Kimia, dan lain sebagainya yang mengharumkan nama

bangsa dan negara. Di bidang olah raga, Rudi Hartono, Christ John, Sus-

322



di Susanti dan lainnya telah mengharumkan pula nama bangsa dan negara
2. Macam-macam Potensi Diri

Setiap manusia memiliki potensi diri, namun potensi tersebut antara
orang yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Ada yang memiliki fisik yang
kuat sehingga jika dilatih dapat menjadi atlit olah raga yang mumpuni.
Misalnya Chris John seorang petinju jura dulia kelahiran Banjar Negara
Jawa Tengah yang telah mengharumkan nama bangsa. Yang lainnya me-
miliki potensi kecerdasan yang tinggi, dan ada pula yang memiliki kemam-
puan emosional dan berkomunikasi dan lain sebagainya.

Secara umum potensi diri dapat dibagi menjadi lima macam,yaitu:

1). Potensi Fisik (Psychomotoric)

2). Potensi Mental Intelektual (potensi kecerdasan, menganlisis, menghi-
tung, merencanakan sesuatu, dsb.)

3).PotensiSosialEmosional (mengendalikanamarah, bertanggung jawab, mo-
tivasi, kesadaran diri, dsb.)

4).Potensi Mental Spiritual (intelektual, emosional, dan spiritual)

5).Potensi Ketahan malangan (keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang
tinggi).

Orang yang berprestasi adalah orang yang dianggap sukses dalam
bidang tertentu, karena memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki
orang lain. Misalnya Prof. DR. B.J. Habibie, M.Eng. seorang ahli pem-
beuat pesawat terbang. William Shakespeare (1564-1616), lazim dianggap
sebagai dramawan dan penyair Inggris yeng terbesar. Kehebatannya terle-
tak pada kemampuannya memahami peri laku manusia sehingga tokoh-
tokohnya terasa masih hidup sampai kini.

Selain itu ia juga ahli merangkai kata-kata Hernoyo, 1991: 572). Frie-
drich Silaban, seorang arsitek,perancang bangunan. Belian memenangkan
tiga sayembara perencanaan, mesijid Istiglal, Bank Indonesia, dan Monu-
men Nasional atau Monas (Ensiklopedi Indonesia, 1984: 3174).

Orang yang berperstasi umumnya mampu menagkap peluang yang
ada, bertindak rasional, proporsional, efisien dan efektif. Orang- orang

yang berprestasi pasti pernah mengalami kegagalan, tetapi berkat keuletan,
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ketangguhan tanpa mengenal menyerah akhirnya mampumengatasaike-
galan-kegagalan tersebut. Tuhan telah memberikan berbagai potensi kepada
setiap manusia untuk diberdayakan dan dikembangkan dengan sebaik-
baiknya.

Kreativitas dapat menjadi kekuatan yang besar untuk meraih prestasi.
Agar menjadi orang yang kreatif, kita harus bersikap terbuka, berkeinginta-
huan yang tinggi, berani mencoba, dan tidak mudah menyerah. Contoh:
Adam Malik (1917-1984), Wakil Presiden Rl masa bakti 1978-1983. Beliau
semasa hidupnya terkenal lincah bicaranya dan sering mendapat julukan
“kancil”. Selain seorang wartawan pendiri Kantor Berita Antara beserta te-
man-temannya, Adam Malik adalah seorang politikus dan negarawan ter-
kenal. Baliau pernah menduduki jabatan Ketua Sidang Umum PBB ke-26.
Beliau juga termasuk perintis kemerdekaan. Dalam perjuangan diplomatik
merebut Irian Jaya, kedudukan beliau sangat menentukan, sebab beliu
adalah Ketua delegasi

Indonesiadalam perundungan denganBelandadi Washington. Adam Ma-
lik adalah seorang otodidak yang berhasil. Dalam banyak kesempatan, war-
tawan luar negeri menambahkan gelar Doktor di depan namanya tanpa ra-
gu-ragu, meskipun Adam Malik Tidak pernah menamatkan pendidikan for-
malnya.. (Hernoyo, 1991: 572).

Setiap manusia memiliki peluang untuk meraih prestasi dalam ber-
bagai bidang. Misalnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial,budaya, olah
raga dan sebagainya. Seorang pelajar, mahasiswa dengan penuh keteku-
nan, kerja keras, dan berdoa berupaya meraih prestasi yang terbaik. Un-
tuk mencapai prestasi yang tinggi, seorang atlit harus berlatih dengan te-
ratur, disiplin, dan kerja keras. Demikian pula dengan seorang pengusaha
yang sukses, semua menuntut keuletan, ketekunan, dan displin yang ting-
gi. Untuk meraih prestasi, kita perlu aktif dalam berbagai bidang sesuai
dengan minat, bakat masing-masing.

Tokoh-tokoh dunia yang meraih prestasi yang tinggi dalam berbagai bi-
dang, yang karya-karyanya dirasakan manfaatnya oleh umat manusia, anta-

ra lain:
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1. Issac Newton (1642-1727) menemukan hukum gerak Newton.

2. WilliamShakespeare(1564-1616), seorang penulis drama
sandiwara terkemuka dari Inggris, yang selama hidupnya telah
menghasilkan 38 naskah drama, 154 sonata dan 3 atau 4
sajak panjang.

3. Adam Smith (1723-1790) ahli dalam bidang ekonomi.

4. Robert Boyle (1627-1691) ahli kimia dan fisika

5. Sigmund Freud (1850-1939) Bsyokologi dan psykiatri modern,
penemu metode psykoanalisa.

6. B.J. Habibie, ahli dalam membuat pesawat udara.

7. Buya Hamka, sastrawan, dll.

3. Latar Belakang Pentingnya Usaha Pembelaan Negara

Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus Tahun 1945 telah
melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kemerdekaan
bukanlah tujuan akhir, sebab bangsa Indonesia harus menegakkan dan
mempertahankan kemerdekaannya untuk mencapai kehidupan yang dicita-
citakan yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia sudah menghadapi keua-
tan sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda yang ingin kembali berkua-
sa di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan gagah berani menghadang dan
melawan Agresi Militer Belanda | pada tanggal 21 Juli 1947, dan Agresi
Militer 1l tanggal 19 Desember 1948.

Selain ancamandariluarnegerilndonesiahrus pula menghadapi anca-
man dari dalam negeri, yaitu kekuatan bersenjata yang melakukan makar,
pemberontakan, dan teror yang bertujuan merongrong kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut antara lain, Pembe-
rontakan PKI Madiun (18 September 1948) dipimpin oleh Amir Sjarifuddin
dan Muso, dengan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia, DI/TII.,
RMS, APRA, PRRI Semesta, GAM, GPM, dan lain-lainnya. Semua pem-
berontakan tersebut merupakan gerakan separatisme yang bertujuan me-

misahkan diri dari NKRI. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan
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oleh TNI dengan dukungan sepenuhnya dari rakyat Indonesia.

Usaha pembelaan negara adalah menjadi tanggungjawab setiap
warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 27 Ayat 3
UUD 1945 “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.”. Pembelaan negara adalah menjadi tanggung jawab
setiap warga negara, yang harus dilaksanakan secara terus menerus untuk
menjaga kelangsungan hidup dan keutuhan Negara Kesatuan Republik In-

donesia.

4. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)

Bentuk belaNegara disesuaikandengan dengan bentuk ancaman yang
dihadapi pada masa itu. Jika pada masa awal kemerdekaan yang dihadapi
adalah ageresi militer tentara Sekutu, tentara Belanda, dan tentara Jepang ,
maka bentuk bela negara adalah menggunakan kekuatan senjata. Pada
masa 1949 sampai orde lama Indonesia menghadapi ancaman fisik, maka
bentuk bela negara yang dilakukan bangsa Indonesia terarah pada fisik, tek-
nik, strategi kemiliteran.

Pada zaman revolusi utntuk melawan kembalinya penjajah Belanda di
Tanah Air, kekuatan pokok bersenjata yang dimiliki Republik Indonesia
adalahBadan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian sesuai dengan tun-
tunan bahwa setiap negara harus memiliki angkatan perang, maka BKR
kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tidak
seberapa lama kemudia TKR berubah nama menjadi Tentara Republik In-
donesia, yang akhirnya berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia
sampai saat ini.

Sebagai perwujudan partisipasi rakyat dalam bela negara, dimana-
mana dibentuk badan-badan perjuangan atau badan-badankelaskaran ber-
senjata, antara lain: Tentara Pelajar, Corps pelajar Siliwangi, askar Wanita
Indonesia, Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), dan lain seba-
gainya. Para pelajar/mahasiswa selain belajar, pada masa refolusi fisik tu-
rut ambil bagian secara langsung bergabung dengan TNI dalam berbagai

medan pertempuran. Sebagai wadahnya dibentuk satu Brigade yang di-
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kenal sebagai Brigade XVII. Pada tahun 1960 an para mahasiswa dilibatkan
secara langsung untuk mencerdaskjan kehidupanbangsame-
laluiPengerahan  Tenaga Mahasiswa (PTM). Program ini ditujukan bagi
mahasiswa yang telah meraih gelar Sarjana Muda dengan tugas sebagai
guru di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
(Hankamrata) di lingkungan Perguruan Tinggi, dilaksanakan Wajib Latih
Maha Siswa (Walawa). Pembentukan Walawa di dasarkan pada pemikiran,
bahwa mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa, karena itu mempunyai
fungsi dan keududukan yang penting ditengah- tengah masyarakat. Wa-
lawa kemudian dikembangkan menjadi Resimen Mahasiswa (Menwa) se-
bagai wadah bagi mahasiswa yang berkeinginan ikut serta dalam usaha
Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Pertahanan Sipil (Hansip).

Dalam perkembangan selanjutnya, semenjak tahun 1973/1974 pendi-
dikan Wajib Latih Mahasiswa dihentikan, diganti menjadi (!) Pendidikan Ke-
wiraan, dan (2) Pendidikan Perwira Cadangan (Pacad)

Berbeda halnya dengan masa orde baru dan reformasi, ancaman
yang dihadapi bangsa Indonesia adalah berupa tantangan non fisik dan
gejolak sosial. Gejolak sosial tibul disebabkan adanya kesenjangan dan
ekonomi akibat dari berbagai bentuk ketidak adilan seperti kemakmuran
yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Hasil pembangunan dige-
rogoti oleh para koruptor, dan hukum gagal untuk membela nasib orang
yang tertindas. Oleh karena itu diperlukan kesadaran setiap warga negara
untuk bersama-sama memberantas berbagai ketidak adilan, tindakan ko-
rupsi, serta menghindari berbagai tindakan anrkhis yang dapat mengham-
bat jalannya pembangunan.

Salah satu bentuk upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam
upaya pertahanan keamanan negara dilakukan melalui Pendidikan Penda-
huluan Bela Negara (PPBN), sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (2) UU. No. 2 Tahun
1989 dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, wajib

memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Ke-
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warganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar ber-
kenaan dengan hubugan antar warga negara dengan negara, serta Pendi-
dikan Pendahuluan Bela Negara. Tujuan bela negara adalah menumbuh-
kan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untukmencapai tujuan ter-
sebut bangsa Indonesia perlu mendapat pemahaman tentang wilayah ne-
gara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu perlu pula di-
pahami tentang ketahanan nasional, ketahanan bangsa dan negara se-
bagai kondisi dinamis yang terus dibina dan dikembangkan sebagai pere-
kat dalam satu kesatuan yang utuh.

Setiap warganegara dapatberpartisipasidalamusaha pembelaan ne-
gara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat. Pembe-
laan negara dapat dilakukan dengan melaksanakan tugas sesuai de-
ngan profesi masing-masing. Seorang guru yang mengajar dengan baik
dan bertanggung jawab, mahasiswa, pelajar yang belajar dengan tekun,
buruh yang bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab adalah con-
toh-contoh bentuk pembelaan negara.

Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menegaskan “Tiap-tiap warga negara ber-
hak dan waijib turut serta dalam usaha pertahan dan keamannegara”. Usaha
pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui satu sistem yang
disebut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Menurut Sishankamrata pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan
oleh TNI dan Polri sebagai kekuatanutama, sedangkanrakyatsebagai
keuatan pendukung (pasa 30 yat 2 UUD 1845).

Usaha pertahanan dan keamanan Negara bagi setiap warga negara
pada hakekatnya merupakan hak yang sekali gus juga sebagai kewajiban.
Apabila negara dalam keadaan bahaya, adalah merupakan suatu kewaji-
ban bagi setiap warga negara untuk aktif membelanya. Peran serta ra-
kyat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan me-
lalui: TNI, Polri, Cadangan TNI, Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyara-

kat (Linmas).
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C. Latihan
Untuk memperdalam pemahaman anda tentang materi di atas, jawablah
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Apakah yang dimaksud dengan prestasi?
2. Jelaskan apa saja persyaratan agar seseorang dapat meraih presta-
si yang tinggi.
. Apakah sebabnya negara memerlukan prestasi diri yang tinggi dari

w

warga negaranya?

N

. Jelaskan hubungan antara prestasi dengan kedisiplinan.

)]

. Sebutkan  potensi-potensi yang dimiliki setiap orang yang me-

mungkinkannya untuk meraik prestasi yang tinggi!

(o}

. Jelaskan latar belakng pentingnya usaha bela negara !

N

. Siapa sajakah yang bertanggung jawab melaksanakan bela ne-

gara ?

oo

. Jelaskan perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara di In-
donesia.
9. Bagaimanakah bentuk bela negara pada awal Indonesia merdeka?

10.Jelaskan bentuk-bentuk bela negara pada masa era reformasi !

D. Lembar Kegiatan
1. Susunlah materi pelajaran dengan stndar kompetensi: Menampilkan
prestasi diri sesuai dengan kemampuan demi keunggulan bangsa.
Tentukan pula indikator-indikatorna.
2. Susunlah materi pelajaran dengan standar kompetensi: menampilkan
partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Tentukan pula indikator-

indikatornya!
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BAB IV HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Kompetensi dan Indikator
1. Standar Kompetensi:
Memahami dinamika hubungan dan organisasi internasional sesuai
dengan kaidah-kaidah masyarakat internasional.
2. Indikator
* Menjelaskan konsep hubungan internasional.
» Menguraikan pola hubungan internasional sesuai dengan kaidah ma-
syarakat internasional.
* Membuat bahan ajar SMA/MA/SMK/MAK untuk mengembangkan ma-

teri hubungan internasional.

B. Uraian Materi
1. Pengertian Hubungan Internasional
Masalah pengertian hubungan internasional merupakan masalah
yang belum terselesaikan dalam studi ini. Sebab ada beberapa istilah yang
disinonimkan dengan pengertian hubungan internasional tersebut.
Pengertian-pengertian yang disepadankan dengan pengertian hubun-

gan internasional tersebut ialah “hubungan antar negara”, “politik interna-

sional”, “politik multinasional”, “politik luar negeri”, dan “hubungan global”.

Hubungan antar negara adalah hubungan antara negeran yang satu
dengan negara lainnya. Dalam hubungan antar ini titik berat analisis pada
negara sebagai aktor utama, meskipun dalam hal ini juga diakui peranan ak-
tor lain yang bukan merupakan negara.

Politik internasional membahas keadaan politik di masyarakat interna-
sional dalam arti sempit, yaitu menitikberatkan pada diplomasi hubungan an-
tar negara, dan satuan-satuan politik lainnya. Dalam pemahaman tersebut,

Politik Internasional mencaku kepentingan
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(interest) dan tindakan (action) beberapa atau semua negara serta pros-
es interaksi antara negara maupun antara negara dan organisasi internasional
pada tingkat pemerintah. Politik inernasional, seperti multipolaritas atau bipo-
laritas dan organisasi internasional.

Politik Multinasional adalah sistem tindakan yang independen sebagai
hasil eksteren atau intern dari aktor yang bernama negara kebangsaan atau
organisasi internasional yang pada dasarnya merupakan inti dari negara mul-
tinasional.

Politik Transnasional adalah sistem pembuatan dan perjalanan keputu-
san dari dua pemerintahan atau lebih yang didukung oleh atau merupakan
kegiatan dari masing-masing masyarakatnya.

Politik Luar Negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh
suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.
Dalam hubungan ini tidak terbatas dengan negara lain, tetapi juga hubungan
dengan partai negara asing dan perusahaan asing.

Hubungan Global adalah suatu struktur bangunan dari berbagi hubun-
gan (relasi) dan antar hubungan (interrelasi) yang menyangkut berbagai sub-
jek mengenai berbagai bidang dan aspek masalah, dan hubungan tersebut
meliputi seluruh dunia.

Hubungan Internasional merupakan hubungan global, yang juga berarti
semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas- batas ketatanegara-
an. Termasuk hubungan ini yaitu segala macam hubungan antar bangsa dan
kelompok bangsa, kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses, yang
menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berpikir manusia.

Batasan-batasan yang dikemukakan di atas mungkin belum memberikan
kejelasan terhadap lingkungan studi hubungan internasional. Namun demi-
kian melalui batasan-batasan di atas dapat diketahui ruang lingkup masing-
masing pengertian dan dapat diketahui kaitan antara penegrtian yang satu
dan pengertian lainnya dalam studi hubungan internasional.

Atas dasar pengertian-pengertian di atas, istilah hubungan internasional
memiliki kesamaan dengan istilah hubungan global. Namun dalam studi ini

istilah yang digunakan ialah hubungan internasional, sebab istilah hubun-
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gan internasional sudah lazim digunakan untuk menunjuk hubungan-
hubungan yang melintasi batas- batas negara, di samping menyangkut se-
mua subjek dan objek dalam masyarakat internasional.

Dalam melakukan hubungan internasional, ada beberapa beberapa
faktor yang dominan menjadi pertimbangan bagi suatu negara yang hendak
melakukan hubungan internasional tersebut, yaitu politik internasional, hukum
internasional, politik luar negeri, dan politik dalam negeri. Hubun-

gan antara  faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Politik Luar Negeri

NEGARA

Hu Internasional

Politik Internasional

Politik Dalam Negeri

Hubungan Internasional
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Hukum internasional dalam hubungan internasional berfungsi untuk me-
nentukan kerangka hukum, yaitu bagaimanakah hubungan internasional terse-
but dilaksanakan. Politik Internasional dalam hubungan internasional berfung-
si untuk menentukan isi atau materi yang hendak dibahas dalam hubungan in-
ternasional. Politik Luar Negeri dalam hubungan internasional berfungsi untuk
menentukan arah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan situ-
asi masyarakat internasional. Sedangkan Politik Dalam Negeri dalam hubun-
gan internasional berfungsi untuk memberikan landasan dengan mempertim-
bangkan kepentingan nasional sehingga hubungan internasional tersebut
bermanfaat bagi negaranya secara optimal.

Disiplin studi hubungan internasional bersifat sintesis dari beberapa disip-
lin ilmu. Disiplin ilmu yang dianggap sebagai akar studi hubungan internasional
adalah (1) Hukum Internasional, (2) Sejarah diplomasi, (3) llmu Kemiliteran, (4)
Politik Internasional, (5) Organisasi Internasional, (6) Perdagangan Interna-

sional, (7) Pemerintah Jajahan, dan (8) Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional disebut juga dengan istilah traktat. Traktat menu-
rut Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Traktat adalah suatu persetu-
juan (agreement) di mana dua atau lebih negara mengadakan atau bermaksud
mengadakan sutu hubungan timbal balik menurut hukum internasional. Se-
dangkan menurut UU No. 24/Th.

2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa perjanjian internasional
adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum
internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
di bidang hukum publik.

Traktat dibedakan dari kontrak antara suatu negara dan seorang warga
negara asing atau badan hukum asing. Dalam perkembangan lebih lanjut,
istilah traktat juga dimaksudkan untukpersetujuan dalam masalah internasional
yang dibuat antara negara lembaga-lembaga internasional, apakah itu inter se-
(diantara mereka sendiri) atau dengan negara-negara atau mungkin dengan

individu- individu.
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Dalam praktik yang dilaksanakan tiap-tiap negara tidak ada standardisasi
mengenai bentuk traktat. Namun secara umum, bentuk traktat dapat berupa :
(1) bentuk yang digunakan oleh kepala-kepala negara, (2) bentuk antar peme-
rintah, (3) bentuk antar negara, (4) traktat yang dirundingkan dan ditandatan-
gani para menteri, (5) traktat sebagai persetujuan antar departemen, dan (6)
traktat yang diadakan oleh tokoh-tokoh politik.

Pada dasarnya para peserta traktat tidak melihat bentuk traktat sebagai
dasar keterikatan mereka. Tetapi keterikatan para peserta traktat lebih dida-
sarkan kepada isi atau substansi traktat yang mereka sepakati.

Ada beberapa istilah untuk menyebut traktat atau perjanjian internasional.
Perbedaan istilah traktat ada yang menunjukkan adanya perbedaan prosedur
dan perbedaan derajat formalitasnya. Istilah- istilah yang umum digunakan un-
tuk menyebut traktat atau perjanjian internasional ialah : (1) kenvensi, (2)
protokol, (3) persetujuan (agreement), (4) arrangement, (5) proses verbal, (6)
statuta, (7) dekalarasi, (8) modus vivendi, (9) pertukaran nota, (10) ketentuan
penutup (final act), dan ketentuan umum (general act).

Dalam menciptakan kewajiban terhdap traktati tempuh beberapa tahap
pembuatan traktat. Tahap-tahap pembuatan traktat tersebut adalah: (1) pe-
nunjukan orang orang-orang yang akan mengadakan perundingan atas na-
ma negaranya, (2) perundingan dan penerimaan, (3) pengesahan, penanda-
tanganan, dan pertukaran dokumen, (4) keikutsertaan menjadi anggota dari
negara-negara yang tidak menandatangani traktat, (6) perlakuan, (7) pendaf-
taran dan publikasi,dan (8) penerapan dan pelaksanaan.Tahap-tahap pem-
buatan traktat tersebut secara ringkas terdiri atas (1) perundingan, (2) penan-
datanganan, dan (3) ratifikasi.

Traktat biasanya tersusun atas bagian-bagian penting dengan struktur
sebagai berikut : (1) mukadimah, (2) kalusul substantif, (3) klausul res-
mi/protokoler, (4) penegasan resmi atau pengakuan tanda tangan, tnggal, dan
tempat penandatanganan, dan (5) tanda tangan para wakil.

Masa berlakunya traktat dapat berakhir karena dua alasan umum, yaitu:
(1) berakhirnya traktat karena hukum dan (2) berakhirnya traktat karena

tindakan para pihak.
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3. Perwakilan Negara

Perwakilan negara dibedakan antara perwakilan diplomatik dan perwaki-
lan konsuler. Perwakilan diplomatik meliputi seluruh kegiaan politik luar negeri
suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam masyarakat in-
ternasional.

Sedangkan perwakilan konsuler biasanya hanya bergerak sebagai per-
wakilan negara yang mengurusi bidang-bidang yang bersifat komersial.

Setiap negara yang berdaulat memiliki hak penuh untuk mengirim perwa-
kilan negaanya ke negara lain dan berkewajiban menerima perwakilan dari
negara lain (the right og legation). Perwakilan negara tersebut dapa dibuka
dengan syarat: (1) ada kesempatan antara kedua pihak yang sepakat untuk
membuka perwakilan negaranya (mutual consent) dan (2) kesepakatan terse-

but didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

4. Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik memiliki pengertian sebagai perwakilan negara
yang bersifat umum seperti telah disebutkan di atas. Dalam sejarah perkem-
bangannya, perwakilan diplomatik dibedakan dalambeberapa klasifikasi berda-
sarkan pengutamaan kedudukan kepala perwakilan diplomatik dalam tugas-
nya. Dalam Konvensi Wina tanggal18 April 1961 tentang Hubungan-hubungan
diplomatik dinyataka, bahwa kepala-kepal misi diplomatik dibedakan dalam tiga
klasifikasi, yaitu : (1) Ambassador (Duta Besar) atau Nuncius; (2) Envoys (Du-
ta), Menteri (Minister), dan Internuncius; dan (3) Kuasa Usaha (Chargers
d’Affaires).

Seorang yang dicalonkan menjadi kepala misi diplomatik didahului
dengan permohonan resmi dari negara pengirim kepada negera penerima un-
tuk meminta persetujuan calon yang diajukan tersebut.Apabila negara peneri-
ma menolak untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang diaju-
kan oleh negara pengirim, maka negara penerima tidak diwajibkan me-
ngemukakan alasan penolakannya (pasal 4 Konvensi Wina 1961). Sebaliknya
apabila negara penerima menyatakan persetujuan, maka calon kepala misi

diplomatik tersebut dilengkapi dengan surat kepercayaan (Letter of Credence)

335



yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim. Surat kepercayaan tersebut
harus diserahkan sendiri kepada negara kepala negara penerima. Dengan pe-
nyerahan surat kepercayaan itu, yang biasanya disertai dengan pidato singkat,
maka kepala misi diplomatik yang setingkat duta besar atau duta. Berbeda
dengan pengangkatan duta besar dan duta tersebut, untuk pengangkatan kua-
sa usaha surat kepercayaannya dibuat oleh menteri luar negeri.

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik secara garis besar terdiri atas :
(1) representasi, (2) proteksi, (3) negosiasi, (4) pelaporan, dan (5) peningkatan
hubungan persahabatan antar negara. Dalam menjalankan  tugas dan fung-
sinya tersebut, pejabat diplomatik dilengkapi dengan kekebalan dan keistime-
waan tertentu. Kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tersebut dida-
sarkan atas beberapa pendekatan : (1) esterritoriality, (2) representative cha-
racter theory, dan (3) fungsional necessity theory. Misi diplomatic tersebut da-
pat berakhir dengan beberapa alasan antara lain melalui pemanggilan kembali

(recall).

5. Perwakilan Konsuler

Perwakilan konsuler merupakan perwakilan negara di luar negeri,bukan
sebagai perwakilan diplomatik, yang tugasnya melindungi kepentingan-
kepentingan komersial negaranya.Suatu negara yang hendak mendirikan pos
konsulernya di luar negeri berdasarkan Konvensi Wina tahun 1963 hendaknya
memperhatikan prosedur sebagai berikut : (1) Negara penerima menyetujui di-
dirikannya os konsuler oleh negara pengirim; (2) Kedudukan, klasifikasi,
dan distrik konsuler ditentukan oleh negara pengirim dan tunduk kepada
persetujuan negara penerima; (4) Pembukaan cabang pos konsuler harus di-
setujui oleh negaa penerima; dan (5) Tambahan suatu kantor yang menjadi ba-
gian dari kantor konsuler juga harus disetujui oelh negara penerima.

Pos konsuler dipimpin oleh kelapa pos konsuler yang diangkat oleh nega-
ra pengirim. Pengangkatan dan penerimaan kepala pos konsuler dilakukan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara pengirim dan ne-
gara penerima masing-masing.

Kepala pos konsuler harus dilengkapi dengan dokumen tentang pe-

ngangkatannya oleh negara pengirim.Dokumen pengangkatan tersebut bi-

336



asanya dikirimkan melalui jalur diplomatik atau melalui jalur pemerintahan ne-
gara di mana kepala pos konsuler tersebut diakreditasikan. Kepala pos konsu-
ler tersebut baru dapat menjalankan fungsinya setelah menerima surat ex-
ecuatur dari penguasa yang berwenang dari negara penerima. Selama me-
nunggu keluarnya surat execuatur dari negara penerima, kepala pos konsuler
tersebut dapat menjalankan tugasnya untuk sementara. Namun apabila
negera penerima menolak memberikan surat execuator, maka kepala pos
konsuler tersebut segera ditarik kembali oleh Negara pengirim  dan negara
penerima tidak berkewajiban memberitahukan alasan penolakannya kepada
negara pengirim.

Kepala pos konsuler menurut pasal 9 Konvensi Wina tahun 1963 dibeda-

kan dala empat klasifikasi sebagai berikut: (1) Konsul Jenderal, (2) Konsul, (3)
Wakil Konsul/Konsul Muda, dan (4) Agen Konsul.Tugas dan fungsi perwakilan
konsuler secara umum bergerak untuk melindungi kepentingan komersial
negara pengirim dan menjalankan tugas-tugas khusu yang dibebankan kepa-
danya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, perwakilan konsuler juga diberi-
kan hak-hak istimewa oleh negara penerima. Tetapi hak-hak istimewa tersebut
berbeda dengan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik.

Tugas perwakilan konsuler tersebut dijalankan oleh pejabat konsuler
yang terdiri atas Pejabat Konsuler Karier (Career Consular Officers) dan Pe-
jabat Konsuler Kehormatan (Honorary Consular Officer).

Tugas dan fungsi perwakilan konsuler berakhir dengan beberapa alasan
sebagai berikut : (1) Pejabat konsuler dinyatakan persona non-grata; (2) Pem-
beritahuan negara pengirim bahwa fungsi perwakilan konsulernya telah berak-
hir; (3) Penarikan kembali surat execuatur; (4) Negara penerima memberita-
hukan kepada negara pengirim bahwa negara penerima telah mengakhiri
anggota staf konsuler; dan (5) Pecah perang antara negara pengirim dan ne-
gara penerima.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perwakilan konsuler dapat me-
najlankan fungsi diplomatik apabila antara kedua negara tidak memiliki perwa-
kilan diplomatik. Sebaliknya perwakilan diplomatik juga dapat menjalankan

fungsi konsuler.
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6. Peran

Perang merupakan suatu keadaan apabila perbedaan-perbedaan antara
negara-negara mencapai suatu titik dimana kedua pihak terpaksa mengguna-
kan kekerasan, atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan.
Perang tersebut merupaka suatu kontes terutama antara angkatan bersenjata
negara-negara. Perbedaan antara perang dan keadaan permusuhan bukan
perang ditentukan oleh : (1) besarnya konflik, (2) tujuan para kontestan, dan
(3) sikap dan didahului adanya pernyataan perang atau ultimatum.

Pecahnya perang menimbulkan efek hubungan antar negara yang serius,
seperti : Siapakah yang disebut musuh? Bagaimana hubungan diplomatik pada
masa perang? Bagaimana pelaksanaan traktat pada saat perang? Bagaimana
kedudukan harta musuh dalam perang?

Hukum perang merupakan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum in-
ternasional di mana digunakan kekuatan yang diperlukan untuk menundukkan
musuh dan prinsip-prinsipnya menentukan perlakuan terhadap individu-
individu selama perang. Huku perang dalam hal ini menjaga terjadinya kebia-
daban antar manusia.

Cara mengakhiri perang dibedakan dengan mengakhiri permusuhan,
dan hal tersebut sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Peserta
diharapkan dapat menjelaskan beberapapertanyaan yang menyangkut efek
pecahnya perang seperti di atas, serta dapat menjelaskan kapan perang dan

permusuhan itu berakhir!

7. Netralitas

Netralitas menunjukkan adanya sikap suatu negara yang tidak turut ber-
perang dan tidak ikut serta permusuhan. Netralitas tumbuh dari traktat bilateral
yang menetapkan bahwa pihak-pihak terhadap traktat tidak akan menolong

musuh apabila salah satu pihak berada dalam peperangan.
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Netralitas dapat dibenarkan oleh pertimbangan-pertimbangan berikut : (1)
netralitas melokalisasi peperangan, (2) netralitas tidak mengorbankan perang, (3)
netralitas memungkinkan negara-negara menjauhkan  diri dari peperangan,
dan (4) netralitas membuat hubungan internasional teratur.

Status netralitas memuat hak-hak dan kewajiban antara negara-
negara netral di satu pihak dan hak-hak dan kewajiban- kewajiban negara-negara
yang sedang berperang bersifat korelatif, artinya hak suatu negara netral sesuai
dengan kewajiban negara yangberperang dan hak negara yang berperang se-
suai dengan kewajiban negara netral. Haka dan kewajiban tersebut tercermin da-
lam hal-hal sebagai berikut : (1) kewajiban abstain (duties ofabsention), (2) kewa-
jiban pencegahan (duties of prevention), (3) kewajiban persetujuan (duties of

acquiescence).

8. Indonesia dan Hubungan Internasional

Landasan hukum negara Indonesia dalam menjalankan hubungan in-
ternasionalnya didasarkan pada:

a. Landasan Ideal : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : UUD 1945.

Hubungan internasional negara Indonesia berpedoman kepada prinsip
politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam pengertian, negara Indonesia tidak
memihak kepada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Aktif berarti  dalam men-
jalankan politik luar negerinya, negara Indonesiatidak bersifat pasif reaktif
atas kejadian-kejadian internasional, tetapi bersikap aktif.

Dalam pembahasan ini peserta diharapkan melihat keterlibatan negara
Indonesia dalam masyarakat internasional, misalnya melalui Gerakan Non-

Blok, PBB, atau melalui bentuk-bentuk lainnya.

9. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif

Pada tahun-tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia, kita
dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di
dunia. Satu pihak Barat (Amerika) dengan ideologi liberal dan di pihak lain Blok

Timur (Uni Soviet) dengan ideologi komunis.
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Kenyatan dengan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha
bangsa Indonesia untuk konsolidasi demi kelangsungan hidup negara. Penga-
ruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali men-
jajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah kemudian menguatkan tekad bang-
sa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya.

Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah segera mengumumkan pen-
dirian politik luar negeri Indonesia di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional
Pusat yang antara lain berbunyi :

... tetapi mestilah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemer-
dekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih memilih antara Pro-Rusia
atau Pro-Amerika ? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam
mengejar cita-cita kita.

Pemerintah berpendapat, bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah
pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, te-
tapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan
memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

Perjuangan kita harus dilakukan di atas dasar semboyan kita yang lama,
yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendi-
ri. Dedngan semboyan ini kita menjalin hubungan dengan negara-negara
lain di dunia.

Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar
negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya kita tetap memper-
tahankan politik luarnegeri bebas aktif itu agar kita tidak hanyut dalam arus
pertentangan negara-negara besar.Yang menjadi landasan bagi pelaksanaan
politik luar neger Indonesia adalah berikut :

a. Landasan Ideal : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : UUD 1945.

Sifat politik luar negeri adalah sebagai berikut:
a. Bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal ben-
tuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan so-

sial.
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b. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan ra-

kyat.

Politik luar negeri Indonesia, antara lain bertujuan seperti berikut:

a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara
kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah
kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spi-
ritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indo-
nesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-
negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu du-
nia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepa-

da perdamaian dunia yang sempurna.

Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Drs. Mu-
hammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia,
merumuskan sebagai berikut:

a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan ne-
gara.

b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar
untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu ti-
daka ada atau belum dapat dihasilkan sendiri.

c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam kea-
daan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-
syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.

d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksaan cita-

cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebs aktif berdasarkan pada
faktor-faktor berikut:
a. Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara

Asia dan Afrika, dan perjuangan melawan imperialisme dan kolo-
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nialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mengan-

dung sifat non intervensi (tidak turut campur tangan negara lain).

b. Prinsip bahwa maslah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa
Asia sendiri dengan kerja sama regional.

c. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara/bangsa-bangsa lain
terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara
memperbanyak kawan dari pada lawan, menjauhkan kontradiksi
dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah
Pancasila.

d. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan pe-
nanggapan sehingga pengarahannya harus dilakukan untuk kepentin-

gan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 2
September 1948 dihadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dapat kita
temukan pokok-pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, antara
lain sebagai berikut:

a). Negara kita menjalankan politik damai.

b). Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling meng-
hargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan
negeri masing-masing.

c). Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi
internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.

d). Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran

internasional.

e). Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan
berpedoman pada piagam PBB.

f). Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan
kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa kemerdeka-
an, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

Pemerintahan Orde Baru telah berhasil menetapkan kembali

kebijaksanaan Politk Luar Negeri kita pada tahun 1966, dengan
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dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1966. ketetapan MPRS inilah

yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintah yang selanjutnya dijabarkan

lebih lanjut dalam ketetapan-ketetapan MPR (GBHN tahun 1973-1998).

Pengalaman masa Orde Lama dengan politik luar negeri yang mem-
bentuk poros Jakarta-Pyongyang-Peking, sangat tidak sesuai dengan jiwa dan
kepribadian yang tercermin dalam pembukaan UUD
1945.

Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan se-
jahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas
aktif.

a). Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap
masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan
raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunis-
menya dan Barat dengan liberalnya).

b). Aktif,artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif mem-
perjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebe-
basan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif
ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan na-
sional, terutama untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan di
segala bidang. Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, da-
pat kita lihat pada contoh berikut :

1). Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun1955, yang melahir-
kan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian
melahirkan Dasa Sila Bandung.

2). Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok
tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk mereda-
kan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

3). Indonesia juga aktif di dalam merintis dan mengembangkan organisasi

di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

4). lkut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di

Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro,

dan masih banyak lagi yang lainnya.
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C. Latihan

1. Jelaskan hubungan antara politik luar negeri dan hubungan interna-
sional!

2. Siapakah yang dinamakan perwakilan negara itu?

3. Kapan traktat diberlakukan dengan undang-undang di Indonesia?

4. Kapan perang dapat digunakan sebagai alat dalam hubungan internasion-
al?

5. Bagaimana peran Indonesia dalam hubungan internasional?

D. Lembar Kegiatan

Kembangkan materipembelajaran tentang hubungan internasional
yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetens dasar mata pela-
jaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA/SMK dengan menggunakan bahan
dari surat kabar! Sajikan dalam bentuk guntingan berita atau gambar dan diser-
tai beberapa pertanyaan yang menghubungkan berita atau gambar tersebut
dengan kompetensi dasar.

E. Rangkuman
Pengertian hubungan internasional sering disamakan dengan penger-

» |” {3 ” 113
’

tian “hubungan antar negara”, “politik internasional”, “politik multinasional”, “po-
litik luar negeri”, dan “hubungan global”. Dalam hubungan internasional sangat
dipengaruhi oleh politik internasional dan hokum internasional. Secara umum
ada dua sarana untuk melaksanakan hubungan internasional, yakni perjanjian

internasional dan perwakilan Negara.
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BAB V HUKUM INTERNASIONAL

A. Kompetensi dan Indikator
1. Standar Kompetensi:
Memahami dinamika hubungan dan organisasi internasional sesuai dengan

kaidah-kaidah masyarakat internasional.

2. Indikator

» Menjelaskan konsep hukum internasional.

» Menguraikan peran sistem hukum internasional bagi masyarakat inter-
nasional.

 Membuat bahan ajar SMA/MA/SMK/MAK untuk mengembangkan materi

hukum internasional.

B. Uraian Materi
1. Pengertian Hukum Internasional

Dalam mempelajari Hukum Internasional dikenal beberapa istilah yang
biasanya digunakan untuk menyebut Hukum Internasional. Istilah-istilah terse-
but digunakan dengan maksud untuk membedakan isi yang dikandung dalam
masing-masing istilah dan juga untuk melihat bagaimana perkembangan Hu-
kum Internasional. Istilah-istilah tersebut adalah (1) hukum bangsa-bangsa,
(2) hukum antar-bangsa atau hukum antar-negara, (3) Hukum Internasional,
dan (4) hukum dunia.

Hukum bangsa-bangsa adalah kebiasaan dan aturan-aturan (hukum)
dalam hubungan antara raja-raja pada zaman duhulu. Pengertian ini me-
nunjuk kepada adanya anggota masyarakat bangsa- bangsa dan belum
adanya negara kebangsaan.

Hukum antar-bangsa atau hukum antar-negara adalah kompleks kai-
dah-kaidah dan asas-asas untuk mengatur anggota masyarakat bangsa-bang-
sa dan negara-negara. Istilah ini ditandai oleh adanya negara kebangsaan.

Hukum antar-negara terbatas untuk mengatur hubungan antara negara yang
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satu dan negara yang lain. Pengertian hukum antar-negara merupakan pen-

gertian yang bersifat tradisional. Hukum antar-negara tersebut mengatur hu-

bungan antar- negara, baik pada masa damai maupun pada masa perang.

Istilah hukum internasional mengandung pengertian sebagai berikut :

a.

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan azas yang mengatur
hubungan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara: (a) negara
dan negara, (b) negara den subyek hukum lain bukan negara atau subjek

hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 1982 : 3-4).

. Hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang terdiri atas sendi-sen-

di dan aturan-aturan : (a) ditaati oleh negara-negara dalam hubungannya
satu sama lain, (b) bertalian dengan berfungsinya organisasi internasional,
(c) bertalian dengan individu- individu dan satuan-satuan bukan negara
(Starke, I, 1989 : 3).

. Hukum internasional sekarang mengacu pada peraturan-peraturan dan nor-

ma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang

pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional (Wallace, 1993

:1).

Istilah hukum dunia dapat dipahami dalam perbedaannya dengan isti-

lah hukum internasional. Perbedaan tersebut adalah :

Hukum Internasional Hukum Dunia

1. Konsep hukum  internasional | 1. Konsep hukum dunia berangkar
berangkat dari  pemahaman, dari pemahaman  semacam
bahwa masyarakat internasional negara dunia (federasi dunia)
terdiri atas sejumlah negara yang yang secara hiearkis berdiri di
berdauat. atas negara-negara nasional.

2. Tertib hukum dari hukum | 2. Konsep hukum dunia
internasional bersifat koordinasi. mempunyai analogi dengan

hukum tata negara.
3. Tertib hukum dari hukum dunia
bersifat subordinasi.
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Perkembangan istilah hukum internasional pada mulanya berasal
dari istilah hukm Romawi, ius gentium yang berarti kaidah- kaidah dan asas-
asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dan orang bukan
Romawi serta antara orang-orang bukan Romawi satu seine lain. Istilah ius
gentium kemudian berkembang menjadi ius intergentes, yaitu hukum yang
mengatur hubungan antara kesatuan-kesatuan hukum publik pada waktu itu
(kerajaan atau republik). Dalam perkembangan berikut muncul istilah hukum
bangsa- bangsa, hukum antar negara, dan hukum internasional.

Apabila kita memperhatikan istilah-istilah yang digunakan untuk me-
nyebut hukum internasional, secara praktik tidak mengandung persoal-
an asalkan kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Istilah ter-
sebut. Akan tetapi untuk memberikan pedoman dalam pengkajian terhadap
objek bidang hukum ini, maka istilah yang digunakan adalah hukum Interna-
sional. Alasannya: (1) Istilah hukum internasional lebih mendekati kenyataan,
karena pada masa sekarang hubungan tersebut tidak terbatas pada hubungan
bangsa-bangsa atau hubungan antar-negara saja tetapi menyangkut subyek
lain di luar Bangsa atau negara, (2) kata internasional sudah lazim digunakan
untuk menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang melintasi batas-batas wilayah
negara.

Perlu diperhatikan bahwa yang dimakeud dengan hukum internasional
dalam hal ini adalah hukum internasional publik, yang dibedakan dengan hu-
kum perdata internasional. Hukum perdate Internasional adalah keseluruhan
kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang
melintasi batas-batas negara- negara, di mana pelaku-pelaku hukumnya mas-
ing-masing tunduk pada hokum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan
hokum Internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas
hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas-batas negara- negara
yang bukan bersifat perdata. Perbedaan semacam ini mungkintidak tegas, te-
tapi perbedaan semacam itulah yang paling tepat. Sebab apabila dibedakan
atas dasar subjeknya, maka hukum perdata internasional dan hukum inter-
nasional publik memiliki subjek hukum yang sama. Misalnya negara atau indi-

vidu, di mana baik negara maupun individu sama-sama dapat bergerak dalam
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lapangan hukum perdata internasional atau hukum internasional publik. Oleh
karena itulah, pembedaan antara keduanya tidak dipandang dari subjeknya
melainkan dari objeknya.

Tujuan adanya hukum internasional adalah untuk menciptakan hu-
bungan internasional yang tertib dan adil. Sesuai dengan prinsip hukum pada
umumnya bahwa hukum hanya dapat tumbuh dan berkembang di dalam ma-
syarakat, maka hukum internasional pun tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat hukum internasional. Masyarakat hukum internasional merupakan
tatanan masyarakat internasional. Masyarakat Internasional adalah masyara-
kat yang ditandai. oleh kriteria (faktor material) adanya sejumlah negara
dan adanya kepentingan bersama serta adanya hubungan yang bersifat tetap.
Masyarakat internasional tersebut akan menjadi masyarakat hukum interna-
sional apabila disertai faktor non- material, yaitu adanya kesamaan asas-asas
hukum antara bangsa- bangsa yang dibuktikan oleh prinsip-prinsip hukum

umum yang diakui secara bersama-sama.

2. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional
Sejarah perkembangan hukum internasional dapat dibagi dalam be-
berapa periode sebagai berikut.

a. Periode memperjuangkan hak hidup negara-negara kebangsaan.

Hal tersebut ditandai oleh adanya Perjanjian West Phalia pada tahun 1647.

b. Periode konsolidasi dan inasyarakat internasional. Kondisi ini ditandai oleh
adanya Konferensi Perdamaian di Den Haag pada tahun 1899 dan pada ta-
hun 1907.

c. Periode emansipasi politik negara-negara terjajah ke dalam masyarakat
internasional sebagai negara merdeka. Kenyataan ini diwujudkan melalui
organisasi internasional yang bersifat global, yaitu adanya Liga Bangsa-
Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

d. Dekade hukum internasional yang ditandai oleh efektivitas sanksi- sanksi
hukum internasional. Kenyataan ini dapat dilihat dalam fenomena interna-

sional dalam dasawarsa sembilan puluhan (1990).
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Sebelum munculnya negara-negara kebangsaan, sebenarnya sudah ba-
nyakahli yang mempelajari hukum internasional sebagai ilmu pengetahuan.
Dengan sendirinya teori hukum internasional tersebut didasarkan pada situasi
masyarakat pada waktu itu, yaitu dalam bentuk yang masih sederhana tetapi
pemikiran-pemikiran mereka banyak dijadikan acuan dalam melihat persoalan
hukum internasional dewasa ini. Tokoh-tokoh yang mengembangkan hukum
internasional sebagai ilmu tersebut, antara lain sebagai berikut.
1).Fransisco Victoria (1486-1546), yang menyatakan bahwa hukum interna-

sional meliputi seluruh umat manusia dan hukum internasional bersandar
pada hukum kodrat. Hukum kodrat hanya memuat asas-asasnya dan pe-
laksanaanya diserahkan kepada penjanjian. Pandangan Fransisco Victoria
tersebut dipengaruhi oleh agama yang dianutnya ialah agama Katolik.

2). Fransieco Suarez (1548-1617), yang merumuskan bahwa ius gentium da-
lam pengertian hukum Romawi sebagai hukum yang meliputi peraturan-
peraturan untuk bermacam-macam Bangsa. Oleh karena itu, ius gentium
hanya dapat diubah atau dihapus oleh persesuaian kehendak dan masya-
rakat bangsa-bangsa secara keseluruhan. Dasar mengikatnya ius gentium
adalah pacta suntservanda. Artinya perjanjian harus dihormati. Dengan de-
mikian dalam pandangan Fransisco Suanez yang dimaksud dengan hu-
kum internasional adalah ius gentium.

3).Alberico Gentili (1552-1608), yang menyatakan bahwa dalam permulaan
hukum internasional perang merupakan keadaan normal, sedangkan damai,
merupakan keadaan pengecualian.Alberico Gentili juga membuat sistemati-
ka hukum internasional yang terdiri atas:

a. persoalan perang adil;

b. persoalan hukum penjanjian;

c. persoalan retralitas;

d. persoalan hukum laut;

e. persoalan perwakilan diplomatik; dan
f. persoalan kewasitan.

4).Hugo de Groot (1583-1645) yang dikenal dengan nama lain Grootius. la
adalah seorang Calvinis. Bukunya yang terkenal adalah .De Jure Belil Ac

Pacts (Hukum Perang dan Damai). Pandangannya menyatakan bahwa sis-
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tem hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang terlepas dari
agama dan gereja. la memberi tempat yang penting terhadap negara-

negara nasional dalam hukum internasional.

Apa yang telah diuraikan oleh tokoh-tokoh hukum internasional terse-
but dilanjutkan oleh tokoh-tokoh berikutnya sepenti Zouche, Pfuffendorf, Byn-

kershoek, Christian Wolf, Von Martens, dan Emerich Vattel.

3. Hakikat Hukum Internasional

Apakah hukum internasional itu benar-benar hukum? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut perlu diperhatikan pandangan dari John Austin yang me-
nyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti yang sebe-
narnya, melainkan suatu kitab undang-undang tentang aturan-aturan perilaku
kekuatan moral. Pendapat Austin ini mendapat dukungan dari beberapa orang,
antara lain dari Thomas Hobbes, Pfuffendorf, dan Bentham.

Pendapat Austin mi didasarkan pada pengertiannya tentang hukum.
Hukum menurutnya adalah hasil surat-surat perintah dari otoritas legislatif
yang tegas. kelemahan pandangan ini terletak pada persoalan kelembagaan.
Artinya, hukum harus merupakan produk sebuah lembaga legislatif.

Pandangan Austin tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dalam kenya-
taannya hukum internasional berfungsi sebagai hukum koordinatif dalam ma-
syarakat internasional.

Hukum internasional sebagai hukum dinyatakan mengikat masyarakat
internasional dengan dasar-dasar teoretik sebagai berikut. a. Teori Hukum
AlamTeori ini menyatakan bahwa hukum internasional tidak lain merupa-
kan hukum alam yang diterapkan pada masyarakat Bangsa- Bangsa. Tokoh
yang mengembangkan teori ini ialah Grotius.Konstruksi teori tnt dapat digam-

barkan dalam skema di bawah ini.

Hukum Alam

Hukum Internasiona‘l
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b. Teori Positivisme

Teori ini menggariskan bahwa hukum internasional mengikat karena

adanya kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional.

Teori ini dikembangkan dengan mendasarkan pada filsafat Hegel. Namun

dalam kenyataannya ada beberapa variasi dalam pengembangan teori ini

sesuai dengan tokoh yang mengembangkannya.

1.George Jellineok menyatakan bahwa hukum internasional dipandang
sebagai sesuatu yang telah diterima dan telah membatasi diri secara suka-
rela (autolimitaion).

2.Zorn dengan pendapatnya bahwa hukum internasional sebagai bagian
dan hukum nasional (hukum tata negara) yang mengatur hubungan luar
negara.

3.Trieppel berpendapat bahwa kekuatan mengikat hukum internasional
berasal dan kemauan bersama negara-negara (vereinbarung).

4.Anzilotti menyatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional ada-

lah pacta aunt aervanda.

c. Teori Madzab Wiena
Teoriini  berpendapat bahwa kekuatan mengikat hukum internasional
didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi dan sebagai puncaknya
adalah kaidah dasar (grundnorm). Tokoh teori ini ialah Hans Kelsen dengan

pendapatnya bahwa kaidah dasar tersebut adalah pacta sunt servanda.

d. Teori Madzab Prancis
Teori ini menyatakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya hukum interna-
sional adalah fakta-fakta kemasyarakatan. Tokoh yang mengembangkan
teori ini antara lain Fauchile, Scelle, den Leon

Duquit. Teori ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.

Persoalan Negara

Makhluk Sosial Persoalan Manusia
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4. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat di-

gambarkan dalam skema berikut ini.

, Positivisme ,
Volunterimean Kemauan Negara Dualisme
Pangdangan Terhadap
Hukun Nasional
Terlepasnya Dari Hukum Alam — Monisme
Objektivisme Kemauan Negara Mzh. Wiena Mzh.
Perancis
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Aliran Dualisme menyatakan, bahwa hukum internasional dan hukum
nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Alasan yang mendu-
kung Aliran Dualisme tersebut adalah:

a. Sumber hukum yang digunakan oleh hukum internasional dan hukum nasional
berlainan. Hukum nasional bersumberkan kepada kemauan warga negara
(kemauan negara) itu sendiri. Sedangkan hukum internasional melandaskan
diri kepada kemauan bersama dan negara-negara.

b. Subjek hukum dari hukum internasional berbeda dengan subjek hukum dari hu-
kum nasional. Subjek hukum dari hukum nasional adalah perorangan (indivi-

du) dan subyek hukum dari hukum internasional yang terutama adalah negara.

O

. Dilihat dan tata hukumnya, lembaga hukum dalam hukum nasional lebih sem-
purna dibandingkan dengan lembaga hukum dalam hukum internasional.

d. Dalam kenyataan, daya laku hukum nasional tidak terpengaruh pada hukum

internasional.
Sebagai akibat dianutnya Aliran Dualisme tersebut terdapat konse-

kuensi-konsekuensi sebagai berikut.

a. Hukum nasional tidak didasarkan kepada hukum internasional, demikian berla-
ku untuk sebaliknya.

b. Tidak terdapat pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional.

c. Hukum internasional memerlukan transformasi untuk menjadi hukum na-

sional.

Aliran Monisme menyatakan, bahwa hukum internasional dan hokum
nasional merupakan kesatuan sistem hukum. Sebagai kesatuan hukum anta-
ra hukum internasional dan hukum nasional dalam praktiknya terdapat pengu-
tamaan-pengutamaan. Pengutamaan hukum internasional atau hukum nasion-
al dalam Aliran Monisme dapat

dilihat dalam skema berikut ini.

Aliran Monisme

¥ ¥
Primat pada Primat pada hukum nasional
internasional
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Aliran monisme dengan primat pada hukum nasional menyatakan, bahwa
hukum internasional merupakan kelanjutan dan hukum nasional. Atau hukum
internasional merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Alasan
pandangan ini kanena (1) tidak ada organisasi di atas negara dan (2) hukum
internasional mengikat karena adanya wewenang negana (wewenang konsti-
tusional) untuk mengadakan perjanjian internasional. Kelemahan dipraktik-
kannya aliran monisme dengan primat hukum nasional ini adalah (1) hanya
memandang hukum yang tertulis saja dan (2) menyangkal adanya hukum in-
ternasional.

Aliran monisme dengan primat hokum internasional menyatakan,
bahwa: (1) hukum nasional bersumber pada hukum internasional, (2) hukum
internasional lebih ttnggt dari hukum nasional, dan (3) hukum nasional tunduk
pada hukum internasional dengan pendelegasian. Alasan yang mendasari
pemikiran aliran monisme dengan primat hukum tnternasional ini talah logis
bahwa hukum internasional yang lebih luas cakupannya dibanding hukum na-
sional memiliki kedudukan yang lebih tinggt dari hukum nasional. Namun da-
lam praktiknya pandangan ini juga tidak terlepas dari kelemahan- kelemahan
berikut: (1) kenyataan hukum internasional tidak lebih dulu ada dibanding hu-
kum nasional dan (2) kekuatan mengikat hukum nasional tidak berasal dari hu-
kum internasional.

Akibat yang timbul dengan dianutnya aliran monisme dalam melihat
hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah dimungkin-
kannya hubungan hirarkhis antara keduanya.

Bagaimanakah praktik dari beberapa negara dalam melihat hubungan
antara hukum internasional dan hukum nasional dapat diamati dari praktek hu-
kum masing-masing negara tersebut. Dalam hal ini dimungkinkan adanya per-
bedaan prinsip yang dianut oleh tiap-tiap negara dalam menerapkan hukum in-

ternasional ke sistem hukum nasionalnya.
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5. Sumber Hukum Internasiona

1),

Pengertian sumber hukum memiliki pengertian sebagai berikut :

a. Mochtar Kusumaatmadja (Buku I, 1982:106-107) menyatakan, bahwa

sumber hukum dibedakan atas sumber hukum materiil, sumber hukum for-
mil, dan sumber hukum kausal. Suber hakum materill menyatakan apakah
yang menjadi dasar mengikatnya hukum tersebut? Sumber hukum formil
menyatakan di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat di-
terapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan? Sedangkan sumber hu-
kum kausal menyatakan faktor apakah yang membantu dalam pembentu-

kan hukum?

. J.G. Starke (Jilid 1, 1989:31) menyatakan, bahwa “sumber-sumber” materiil

hukum Internasional didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang diguna-
kan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang ber-

laku bagi suatu situasi tertentu.

. Rebecca M.M. Wallace (1993:9) membedakan pengertian sumber hukum

antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum
material akan menunjukkan di mana hukum tersebut dapat ditemukan.
Sedangkan sumber hukum formal menetapkan apa yang merupakan hu-

kum.

. F.A. Whienu Situni (1989:10-16) menyatakan, bahwa sumber hukum materi-

al menentukan isi hukum, karena dipakai sebagai pedoman pembentukan
hukum. Sedangkan sumber hukum formal menyatakan tempat menemukan

hukum dan sebagai dasar mengikatnya hukum tersebut.

Sumber hukum internasional secara umum didasarkan kepada keten-

tuan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional. Ketentuan Pasal 38 (1)
Statuta Mahkamah Internasional menyatakan, bagi Mahkamah yang tugasnya
memberi keputusan sesuai dengan hukum internasional, bagi perselisihan-
perselisihan yang diajukan kepadanya, akan berlaku :

Konvensi-konvensi internasional baik yang bersifat umum maupun yang bersi-
fat khusus yang dangan tegas menyebut ketentuan- ketentuan yang diakui

oleh negara-negara yang sedang berselisih.
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2). Kebiasaan-kebiasaan internasional, yang terbukti merupakan praktik-praktik

umum yang diterima sebagai hukum.

3). Prinsip-prinsip hukum umum yang diakul oleh Bangsa-Bangsa beradab.

4). Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran dan para ahli hokum yang

tercakup di berbagai negara, sebagai bahan pelengkap untuk penentuan pe-

raturan-peraturan hukum.

Namun demikian ketentuan sumber hukum internasional tersebut da-
lam pandangan beberapa ahli hukum internasional ada yang menambah dan
ada yang memberikan modifikasi. Berikut ini akan dikemukakan pandangan
beberapa ahli berkenaan dengan sumber hukum internasional tersebut, yaitu:
a. J.G. Starke (Jilid 1, 1989:31) menyatakan, bahwa “sumber-sumber” materiil hu-

kum internasional terdiri atas: (1) kebiasaan, (2) traktat, (3) keputusan penga-
dilan atau badan-badan arbitrase, (4) karya- karya hukum, dan (5) keputusan
atau ketetapan organ-organ lembaga internasional.

. Mochtar Kusumaatmadja (Buku 1,1982: 109-149), pandangannya tentang
sumber hukum internasional mengikuti ketentuan Pasal 38 (1) Statuta Mahka-
mah Internasional dengan tambahan keputusan- keputusan badan-badan per-
lengkapan (organ-organ) dan organisasi internasiona1.

c. Rebecca M.M. Wallace (1993:9-35), pandangannya tentang sumber hukum in-

ternasional mengikuti ketentuan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional

dengan tambahan sumber-sumber lain hukum internasional yang mungkin,
seperti: (1) peraturan organisasi-organisasi internasional, (2) putusan organi-

sasi regional, (3) hasil kerja komisi hukum internasional, dan jus cogens.

Adapun klasifikasi hukum internasional adalah sebagai berikut.

1). Mochtar Kusumaatmadja (Buku I, 1982:108-109) mengklasifikasikan sumber

hukum internasional sebagai berikut.

a. Sumber hukum primer (utama): (1) Konvensi Internasional, (2) Kebiasaan Inter-

nasional, dan (3) Prinsip Hukum Umum.

b. Sumber hukum subsider (tambahan): (1) Keputusan Pengadilan dan (2) Ajaran

Ahli Hukum.

2).Rebecca M.M. Wallace (1993:9) mengklarifikasikan sumber hukum internasional

sebagai berikut:
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a. Sumber formal:Perjanjian Internasional,Kebiasaan Internasional, dan Prinsip

Hukum Umum.

b. Sumber material: Keputusan Pengadilan dan Ajaran Ahli Hukum.

Bentuk sumber-sumber hukum internasional akan dijelaskan lebih lanjut di bawah
ini.
a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional disebut juga dengan istilah traktat. Pengertian
perjanjian internasional adalah:

1. Suatu persetujuan (agreement) di mana dua atau lebih negara mengadakan
atau bermaksud mengadakan suatu hubungan timbal balik menurut hukum in-
ternasional (Konverisi Wina, 1969).

2. Perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa- bangsa dan ber-
tujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu (Mochtar Kusu-
maatmadja, Buku |, 1982:109).

Perjanjian internasional biasanya dibedakan antara ftreaty contract
dan law making treaties. Perjanjian internasional yang disebut treaty contract
merupakan perjanjian internasional yang tidak langsung membentuk hukum
dan hanya mengikat para pihak yang menjadi peserta perjanjian internasional
tersebut. Sedangkan penjanjian internasional yang disebut law making treaties
merupakan penjanjian internasional yang langsung membentuk hukum, yaitu
berlaku sebagai kaidah bagi masyarakat internasional.Perjanjian internasional
semacam ini dinamakan juga sebagai traktat normatif.

Suatu perjanjian internasional langsung membentuk hukum dikarena-
kan oleh: (1) penjanjian Internasional tersebut memuat peraturan mengen-
al hukum internasional secara universal dan/atau (2) penjanjian internasional
tersebut menetapkan peraturan yang benar- benar bersifat umum.

Pembedaan antara perjanjian internasional yang bersifat freaty contract
dan law making treaties oleh Mochtar Kusumaatmadja (Buku 1,1982:114—115)
dinyatakan kurang tepat.

Pembahasan dalam hal perjanjian internasional dapat dilengkapi de-

ngan tahap-tahap pembuatan penjanjian internasional, penenima-
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an/keikutsertaan negara-negara dalam suatu penjanjian internasional, dan

kapan suatu perjanjian internasional itu berakhir.

b. Kebiasaan Internasional
Suatu kebiasaan internasional dapat diterima sebagai hukum interna-
sional apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Unsur material, bahwa kebiasaan internasional itu merupakan pola tindak yang
berlansung lama, bersifat umum, dan bertalian dengan hubungan internasion-
al.

2. Unsur psikologis, bahwa kebiasaan internasional tersebut dirasakan memenu-
hi kewajiban hukum (opinio  juris sive neceseitatis).

Dengan demikian tidak semua kebiasaan internasional diterima seba-
gai hukum internasional. Suatu kebiasaan internasional yang tidak memenuhi

unsur psikologis dinamakan sopan-santun Internasional.

c. Prinsip-prinsip Hukum Umum

Prinsip-prinsip hukum umum diterima sebagai salah satu sumber hukum
internasional dengan alasan untuk mengisi kekosongan dan untuk menghindari
penggerogotan hukum internasional sebagai akibat tidak mampu memberi
keputusan karena tidak cukup adanya hukum.

Dalam praktik internasional belum terdapat kepastian apa yang dimak-
sudkan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Ketidakpastian semacam itu
menguntungkan karena tidak memberi pembatasan tentang prinsip hukum
yang diterapkan. Namun demikian Mochtar Kusumaatmadja (Buku I, 1982:138)
memberikan pengertian, bahwa asas-asas hukum umum adalah asas-asas
hukum yang mendasari sistem hukum moderen. Sistem hukum moderen ter-
sebut adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lem-
baga- lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar didasarkan

atas asas-asas dan lembaga hukum Romawi.
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d. Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan yang dimaksudkan adalah dalam arti luas, yaitu
meliputi peradilan internasional, peradilan nasional, dan lembaga arbitrase
(Pasal 38 ayat1.d. Statuta Mahkamah Internasional). Keputusan pen-
gadilan tersebut tidak  mempunyai kekuatan mengikat kecuali bagi para pi-
hak dan mengenai hal yang khusue itu (Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasi-
onal). Dengan demikian keputusan pengadilan oleh masyarakat internasional
tidak diakui sebagai preseden yang mengikat atau tidak menimbulkan kaidah
hukum. Keputusan pengadilan berfungsi untuk membuktikan bahwa ad kaidah
hukum internasional primer  (perjanjian internasional, hukum kebiasaan,
dan prinsip hukum umum) yang dipakai sebagai pedoman hukum mengenai

suatu persoalan.

e. Karya-karya Hukum sebagai Ajaran Sarana Hukum

Karya-karya hukum dari sarjana hukum terkemuka berupa hasil peneli-
tian dan tulisan dari sarjana hukum terkemuka yang berfungsi untuk mene-
mukan apa yang menjadi sumber hukum intennasional. Karya-karya hukum

itu sendiri tidak menimbulkan hukum bagi masyarakat internasional.

f. Keputusan Organ Organisasi Internasional

Secara umum Kkeputusan suatu organisasi dengan organisasi inter-
nasional bersifat mengikat anggota dan organisasi internasional yang bersang-
kutan. Namun demikian keputusan organ suatu organisasi  in-

ternasional dapat ~membentuk peraturan hukum internasional.

g. Komisi Hukum Internasional

Komisi Hukum Internasional dibentuk pada tahun 1946 dengan anggota
awal 15 anggota, menjadi 21 anggota. pada tahun 1956, dan menjadi 25 ang-
gota pada tahun 1961.

Komisi Hukum Internasional bertugas memajukan perkembangan pro-

gresif dan kodifikasi hukum internasional.
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h. Jus Cogens

Jus Cogens merupakan istilah teknis yang diberikari kepada norma-
norma hukum internasional umum yang merupaken kekuatan yang tak dapat
diubah sebagai konsukuensi tidak adanya pengguguran yang dapat dilakukan

kecuali oleh norma lain yang seimbang.

6. Subjek Hukum Internasional
Ada beberapa pengertian tentang Istilah  subjek hokum Internasion-
al sebagai berikut :

a. Mochtar Kusumsatmadja (Buku I, 1982:91-92) memberikan batasan, bahwa
subjek hukum internasional adalah: (a) pemegang (segala) hak dan
kewajiban menurut hukum internasional, atau (b) pemegang hak dan
kewajiban untuk mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum
internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi.

b. J.G. Starke (Jilid 1, 1989:313) menerangkan, bahwa subjek hukum interna-
sional adalah: (a) pemegang hak-hak dan kewajiban- kewajiban menurut
hukum internasional, (b) pemegang privilese prosedural untuk mengajukan
tuntutan di muka suatu pengadilan internasional, dan (c) pemilik kepentingan-
kepentingan untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional.

c. Rebecca 11.11. Wallace (1993:62) menggunakan istilah kepribadian interna-
sional (international personality) yang berarti bahwa suatu satuan meru-
pakan suatu subjek dan hukum internasional dan mampu memiliki hak dan
kewajiban internasional, dan juga memiliki kapasitas untuk mendapatkan
hak-haknya dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan internasional.

Dalam pemahaman teoritik, subjek hukum internasional dipa-
hami sebagai berikut :

a. Teori Kiasik menyatakan, bahwa hanya negara yang menjadi subjek hukum
internasional, karena hukum internasional terutama berkenaan  dengan
hak-hak, kewajiban, dan kepentingan- kepentingan Negara-negara.

b. Teori Monisme yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menyatakan hanya
individu yang menjadi pemegang hak dan kewajiban internasional, kare-
na dalam pemahaman terakhir individulah yang menjadi subjek sebagai hu-

kum, baik lukisan nasional maupun hukum internasional.
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Atas dasar teori tersebut di atas dalam praktik, subjek hukum interna-
sional dirinci sebagai berikut:
1). J.G. Starke (Jilid 1, 1969:59-61) merinci subjek hukum internasional terdiri
atas:
a. Negara,
b. Organisasi Internasional,
c. Individu: Penjahat Internasional,
d. Hinoritas Nasional,
e. Subdivisi Negara, Daerah Protektorat, dan Teritorium,
f.Pemberontak
2). Mochtar Kusumaatmadja (Buku |, 1962:92-105) menyebutkan, bahwa subjek
hukum internasional terdiri atas:
a. Negara,
b. Tahta Suci,
c. Palang Merah Internasional,
d. Organisasi Internasional,
e. Individu,
f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (Belligerent)
3). Rebecca M.M. Wallace (1993:63-60) menyatakan, kepribadian internasional
terdiri atas:
a. Negara,
b. Organisasi Internasional,
c. Individu,

d. Kesatuan lain Anomali-anomali: Tahta Suci (The Holly See).

7. Negara
Pengertian negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, Jamaika tahun
1933 tentang hak dan Kewajiban Negara yang ditandatangani Amerika
Serikat dan beberapa negara Amerika Latin memiliki kualifikasi sebagai be-
rikut:
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a. penduduk yang permanen,
b. wilayah tertentu,
c. suatu pemerintahan,

d. kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain

Dalam hukum internasional unsur yang terpenting dalam unsur yang
ke-4, sebab unsur inilah yang membedakan negara dengan kesatuan-
kesatuan politik yang lain di mana negara mampu secara mandiri untuk men-
gurus urusan luar negerinya sebagai anggota masyarakat internasional.

Unsur ke-3 adalah untuk menentukan apakah entitas itu legal atau ti-

dak, hal ini berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan yang bersifat unilater-
al.
Unsur ke-2 sebenarnya tidak begitu pokok, sebab perubahan batas-batas wi-
layah suatu negara tidak mempengaruhi terhadap status negar tersebut. Wi-
layah suatu negara tidak perlu merupakan suatu kesatuan geografis, bisa me-
rupakan daenah-daerah yang terpisah.

Unsur ke-1 tidak berarti dalam negara harus terdiri atas ras, rumpun,
atau bangsa tertentu, meskipun identitas demikian mungkin ada.Apakah

negara mikro masih merupakan negara dalam pengertian di atas? Secara
prinsip, kecilnya wilayah dan populasi penduduk yang menyebabkan keterba-
tasan dalam menjalankan hubungan luar negeri bukanlah suatu halangan
bagi status kenegaraan.

Formulasi hak dan kewajiban negara telah dicoba dirumuskan oleh be-
berapa lembaga seperti Institut Hukum Internasional Amerika tabun 1916,
Konvensi Montevideo tahun 1933, dan Rancangan Deklarasi tentang Hak
dan Kewajiban Negara-negara oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun
1949. Hak-hak dasar negara yang sering ditekankan adalah:

1). hak kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara,
2). hak yurisdiksi teritorial, dan

3). hak untuk membela diri atau menyelamatkan diri.

362



Sedangkan kewajiban dasar negara-negara yang paling ditekankan

adalah:

a. tidak menggunakan perang sebagai alat,

b. melaksanakan kewajiban apa yang digariskan dalam perjanjian, dan
c. tidak campur tangan dalam urusan negara lain.

Konsep hidup berdampingan secara damai merupakan perkemban-
gan dalam hukum internasional untuk mewujudkan hak dan kewajiban negara-
negara dalam masyarakat internasional. Konsep hidup berdampingan secara
damai dikembangkan melalui kesepakatan-kesepakatan internasional.
Contoh konsep ini adalah perjanjian antara India dan EEC tentang masalah
Tibet pada tenggal 29 April 1954, serta prinsip Dasa Sila Bandung yang diha-
silkan dalam Konferensi Asia-Afrika bulan April 1955.

Bentuk negara atau  kesatuan bukan negara dibedakan sebagai be-
rikut :
a. Konfederasi,
b. Federasi,
c. Vassal,
d. Kondominium,
e. Protektorat,
f. Anggota Persemakmuran,

g. Wilayah Perwalian.

8. Pengakuan Negara
Pengakuan negara bertujuan untuk memulai hubungan formal antara
negara yang diakui dengan negara yang mengakuli.
Persoalan pengakuan negara belum merupakan prinsip yang jelas da-
lam hukum internasional. Hal tersebut disebabkan oleh:
a. dalam praktik, masalah pengakuan negara lebih hanyak sebagai maealah
kebijaksanaan (politik negara) daripada sebagai masalah hukum;

b. ada beberapa kategori. dalam memberikan pengakuan negara.
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Ada dua teori yang berkenaan dengan sifat, fungsi, dan akibat penga-
kuan negara, yaitu:

a. Teori Konstitutif yang menyatakan, bahwa hanya pengakuan yang dapat men-
ciptakan status kenegaraan. Teori ini didukung adanya fakta, bahwa pengadi-
lan suatu negara akan memberikan status kenegaraan apabila suatu negara
telah melalui prosedur pengakuan negara.

b. Teori Dekiaratoar/Teori Evidensier yang menyatakan, bahwa status kenegaraan
telah ada sebelum adanya pengakuan dan negara lain. Dengan kata lain
adanya negara terlepas dan persoalan pengakuan negara. Teori ini didukung
oleh; (1) apabila timbul pertanyaan tentang tanggal berdirinya suatu nega-
ra dalam kebiasaan bukan sejak negara tersebut diakui melainkan sejak nega-
ra itu menyatakan kemerdekaannya, dan (2) pengakuan negara dalam kebia-
saan berlaku retroaktif (berlaku surut), yaitu sejak negara tersebut merdeka.

Kategori pengakuan negara tersebut dapat berupa pengakuan di ba-

wah ini.

a. Pengakuan secara Eksplisit atau Implisit
Pengakuan negara secara ekeplisit merupakan bentuk pengakuan se-
cara de jure yang memungkinkan terjadinya hubungan formal dan memiliki
konsekuensi hukum internasional yang tegas antara negara yang mengakui
dan negara yang diakui. Dalam praktik hanya ada tiga peristiwa yang memper-
lihatkan adanya pengakuan secara de jure yaitu:
1. Penandatanganan penjanjian bilateral oleh negara yang mengakui dengan
negara yang akan diakui.
2. Pemrakarsaan reuni hubungan diplomatik antara negara yang mengakui
dan negara yang akan diakui.
3. Penyerahan sebuah execuatur konsuler oleh negara yang mengakui kepada
konsul sebuah negara yang akan diakui.
Pengakuan implisit merupakan bentuk pengakuan de facto, yaitu membiar-
kan adanya pendapat yang menyimpulkan bahwa suatu negara telah menga-
kui negara lain. Peristiwa yang dapat menunjuk adanya pengakuan implisit ini

adalah:
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1. Partisipasi bersama dalam sebuah perjanjian internasional yang bersifat
multilateral.
2. Partisipasi bersama dalam sebuah konferensi internasional.
3. Pemrakarsaan perundingan antara negara yang mengakui dan negara yang
diakui.

b. Pengakuan Bersyarat

Pengakuan bersyarat merupakan bentuk pengakuan dimana suatu ne-
gara yang mengakui memberikan pengakuan kepada negara yang diakui
dengan mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu (adanya pembebanan
tertentu kepada negara yang diakui). Misalnya pengakuan yang diberikan oleh
Amerika Serikat kepada Bolivia tahun 1937 dengan syarat adanya jaminan

menghormati harta kekayaan perseorangan dan pemerintah Bolivia.

c. Pengakuan Kolektif

Pengakuan kolektif merupakan pengakuan terhadap suatu negara yang
dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa negar, biasanya pengakuan
negara melalui organisasi internasional. Misalnya suatu negara diterima men-

jadi anggota PBB.

d. Pengakuan Kepala Negara/Kepala Pemerintah Baru

Pengakuan ini terlepas dari persoalan pengakuan negara, sebab pen-
gakuan kepala negara/kepala pemerintah baru tidak memiliki akibat ter-
hadap kedudukan negara antara negara yang mengakui dan negara yang di-
akui. Permaslahan baru muncul apabila pergantian kepala negara/kepala pe-

merintahan baru dalam suatu negara bersifat inkonstitusional.

e. Pengakuan de jute dan de facto
Pengakuan de jute bersifat eksplisit dan pengakuan de facto bensifat

implisit.

9. Yurisdiksi

Yurisdiksi merupakan praktik hukum yang dilakeanakan oleh tiap-tiap
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negara. Dalam hal yurisdiksi teritorial, hukum internasional memberikan kepa-
da semua negara wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang, benda,
perbuatan, dan hal-hal yang terjadi dalam wilayah negaranya. Wilayah lain
yang termaeu]c dalam yurisdiksi teritorial yaitu laut teritorial, kapal-kapal. yang
memakai bendera kebangsaan suatu negara, dan pelabuhan-pelabuhan.

Praktik yurisdiksi teritorial dapat diperluas dengan dua teknik yaitu (1)
menggunakan asas teritorial subjektif dan (2) menggunakan asas teritorial ob-
yektif.

Implikasi dan kedaulatan teritorial berkaitan dengan batas wilayah ne-
gara dan pengakuan negara lain. Adapun cara memperoleh kedaulatan teri-
torial dapat melalui:

a. Pendudukan (Occupation),
b. Aneksasi (Annexation),

c. Akresi (Accretion),

d. Sesi (Cession),

e. Preskripsi (Prescription).

Dalam praktik, pelaksanaan yurisdiksi teritorial terdapat pem-
batasan-pembatasan. Pembatasan tersebut diberikan kepada: (1) negara as-
ing serta kepala negara asing, (2) wakil diplomatik, (3) kapal umuin negara as-

ing, (4) angkatan perang negara asing, dan (5) lembaga Internasional.

Persoalan yurisdiksi secara umum dilaksanakan atau dasar/asas se-
bagai berikut:
1). Asas Teritonial,
2).
3).
4). Asas Universal,
5).

Asas Kebangsaan,

Asas Perlindungan,

Asas Kepribadian Pasif.
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C. Latihan

1. Bagaimana praktik hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional
di Inggris, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa Kontinental, dan Indone-
sia?

2. Apakah perjanjian internasional yang bersifat treaty contract dapat menjadi
law making treaties?

3. Apa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja ten-
tang pembedaan ftreaty contract dan law making treaties kurang tepat!

4. Bagaimana kedudukan masing-masing subjek hukum Internasional dalam
masyarakat internasional?

5. Jelaskan perbedaan pengertian negara dan bukan negara di bawah ini!
a. Konfederasi,
b. Federasi,
c. Vassal,
d. Kondominium,
e. Protektorat,
f. Anggota Persemakmuran,

g. Wilayah Perwalian.

D. Lembar Kegiatan
Kembangkan materi pembelajaran tentang hukum internasional yang di-
dasarkan pada standar  kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan SMA/SMK dengan menggunakan bahan dari
surat kabar! Sajikan dalam bentuk guntingan berita atau gambar dan disertai
beberapa pertanyaan yang menghubungkan berita atau gambar tersebut den-

gan kompetensi dasar.
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BAB VI ORGANISASI INTERNASIONAL

A. Kompetensi dan Indikator
1. Standar Kompetensi:
Memahami dinamika hubungan dan organisasi internasional sesuai dengan

kaidah-kaidah masyarakat internasional.

N

. Indikator

= Menjelaskan konsep organisasi internasional.

= Menguraikan peranan organisasi internasional sesuai dengan kaidah masya-
rakat internasional.

e Membuat bahan ajar SMA/MA/SMK/MAK untuk mengembangkan materi

organisasi internasional.

B. Uraian Materi
1. Batasan Organisasi Internasional
Ada beberapa tokoh yang yang dapat dianut untuk memahami batasan
organisasi internasional seperti Bowett, Starke, Leonard, dan Boer Mauna.
Pandangan yang dikemukakan Bowett menyatakan bahwa organisasi interna-
sional adalah organisasi permanen yang didirikan atas dasar perjanjian
internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral dan
dengan tujuan tertentu. Pandangan dari tokoh lain bersifat melengkapi apa
yang dikemukakan oleh Bowett tersebut.
Munculnya organisasi internasional secara umum dipengaruhi oleh dua
hal, yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi dan semakin
luasnya hubungan internasional. Oleh karena itu, organisasi internasional

yang pertama-tama muncul bergerak dalam bidang teknologi dan komunikasi.

2. Klasifikasi Organisasi Internasional
Ada duan kesukaran dalam membuat klasifikasi organisasi interna-
sional, yaitu adanya wewenang yang sangat luas dari suatu organisasi inter-

nasional dan adanya fungsi yang rangkap antar organisasi internasional
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yang ada.
Klasifikasi organisasi internasional dapat dilihat dari fungsi, ruang
lingkup, kompetensi, atau tingkat integrasi dalam suatu organisasi in-
ternasional. Klasifikasi organisasi internasional yang lengkap dikemukakan

oleh Scharzenberger (dalam Syahmin A.K.,1985 : 11-12) sebagai berikut :

CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Duration Provisional
—>
Permanent Ad Hoc
g Judicial Coci-
Power Chomprehensive liatory Gover-
—

mental Admin-

istrative Coor-

dinative Legis-
Non-Comprehensive lative

Objective Multipurpose
Classification -5
of International Singelpurpose Universal
Institutions Universalist
accordingte Personal Sectional
Global
Jurisdictional Geographical Regional
Scope / Local
Substantive General
Limited
Temporal Limited
- Un-limited
Degree of International
Integration
Supranational
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3. Struktur Organisasi Internasional
Struktur organisasi internasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari komposisi suatu organisasi internasional secara keseluruhan. Unsur-unsur
yang lain dalam organisasi internasional seperti ketentuan keanggotaan, aturan
mengenai hak suara, dan aturan mengenai anggaran belanja. Struktur organisasi
internasional itu sendiri terdiri atas :
a. Organ Utama, yang terdiri atas
(a) Assembly atau Congress, (b) Council, dan (c) Secretary.

b. Organ Bawahan atau Organ Kedaerahan.

4. Pembubaran Organisasi Internasional
Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk berakhirnya suatu organisasi in-
ternasional antara lain:
a. Organisasi internasional tersebut didirikan untuk jangka waktu yang terbatas
b. Organisasi internasional tersebut didirikan dalam sifat peralihan
c. Organisasi internasional tersebut dinyatakan berakhir oleh para anggotanya, baik

secara eksplisit atau implisit.

5. Perserikatan Bangsa
Salah satu usaha untuk memahami PBB dapat dilakukan dengan pemaha-

man melalui skema berikut ini.

Komite-komite Uta- Komisi Perlucutan Pasukan Pemelihara
Komite-komite Tetap Senjata Perdamaian PBB

Prosedural, Badan- Komisi Staf Militer UNTSO
Subsider UNMO-
UNOGIL
UNYOM
DEWAN DEWAN DO-
PERWA- KEAMA- UNEF |
UNFC
UN-
MAJELIS UNEF 1l
UMUM UNDOF
UNIFIL

MAHKA-
INTERNASIONAL SEKRETARIAT
IAEA DEWAN
EKONOMI GATT

DAN SOSIAL ILO
FAO UNESCO
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Badan IDA Khusus PBB
IBRD
IFC

UNRWA IMF
UNCTAD ICAO
UNICEF UPU
UNHACR ITU
UN/FAO-WPF  Komisi-komisi Komisi-komisi Komisi-komisi WMO
UNITAR Fungsional Regional Persidangan, IMCO
UNDP Tetap dan WIPO
UNIDO ESCAP Ad Hoc
UNEP ECWA
UNU ECE
UNSF ECLA
WFC ECA

6. Organisasi Internasional Regional

Organisasi internasional regional sebenarnya adalah subjek hukum interna-
sional yang terdiri atas beberapa negara anggota, terbatas pada region tertentu, dan
bergabung dalm sutau wadah kerjasama dengan maksud mencapai tujuan tertentu.
Latar belakang munculnya organisasi internasional regional adalah
kepentingan negara yang berdaulat tidak cukup diselesaikan oleh organisasi inter-
nasional yang bersifat global dan adanya beberapa persamaan diantara anggota-
anggota organisasi internasional regional. Organisasi internasional berbeda dengan
organisasi internasional khusus, karena organisasi internasional khusus tidak diba-
tasi wilayahnya yang dibatasi adalah objeknya.

Peserta diharapkan menganalisis contoh-contoh organisasi internasional re-
gional dipandang dari lazimnya komposisi suatu organisasi internasional. Contoh
organisasi internasional regional yang dibahas khususnya MEE, ASEAN, Liga Arab,
OAU, dan OAS

7. Kawasan Timur Tengah
a. Bidang Politik

Sepanjang sejarahnya, kawasan Timur Tengah hampir selalu diwarnai den-
gan konflik-konflik politik yang sangat beragam dan bersifat primordial. Ini dapat kita
lihat dari beberapa masalah yang muncul, seperti berikut :
1). Masalah Israel-Palestina.
2).
3). Yang kaya melawan yang miskin.
4).

Hubungan antara negara Arab yang radikal melawan yang konservatif.

Yang Sunni melawan yang Syiah.
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5). Masalah Arab dan Non-Arab, dan lain-lain.

Dalam hal ini, faktor-faktor dari luar (eksternal) juga ikut menambah kom-
pleksnya situasi. Contoh :
1). Penempatan pasukan Amerika di Kuwait maupun di Arab Saudi.
2). Diskriminasi dan pertentangan Barat terhadap Libya, Iran, dan Aljazair yang ditu-
duh sebagai dalang terorisme internasional.
3). Masalah minyak dan penguasaannya.
4). Perbatasan negara, dan

5). Masalah alih senjata canggih (rudal dan nuklir).

Dengan berakhirnya Perang Teluk tahun 1991, baru sebagian kecil masalah
yang terselesaikan, yaitu mengembalikan kadaulatan Kuwait dari agresi Irak. Na-
mun, masalah lain muncul, yaitu campur tangan Barat terhadap penentuan Rejim
(penguasa) di irak, intervensi terhadap wilayah kedaulatan Irak dengan membantu
suku bangsa Kurdi, dan pemeluk Syiah yang kontra terhadap kepemimpinan

Saddam Hussein.

b. Bidang Ekonomi

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan strategis yang mempertemukan
Eropa, Asia, dan Afrika. Sudah sejak lama kawasan ini mengalami banyak kemajuan
dibidang lalu lintas udara maupun lalu lintas air yang melewati Selat Basporus, Selat
Dardanella, Terusan Suez, dan Selat Babel Mandeb. Dari selat-selat inilah sebagian

Negara —negara Timur Tengah banyak memperoleh devisa.

Negara-negara Timur Tengah banyak menghasilkan sumber minyak bumi,
tambang, dan sebagian kecil pertanian. Cadang minyak buminya dua pertiga dari
minyak dunia. Untuk itu mereka membentuk organisasi negara-negara pengekspor
minyak (OPEC) pada tahun 1960.

Pada prinsipnya OPEC lebih mengutamakan aspek ekonomi, yaitu untuk
mempertahankan harga minyak. Namun, dalam perkembangan selanjutnya minyak
juga dapat dijadikan senjata politik, seperti yang pernah dilakukan OPEC terhadap

negara-negara Barat yang membantu Israel atau Afrika Selatan, yaitu dengan
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jalanmengurangi jumlah ekspor minyak ke negara-negara Barat tersebut. Masalah
minyak ini pula yang sempat memicu Perang Teluk, yaitu dengan terjadinya invasi
Irak ke Kuwait.

Memamng ada perbedaantajam di antara negara-negara Timur Tengah,
khususnya dibidang perekonomian. Disatu sisi, negara- negara penghasil minyak
hidup penuh dengan kemakmuran, sedangkan di negara-negara yang bukan peng-
hasil minyak, hidupnya penuh dengan keprihatinan. Sampai sekarang, bisa kita sak-
sikan bahwa masih ada sebagian negara-negara di Kawasan Afrika, seperti Soma-
lia, Ethiopia. Ruwanda, dan Uganda, yang hidup dari bantuan masyarakat interna-
sional. Sementara negara-negara seperti Kuwait, arab Saudi, Qatar, Bahrain dan

Uni Emirat Arab yang kaya minyak lebih akrab dengan dunia Barat.

c. Bidang Sosial Budaya

Perbatasan Timur Tengah mencakup wilayah Afrika Utara, Afrika Timur Laut,
Jazirah Arab, Semenanjung Levant dan ke Timur sampai Iran. Penyebaran pendu-
duk di Timur Tengah tidak merata. Yang paling banyak penghuninya adalah dunia
Arab (mencakup 21 negara).

Orang-orang di dunia Arab dilahirkan dari akar budaya yang sama serta ras
yang tidak jauh berbeda. Mereka mempunyai bahasa komunikasi yang sama, yaitu
bahasa Arab. Namun, bangsa Turki, Siprus dan Israel telah banyak berasimilasi
dengan budaya Barat sehingga di antara mereka banyak yang sudah mempunyai
pola hidup dan cara berpikir seperti ala Barat.Isu agama dan sentimen budaya mau-
pun cara pandang dan gaya hidup di antara dunia arab dan masyara-
katnya yang bertemperamental tinggi, mudah tersinggung, kurang mau kompromi
dan suka bertindak radikal (revolusioner) dapat menimbulkan konflik seperti berikut :

1. Mudahnya terjadi perang terbuka hanya karena beda perbatasan dan kepen-
tingan (Irak-Iran) atau perbedaan kuota produksi minyak (Irak, Kuwait,dan Arab
Saudi).

2. Sulitnya mencari penyelesaian perbedaan agama dalam pemerintahan (Liba-
non).

3. Fanatisme budaya Arab terhadap dunia Non-Arab atau pengaruh Barat se-

hingga terjadi pemberontakan dan teror (Mesir, Iran, Aljazair, dan Libya).
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4. Sering mengesampingkan forum-forum dialog bilateral, regional maupun global
(krisis Perang Teluk, embargo ke Libya dan Iran, serta Irak oleh Dunia Barat.

5. Penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih lemah,seperti
:terdapatnya "superioritas” keluarga kerajaan/penguasa dan lemahnya kedu-
dukan wanita alam tahanan politik.

Oleh karena rumitnya masalah-masalah di kawasan Timur Tengah, sampai
sekarang sulit menciptakan kerukunan, persatuan dan kesatuan di kalangan Du-
nia Arab itu sendiri.

Para pengamat politik menyatakan bahwa kehadiran dan campur tangan
faktor eksternal dari bangsa Non-Arab juga dapat memanaskan masalah regional
di Timur Tengah. Salah satu contoh adalah campur tangan bangsa asing di Alja-

zair, yakni pembatalan partai yang memenangkan pemilu (FIS) oleh militer.

. Kawasan Eropa
. Bidang Politik
Dengan berakhirnya Perang Dingin, Eropa menjaditidak stabil di bidang poli-
tik, terutama dinegara-negara yang dulunya pernah menadisatelit Blok Timur, se-
perti Rumania, Polandia, Hongaria, JermanTimur, dan Slovakia. Keguncangan
tersebut berkaitan dengan penerapan sistem politik pemerintahan oleh se-
kelompok radikal yang menghendaki demokrasi formal ala Barat (Liberal).
Namun, disisi lain, rejim yang berkuasa ingin tetap mempertahankan
pemerintahan konservatif ala Timur yang sosialis- komunis (demokrasi material).
Beberapa kepentingan-kepentingan politik inilah yang sempat memicu terjadinya
ketegangan di kawasan Eropa.

Masalah politik yang sampai sekarang masih menjadi bahan pemikiran dan
perlu dicari penyelesaiannya melalui forum bilateral maupun regional, antara lain
sebagai berikut:

1). Pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara bagian sehingga menim-
bulkan perang saudara.

2). Yunani dan Turki terlibat konflik perebutan dan penguasaan kepulauan
Siprus.

3). Adanya keinginan negara-negara bekas Blok Timur yang tergabung dalam

NATO untuk bangkit dan membentuk kekuatan sendiri.
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b. Bidang ekonomi

Pasca Perang Dingin tidak saja menambah rumitnya masalah politik dan
keamanan di Eropa, tetapi juga masalah ekonomi, karena Eropa (Barat) yang
menerima kedatangan negara-negara bekas Blok Timur dan kawasan Balkan,
mempunyai sistem dan struktur ekonomi yang berbeda. Eropa Barat mempunyai
tingkat kehidupan ekonomi yang lebih mapan dengan mitranya Amerika, Kanada,
dan Jepang, sehingga mau tidak mau mereka harus menerimanya dengan tangan
terbuka. Keruntuhan Blok Timur juga tidak lepas rekayasa Eropa Barat dan sekutu-

sekutunya.

Kehadiran bekas Blok Timur di Eropa memerlukan perhatian serius dalam
perkembangan bersama masyarakat eropa (European Community). Perubahan
situasi yang demikian itu menimbulkan masalah dan perdebatan di antara
negara-negara Eropa Barat. Pertama, apakah harus mendahulukan pendala-
man di antara 12 negara anggota sekarang dengan kerja sama di bidang finan-
sial- moneter, politik maupun keamanan (pandangan Brussel yang didukung
Prancis dan ltalia). Kedua, apakah mendahulukan perluasan, dalam arti mene-
rima pula anggota-anggota baru secara bertahap dengan menunda pelaksa-
naan kerja sama finansial-moneter dan politik keamanan (pandangan Inggris).

Dari kedua pandangan tersebut, ternyata diambil jalan tengah untuk tetap
memperkuat basis ekonomi di kawasan Eropa yang sekaligus menerima dan
memperluas anggota-anggota baru. Masalah lain datang terutama dalam bi-
dang ekonomi. Beberapa usaha pembenahan dalam bidang ekonomi yang ha-
rus dilakukan adalah sebagai berikut :

1). Pemberian subsidi untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara- negara
bekas Blok Timur dan Balkan dalam beberapa dekade.

2). Penyesuaian standarisasi produk agar mampu bersaing dan setaraf dengan
produksi-produksi Barat (Eropa).

3). Pembenahan terhadap sistem ekonomi.

4). Perbaikan atau penggantian mesin dan metode produksi.

5). Pembebasan campur tangan manajemen ekonomi dari birokrasi yang kaku
demi kepentingan politik negara.
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c. Bidang Sosial Budaya

Penduduk Eropa termasuk dalam kelompok suku bangsa Eropaid yang ber-
kulit putih. Penduduknya termasuk padat dan mempunyai lebih 60 bahasa den-
gan bahasa utama adalah German, Roman, dan Slavia. Sebagian besar pendu-
duknya beragama Kristen, Islam, dan Yahudi (minoritas). Hampir sebagian besar
negara Eropa (Barat) telah lama maj, baik dibidang ilmu pengetahuan maupun tek-
nologi dan kebudayaan.

Ideologi Liberal yang telah mengakar dalam sistem ekonomi maupun politik
telah menjadi prinsip dan gaya hidup di dalammasyarakatnya, akan tetapi, seba-
liknya untuk negara-negara bekas Blok Timur (Eropa Timur, Eropa Tengah dan
Balkan) dengan ideologi sosialis komunis, keadaan itu mengakibatkan bersatunya
kembali negara-negara seluruh Eropa, antara lain, membawa permasalahan beri-
kut :

1).Kasus Republik Cekoslovakia. Negara ini terdiri atas dua etnis besar: Ceko
dan Slovak. Selama ini, kelompok Slovak yang mayoritas Katolik mengang-
gap etnik Ceko lebih menguasai politik dan ekonomi.

2).Masalah etnik minoritas Hongaria di Rumania yang sering tertindas dan ha-
rus mengikuti kultur Rumania. Keadaan ini masih terus berlangsung sehing-
ga hubungan antara negara Rumania dengan Hongaria kurang harmonis
(tegang).

3).Reunifikasi Jerman (Barat dan Timur) yang menimbulkan masalah tenaga
dan pengangguran yang semakin meningkat. Bahkan belakangan ini muncul
sekelompok pemuda yang fanatik dengan”’Neo-Nazi”.

4).Pembersihan etnik (etnich cleansing) di kawasan Balkan oleh
Serbia, baik terhadap Kroasia maupun muslim Bosnia.

5).Konflik Irlandia Utara dengan Inggris yang tidak kunjung selesai

9. Kawasan Asia-Pasifik
a. Bidang Politik
Di kawasan Asia Pasifik, masalah politik regional relatif stabil karena
adanya dorongan kuat untuk maju terus secara bersama-sama. Berakhirnya
Perang Dingin, secara umum, kurang berpengaruh langsung terhadap kawa-
san ini, sebab masalah-masalah politik yang timbul lebih sering diselesaikan se-

cara bersama-sama.
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Beberapa contoh yangdapat dikemukakan mengenai masalah politik re-
gional di Kawasan Asia Pasifik sebagai berikut :

1). Normalisasi hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan
Republik Rakyat Cina (RRC).

2). Dialog bilateral yang terus-menerus antara Jepang dan Rusia tentang
status Kepulauan Kuriil yang dikuasai Rusia.

3). Upaya reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berjalan
tersendat-sendat.

4). Masalah RRC dengan Taiwan yang terus menunjukkan hubungan politik
yang semakin memanas.

5). Masalah Timor Timur yang sedikit mengganggu hubungan diplo-

matik antara Indonesia dan Australia.

Ada juga contoh lain yang sampai sekarang masih terjadi isu regional
meskipun skalanya kecil, tetapi bila dibiarkan berdampak luas. Misalnya, masa-
lah "Kashmir” yang menjadi perseteruan lama antara India dan Pakistan. Demi-
kian juga masalah kepulauan "Spraty’s dan paracel’yang masih menjadi rebutan
antara negara Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Hingga sekarang ini, masalah politik regional di kawasan Asia Pasifik te-
rus diupayakan penyelesainnya, terutama oleh kekuatan- kekuatan regional
sendiri (ASEAN, ANZUS, maupun SEATO) yang didukung baik oleh negara-
negara besar melalui PBB dan non-PBB. Untuk lebih mengefektifkan upaya pe-
nyelesaian di kawasan ini, dibentuklah, antara lain Post Ministerial Conference
(ASEAN-PMC). Lembaga itu mencakup 12 negara Asia

Pasifik yang khusus membicarakan masalah-masalah politik dan
keamanan. Di dalam ASEAN-PMC, dibentuk pula ASEAN Regional Forum
(ARF) yang beranggotakan enam negara ASEAN dengan mitra dialog : AS, Je-
pang, Masyarakat Eropa, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Korea Selatan,
ditambah dengan mitra dialog yakni Rusia dan RRC (Consultative Partner)

. Bidang Ekonomi
Stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang relatif baik,
memberikan banyak peluang kepada setiap negara untuk terus mengupayakan

perbaikan ekonomi.

377



Kawasan Asia Pasifik dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkem-
bangan ekonomi yang cukup pesat. Tentu saja, ini terjadi karena adanya dukun-
gan kuat dari pemerintah dan kemauan keras dari para pelaku ekonominya. Di
samping itu, juga karena adanya iklim investasi dan jaminan keamanan yang
kondusif (menunjang) sehingga sangat menarik bagi investor mancanegara un-
tuk membuka usahanya di Asia Pasifik. Munculnya raksasa ekonomi Jepang
(Khususnya di Asia-Pasifik) yang diikuti oleh Korea Selatan dan Taiwan dengan
investasi di berbagai negara, ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang
baik. Dedmikian juga para investor, baik dari Eropa maupun Amerika, ikut men-
gambil andil dalam proses pemantapan ekonomi yang lebih baik.

Semenjak diratifikasinya perjanjian umum tentang perdagangan dan tarif
(GATT; General Agreement on Trade and Tarif) dan pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO : Word Trade Organization), arus liberalisasi ekonomi
dunia tidak bisa dihindari. Untuk mengantisipasinya, di kawasan Asia Pasifik te-
lah dibentuk APEC (Asia Pasific Economic Community) yang akan diberlakukan
pada tahun 2020. demikian juga khusus di Asia Tenggara, telah dibentuk AFTA
(ASEAN Free Trade Association) yang akan berlaku mulai tahun 2003.

Di balik peristiwa berakhirnya Perang Dingin, berlakunya pasar bebas
ASEAN (AFTA), dan liberalisasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik, ada sejumlah
masalah yang perlu mendapat perhatian, yaitu seperti berikut :

1). Kecenderungan diskriminasi bagi para investor Asia dan Australia, terma-
suk para pekerjanya yang ditempatkan pada warga kelas dua.

2). Krisis politik intern pemerintahan Jepang dan berbagai bencana alam yang
terjadi serta sengketa kepulauan, baik dengan Rusia maupun Korea Sela-
tan.

3). Adanya sejumlah negara-negara di kawasan Asia Selatan yang tergabung
dalam SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), seperti
India, Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Nepal dan Sri Langka, yang belum
optimal dalam memanfaatkan forum- forum bilateral, regional, maupun in-
ternasional (APEC)

4). Sejauh ini, masih ada di antara negara-negara berkembang seperti Indone-
sia, India, vietnam, Filipina, Thailand, dan lain-lain yang secara politik be-

lum siap untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi.
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5). Pengalihan dana dari sektor ekonomi ke sektor politik dan militer yang ku-
rang realistis akibat konflik yang berkepanjangan. Misalnya masalah Korea
Utara dan Korea Selatan (produksi nuklir dan perbatasan).

6). Masih banyak sumber daya manusia yang belum terampil dalam pengua-

san Iptek.

c. Bidang Sosial Budaya
Kawasan Asia-Pasific berada di tengah-tengah Samudra Indo-
nesia dan Samudra Pasifik. Di era Perang Dunia Il, Kawasan Asia- Pasifik
menjadi ajang perebutan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jepang.
Kawasan ini dalam waktu yang hampir bersamaan pernah juga dijajah oleh
Barat (kecuali Thailand), yang sampai sekarang sisa- sisanya dapat kita
jumpai di hampir setiap negara (Khususnya Asia).

Negara-negara Asia Tenggara mempunyai banyak kesamaan politik,
sosial, maupun ekonomi. Hanya saja, pada saat era Perang Dingin berlang-
sung, terdapat sejumlah negara Asia yang menjadi korban ideologi, seperti
Indo-China, Vietnam,dan Kamboja. Demikian juga kawasan Pasifik yang le-
bih didominasi oleh kekuatan Barat (Fiji, Kaledonia Baru, Australia dan Se-
landia Baru).

Dalam era Pearang Dingin, sisa-sisa aliran sosial maupun ideologi,
seperti: liberalisme, sosialisme, dan komunisme, ternyata cukup menimbul-
kan masalah tersendiri di kawasan Asia-Pasifik. Masalah-masalah terse-
but antara lain :

1). Keberadaan suku bangsa Maori (penduduk asli) yang ke-
hidupannya semakin terdesak dan terdiskriminasi, terutama di Aus-
tralia dan Selandia Baru.

2). Masalah pengungsi Vietnam yang tidak lagi bermotif politik.

3). Kawasan Asia, khususnya negara-negara berkembang oleh ma-
syarakat internasional dianggap masih buruk dalam pe-
laksanaan Hak AsasiManusia, masalah tenaga kerja (buruh), dan
lingkungan hidup (pemanfaatan hutan) yang belum sesuai dengan
ketentuan PBB.
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4). Masih adanya diskriminasi dan indimidasi, baik terhadap agama
maupun suku berbeda sehingga menimbulkan konflik intern yang
berkepanjangan.

5). Pengolahan pariwisata yang masih menonjolkan seks dan kehidu-
pan bebas sehingga berakibat buruk terhadap tata sosial dan nilai-

nilai budaya ketimuran dan moral.

10. Masalah-Masalah Internasional
a. Bidang Politik

Sejak berakhirnya Perang Dingin, Sistem Bipolar (perkembangan ke-
kuatan antara dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet) be-
rubah secara drastis. Robohnya tembok Berlin dan reunifikasi Jerman, serta
runtuhnya rejim komunis di negara-negara Eropa Timur dan bubarnya Uni So-
viet, menjadi rentetan peristiwa perubahan ke era pasca Perang Dingin. Di era
ini, dominasi Amerika Serikat, satu-satunya negara adidaya yang menja-
di”Polisi Dunia’ semakin kuat. Inilah sistem yang disebut dengan Unipolar.
Akan tetapi, menurut sebagian pengamat, sistem yang berlaku saat ini bukan-
lah Unipolar, tetapi Multipolar sebab kekuatan dunia bukanlah pada AS saja,
tetapi Jepang maupun Eropa Barat juga dapat dikatakan sebagai kekuatan
ekonomi dunia yang perlu dipertimbangkan.

Memang, sampai sekarang dunia mengakui bahwa Amerika Serikat
merupakan adidaya satu-satunya, secara bertahap AS akan mengurangi pera-
nannya karena banyaknya masalah domestik (di negaranya sendiri) yang me-
nyita banyak dana dan sumber daya, sepeti pengangguran, kriminalitas, devisa
negara yang devisit, obat- obat terlarang, dan sebagainya. Dengan deemikian,
masalah domestik itu pasti dinilai akan lebih penting ketimbang kepentingan
global.

Sejumlah masalah internasional di bidang politik yang sampai sekarang
masih terus diupayakan penyelesaiannya di era pasca Perang dingin, antara
lain berikut ini :

1). Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika terhadap negara-negara teluk
(Arab Saudi dan Kuwait) yang mengakibatkan tidak bisa dicapai stabilitas
politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

2). Adanya sejulah negara yang mempunyai reaktor atau senjata nuklir yang
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3).

sampai sekarang belum mau menandatangani ratifikasi nonproliferasi
nuklir yang disponsori oleh PBB, seperti Israel, Korea Utara, dan Pakistan.
Hal itu tidak saja membuat negara-negara tetangganya merasa terancam,
tetapi masyarakat internasional juga sangat mengkhawatirkan efektifitas
pemanfaatannya.

Runtuhnya Uni Soviet sebagai pengimbang kekuatan adidaya Amerika,
sempat menimbulkan spekulasi tumbuhnya kekuatan baru yang perlu di-
perhitungkan untuk kawasan Asia-Pasifik, seperti : Jepang, Rusia, Cina

atau India.

4). Krisis pengungsi Kuba dan provokasi Amerika Serikat yang menginti-

midasi rejim Fidel castro melalui embargo Dewan  Kea-

manan PBB. Sampai sekarang masalahnya terus berlarut-larut.

5). Perebutan kekuasaan di Afganistan sepeninggal Uni Soviet sampai seka-

rang masih terus berkecamuk. Demikian juga masalah separatis Chehnya
yang ingin melepaskan diri menjadi negara merdekadari kungkungan Ru-

sia, sampai saat ini belum terselesaikan.

6). Penyelesaian konflik politik dan keamanan di kawasan Balkan yang sangat

rumit dan berlarut-larut.

Berbagai masalah politik yang muncul ke permukaan setelah berakhirnya

Perang Dingin, dianggap lebih kompleks dan multipolar.

b. Bidang Ekonomi

Akhir-akhir ini,masalah-masalah ekonomi menjadi lebih penting peranan-

nya, baik dalam hubungan regional maupun internasional. Meskipun masalah

politik geo-strategis masih tetap dianggap penting. Seperti perkembangan era

pasca Perang Dingin, negara-negara bekas Uni Soviet dan Blok Timur seperti

Perang Teluk.

Masalah utama dalam sistem ekonomi maupun internasional adalah per-

bedaan kepentingan dan ketidakcocokan antara negara- negara industri itu

sendiri. Sebagai contoh, perkembangan raksasa ekonomi Jepang yang indus-

trinya telah merambah ke hampir seluruh pelosok dunia membuat masalah

besar bagi negara-negara industri lain, seperti Amerika, Kanada, Jerman, dan

sebagainya.
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Para analis ekonomi di Amerika mengatakan bahwa Jepang adalah ma-
syarakat industri yang berbeda dengan negara-negara Barat karena industri
Jepang tidak mempedulikan konsumsi rakyatnya, tetapi berusaha menguasai
ekonomi dunia dengan cara-cara merkantilis (menguasai perdagangan) dan
menitik beratkan dirinya sebagai masyarakat produsen. Oleh karena itu,
Amerika dan Eropa harus menghadapi Jepang dengan cara-cara yang ber-
beda.

Selain menguatnya raksasa ekonomi Jepang yang menjadi momok bagi
Amerika dan masyarakat Eropa, berikut ini juga akan dikemukakan beberapa
contoh masalah ekonomi yang lain.

1). Sulitnya mengatur hubungan dalam satu sistem ekonomi global antara
negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

2). Cara-cara memasukkan negara-negara Asia yang meju (Jepang, Tai-
wan, Korea Selatan) atau yang agresif dalam perdagangan untuk men-
jadi satu sistem yang lebih teratur.

3). Semakin menguatnya penyatuan ekonomi Eropa yang pasti akan lebih
mengutamakan hubungan ekonomi antar mereka sendiri.

4). Kesulitan badan-badan ekonomi internasional, seperti IMF, Word Bank,
dan GATT dalam menghadapi perkembangan ekonomi, baik dikawasan
Asia-Pasifik, Eropa maupun Amerika, meskipun telah ditetapkan
adanya Uruguay Round (PutaranUruguay) yang mencoba

mengatur kembali rejim perdagangan internasional dengan
memasukkan perdagangan pertanian dan jasa kedalam-
nya.

5). Nampklah bahwa masalah-masalah ekonomi internasional sede-

mikian kompleks dan tidak terlepas dari kepentingan politik didalamnya.

c. Bidang Sosial Budaya
Berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan usainya konflik konfron-
tasi Barat dan Timur, banyak menimbulkan masalah yang harus segera dibena-
hi. Masalah yang paling penting adalah di bidang politik dan ekonomi. Masalah
sosial budaya meskipun muncul, tidak menjadi bahan pemikiran internasional

yang mendesak untuk ditangani, mengingat masalah sosial budaya sering mun-
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cul sebagai akibat dari kebijakan politik atau ekonomi suatu negara.

Beberapa permasalahan sosial budaya yang dewasa ini menjadi ba-
han pembicaraan masyaralkat internasional, antara lain seperti berikut :

1). Masalah lingkungan yang kompleks dan sampai kini belum jelas cara pe-
nanganannya. Misalnya, masalah pemanfaatan hutan,pembuangan lim-
bah industri, pencemaran laut melalui uji coba nuklir, pemburuan ikan-ikan
paus dan hiu yang dilindungi, dan sebagaiya.

2). Lambatnya banyuan dana dari negara industri maju kepada negara ber-
kembang, misalnya arus imigrasi dari Afrika, terutama dari Maghribi ke
Eropa Timur atau Eropa Barat. Banyak juga imigrasi yang berasal dari Asia
Selatan ke Eropa, dan Amerika Latin ke Amerika Serikat.

3). Terorisme internasional yang melanda hampir seluruh kawasan dunia.
Munculnya terorisme merupakan gejala keputusasaan dalam perkemban-
gan politik yang ada kalanya dijadikan alat politik dalam hubungan interna-
sional.

4). Mewabahnya penyakit AIDS  (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
yang sudah mendunia dan sampai sekarang belum ditemukan obat pe-
nangkalnya.

Berbagai masalah internasional dibidang sosial budaya yang sedemikian
kompleks telah menunjukkan kecenderungan terus berkembang. Oleh sebab itu,
kita perlu menanganinya sedini mungkin dan mengupayakan semaksimal
mungkin jalan keluarnya dengan meningkatkan kerja sama regional maupun in-
ternasional melalui badan-badan PBB, seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan

sebagainya.

C. Latihan
1. Apakah organisasi internasional itu?
2. Apakah organisasi regional itu bukan organisasi internasional?
3. Sebutkan lembaga-lembaga utama dalam Perserikatan Bangsa- Bangsa!
4. Apakah ASEAN sekarang ini masih menjalankan fungsinya?
5. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah-masalah internasion-

al?

383



D. Lembar Kegiatan

Kembangkan materi pembelajaran tentang organisasi inter-
nasional yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi da-
sar mata pelajaran PendidikanKewarganegaraan SMA/SMK  dengan
menggunakan bahan dari surat kabar! Sajikan dalam bentuk guntingan beri-
ta atau gambar dan disertai beberapa pertanyaan yang menghubungkan

berita atau gambar tersebut dengan kompetensi dasar.

E. Rangkuman

1.

Prestasi diri adalah prestasi yang diraih oleh seseorang melalui usaha
kerja keras. Prestasi diri dapat diraih melalui usaha kerja keras,
disiplin, tekun, dan ulet. Meskipun selalu mengalamami kegagalan,
mereka pantang menyerah sebelum mencapai hasil sesuai dengan

yang diharapkan.

2. Orang yang berprestasi dipandang sebagai orang yang sukses di

bidang tertentu, memiliki kelebihan-kelbihan yang tidak dimiliki oleh
orang lain. Mewreka mampu memanfaatkan peluang yang ada,

bertindak rasional, proporsional, efisien dan efektif.

3. Warga negarayang berprestasi sangat diperlukan bagi keunggulan

bangsa. Berbagai prestasi yang dicapau putra-putri Indonesia, baik
dikancah nasional, regional, dan internasional telah mengharumkan
nama Indonesia. Tuhan telah memberikanberbagai potensi kepada
setiap manusia untuk diberdayakan dan dikembangkan dengan

sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-

tingginya.

4. Bela negara adalah usaha sadar untuk mempertahankan negara dari

segala ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik yang
datang dari dalam maupun dari luar, langsung dan tidak langsung
yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa, negara, dan
kelangsungan pembangunan nasional. Bela negara adalah menjadi

tanggung jawab setiap warga negara.

5. Pembelaan negara sangat penting demi kelangsungan hidup bangsa

dan negara dari segala macam ancaman, baik fisik mapun non fisik,

serta gejolak sosial. Bentuk-bentuk bela negara disesuaikan dengan
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bentuk ancaman yang dihadapi pada masa itu. Jika pada masa revolusi
bentuk bela negara terarah pada fisik, teknik, strategi kemiliteran,
sedangkan pada masa oerde baru dan reformasi terarah
mengahadapi tantangan non fisik dan gejolak sosial. Yang diperlukan
adalah kesadaran untuk bersama-samam memberantas ketidak adilan,
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Organisasi internasional adalah organisasi permanen yang
didirikanatas dasar perjanjian  internasional, yang
kebanyakan merupakan perjanjian multilateral dan dengan
tujuan tertentu. Organisasi internasional memainkan peran dalam
menciptakan kerja sama dan menjaga perdamaian di berbagai kawasan
dunia.

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan azas yang
mengatur hubungan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara:
(a) negara dan negara, (b) negara den subyek hukum lain bukan
negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum
internasional akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya

masyarakat internasional.
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F. Contoh Tes Formatif

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Apakah yang mendorong lahirnya globalisasi?
A. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat
B. Semakin terbatasnya tempat tinggal manusia
C. Berkembangnya pergaulan antar bangsa
D. Perkembangan IPTEK terutama komunikasi dan informasi

2. Sebutkan salah satu ciri globalisasi!
A. Semakin terbatasnya lapangan kerja
B. Semakin banyaknya jumlah manusia
C. Hilangnya sekat-sekat yang memisahkan antar negara
D. Semakin majunya sarana transpotasi dan komunikasi

3. Sebutkan salah satu gagasan yang sudah dianggap merupakan
kemauan masyarakat dunia!
A. Bentuk negara Republik
B. Hak Asasi Manusia
C. Penjajahan
D. Pergaulan bebas

4. Sebutkan salah satu contoh gaya hidup masyarakat yang sudah
mengglobal!
A. Penggunaan sarana Hand Phone
B. Cara makan
C. Kebiasaan berwisata
D. Penggunaan gelar

5. Perilaku anarkhis pada saat berdemonstrasi, adalah dampak negatif
globalisasi dalam aspek ....
A. Ekonomi
B. Sosial Budaya
C. Politik
D. Hankam

6. Sebutkan salah satu dampak positif globalisasi dalam bidang ekonomi!
A. Tumbuhnya lapangan-lapangan kerja baru

B. Terjadinya persaingan bebas
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C. Terbukanya kesempatan berhubungan dengan negara lain
D. Terbukanya kesempatan untuk melakukan monopoli
7. Apakah yang dimaksud dengan hedoisme?
A. Paham yang selalu memikirkan masa depan
B. Paham yang mengutamakan diri sendiri (individualistis)
C. Paham yang selalu meikirkan kepentingan bersama
D. Paham yang memandang kenikmatan pribadi sebagai nilai tertinggi
8. Salah satu contoh sikap hedoisme adalah ....
A. Kebiasaan mengkonsumsi narkotika
B. Semakin berkurangnya kepedulian terhadap sesama
C. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi
D. Tidak tanggap terhadap penderitaan orang lain
9. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menghadapi era
perdagangan bebas?
A. Menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya
B. Menyediakan sarana pendidikan dan latihan bagi para pencari kerja
C. Membatasi masuknya modal dari luar negeri
D. Mempersulit idzin usaha bagi para penanam modal asing
10. Sebutkan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menarik
ivestor menanamkan modal di Indonesia!l
A. Pemerintah menyediakan tenaga kerja yang murah
B. Pemerintah menyediakan sarana-sarana yang diperlukan oleh
para investor
C. Pemerintah membatasi penanam modal dari dalam negeri
D. Pemerintah mengeluarkan UU yang menjamin kepastian beru-
saha dan keamanan.
11. Apakah yang dimaksud dengan prestasi?
A. Sesuatu yang diwariskan oleh orang tua
B. Hasil yang dicapai dari apa yang telah dikerjakan
C. Sesuatu yang dicapai dengan memanfaatkan segala macam cara
D. Sesuatu yang dicapai melalui pemberian orang lain
12. Apakah yang diperlukan untuk mencapai prestasi yang tinggi?
A. Kerja keras dan jiwa besar

B. Dukungan dari berbagai pihak dan kerja sama
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C. Menggunakan setiap peluang untuk mencapai tujuan
D. Motivasi yang tinggi agar terkenal
13. Potensi kecerdasan, menganalisis, dan menghitung adalah ter-
masuk potensi....
A. Fisik
B. Emosional
C. Mental intelektual
D. Mental spiritual
14. Salah satu contoh potensi Sosial adalah ....
A. Kecerdasan
B. Kemampuan menganalisis
C. Daya juang yang tinggi
D. Kesadaran diri
15. Apakah yang membedakan orang yang berprestasi dengan yang
tidan berprestasi?
A. Orang yang berprestasi tidak pernah mengalami kegagalan
B. Orang yang berprestasi selalu berhasil setiap usahanya
C. Orang yang tidak berprestasi mampu memanfaatkan peluang
yang ada
D. Orang yang berprestasi ulet dan pantang menyerah
16. Apakah syaratnya agar menjadi orang yang kreatif?
A. Bersikap terbuka, berani mencoba, dan pantang menyerah
B. Bersikap tertutup, ulet, dan melakukan sesuatu jika menguntungkan
C. Mengutamakan pendapat sendiri, ulet, dan percaya diri
D. Berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan bekerja sendiri
17. Persyaratan apakah yang harus dimiliki seorang pelajar agar
dapat meraih prestasi yang tinggi?
A. Memiliki buku yang banyak, lengkap, dan finansial yang cukup
B. Kerja keras, tekun, dan displin
C. Aktif dalam setiap kegiatan sekolah dan memiliki sarana bela-
jar yang lengkap
D. Memiliki kemauan yang kuat dengan menghalalkan segala

macam cara
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18. Adam Smith, seorang warga negara Inggris ahli di bidang .....
A. Kimia
B. Ekonomi
C. Fisika
D. Kesusastraan
19. Selain keuletas, ketangguhan, dan displin, apakah yang diperlukan
untuk meraih prestasi?
A. Mampu bekerja mandiri
B. Mampu memenuhi kebutuhan sendiri
C. Mampu nelakukan pendekatan pada orang lain
D. Aktif dalam berbagai bidang.
20.Hal apakah yang dapat membuat seseorang gagal meraih prestasi?
A. Pantang menyerah
B. Mampu merencanakan sesuatu
C. Tidak mampu mengendalikan amarah
D. Motivasi yang tinggi
21. Apakah sebabnya diperlukan upaya bela negara?
A. Agar tujuan nasional dapat tercapai
B. Agar disegani oleh negara-negara lain.
C. Untuk mengamankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
D. Sebagai upaya menjaga kehormatan bangsa dan negara
22. Siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan upaya bela negara?
A. Setiap Warga Negara
B Tentara Nasional Indonesia dan Polri
C. TNI, Polri, dan Pegawai Negeri
D. TNI, Polri, dan Rakyat yang terlatih (Ratih)
23. Apakah sebabnya bagi bangsa Indonesia kemerdekaan bukanlah
merupakan tujuan akhir?
A. Sebab kemerdekaan hanya melepaskan diri dari penjajah
B. Sebab bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan
untuk mencapai Kehidupan yang dicita-citakan
C. Sebab kemerdekaan adalah hasil perjuangan seluruh rakyat

Indonesia
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D.Sebab kemerdekaan adalah atas rahmah dari Allah Yang Maha

Kuasa
24. Apakah yang diperlukan untuk menghadapi ancaman pada era

orde baru dan era reformasi?

A. Persenjataan yang lengkap dan strategi tempur yang canggih

B. Kesadaran setiap warga negara memberantas KKN dan ke-
tidakadilan

C. Jumlah personil militer yang besar dan terlatih

D. Persenjataan yang canggih dengan jumlah personil militer yang be-
sar dan terlatih

25. Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dikikis habis sebab merupakan

A. Hambatan B. Ancaman C. Tantangan D. Gangguan
26. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang dilaksanakan di sekolah-
sekolah adalah realisasi dari ....
A. UU. No. 20 Tahun 1982
B. UU. No. 5 Tahun 1975
C. UU. No 18 Tahun 1964
D. UU. No. 29 Tahun 1954
27. Apakah yang melatar belakangi lahirnya UU. No. 29 tahun 1954 ?
A. Untuk melindungi wilayah Indonesia dengan kekayaan alamnya.
B. Untuk mengantisipasi Agresi militer Belanda
C. Untuk menjaga keamanan Negara
D. Untuk mengantisipasi ancaman fisik, non fisik, dan gejolak sosial
yang mungkin timbul.
28. Siapakah yang menjadi kekuatan utama usaha pertahanan dan kea-
manan negara?
A. Rakyat Indonesia
B. TNI dan Polri
C. Rakyat terlatih dan TNI
D. TNI, Polri, dan Rakyat terlatih
29 Kewajiban setiap warga negara turut serta dalam upaya pertahanan

dan keamanan negara diatur dalam ....
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A. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
B. Pasal 28 J UUD 1945
C. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945
D. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945
30. Gerakan Papua Merdeka (GPM) dapat di golongkan kedalam bentuk

A. Tantangan
B. Ancaman
C. Gangguan
D. Hambatan
31. Penandatanganan penjanjian bilateral merupakan bentuk penga-
kuan suatu negara yang bersifat....
A. pengakuan kepala pemerintahan
B. pengakuan kepala Negara
C. pengakuan de facto
D. pengakuan de jure
32. Salah satu bentuk Negara yang diakui oleh masyarakat internasional
adalah ....
A. Konfederasi,
B. Federasi,
C. Kondominium,
D. Anggota Persemakmuran.
33. Hubungan internasional suatu negara akan selalu memperhatikan kon-
disi ....
A. politik dalam negeri
B. politik luar negeri
C. politik internasional
D. hukum internasional
34. Perwakilan diplomatik setingkat menteri adalah ....
A. duta besar
B. duta
C. kuasa usaha

D. konsul muda
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35. Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk organisasi internasional yang
bersifat ....

A. global
B. regional
C. lokal

D. terbatas
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